
SALINAN

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOT,AAN BATAS WII,AYAH NEGARA

DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2O2O-2O24

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a

b

c

bahwa dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara
dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik,
dan spasial, dipandang perlu menyusun rencana induk
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan;

bahwa dalam pengelolaan batas wilayah negara dan
kawasan perbatasan diperlukan koordinasi
antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang terarah,
terpadu, dan sistematis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Tahun 2O2O-2O24;
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4Ol2);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20O8 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8
Nomor 177, Tarl-rbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O10 tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2Ol7 tenlang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2OlO tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 79);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1O);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KA\A/ASAN
PERBATASAN TAHUN 2O2O-2O24,

6
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Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan Tahun 2O2O-2O24 yang selanjutnya
disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 adalah
kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan
perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan
ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut Renaksi
Pengelolaan BWN-KP adalah dokumen rencana kerja
tahunan untuk pelaksanaErn program dan kegiatan
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan
pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas
hukum internasional.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara
yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah
Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah
Negara di darat, kawasan perbatasan berada di
kecamatan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya
disingkat BNPP adalah badan pengelola Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 2

(1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 merupakan
pedoman nasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan.

(21 Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagr
kementerian / lembaga dan pemerintah daerah dalam
mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan.

3

4
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Pasal 3

(1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. isu, visi dan misi;

b. arah strategis, kebijakan dan strategi pelaksanaan;

c. wilayahpengelolaan;

d. program dan kegiatan; dan

e. pemantauan dan evaluasi.

(21 Kegiatan pengelolaan BWN-KP tahun 2O2O dan
tahun 2O21 telah dilalsanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 4

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 digunakan sebagai
pedoman:

a. pen5rusunan atau penyesuaian Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Tahunan kementerian/ lembaga dalam
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan pada kurun waktu tahun 2O2O-2O24;

b. pen5rusunan atau penyesuaian Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten / kota
dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan pada kurun waktu tahun 2O2O-2O24;

c. koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifrkasi
pelaksanaan rencana lintas kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan berdasarkan kerangka
waktu, lokasi, indikator, pendanaan, dan pelaksana; dan

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Batas
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
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Pasal 5

Pendanaan atas pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24 bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 dijabarkan
dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP setiap tahun
anggaran.

(21 Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat paling sedikit program, kegiatan,
dan indikasi pendanaan.

(3) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi acuan kementerian/lembaga dalam
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan.

(4) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam rapat
koordinasi pembangunan perbatasan yang
dikoordinasikan oleh BNPP.

(5) Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan BNPP.

Pasal 7

(1) Penyesuaian program dan kegiatan Renduk Pengelolaan
BWN-KP 2O2O-2O24 dapat dilakukan setelah
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencana.an pembangunan
nasional dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan kebijakan strategis Pemerintah dan
kemampuan keuangan negara.

(3) Penyesuaian...
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(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dimuat
dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

Pasal 8

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 dan Renaksi
Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang dikoordinasikan
oleh BNPP.

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada Renduk Pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(21 Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota
yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan
Daerah kabupaten/kota atau unit kerja yang membidangi
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan.

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

(21 Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang
dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah
provinsi atau unit kerja yang membidangi pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
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(3) Gubernur menyinergikan pelaksanaan pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
di kabupaten/kota dalam lingkup wilayahnya.

Pasal 11

Pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 dan
Renaksi Pengelolaan BWN-KP dapat melibatkan pelaku usaha
dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) BNPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

(2) Pemantauan sebagpis1z114 dimaksud pada ayat (l)
dilakukan secara berkala terhadap realisasi program dan
kegiatan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan.

(3) Evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan dilakukan dengan menilai kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Renduk Pengelolaan
BWN-KP 2O2O-2O24 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi
BNPP.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan
evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan diatur dengan Peraturan BNPP.

Peraturan Presiden
diundangkan.

Pasal 13

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2O22

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
DePuti Bidang Perundang-undangan

strasi Hukum,
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PRESIDEN
REFLIBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOI,AAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN TAHUN 2O2O -2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yang menyatakan
bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur
negzrra yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan
tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu dinyatakan pula bahwa
Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya di
wilayah yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.

Kedua ketentuan di atas menekankan pentingnya pengelolaan atas
wilayah negara dan wilayah yurisdiksi negara untuk merealisasikan cita-cita
bangsa yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
dengan memperhatikan kekhususan pada karakter negara kepulauan.
Sebagai konsekuensinya, karakter negara Indonesia sebagai negara
kepulauan yang berciri nusantara harus senantiasa tercermin dalam setiap
regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan wilayah negara termasuk
pengelolaan perbatasan negara.
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Perbatasan negara meliputi dua dimensi, yaitu dimensi Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan UU Wilayah Negara, yang
dimaksud dengan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan
pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum
internasional, sedangkan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah
negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia
dengan negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan
Perbatasan berada di kecamatan. Sementara dalam hal Batas Wilayah
Negara di laut, berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (l) Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang
dimaksud dengan Kawasan Perbatasan negara adalah wilayah
kabupaten / kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung
dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan Perbatasan negara
meliputi Kawasan Perbatasan darat dan Kawasan Perbatasan laut, termasuk
Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam
menjaga integritas wilayah negara, diperlukan pengaturan secara khusus.
Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangarr
pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat di wilayah yuridiksi
negara. Negara juga berkepentingan untuk ikut memanfaatkan laut bebas
dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.
Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan
alam, perlindungan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi.

Pengelolaan wilayah negara dilakukan dengan pendekatan keamanan,
kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan keamanan dalam
arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan
kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Pendekatan
kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara
hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan, sedangkan pendekatan
kelestarian lingkungan dalam arti pembangu.nan Kawasan Perbatasan
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari
pembangunan yang berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dan pemerintah
daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi
pemerintahan dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.
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Kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan melihat kondisi dan
karakteristik wilayah perbatasan Indonesia yang berbeda satu dengan yang
lainnya, baik Kawasan Perbatasan di wilayah darat maupun laut, sehingga
masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta
pendekatan yang berbeda. Diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat
drjadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi secara nasional
untuk seluruh Kawasan Perbatasan. Pengembangan Kawasan Perbatasan
memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan Kawasan Perbatasan
yang menyeluruh (holistik), meliputi berbagai sektor dan kegiatan
pembangunan, serta koordinasi dan kerja sama yang efektif mulai dari
pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pola penanganan tersebut dijabarkan melalui penyusunan kebiiakan dari
tingkat makro sampai mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif,
baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah.

Strategi pengembangan Kawasan Perbatasan, baik darat maupun laut,
perlu dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan
kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui
anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan pada
pengembangan kawasan pertumbuhan dan pengembangan wilayah terpadu
Kawasan Perbatasan; (2) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar dari
kementerian/lembaga dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan
Kawasan Perbatasan antamegara; (3) dukungan dan fasilitasi
pengembangan Kawasan Perbatasan oleh perguruan tinggi, swasta,
masyarakat, dan media massa.

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP)
sejalan dengan arah pengembangan dalam Desain Besar Pengelolaan
BWN-KP Tahun 2011-2025 yang dilakukan dalam mewujudkan perbatasan
negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju. Perbatasan negara
sebagai wilayah yang . aman, diupayakan melalui peningkatan kondisi
pertahanan dan keamanan yang kondusif untuk berbagai kegiatan ekonomi,
sosial, dan budaya, serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat
dan laut. Perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, diupayakan melalui
peningkatan kerja sama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik,
serta penegasan dan penetapan tapal batas neg€rra. Sementara perbatasan
negara sebagai wilayah yang maju, diupayakan melalui peningkatan
kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan.
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Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, diperlukan
perbatasan negara yang kuat dan tangguh. Pemerintah memberikan
komitmen terhadap hal tersebut melalui kebiiakan membangun Indonesia
dari pingqiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan. Untuk itu peran strategis wilayah negara dan Kawasan Perbatasan
negara, harus dapat berkontribusi untuk memperkuat kedaulatan dan
kesejahteraan sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam kerangka
memperkokoh Negara. Kesatuan Republik Indonesia (NKRD, dengan
perbatasan sebagai beranda depan negara. Tanggung j awab atas pengaturan
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan
dilakukan secara koordinatif baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan
kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Wilayah Negara.
Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan BWN-KP yang melibatkan semua
komponen, meliputi unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan
media secara sinergis.

Dalam pengelolaan BWN-KP, UU Wilayah Negara mengamanatkan Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menetapkan kebijakan program
pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan
pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 201O tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2O1O tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP memiliki
fungsi antara lain melaksanakan penyusunan dan mengusulkan penetapan
Renduk Pengelolaan BWN-KP kepada Presiden dan menetapkan Renaksi
Pengelolaan BWN-KP.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 disusun sesuai dengan
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2OO5-2O25; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2O2O-2O24; (3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (a)
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTRKPN). Selain itu
Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 disusun dengan memperhatikan
kondisi dan isu strategis Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OlO tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
Renduk Pengelolaan BWN-KP ditetapkan oleh Presiden sebagai acuan
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pelaksanaan teknis pembangunan BWN-KP yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 merupakan
kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara
yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun. Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 selanjutnya dijabarkan
dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran.

B. MAKSUDDANTUJUAN

Maksud pen5rusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 adalah
tersusunnya pedoman pengelolaan BWN-KP dalam kurun waltu
talrtun 2O2O-2O24.

Selanjutnya penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
bertujuan untuk:
1. memperkuat dan memperkokoh kedaulatan negara;

2. mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak
dasar warga negara di perbatasan;

3. memperkuat posisi wilayah perbatasan negara yang menjadi pintu
keluar-masuk wilayah NKRI;

4. mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan
beranda penghubung internasional;

5. mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kawasan
Perbatasan;

6. mewujudkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan;

7. mengoptimalkan kebijakan alirmatif pembangunan yang
mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing Kawasan
Perbatasan.
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BAB II

ISU, VISI DAN MISI, SERTA ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
BWN-KP BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NASIONAL TAHU N 2O2O -2024

A. ISU PENGELOLAAN BWN-KP

Pengelolaan BWN-KP merupakan representasi kehadiran negara dalam
pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagl
seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara sehingga
terwujud Kawasan Perbatasan negara sebagai beranda depan dan
penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat secara
langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini,
serta batas laut dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua
Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia.
Dalam pengelolaan perbatasan negara tersebut terdapat berbagai isu
strategis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan ke depan.

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek
pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain: (1) belum selesainya
penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga
pada beberapa segmen; (21 belum maksimalnya pengawasan dan
pemeliharaan tanda batas negara; (3) keadaan dan strategi politik negara
tetangga untuk menyelesaikan perundingan; (4) masih adanya potensi
kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan
nasionalisme pada masyarakat perbatasan

Pada aspek pengelolaan lintas batas negara, Kawasan Perbatasan
negara yang merupakan area pelintasan antamegara sangat rawan
dan rentan terhadap isu yang disebabkan oleh adanya aktivitas
atau interaksi lintas batas negara secara ilegal. Isu strategis
yang menjadi perhatian dalam pengelolaan aktivitas lintas batas negara
antara lain: (1) belum terpadunya sistem pemeriksaan dan pelayanan
lintas batas pada jalur non-Pos Lintas Batas Negara (PLBN); (2) masih
relatif banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi; (3) terbatasnya
sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam penyelenggaraan
pelayanan lintas batas (anstom, immigration, Etarantine, secuityl;
(4) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan
lintas batas negara; baik di darat maupun di laut (Pos
Pengamanan Perbatasan/Pamtas, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Kepolisian,
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termasuk teknologi pengamanan perbatasan); (5) belum terbangunnya sistem
pengamanar perbatasan terpadu (integrated border seanify system); serta
(6) berbagai permasalahan lintas batas baik terkait aspek ekonomi dan sosial
budaya, maupun aktivitas kejahatan lintas negara (transnatianal cimel
lainnya.

Dalam satu dekade terakhir pengelolaan perbatasan negara mulai bergeliat
secara signifikan ditandai dengan komitmen negara yang hadir di perbatasan
melalui penegakan kedaulatan dan pembangunan Kawasan Perbatasan
negara. Namun demikian masih cukup banyak langkah strategis dan
sentuhan pembangunan yang masih harus terus dilakukan untuk
memperkuat wilayah perbatasan negara. Luasnya cakupan wilayah dan
pembangunan perbatasan yang dilakukan secara bertahap harus dapat
diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas terutama anggaran
serta pelibatan seluruh stakeholders untuk membangun Kawasan Perbatasan
secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sosial dasar, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, diperlulan guna mengoptimalkan fungsi
Kawasan Perbatasan sebagai pintu gerbang negara. Untuk mengembangkan
wilayah perbatasan, perlu secara terus menerus dilakukan identifikasi,
inventarisasi dan penggalian potensi lokal yang akan menjadi faktor penting
dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan Kawasan Perbatasan. Isu
strategis yang menjadi perhatian pada aspek pembangunan Kawasan
Perbatasan negara antara lain: (1) percepatan penyelesaian dan penetapan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan
ruang; (2) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi
komoditas lokal (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata); (3) belum
optimalnya pemanfaatan sumber daya hayati dan nonhayati pesisir dan laut
untuk kepentingan perekonomian masyarakat; (4) masih rendahnya
produktivitas produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar negara
tetangga (pengembangan branding); (5) masih rendahnya daya saing dan
belum berkembangnya pusat/ sentra industri, perdagangan dan pariwisata di
kecamatan lokasi Prioritas (l,okpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN); (6) masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastmktur
transportasi terutama yang mendukung rantai lalu lintas pasokan komoditas
(distribusi logistik/ supplg duirl dan hubungan sosial budaya antarwilayah;
(7) belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk
layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran; (8) masih terbatasnya
akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar berupa
pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan permukiman yang
memadai; (9) belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa
atau sebutan lain di Kawasan Perbatasan.
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Pengelolaan wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan UU Wilayah
Negara. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota sebagaimana
diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal L2 UU Wilayah Negara
menyebutkan bahwa masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai
kewenangan dan harus dilakukan secara sinergis agar kebijakan
pembangunan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan pengelolaan
BWN-KP berjalan efektif dan elisien. Isu strategis yang menjadi perhatian
dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP antara lain:
(1) belum efektifnya kelembagaan horizontal (antarJembaga dalam
pemerintah pusat); (2) belum efektifnya kelembagaan vertikal (hubungan
antara pusat dan daerah) di daerah; (3) masih lemahnya kelembagaan
pengendali lapangan sebagai fungsi pengendalian pelakszulaan, monitoring,
serta evaluasi program dan kegiatan.

Berkembangnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) telah
memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh
karena itu perlu dilakukan penyesuaian rencana pembangunan strategis
melalui kebijakan refoatsing dan realokasi anggaran dalam rangka
percepatan penanganan COVID-l9 serta pemulihan perekonomian dan
transformasi ekonomi nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
telah disusun dengan memprioritaskan program/ kegiatan dengan
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara. Kegiatan dalam
Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 disusun dengan asumsi dan target
yang dinamis dengan memperhatikan kebijakan strategis dan kemampuan
keuangan negara. Selanjutnya terhadap kebutuhan penyesuaian kegiatan
dan pendanaan dalam pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24, dilakukan dalam mekanisme penyusunan Renaksi Pengelolaan
BWN-KP yang dilakukan pada setiap tahun dan dikoordinasikan oleh BNPP.

B. VISI DAN MISI
Visi pengelolaan BWN-KP taleun 2020-2024 mencerminkan peran dalam

menyukseskan Visi Presiden tahun 2Ol9-2O24, yang berisi keinginan dan
cita-cita untuk melanjutkan langkah transformasi yang telah dilaksanakan
dalam pengelolaan perbatasan negara. Visi pengelolaan BWN-KP tersebut
sekaligus merupakan arah dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang
dilakukan secara berkelanjutan yang selaras dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 20O7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2OO5-2O25.

Visi . . .
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Visi pengelolaan BWN-KP tatrun 2O2O -2024 adaiah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong di Perbatasan Negara".

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2O2O-2O24 dilaksanakan melalui
4 (empat) Misi, yang dijabarkan antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

a. penyediaan dan pemerataan pendidikan formal dan nonformal dalam
upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat di Kawasan
Perbatasan;

b. meningkatkan kualitas masyarakat di Kawasan Perbatasan negara
serta berkepribadian dan berjiwa nasionalisme;

c. mewujudkan masyarakat di Kawasan Perbatasan yang mandiri dan
berdaya saing.

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

a. meningkatkan kegiatan ekonomi pada 18 (delapan belas) PKSN dan
26 (dua puluh enam) PLBN;

b. membangun daerah berbasis potensi sumber daya alam setempat
secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah;

c. mewujudkan tata kelola pembangunan ekonomi daerah agar mampu
mandiri dan mempunyai daya saing, baik terhadap wilayah lainnya
di dalam negeri maupun terhadap wilayah negara tetangga.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

a. membuka keterisolasian wilayah melalui pembangunan konektivitas
antarwilayah perbatasan negara di 222 (dua ratus dua puluh dua)
Lokpri;

b. mengembangkan dan memanfaatkan potensi Kawasan Perbatasan
negara yang berbasis kearifan lokal di 222 (dua ratus dua puluh dua)
Lokpri;

c. mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rrang
Kawasan Perbatasan.

4. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga

a. meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan keamanan serta
pengawasan di wilayah perbatasan negara pada 222 (dua ratus dua
puluh dua) Lokpri, 18 (delapan belas) PKSN, 49 (empat puluh
sembilan) PPKT, dan 26 (dua puluh enam) PLBN;
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b. menyelenggarakan pelayanan yang terpadu, efektif, dan efisien bagi
para pelintas batas negara.

Keempat Misi dimaksud dilaksanakan melalui:

1. pengelolaan Batas Wilayah Negara yang aman, tertib, dan berdaulat;

2. pengelolaan lintas batas negara yang aman dan tertib;

3. pengelolaan Kawasan Perbatasan negara sebagai wilayah yang maju dan
menjadi beranda depan NKRI;

4. pengelolaan sistem tata kelola perbatasan negara yang holistik, integratif,
tematik, serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang
berkelanjutan.

Pelaksanaan Misi tersebut dilakukan dengan memperhatikan 5
Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24,yat1u::.

1. pembangu.nan sumber daya manusia;

2. pembangunan infrastruktur;
3. penyederhanaan regulasi;

4. reformasi birokrasi;

5. transformasi ekonomi.

(lima)

Selanjutnya untuk mengimplementasikannya, kelima Arahan Presiden
tersebut disinkronkan dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yang terdiri
atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim;

7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan
transformasi pelayanan publik.
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C. ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BWN-KP BERDASARKAN RPJMN
TAHUN 2020-2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2O2O-2O24, pengelolaan BWN-KP
dilaksanakan sesuai kebijalan pembangunan nasional dengan memenuhi
prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri
sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan
kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia. Untuk itu membangun
kemandirian perlu:

a. memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, unggul,
bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi;

b. memiliki penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah;

d. menjadi negara yang selalu aktif dan terbuka dalam bekeq'a sama.

2. Menjamin Keadilan

Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai
dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan
tidak melanggar hukum dengan:

a. menjamin akses dan kesempatan yang sarna bagr seluruh
masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya
dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya;

b. penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian
hukum, dan asas manfaat pada masyarakat;

c. menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antarpelaku
pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang
berkualitas dan inklusif.

3. Menjaga Keberlanjutan

Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk
memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan
saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang
dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.
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Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan BWN-KP
dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan
melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya
ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua
pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup
sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan,
industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

a. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan
peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di
Kawasan Perbatasan negara;

2) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur dalam
ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan
prioritas pada daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan PPKT.
Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi antara lain melalui
revitalisasi danau difokuskan seperti Danau Sentarum di
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

3) peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan
untuk Kawasan Perbatasan, pengelolaan sumber daya pangan,
yang difokuskan pada daerah rawan pangan, rentan kelaparan,
dan shtnting, antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua;

4) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan,
untuk Kawasan Perbatasan dilakukan melalui fasilitasi usaha,
pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan
pemberdayaan nelayan terpadu, serta perlindungan usaha
kelautan dan perikanan skala kecil.

b. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dan koperasi; dan

2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor
riil. Fokus kegiatan antara lain pengembangan akses dan
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang berada di sekitar
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Kawasan Perbatasan seperti Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pengembangan
destinasi pariwisata lainnya antara lain meliputi Batam-Bintan-
Karimun secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan Batam-Bintan-
Karimun, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, dan Biak-Teluk
Cendrawasih, difokuskan pada peningkatan kesiapannya untuk
menampung peningkatan kunjungan wisatawan. Beberapa
kawasan industri juga akan difasilitasi dalam penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah
dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan
pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan
koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.
Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi
nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan
pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI),
DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-desa serta
kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada
koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk
pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan
PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat
pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih
luas di kabupaten / kota pada koridor pemerataan.

Pengelolaan BWN-KP dalam kerangka kebijakan dan strategi
pembangunan kewilayahan tahun 2O2O-2O24 yaitw:

a. meningkatkan pemerataan antarwilayah, melalui:
1) pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan

afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal,
kecamatan Lokpri, PPKT, serta kawasan transmigrasi;

2) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa;

3) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat
pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan
PKSN perbatasan negara.
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b. meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan
wilayah, khususnya wilayah perbatasan, melalui optimalisasi
pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat
pertumbuhan wilayah, seperti KEK, KI, DPP, dan perikanan, antara
lain dengan penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas
unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi
pertanian dan perikanan di KPPN, kawasan transmigrasi, PKSN, dan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)/ Witayah Pengelolaan
Perikanan (WPP);

c. meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta
kemandirian;

d. meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi
penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan
iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan
akibat pemanfaatan ruang. Pencegahan dampak negatif ini dilakukan
antara lain melalui: (1) peningkatan efektivitas instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
(2) penyediaan peta dasar skala besar; dan (3) penerapan insentif dan
disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian
penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan
pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak,
perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan
produktivitas dan daya saing angkatan kerja, melalui strategi
pembangunan:

a. pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola
kependudukan;

b. pelaksanaan perlindungan sosial;

c. peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f. pengentasan kemiskinan; dan
g. peningkatan produktivitas dan daya saing.
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4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan melalui
strategi pembangunan:

a. pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan
budaya dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan
berkarakter;

b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

c. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi
terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi
pembangunan berupa penyediaan:

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
1) penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan dan

kesehatan;

2) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan
tedangkau;

3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
4) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;

5) keselamatan dan keamanan transportasi;
6) ketahanan kebencanaan infrastruktur.

b. InfrastrukturEkonomi
1) Konektivitas Jalan

Kegiatan prioritas mendukung konektivitas jalan antara lain
pembangunan jalan strategis nasional seperti Jalan Sejajar
Perbatasan dan Jalan Akses Perbatasan, Jalan Trans pada
18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, serta
jalan di Kawasan Perbatasan.

2) Konektivitas Laut
Kegiatan prioritas mendukung konektivitas laut antara lain

pengembangan pelabuhan utama, seperti: Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu (Major Projectl, pembangunan serta
pengembangan pelabuhan mendukung tol laut, pembangunan
serta pengembangan pelabuhan lokal.
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3) Konektivitas Udara

Prioritas pengembangan konektivitas udara antara lain
jembatan udara di Papua, pembangunan bandar udara (bandara)
baru, pengembangan bandara hub primer, rehabilitasi dan
pengembangan bandara mendukung PPKT kawasan prioritas, dan
pembangunan bandara perairan (waterbased airportl mendukung
destinasi pariwisata perairan.

c. Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

Penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dilakukan
sejalan dengan upaya diversifikasi sumber penyediaan energi dan
ketenagalistrikan. Sebagai contoh pemanfaatan potensi tenaga surya
yang merupakan salah satu sumber energi bersih antara lain atap
panel surya (solar rooftopl dan sumber-sumber EBT lainnya.
Selanjutnya penyediaan energi ketenagalistrikan untuk pemenuhan
rasio elektrifikasi terus didorong melalui kegiatan peningkatan akses
dan keterjangkauan, serta kecukupan dan keberlanjutan penyediaan
energi dan ketenagalistrikan.

d. Infrastruktur Digital

1) penyediaan dan peningkatan kualitas layanan akses
telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan Base Tran sceiuer
Station (BTS) untuk desa nonkomersil dan akses internet yang
dapat dijangkau masyarakat secara bertahap;

2) peningkatan infrastruktur jaringan pitalebar hingga ke
kecamatan-kecamatan dengan prioritas pada kawasan strategis
nasional dan Lokpri;

3) penyiapan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan akses
informasi penyiaran sesuai kebijakan migrasi penyiaran analog ke
digital.

Membangun Lingkungan Hidup

Pengelolaan BWN-KP dilakukan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan
dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem
lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada
pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan
dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahaniklim.
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7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan
Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan,
keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui
strategi:

a. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

1) memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan Warga
Negara Indonesia di luar negeri;

2) memperkuat kerja sama internasional;

3) meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional.

b. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

1) penguatan keamanan dalam negeri;

2) penguatan kemampuan pertahanan;

3) penguatan keamanan laut;
4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

5) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

Dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24, telah ditetapkan 41 (empat puluh satu)
Major Project yang menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tahunannya, serta menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan
target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapal terus dipantau
dan dikendalikan. Penjabaran Major Project dimaksud, khususnya
pembangunan yang terkait Kawasan Perbatasan antara lain:
1. Destinasi Pariwisata Prioritas, di antaranya pengembangan pariwisata

Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dan Pulau Morotai di Provinsi
Maluku Utara;

2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan F'ish Market Bertaraf Internasional,
melalui pengembangan SKPT yang sudah ada, yaitu SKPT Nunukan dan
SKPT Morotai, serta membangun SKPT baru;

3. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan untuk meningkatkan
pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan, sebagaimana di
Batam dibangun KEK yang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi
tingkat nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan
integrasi pengelolaan Batam-Bintan-Karimun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu PKSN Paloh-Aruk, PKSN
Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan
PKSN Merauke, dengan target antara lain sebagai pusat perkotaan yang
berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga,
sebagai pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang
internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, sebagai
pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang
menghubungkan wilayah sekitarnya, serta sebagai pusat perkotaan yang
merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong
perkembangan kawasan di sekitarnya;

5. Jembatan udara di Papua yang menjangkau daerah-daerah di Kawasan
Perbatasan untuk menurrrnkan harga bahan pokok;

6. Peningkatan/pembangunan Jalan Lingkar/Jalan Trans Pulau pada
18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, dengan target
meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk
menekan tingginya harga komoditas. Dari 18 (delapan belas) pulau
tersebut, beberapa diantaranya termasuk dalam Kawasan Perbatasan
negara yaitu: (1) Natuna; (2) Kei Besar; (3) Selaru; (4) Moa; (5) Wetar;
(6) Morotai; dan (7) Biak;

7. Penguatan Keamanan Laut di Natuna, berupa peningkatan deterrent
effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna, dengan target
penurunan aktivitas perompalan, kekerasan dan tindak kejahatan di
lanrt, ilLegal, unreported and unregulated fi.shing, tra nsno;tional crime dan
penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.

BABIII ...
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BAB III
ARAH STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. ARAH STRATEGIS

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 menjabarkan 7 (tujuh) agenda
pembangunan dalam Visi dan Misi Presiden dan difokuskan pada 2 (dua)
agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut
diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan BWN-KP, yang
selanjutnya diuraikan ke dalam masing-masing bidang melalui penetapan
tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Arah Strategis I Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara,
penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum
dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.

a. Ttrjuan

1) Mewujudkan penetapan dan penegasan tanda batas negara untuk
menjaga keutuhan NKRI;

2) Memperkuat sistem pertahanan negara di Kawasan Perbatasan;

3) Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai cerminan keamanan
dan kedaulatan negara.

b. Sasaran

l) Terwujudnya penetapan dan penegasan tanda batas negara
untuk menjaga keutuhan NKRI;

2) Meningkatnya sistem pertahanan negara di Kawasan Perbatasan
negara;

3) Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang aman dan tertib.

c. Bidang

1) Penetapan Batas Wilayah Negara;

2) Pertahanan wilayah negara;

3) Keamanan dan ketertiban wilayah.
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2. Arale Strategis 2 Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara

Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta
kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga
keharmonisan hubungan antarnegara.

a. T\rjuan

1) Menjadikan Kawasan Perbatasan sebagai beranda penghubung
antarnegara melalui pelayanan pintu gerbang yang optimal;

2) Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara sebagai upaya
dalam menciptakan hubungan antarnegara yang lebih kondusif
melalui kerja sama internasional.

b. Sasaran

Terwujudnya Kawasan Perbatasan sebagai beranda penghubung
antarnegara.

c. Bidang

1) Manajemen Lintas Batas Negara;

2l Ke4a sama Lintas Batas Negara.

3. fuah Strategis 3 Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana
dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. T\rjuan

l) Mengembangkan penataan ruang Kawasan Perbatasan yang
tematik, terintegrasi dan berkelanjutan;

2) Mewujudkan Kawasan Perbatasan neg€rra sebagai pusat
pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis
potensi unggulan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia;

3) Mewujudkan pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai upaya
hadirnya negara dalam melaks€rnakan pembangunan yang
berkeadilan sosial.

b. Sasaran

1) Terwujudnya tata ruang Kawasan Perbatasan yang tematik,
terintegrasi, dan berkelanjutan;
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Berdasarkan 4 (empat) arah strategis di atas, pengelolaan BWN-KP dibagi
menjadi 4 (empat) kebijakan dan strategi pelaksanaan, yaitu:

1. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;

2. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan aktivitas lintas batas
negara;

3. kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan
negara; dan

4. kebijakan dan strategi pelaksanaan penguatan kelembagaan pengelolaan
BWN-KP.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk
mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari
aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Untuk mewujudkan hal
tersebut dilakukan upaya melalui kebijakan serta strategi pelaksanaan
berdasarkan bidang sebagai berikut:

Bidang Penetapan Batas Wilayah Negara

a. Subbidang Batas Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Darat diarahkan pada
penyelesaian batas negara wilayah darat Indonesia-Malaysia,
Indonesia-Timor Leste dan permasalahannya, serta mengoptimalkan
penegasan batas Indonesia-Papua Nugini.

Upaya penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat
dilakukan melalui perundingan segmen batas negara, serta
melaksanakan demarkasi dengan menggunakan tanda batas negara
seperti patok/ pilar batas negara yang didukung oleh teknologi
informasi geospasial. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Mengoptimalkan Penyelesaian dan Penegasan Batas Negara
Wilayah Darat

a) Batas Wilayah Darat Indonesia-Malaysia

Penyelesaian batas wilayah darat Indonesia-Malaysia
masih menyisakan 7 (tujuh) Oufstanding Boundary Problems
(OBP). Untuk Sektor Timur terdapat 3 (tiga) OBP yaitu:
(1) Segmen OBP Pulau Sebatik, di lokasi Kecamatan Sebatik

I
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Barat, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara, Kabupaten
Nunukan; (21 Segmen OBP Sungai Sinapad di lokasi
Kecamatan Lumbis Hulu, Desa Kabungalor, Desa Tatagas,
dan Desa Limpagas, Kabupaten Nunukan; (3) Segmen OBP
82700-83100 di lokasi Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan
Desa Limpagas, pada Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten
Nunukan. Tahapan untuk melakukan survei bersama ketiga
OBP dimaksud telah disepakati kedua negara pada
Persidangan Joint Indonesia-Malagsia (JIM) tanggal
21 November 2019 di Kuala Lumpur.

Selanjutnya Sektor Barat terdapat 4 (empat) OBP yaitu:
(1) Segmen OBP Sungai Buan/Gunung Jagoi di Kecamatan
Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
(2) Segmen OBP Gunung Raya di Kecamatan Jagoi Babang,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
(3) Segmen OBP Batu Aum di Kecamatan Siding, Kabupaten
Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (4) Segmen OBP Titik
D4O0 di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan batas Republik
Indonesia-Malaysia oleh kedua negara dilakukan antara lain
melalui JIM yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam
Negeri.

b) Batas Wilayah Darat Indonesia-Timor Leste

Terdapat I (satu) segmen batas darat yang belum selesai
tersurvei (Unsurveged Segment) yaitu batas antara Indonesia
dengan Timor Leste pada Segmen Subina-Oben. Pelaksanaan
survei direncanakan mulai tal:run 2022 pada 4 (empat) lokasi:
(1) Segmen Subina di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
(2) Segmen Pistana di Kecamatan Bikomi Tengah dan
Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Segmen Haumeniana-
Nifonunpo di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Segmen
Tubu-Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu terdapat 2 (dua) Unresolued Segment
Indonesia-Timor Leste, yaitu Segmen Noel Besi-Citrana yang
direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2022, dan Segmen

Manusasi . . .
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Manusasi-Bijael Sunan yang direncanakan tindak lanjutnya
pada tahun 2023. Pengelolaan batas Indonesia-Timor Leste
oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (ll Senior
Olftcer Consultation (SOC) Indonesia-Timor Irste yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (21 Joint
Border Committee (JBC) Indonesia-Timor [,este yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c) Batas Wilayah Darat Indonesia-Papua Nugini.

Penegasan batas wilayah Indonesia-Papua Nugini masih
perlu dilakukan dengan perapatan pilar dalam rangka
meningkatkan demarkasi. Pengelolaan batas Indonesia-Papua
Nugini oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui:
(1) JBC Indonesia-Papua Nugini dan Sub Komite Teknis Survei
Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia-Papua Nugini,
dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; (21 Joint Sub
Comittee On Seanitg Matters (JSC-SM) Indonesia-Papua
Nugini dikoordinasikan Tentara Nasional Indonesia.

2) Identifikasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan Patok/ Pilar Batas
Negara

Patok/pilar batas merupakan objek batas negara penting yang
memerlukan pemeliharaan melalui inuestigation, reftxation, dan
maintenance. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan,
disiapkan mekanisme dan sumber daya, seperti dasar hukum dan
kebijakan pemeliharaan patok, sumber daya manusia untuk
berpatroli, sarana dan prasarana akses menuju patok, dan
dukungan teknologi. Selain itu basis data mengenai batas negara
secara keruangan (spasial) dalam peta harus disiapkan untuk
mempermudah dalam memelihara batas negara.

3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan
Perbatasan

Partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai
Pasal 19 UU Wilayah Negara dilakukan melalui fasilitasi
pemberdayaan masyarakat desa terdepan di perbatasan negara
sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan. Partisipasi
masyarakat tersebut merupakan Program Prioritas Nasional yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta dan
sinergitas antara tokoh masyarakat, pemerintah desa,
pemerintah daerah, Tentara Nasiona-l Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pemerintah pusat dalam
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pertahanan dan keamanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk
pemberian pemahaman berupa kebijakan pengelolaan Batas
Wilayah Negara, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam pengelolaan batas negara wilayah darat,
pengamanan terpadu, peran pemerintahan desa dan
kelembagaan desa dalam mendukung keamanan dan ketertiban
wilayah, menjaga dan memelihara patok/pilar batas negara,
kunjungan lapangan, dan Rencana Ke{a Tindak Lanjut.

4) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial
untuk Pengamanan Patok Batas Negara

Pemeliharaan dan pengamanan patok batas negara di
perbatasan darat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
informasi geospasial. Beberapa pemanfaatan teknologi yang akan
digunakan antara lain: Satelit Penginderaan Janh, Unmanned
Aerial Vehicles and Unmanned Aircrafi Sgstems, dan Tapal Batas
Referene.

b. Subbidang Batas Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Laut diarahkan pada
penyelesaian delimitasi laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen,
terutama beberapa batas wilayah laut Indonesia yang masih belum
selesai. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi . Batas Laut
Teritorial

Secara bilateral menyelesaikan kesepakatan yang belum
diratifikasi pada 1 (satu) segmen (lndonesia-Malaysia), dan perlu
kesepakatan pada 12 (dua belas) segmen dengan Malaysia,
Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini.

2) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas ZEE

Secara bilateral, saat ini terdapat 3 (tiga) segmen pada 2 (dua)
negara yarrg telah selesai dirundingkan namun belum diratifikasi
yaitu: (1) Indonesia-Australia dan (2) Indonesia-Papua Nugini,
meliputi segmen Samudera Pasifik dan Laut Arafura. Selain itu
terdapat 15 (lima belas) segmen yang perlu kesepakatan.
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3) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas Landas
Kontinen

Hal tersebut dilakukan melalui perundingan batas maritim
yang belum dilakukan secara bilateral dengan negara tetangga, di
antaranya batas landas kontinen dengan: (1) Filipina di Laut
Sulawesi; (2) Palau di Samudera Pasifik; (3) Timor Leste.

Subbidang Batas Wilayah Udara

Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Udara diarahkan pada
pengaturan ruang udara nasional. Strategi pelaksanaannya
dilakukan melalui upaya: (1) mendorong ketersediaan data dan
informasi; dan (21 mendorong penyelesaian regulasi mengenai
pengelolaan ruang udara nasional.

2. Bidang Pertahanan Wilayah Negara

a. Subbidang Pertahanan Wilayah Darat

Kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan wilayah darat
diarahkan pada peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan
Rakyat Semesta sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang didukung dengan
teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem
pertahanan di Batas Wilayah Negara dari berbagai ancuunan dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan
perkembangan teknologi di bidang pertahanan. Strategi
pelaksanaannya adalah:

1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Pertahanan Berbasis
Teknologi di Kawasan Perbatasan

Peningkatan sistem pertahanan dilakukan melalui
pengembangan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Termasuk di
dalamnya adalah mengembangkan peranti keras dan peranti
lunak yang akan menghasilkan informasi geospasial guna
mendukung fungsi pengawasan, pemantauan, pengamanan, dan
pelaporan terhadap kondisi dan posisi patok/pilar batas negara,
yang diharapkan ke depannya dapat memberikan informasi
berupa data secara waktu nyata (real time datal.
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2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertahanan

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam
menjaga stabilitas keamanan negara, termasuk di wilayah
perbatasan. Peningkatan sumber daya manusia pertahanan
untuk menghadapi berbagai ancaman di wilayah perbatasan
dilakukan melalui penyiapan kapasitas sumber daya manusia
yang handal dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta
sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, penguasaan
teknologi, dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang
pertahanan untuk menjaga perbatasan negara.

b. Subbidang Pertahanan Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Pertahanan Wilayah Laut di Kawasan
Perbatasan negara diarahkan pada peningkatan sistem pertahanan
wilayah laut berbasis kawasan laut strategis dan PPKT. Sistem
pertahanan wilayah laut dilaksanakan bersinergi dengan sistem
keamanan wilayah laut. Keduanya saling berkolaborasi dan saling
memengamhi. Aspek pertahanan difokuskan pada penanggulangan
ancaman wilayah negara Indonesia. Sedangkan aspek keamanan
lebih banyak berkaitan dengan penanggulangan pelanggaran hukum
dan kejahatan transnasional baik dalam negeri maupun
internasional secara lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Membangun Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan
Laut Nasional yang Terintegrasi

Sistem tersebut menyinergikan kegiatan secara bersama dan
terpadu dalam bentuk operasi laut, membangun kekuatan dan
menggelar kekuatan bersama.

2) Mendorong Terbentuknya Pengaturan mengenai Keamanan Laut

Peraturan perundang-undangan mengenai keamanan laut
diperlukan sebagai kunci dalam mengamankan kawasan laut
Indonesia. Penanggulangan berbagai aktivitas yang bersifat
ancaman kedaulatan negara seperti potensi konflik baik secara
konvensional maupun nonkonvensional menjadi penting dalam
menjaga keamanan laut. Pola ancaman terhadap wilayah
Indonesia terus menjadi perhatian, seperti pelanggaran batas
kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan pelanggaran di
wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengaturan terkait keamanan laut
di atas sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan
pertahanan dan keamanan dengan melibatkan semua pihak
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terkait di garda depan. Selanjutnya terhadap hal-hal yang
diindikasikan bersifat kriminal, ditangani oleh lembaga penegak
hukum.

3) Mengembangkan Sistem Pertahanan Laut di Kawasan Laut
Strategis Berbasis PPKT

Upaya dalam melaksanakan pertahanan laut Indonesia di
Kawasan Perbatasan dapat dilakukan dengan berbasis pemetaan
kawasan laut strategis. Proses pemetaan dimaksud menghasilkan
pengelompokkan (regionalisasi) kawasan laut, untuk
memudahkan dalam mengklasifikasikan kawasan laut yang
rentan terhadap ancaman kedaulatan. Dari hasil pemetaan
tersebut, keberadaan PPKT terdekat dapat digunakan sebagai
basis pertahanan. PPKT dimaksud dapat digunakan sebagai Pos
TNI Angkatan Laut dilengkapi berbagai sarana prasar€rna
pertahanan dan keamanan serta teknologi yang dapat
menjangkau kawasan laut strategis di sekitarnya.

Untuk menggabungkan wilayah NKRI sebagai negara
kepulauan dengan wilayah laut yang luas, PPKT memiliki posisi
yang strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan
Indonesia dalam penetapan wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi Indonesia. Dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24, salah satu
proyek prioritas adalah koordinasi perencanaan dan fasilitasi
pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan
keamanan di PPKT tidak berpenduduk.

Subbidang Pertahanan Wilayah Udara
Kebijakan Subbidang Pertahanan Wilayah Udara diarahkan pada

peningkatan Sistem Pertahanan Wilayah Udara berdas arkan Zona
Strategis Pertahanan Udara pada Air Defense Identification Zone
lADlZl. Keberadaan zona strategis pertahanan udara menjadi penting
untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman terhadap
kedaulatan Indonesia. Strategi pelalsanaannya adalah:
1) Menetapkan ADIZ Wilayah Udara Indonesia

Rencana dan mandat penetapan ADIZ telah tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan.
Proses penyusunan ADIZ dilakukan di bawah koordinasi
Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pada tahun 2O2O-2O24
diharapkan sudah dapat ditetapkan ADIZyang akan menjadi dasar
dalam memetakan berbagai ancamErn kedaulatan berbasis
klasifikasi ruang udara Indonesia.
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2) Meningkatkan Kemampuan Sarana dan Prasarana Deteksi Lalu
Lintas Udara di Bandara Kawasan Perbatasan

Hal ini diperlukan di berbagai penjuru tanah air, karena
selama ini proses pemantauan didominasi oleh radar pasif pada
bandara sipil. Idealnya bandara strategis di Kawasan Perbatasan
dilengkapi dengan sarana dal prasarana deteksi lalu lintas udara
yang dapat mendukung pemantauan sekaligus mengawal
pertahanan wilayah udara Indonesia di perbatasan negara.

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah
a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat
diarahkan pada upaya peningkatan ketertiban masyarakat dan
pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Skema
pertahanan dan keamanan dipertegas dengan membedakan an:tara
aktivitas yang mengancam kedaulatan wilayah negara dan aktivitas
yang bersifat kriminal murni yang terdapat aspek kemanusiaan di
dalamnya. Keamanan dan ketertiban wilayah darat dilakukan dengan
meningkatkan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi
aktivitas kriminal lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:
1) meningkatkan kewaspadaan dan menegakkan hukum terhadap

aktivitas ilegal di Kawasan Perbatasan darat;
2) meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi penanggulangan

terorisme dan paham radikal pada masyarakat di perbatasan;
3) meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap transformasi

sosial, ekonomi serta teknologi virtual yang dipengaruhi negara
lain.

b. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Laut
Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Laut

diarahkan pada pengurangan potensi pelanggaran kedaulatan dan
pelanggaran yurisdiksi wilayah laut Indonesia. Pengurangan tersebut
terkait dengan pencegahan sampai dengan penindakan yang bersifat
mengikat dan dapat memberikan efek jera. Strategi pelaksanaannya
adalah:
1) meningkatkan penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut;
2) mengembangkan kerja sama pengelolaan dan pengamanan

wilayah laut lintas negara;
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3) mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum
terpadu di wilayah laut;

4) meningkatkan optimalisasi penanggulangan terorisme dan
kegiatan ilegal pada masyarakat perbatasan.

Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Udara

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Udara
diarahkan pada pengurangan potensi pelanggaran kedaulatan
wilayah udara. Upaya yang dilakukan adalah menJrusun pengaturan
dan pengawasan aktivitas penerbangan di ruang udara wilayah
nasional serta meningkatkan diplomasi pengaturan penerbalgan
dengan negara-negara tetangga. Optimalisasi diplomasi pengaturan
penerbangan di ruang udara wilayah Natuna menjadi sangat penting,
mengingat pengaturan ruang wilayah udara tersebut masih
dilakukan oleh negara lain. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) melanjutkan penataan Flighf Information Region (FIR) di atas
wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna;

2) pengawasan wilayah udara nasional melalui pengaturan
pengelolaan ruang udara nasional.

Kebijakan dan pengaturan terkait pengelolaan ruang udara
nasional menjadi penting sebagai tindak lanjut dari Undang-Undalg
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta
Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang
Penerbangan, yang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara
perlu diatur dengan undang-undang tersendiri. Regulasi mengenai
pengelolaan ruang udara nasional tersebut didasari oleh adanya
kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai sosial,
ekonomi, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan
ruang wilayah udara. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir
potensi munculnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang
wilayah udara.

C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN AKTIVITAS
LINTAS BATAS NEGARA

Pengelolaan aktivitas lintas batas negara pada dasarnya dilakukan untuk
melaksanakan arah strategis guna mewujudkan Kawasan Perbatasan
sebagai pintu gerbang yang dikelola secara optimal dan terintegrasi dengan
negara tetangga, baik dalam hal sosial ekonomi maupun lingkungan hidup.

Oleh. . .
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Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkannya dirumuskan dalam kebijakan
dan strategi pelaksanaan berdasarkan bidang, sebagai berikut:
1. Bidang Manajemen Lintas Batas Negara

Subbidang Pembangunan dan Pelayanan Pos Lintas Batas

Kebijakan pembangunan dan pelayanan Pos Lintas Batas diarahkan
pada optimalnya pembangunan dan pelayanan aktivitas Lintas Batas
Negara di Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Membangun Fasilitas PLBN Menuju Smart Border Post

Hingga tahwn 2024 aktivitas lintas batas negara direncanakan
akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) PLBN. Berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Percepatan Pembangunan
7 (tqiuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana
Penunjang di Kawasan Perbatasan, hingga tahun 2019 telah
terbangun 7 (tujuh) PLBN masing-masing di Provinsi Kalimantan
Barat (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau), Provinsi
Nusa Tenggara Timur (PLBN Motaain, PLBN Wini, dan PLBN
Motamasin), dan Provinsi Papua (PLBN Skouw). Selanjutnya dalam
kurun waktu tahun 2O2O-2O24 akan dibangun 18 (delapan belas)
PLBN, 11 (sebelas) diantaranya merupakan amanat Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana
Penunjang di Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Instruksi Presiden
dimaksud, terdapat 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua yang telah selesai dibangun ta}:tn 2O2O, sementara
1O (sepuluh) PLBN lainnya yang akan dibangun meliputi:
1) Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

3) Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

4) Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

5) Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

6) Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara'
7) I.ong Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

8) Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Timur;
10) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
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Selanjutnya untuk rencana 8 (delapan) PLBN lainnya yang akan
dibangun berdasarkan jumlah target RPJMN Tahun 2O2O-2O24, akan
dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memperhatikan aktivitas
perlintasan baik orang maupun barang serta resiprokalitas
pelayanan lintas negara dari negara tetangga. Kedelapan PLBN
tersebut direncanakan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Maluku, dan Provinsi Papua. Selain itu penerapan smart border post
dilakukan secara bertahap melalui pola keterpaduan pengawasan
dan pelayanan lintas batas negara dalam satu manajemen
pengelolaan PLBN Terpadu berbasis teknologi informasi untuk
menghadirkan rasa aman, nyaman, tertib dan berdaulat di Kawasan
Perbatasan negara.

b. Membangun Area di Sekitar PLBN Sebagai Fasilitas Sosial-Ekonomi
untuk Memicu dalam Membangkitkan Perekonomian Masyarakat

Sarana prasarana penunjang di PLBN merupakan salah satu
faktor pendukung yang berperan tidak hanya pada aktivitas
perekonomian tetapi juga pada aktivitas lainnya. Penyediaan sarana
prasarana yang memadai seperti pertokoan, pasar, fasilitas
perbankan, dan sebagainya akan menjadi pemicu aktivitas
perekonomian, sekaligus menjadikan kawasan PLBN sebagai
episentrum pengembangan ekonomi. Selanjutnya untuk
membangkitkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan
potensi sumber daya alam di Kawasan Perbatasan, dilakukan melalui
upaya sinergi program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait
percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Perbatasan khususnya
di sekitar PLBN.

c. Menyusun Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Pintu Gerbang
PLBN dan Non-PLBN

Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pintu gerbang PLBN dan
non-PLBN, antara lain dilakukan melalui:

1) penataan kebijakan pengelolaan dan pelayanan PLBN;

2) kebijakan peningkatan sarana prasarana pelayanan pintu
gerbang non-PLBN sesuai Standar Pelayanan Minimal;

3) kebijakan penguatan pengendalian dan pengawasan/
pemeriksaan titik perlintasan atau jalur tidak resmi pelintas batas
negara.
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2. Bidang Kerja Sama Lintas Batas Negara

Subbidang Strategi Pelaksanaan Kerja Sama Sosial-Ekonomi Lintas
Batas Negara

Kebijakan kerja sama sosial ekonomi lintas batas negara diarahkan
pada pengembangan kerja sama ekonomi regional serta terbentuknya
interaksi masyarakat lokal lintas batas negara. Strategi pelaksanaannya
adalah:

a. Meningkatkan Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Lokal
Lintas Negara

Meningkatkan interaksi sosial budaya melalui kegiatan lokal
bersama atau acara tertentu yang melibatkan penduduk perbatasan
dan penduduk di negara tetangga, dan mendorong interaksi sosial
antara masyaralat lokal perbatasan dengan negara tetangga.

b. Mengembangkan Kerja Sama Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui kerja sama
perdagangan perbatasan dengan negara tetangga dalam pemenuhan
barang-barang kebutuhan dasar di Kawasan Perbatasan. Hal
ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyaralat
perbatasan dan meminimalkan aktivitas ilegal lalu lintas
barang-barang kebutuhan dasar terutama yang telah disubsidi
pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara tetangga.

c. Pengembangan Ke{a Sama Perdagangan Ekspor-Impor di Kawasan
Perbatasan dengan Negara Tetangga

Kerja sama perdagangan luar negeri yang mencakup ekspor-
impor barang dan jasa melalui Kawasan Perbatasan negara dengan
negara tetangga perlu terus dikembangkan. Hal ini untuk
meningkatkan aktivitas ekonomi di Kawasan Perbatasan yang
berorientasi pada pemenuhan potensi pasar negara tetangga.

D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

Pada dimensi pembangunan Kawasan Perbatasan negara, arah strategis
pembangunan Kawasan Perbatasan negara ditujukan untuk menjadikan
Kawasan Perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, baik dari sisi
ekonomi, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena
itu kebijakan dan strategi pelaksanaan berdasarkan bidang dirumuskan
sebagai berikut:
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Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
a) Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Kebijakan Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
diarahkan pada upaya memberikan kepastian pemanfaatan ruang
melalui perencanaan terintegrasi, dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Strategi pelaksanaannya adalah:
1) Penyediaan Peta Dasar RDTR dan Penyelesaian Dokumen RDTR

pada Lokpri dan PKSN yang Terintegrasi Antar-kepentingan
Nasional dan Daerah

Penyusunan Peta Dasar RDTR menjadi bagian dalam proses
penJrusunan Materi Teknis (Matek) RDTR Kawasan Perbatasan
Negara yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.
Berdasarkan regulasi tentang penataan ruang dan pemerintahan
daerah, dokumen Matek selanjutnya harus disahkan melalui
proses legislasi dalam bentuk peraturan presiden. Dalam RPJMN
Tahun 2O2O-2O24 ditargetkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan)
dokumen Matek, termasuk 7 (tqjuh) dokumen Matek pada periode
lalu (RPJMN Tahun 2OL5-2O191 yang belum masuk proses
legislasi. Penyusunan RDTR PKSN Kawasan Perbatasan Negara
mengacu pada fungsi pemanfaatan ruang, yaitu Fungsi Pusat
Pelayanan Utama, Fungsi Pusat Pelayanan Penyangga, dan
Fungsi Pusat Pelayanan Pintu Gerbang.

Target lain yang akan menjadi fokus hingga tal:un 2024
adalah penyelesaian RTRKPN. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Nasional, menetapkan 9 (sembilan) kawasan
perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan
diamanatkan untuk menyusun RTR dalam bentuk RTRKPN. Pada
periode yang lalu (tahun 2014 hingga 2018) telah ditetapkan
pengaturan ruang Kawasan Perbatasan negara yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga melalui 7 (tqiuh) Peraturan
Presiden mengenai RTRKPN. Dalam periode tahun 2O2O hingga
tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 43
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta
ditargetkan penyelesaian RTRKPN untuk kawasan yang
berbatasan dengan laut lepas.

SK No 141481A

2) Pengembangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

2) Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Pemantauan
Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan

Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan instrumen
pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang, dengan
memperkuat evaluasi pemanfaatan ruang melalui peninjauan
kembali dokumen rencana tata ruang, serta pen5rusunan
kebijakan pemberian insentif dan disinsentif untuk pengendalian
pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang bukan hanya
terbatas pada perencanaan semata, namun tantangan terbesar
adalah bagaimana menerapkan dokumen perencanaan tata ruang
berdasarkan instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dibatasi

wilayah administrasi, seperti halnya konsep yang digunakan dalam
pengelolaan lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai. Kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Kawasan
Perbatasan negara diarahkan pada pengembangan lingkungan hidup
yang berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanalan melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap
perubahan iklim. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengelolaan
kawasan konservasi dan hayati, pengelolaan
kawasan konservasi taman nasional, dan peningkatan penyuluhan.

2. Bidang Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan
Pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan dilakukan di Kawasan

PKSN. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, PKSN dikembangkan sebagai pusat kegiatan
berkarakteristik perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi
yang menghubungkan wilayah sekitar dan/atau pusat perkotaan yang
merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong
perkembangan kawasan disekitarnya. Selain itu, PKSN difungsikan
sebagai pusat yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan
pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara
tetangga.
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a) Subbidang Pembangunan dan Pengelolaan Potensi PKSN

Sebagai pusat pertumbuhan, pembangunan PKSN dilaksanakan
berbasis potensi unggulan daerah yang meliputi sektor pertanian
(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), sektor
kehutanan, sektor kelautan dan perikanan (perikanan tangkap dan
budi daya) serta sektor pariwisata. Strategi pelaksanaannya adalah:
1) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
Hal ini dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan

diversilikasi pada komoditas sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, dan kehutanan. Selain itu, elisiensi produksi akan
berpengaruh terhadap daya saing produk termasuk upaya untuk
mendorong peningkatan produktivitas sektor primer baik
di dalam PKSN maupun beberapa wilayah di sekitarnya, dengan
tetap memfokuskan produk yang akan dikembangkan di PKSN.

2) Pengembangan Sektor Industri dari Hasil Produksi Sektor Primer
Hal ini dilakukan melalui pengolahan hasil produksi sektor

primer agar mendapatkan nilai tambah sebelum keluar dari
wilayah PKSN, seperti mengolah bahan mentah menjadi bahan
setengah jadi atau bahan jadi, meningkatkan kemasan, dan
memenuhi standar produk dalam dan luar negeri. Selain itu
upaya yang dilakukan adalah dengan membuka ruang bagi
investor untuk membangun fasilitas pengolahan hasil produksi
primer di wilayah PKSN dan sekitarnya.

3) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan
Perikanan

Hal ini dilakukan melalui pembangunan industri kelautan
dan perikanan serta pengadaan bantuan sarana prasarana
infrastruktur kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap
maupun perikanan budi daya. Pembangunan industri kelautan
dan perikanan pada SKPT di Kawasan Perbatasan dan PPKT perlu
terus ditingkatkan sarana dan prasarananya. Beberapa SKPT di
PKSN yang telah terbangun adalah SKPT Sabang, SKPT Natuna,
SKPT Sebatik, SKPT Talaud, SKPT Morotai, SKPT Saumlaki, dan
SKPT Merauke. Sementara itu, untuk penguatan kelompok
nelayan/petani dilakukan dengan memberikan pelatihan dan
bantuan sarana prasarana kapal penangkap ikan beserta
peralatannya, sarana prasarana budi daya rumput laut, dan
sarana prasarana budi daya perikanan darat dan laut.
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4) Peningkatan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Pariwisata

Potensi daya tarik wisata merupakan salah satu potensi
unggulan di PKSN. Pada umumnya daya tarik wisata di Kawasan
Perbatasan adalah pariwisata alam, pariwisata budaya, dan
pariwisata sejarah. Beberapa PKSN yang memiliki potensi
unggulan pariwisata antara lain PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN
Paloh Aruk, PKSN Daruba, dan PKSN Saumlaki. Peningkatan
aksesibilitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana
prasarana jalan dan transportasi menuju objek wisata.
Peningkatan amenitas dilaksanakan melalui pembangunan
sarana prasarana daya tarik wisata dan pembangunan tourist
information center. Sementara untuk atraksi dilaksanakan melalui
euent-euent kegiatan, termasuk cross border tourbm. Dengan
strategi tersebut diharapkan akan meningkatkan daya saing objek
wisata yang dapat menambah lama tinggal (length of stagl di
lokasi wisata.

5) Perluasan Kesempatan Berusaha di Sektor Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas individu untuk mampu bersaing dan
memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi dilakukan
antara lain melalui pelatihan manajerial wirausaha, pemasaran
dalam jaringan (onlinel, dan teknis vokasional. Selain itu
pengembangan dilakukan dengan memperluas akses kepada
lembaga keuangan termasuk akses kerja sama dalam
meningkatkan pemasaran bagi individu, koperasi, dan UMKM di
wilayah perbatasan. Beberapa bentuk pelaksanaannya seperti
pemberian bantuan permodalan bagi wirausaha pemula,
pemberian fasilitas dana bergulir kepada koperasi, fasilitasi
kemitraan kerja sama UMKM, pengembangan Pusat Layanan
Usaha Terpadu, pendataan dan identifikasi koperasi dan UMKM,
serta revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah
perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.

6) Pengembangan Sumber Daya Manusia Terampil

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu
fokus dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kapasitas
sumber daya manusia dikembangkan melalui peningkatan
kemampuan masing-masing individu dan kelompok yang
diarahkan sesuai sektor potensi unggulan di PKSN dengan
kegiatan seperti pelatihan/bimbingan teknis/vokasional.
Diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
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manusia di PKSN yang kompetitif tersebut akan dapat
menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.

b) Subbidang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur PKSN

Kebijakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur PKSN
diarahkan untuk mewujudkan PKSN sebagai pusat/sentra
pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan dengan dukungan
sarana prasarana pendukung pergerakan perekonomian dari dan ke
Kawasan PKSN. Selain itu, PKSN perlu didukung dengan peningkatan
fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi wilayah serta tata kelola
pemerintahan agar dapat menjadi rujukan layanan bagi kawasan di
sekitarnya sesuai fungsi pembentukannya. Strategi pelaksanaannya
adalah:

1) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah di PKSN

Peningkatan konektivitas dilakukan melalui program
pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarzrna
jalan/jembatan (nasional/provinsi/kabupaten/strategis desa/
non-status), transportasi (darat, laut, dan udara), dan
telekomunikasi dan informasi. Hal tersebut sangat penting karena
ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu ukuran
keberhasilan pengelolaan Kawasan Perbatasan, yang dilakukan
melalui:
(a) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur

Jalan/Jembatan
Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan

prioritas pemerintah untuk meningkatkan serta membuka
akses antar-wilayah. Beberapa upaya yang dilalukan berupa
pembangunan, pembukaan, dan peningkatan jalan/jembatan
strategis nasional (sejajar perbatasan), serta jalan strategis
desa/non-status, sebagai jalan yang bernilai strategis karena
selain memiliki fungsi menumbuhkan ekonomi di Kawasan
Perbatasan, termasuk pengembangan simpul transportasi
kawasan, juga untuk kepentingan pertahanan keamanan.

(b) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi
Pengembangan perekonomian di Kawasan Perbatasan

salah satunya sangat tergantung pada ketersediaan
aksesibilitas transportasi yang menjamin kelancaran
distribusi barang dan aliran komoditas unggulan dari
Kawasan Perbatasan ke kawasan industri di perkotaan dan
sebaliknya.
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(1) Transportasi Darat

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
darat merupakan upaya dalam menyediakan fasilitas yang
mendukung pergerakan cepat, aman, nyaman, dan sesuai
kebutuhan akan kapasitas angkut dengan menyesuaikan
dengan jenis moda yang digunakan di PKSN.

(2) Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut dilakukan melalui
peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan laut yang
difungsikan sebagai pintu masuk bagi barang dan orang
menuju dan keluar wilayah PKSN. Pengembangan
beberapa pelabuhan laut strategis ke depan akan
diarahkan berskala internasional. Selain itu, juga
dilakukan melalui perluasan layanan jaringan perintis,
jaringan tol laut, dan kapal ternak untuk meningkatkan
distribusi barang dan komoditas unggulan daerah guna
memperluas pangsa pasar ke luar daerah dan negara
tetangga.

(3) Transportasi Udara

Pembangunan transportasi udara diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam
kerangka penyediaan aksesibilitas kepada masyarakat di
Kawasan Perbatasan. Kegiatan dilakukan melalui
pembangunan bandara baru, penyediaan fasilitas terminal
dan landasan, peningkatan cakupan layanan
penerbangan perintis, dan jembatan udara.

(c) Pembangunan dan Peningkatan InfrastrukturTelekomunikasi
dan Informasi

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital nasional,
peningkatan konektivitas telekomunikasi dan informasi di
PKSN dilakukan melalui peningkatan ketersediaan
infrastruktur guna memperluas cakupan layanan
telekomunikasi dan informasi. Upaya yang dilakukan antara
lain penyediaan BTS di wilayah blankspot, dan meningkatkan
kualitas layanan komunikasi data untuk memperkuat dan
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses
telekomunikasi dan informasi.
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Penyediaan infrastruktur BTS merupakan penyediaan
layanan mobile broadband ata.u menara jaringan seluler di
PKSN yang belum terlayani akses telekomunikasi. Selanjutnya
untuk akses internet diutamakan pada titik layanan publik
seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, balai latihan
kerja, ruang publik, terminal, dan PLBN.

2) Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Energi di PKSN

Untuk mendukung aktivitas PKSN sebagai pusat kegiatan
perekonomian wilayah, salah satu prioritas yang dilakukan adalah
memastikan ketersediaan energi yang memadai berupa ketersediaan
Energi. (On-Grid Off-Gnq. Pentingnya ketersediaan energi menjadi
salah satu pendukung keberhasilan pengelolaan yang dilakukan
melalui:

a) Penyediaan EBT

Upaya percepatan pengembangan EBT, khususnya
pemanfaatan tenaga surya, diarahkan melalui pengembangan
PLTS komunal/ PLTS Sentralisasi, dan Lampu Tenaga Surya
Hemat Energi (LTSHE). Kegiatan ini ditujukan untuk wilayah yang
tidak terdapat jaringan grid/PLN.

b) Penyediaan Energi Listrik yang bersumber dari PLN

Kebutuhan energi listrik di Kawasan Perbatasan masih tinggi.
Hal ini dikarenakan medan pendistribusian yang sulit dijangkau,
berdampak pada biaya yang dibutuhkan dalam penyediaan suplai
listrik. Kegiatan yang dilakukan adalah pendistribusian jaringan
listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau
dari sistem pembangkit ke rumah penduduk.

c) Penyediaan Bahan Bakar Minyak Satu Harga

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh ralgrat Indonesia, pemerintah membuat kebijakan berupa
penyediaan, pendistribusian, serta pengaturan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) satu harga, yang dapat dirasakan dan
dinikmati oleh masyarakat di Kawasan Perbatasan. Tersedianya
BBM satu harga berdampak pada penguatan daya beli
masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar untuk transportasi
dan aktivitas perekonomian. Implementasi penyediaan BBM satu
harga diharapkan dapat menjamin stabilitas harga bahan pokok
di Kawasan Perbatasan.
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6) Penyediaan Pasar Ralryat dan Gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG)

Penyediaan pasar rakyat dan gudang non-SRG dilakukan
terintegrasi dalam satu sistem guna mendukung perekonomian di
PKSN. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat setempat
mempunyai akses pada perekonomian PKSN sehingga kemajuan yang
dicapai PKSN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang akan dilalsanakan meliputi: (1) pembangunan/
revitalisasi pasar rak5iat; (2) pembangunan gudang non-SRG;
(3) pemberdayaan UMKM; (4) pelatihan manajemen pasar;
(5) penyediaan sarana metrologi legal kabupaten lkota.

7) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Pembangunan perbatasan khususnya di PKSN diharapkan dapat
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Perbatasan.
Hal tersebut memerlukan peran pemerintah dalam
mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara efektif dan
menjembatani kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah kabupaten/kota. Sarana prasarana pemerintahan serta
sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan peningkatan
pelayanan pemerintahan di PKSN, antara lain: (l) membangun/
merehabilitasi kantor untuk memberikan pelayanan bagi masyaratat
sesuai dengan kebutuhan; dan (2) meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.

3. Bidang Pemerataan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Subbidang Pengelolaan Lokpri

Kebijakan pengelolaan Lokpri sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN
Tahun 2O2O-2O24 diarahkan pada aspek pemerataan pembangunan melalui
penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar dan pengembangan
perekonomian termasuk pemanfaatan potensi yang dimiliki. Sebagaimana
diketahui bahwa Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Lokpri termasuk PPKT
banyak memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian (perkebunan,
hortikultura, dan peternakan), kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan
pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi pelaksanaannya adalah:
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Pengembangan Ekonomi Masyarakat Skala Lokal

Pengembangan ekonomi masyarakat skala lokal dilakukan melalui:

1) Pengembangan perekonomian warga masyarakat yang berbasis pada
ekonomi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga
bahan makanan pokok, serta pengembangan terhadap mata
pencaharian masyarakat.

2) Pengembangan sektor primer terutama sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sektor primer selanjutnya
dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing Lokpri menjadi
produk unggulan melalui pengembangan kawasan sentra produksi
tanaman padi untuk menghasilkan beras premium, peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan,
peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, peningkatan
produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, pemenuhan
pangan asal ternak dan agribisnis peternalan rakyat, penyediaan
dan pengembangan sarana prasarana pertanian, penciptaan
teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan,
peningkatan peny'uluhan dan pelatihan pertanian, peningkatan
kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keanekaragaman
hayati, serta peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
masyarakat.

Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan
Perikanan

Pembangunan industri kelautan dan perikanan, serta pengadaan
bantuan sarana prasarana infrastruktur kelautan dan perikanan, baik
perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Dalam pembangunan
industri kelautan dan perikanan pada SKPI di Kawasan Perbatasan dan
PPKT perlu terus ditingkatkan sarana prasarananya, seperti di SKPT Rote
Ndao dan SKPT Biak. Sementara itu, untuk penguatan kelompok nelayan
dilakukan melalui pelatihan dan bantuan sarana prasarana kapal
penangkap ikan beserta peralatannya, sarana prasarana budi daya
rumput laut, sarana prasarana budi daya perikanan darat dan laut, serta
konservasi lingkungan.

Peningkatan Atraksi dan Amenitas Pariwisata

Potensi daya tarik wisata merupakan salah satu potensi unggulan di
Kawasan Perbatasan. Pada umumnya daya tarik wisata di Kawasan
Perbatasan adalah pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata
sejarah. Peningkatan al<sesbilitas dilaksanakan melalui pembangrrnan
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sarana prasarana jalan dan transportasi menuju objek wisata.
Peningkatan amenitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana
pras€rrana daya tarik wisata berbasis masyarakat dan pembangunan
tourist information @nter. Sementara untuk atraksi dilaksanakan melalui
euent-euent kegiatan, termasuk cross border tourbm.

d. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan Gudang Non-SRG

Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan sebagian besar merupakan
daerah remote yang sulit terjangkau dan sebagian diantaranya memiliki
ketergantungan cukup tinggi akan pasokan barang dari luar. Untuk itu
diperlukan pembangunan Gudang Non-SRG sebagai tempat
penyimpanan barang kebutuhan pokok dan komoditas lainnya dalam
upaya untuk menjaga ketahanan pangan, dan stabilitas harga.

e. Peningkatan Jejaring Sosial-Budaya Masyarakat di Perbatasan

Selain masalah ekonomi, urusan sosial kemasyarakatan perlu
disentuh untuk mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban dan
pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan jejaring antar kelompok
masyarakat serta peningkatan jejaring sosial budaya masyarakat di
Kawasan Perbatasan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara
lain membangun kelompok masyarakat berbasis keagamaan,
kepemudaan, dan lain-lain. Di samping itu juga dapat dilakukan kerja
sama antarkelompok masyarakat lintas negara untuk beraktivitas
bersama. Peningkatan jejaring sosial budaya masyarakat di perbatasan
diarahkan untuk meningkatkan kohesi sosial antar-masyarakat di
perbatasan dan sekaligus saling pengertian dengan masyarakat
perbatasan negara tetangga yang dilaksanakan melalui antara lain:
pengembangan cttg to citg partnership antar-pemerintah daerah di
perbatasan dengan pemerintah daerah di negara tetangga;
penyelenggaraan festival budaya perbatasan; pengembangan pasar
bersama perbatasan (cross border marleetl; dan mengefektilkan
komunikasi budaya masyarakat perbatasan melalui radio dan
TV komunitas.

f. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas dan Sumber
Daya Energi

Penyelenggaraan konektivitas yang meliputi pembangunan serta
pemeliharaan jalan dan jembatan, transportasi, telekomunikasi dan
informasi, melalui percepatan pembangunan konektivitas diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Lokpri.
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1) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan/Jembatan

Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan prioritas
pemerintah untuk meningkatkan serta membuka akses
antarwilayah. Upaya yang dilakukan berupa pembangunan,
pembukaan, dan peningkatan jalan/jembatan strategis nasional
(sejajar perbatasan), serta jalan strategis desa/non-status, sebagai
jalan yang bernilai strategis karena selain memiliki fungsi
menumbuhkan perekonomian juga untuk kepentingan pertahanan
keamanan. Kegiatan prioritas diarahkan untuk pembangunan ruas
jalan strategis nasional (pembangunan baru, preservasi,
pemeliharaan rutin dan berkala), dan kegiatan pembangunan ruas
jalan Desa Strategis di Lokpri.

2) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Pembangunan transportasi meliputi prasarana transportasi darat
(terminal orang dan barang, serta dermaga penyeberangan sungai
danau), transportasi laut (dermaga penyeberangan laut, kapal
perintis, tol laut, subsidi angkutan), dan trasportasi udara (bandara
perintis, peningkatan fasilitas bangunan, fasilitas terminal, fasilitas
landasan).

3) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan
Informasi

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital yang dicanangkan
oleh pemerintah, peningkatan konektivitas telekomunikasi dan
informasi di kecamatan lokasi prioritas dilakukan dengan
memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan informasi.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di
Kawasan Perbatasan masih belum merata, serta terkendala kondisi
geografis dan luas wilayah. Hal ini mengakibatkan masih cukup
banyak wilayah pedesaan di kecamatan lokpri Kawasan Perbatasan
yang belum terjangkau layanan telekomunikasi (blankspot) dan alses
internet. Upaya yang diakukan antara lain penyediaan BTS di wilayah
blankspot dan kualitas layanan komunikasi data
untuk memperkuat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
akses telekomunikasi dan informasi. Kegiatan diarahkan untuk
penyediaan akses telekomunikasi berupa penyediaan menara
pemancar atau BTS dengan beragam teknologi dan penyediaan akses
internet yang diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan,
pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian.
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4) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Energi

Untuk mendukung aktivitas Lokpri sebagai pusat kegiatan
perekonomian wilayah, salah satu prioritas yang dilakukan adalah:

a) Penyediaan Energi Listrik yang bersumber dari PLN

Kebutuhan energi listrik di Kawasan Perbatasan masih cukup
tinggi. Hal ini dikarenakan medan pendistribusian yang sulit
dijangkau yang berdampak pada biaya yang dibutuhkan dalam
penyediaan suplai listrik. Untuk itu, pemerintah terus berusaha
menyuplai pasokan listrik di Lokpri sehingga ketersediaan energi
listrik yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aktivitas
ekonomi masyarakat dan pelayanan publik di Kawasan
Perbatasan. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan
pendistribusian jaringan listrik berupa penyaluran tenaga listrik
dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit ke rumah-
rumah penduduk.

b) Pemanfaatan EBT

Mendorong ketersediaan pembangkit listrik yang bersumber
dari energi baru terbarukan seperti (PLTS Komunal, Solar Home
Sgstem, dan LTSHE), mampu mengalirkan listrik ke desa-desa
yang sangat terisolasi dan sulit dijangkau distribusi PLN.

c) Penyediaan BBM Satu Harga

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh ralgrat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan
berupa penyediaan, pendistribusian, serta pengaturan harga
BBM satu harga, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh
masyarakat di Kawasan Perbatasan. Dengan tersedianya BBM
satu harga akan berdampak pada penguatan daya beli
masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar untuk transportasi
dan aktivitas perekonomian. Implementasi penyediaan BBM satu
harga diharapkan dapat mendorong stabilitas harga bahan pokok
dan akselerasi kesejahteraan masyaralat di Kawasan Perbatasan.

g. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Sosial Dasar

Pemenuhan fasilitas pelayanan sosial dasar diarahkan untuk
memastikan masyarakat di Kawasan Perbatasan mendapatkan akses
terhadap layanan sosial dasar sesuai dengan standar minimal
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Beberapa
kegiatan untuk mendukung pemenuhan layanan sosial dasar di Lokpri
meliputi:
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1) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Masyarakat di Kawasan
Perbatasan

Hal tersebut diupayakan sesuai standar nasional pendidikan,
yang meliputi ketersediaan sarana prasarana pendidikan,
aksesibilitas masyarakat/ anak usia sekolah dan mutu pendidikan,
melalui: (1) peningkatan tata kelola pendidikan pada semua jenjang;
(2) peningkatan kualitas pengajaran pada semua jenjang;
(3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik serta tenaga
kependidikan; (4) peningkatan ketersediaan dan mutu sarana dan
prasarana pendidikan pada semua jenjang; (5) afirmasi akses dan
percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Pembangunan dan
penyediaan layanan dasar sektor pendidikan di lakpri diarahkan
pada peningkatan akses pendidikan dasar hingga pendidikan
lanjutan termasuk pendidikan vokasional (ienjang SMA/ SMK).

2) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sesuai dengan Standar Pelayanan

Upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
dilaksanakan melalui peningkatan kesiapan sistem kesehatan
termasuk ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar (Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas), pelayanan rujukan (rumah sakit),
maupun layanan kefarmasian dan laboratorium kesehatan,
percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan sfunting,
peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penguatan
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan deteksi
dini penyakit dan perilaku hidup sehat.

3) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Permukiman Masyarakat

Kebutuhan fasilitas permukiman masyarakat di Kawasan
Perbatasan dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur pelayanan
dasar, berupa penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh
ketersediaan akses air minum dan sanitasi permukiman, yang
meliputi antara lain drainase lingkungan, sarana persampahan dan
pengelolaan limbah rumah tangga, serta pembudayaan pola hidup
bersih dan sehat.
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4) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Perekonomian Lokal Masyarakat

Pemenuhan fasilitas pelayanan perekonomian masyarakat
dilaksanakan untuk memfasilitasi attivitas perdagangan dan
perputaran perekonomian skala lokal seperti jual-beli hasil produksi
masyarakat setempat. Upaya pemenuhan sarana perekonomian bagi
masyarakat dilaksanakan melalui antara lain: fasilitasi
pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan berupa pasar
rakyat, pembentukan dan operasionalisasi Unit Metrologi Legal pada
Kawasan Perbatasan; pengawasan barang dan jasa yang beredar
pada Kawasan Perbatasan; peningkatan kemampuan pengelolaan
pasar ralqrat; dan peningkatan kemampuan pelaku usaha dari
masyarakat dan UMKM di wilayah perbatasan.

h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan
bagi masyarakat di Kawasan Perbatasan, perlu didukung dengan
ketersediaan dan kelayakan infrastruktur pemerintahan di kecamatan
dan desa/kelurahan. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan, khususnya
di Lokpri melalui pembangunan/rehabilitasi kantor, balai pertemuan
umum di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum memadai.

i. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai,
diharapkan dapat memberikan kepastian atas dokumen
kewarganegaraan mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Hal
ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya kej ahatan lintas
negara yang tedadi di Kawasan Perbatasan. Selain itu, kebijakan pada
sektor ini harus mampu mengatasi permasalahan status
kewarganegaraan yang terjadi di beberapa Kawasan Perbatasan.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh
warga negara Indonesia melalui pelayanan dokumen kependudukan
secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Salah satu langkah strategis
yang dilaksanakan adalah gerakan membangun ekosistem pemerintahan
yang sadar pentingnya administrasi kependudukan, yaitu program
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), meliputi:
(1) sadar kepemilikan dokumen kependudukan; (2) sadar pemutakhiran
data penduduk; (3) sadar pemanfaatan data kependudukan; (4) sadar
melayani administrasi kependudukan.
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j. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di Kawasan
Perbatasan negara merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan
BWN-KP. Hal tersebut diupayakan antara lain melalui sosialisasi,
bimbingan teknis, dan pertemuan tematik kementerian/lembaga teknis
untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur.
Selanjutnya khusus bagi aparatur pemerintahan kecamatan di Kawasan
Perbatasan negara, harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam
pengelolaan BWN-KP seperti membantu pemerintah pusat dalam
melaksanakan pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan
perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga terkait kepada
bupati/walikota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

k. Bantuan Sosial Pemerintah

Bantuan Sosial Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang
diberikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
miskin dan rentan di Kawasan Perbatasan. Kebijakan tersebut
dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pada masing-masing
daerah, dalam bentuk program bantuan sosial seperti: (1) penyaluran
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan; (2) penyaluran Bantuan
Sosial Beras Sejahtera; (3) Pangan Non-T\rnai; (4) penyaluran Bantuan
Sarana Prasarana Lingkungan; (5) penyaluran Bantuan Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni; (6) penyaluran Bantuan Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil; (7) program Kewirausahaan Sosial.

E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN BWN-KP

Pelaksanaan penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP dilakukan
untuk menjadikan BNPP sebagai lembaga yang komunikatif, koordinatif, dan
akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskal kebijakan serta
strategi pelaksanaan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara.

a. Subbidang Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan Antarnegara

Kebijakan pengelolaan perbatasan melalui kerja sarna
antarnegara diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan
komunikasi dan koordinasi kerja sama antarnegara. Strategi
pelaksanaannya adalah:
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1) mengembangkan komunikasi dan koordinasi pengelola
perbatasan antarnegara yang terintegrasi antar-pemangku
kepentingan, serta kelembagaan perundingan dan kerja sama
ekonomi dan sosial budaya;

2) mendorong program kerja sama baik secara bilateral maupun
regional dan subregional untuk pengembangan Kawasan
Perbatasan;

3) mengoptimalkan peran atase dan konsulat jenderal, atau kantor
perwakilan dan lembaga di luar negeri dalam rangka
menjembatani komunikasi untuk pengembangan Kawasan
Perbatasan negara.

b. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Tingkat Pusat

Kebijakan koordinasi pengelolaan pada tingkat pusat diarahkan
untuk mengoptimalkan peran serta kementerian/ lembaga dalam
membangun dan mengelola Kawasan Perbatasan sesuai tugas dan
fungsinya yang didukung dengan pemanfaatan teknologi berbasis
digital. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) meningkatkan komitmen bersama antar-kementerian/lembaga
untuk mengalokasikan sumber daya ke Kawasan Perbatasan;

2) memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola BWN-KP
lintas kementerian/ lembaga; dan

3) meningkatkan sistem koordinasi dan komunikasi berbasis data
dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan pengelolaan BWN-KP dengan transformasi digital.

c. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Pusat-Daerah

Kebijakan subbidang koordinasi pengelolaan pada tingkat pusat
dan daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi pusat dan daerah
yang berkesinambungan dalam memajukan Kawasan Perbatasan.
Strategi pelaksanaannya adalah:

1) meningkatkan koordinasi dan komunikasi kementerian/ lembaga
dengan pemerintah daerah yang didukung teknologi informasi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan BWN-KP
antar pusat dan daerah;
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2) memperkuat peran kelembagaan pengelola perbatasan di daerah
yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan/atau unit kerja
yang membidangi pengelolaan BWN-KP di daerah untuk
mewujudkan pengelolaan perbatasan di daerah yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, baik dalam aspek
perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi, serta tugas
pemerintah daerah dalam pengelolaan BWN-KP.

d. Subbidang Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Partisipasi Aktor
Nonpemerintah

Kebijakan kerja sama pergunran tinggi dan partisipasi aktor
nonpemerintah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia di perbatasan serta mengembangkan dan
menyediakan infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan
dan pengelolaan perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam pemberdayaan
masyarakat Kawasan Perbatasan melalui penelitian dan pelatihan
serta pengembangan potensi Kawasan Perbatasan, sebagai bagian
dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

2) meningkatkan partisipasi berbagai elemen nonpemerintah dalam
memaksimalkan pengelolaan perbatasan dan mendorong tidak
hanya terfokus pada pembangunan oleh pemerintah saja;

3) mengembangkan komunikasi formal dan informal antara elemen
nonpemerintah dengan pemangku kebijakan pengelola BWN-KP
untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan.

2. Bidang Perencanaan Pengelolaan Perbatasan Negara

Untuk memperkuat pendekatan integratif dalam pelalsanaan
progrErm dan prioritas pengelolaan perbatasan negara sebagaimana
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, upaya untuk memadukan pelaksanaan perencanaan program
pengelolaan BWN-KP salah satunya dilakukan melalui pembagian peran
oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2Ol7 tentar:,g Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2O1O tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan juga menyebutkan bahwa program pengelolaan perbatasan
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negara dilaksanakan dan didanai oleh masing-masing
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan anggota
BNPP, sedangkan BNPP berperan sebagai koordinator yang
menyinergikan program pengelolaan perbatasan. Pendekatan integratif
diperlukan untuk memastikan kesiapan para pihak terkait dalam
mempersiapkan dan merencanakan prioritas pengelolaan perbatasan
negara agar pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan negara
dapat berjalan secara efektif, sinergis dan terintegrasi untuk mencapai
tujuan, sasaran, dan target pembangunan.

Subbidang Perencanaan Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan Perencanaan Pengelolaan BWN-KP diarahkan pada
sinkronisasi penyusunan perencanaan pengelolaan BWN-KP antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pendekatan holistik,
integratif, tematik, serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang
berkelanjutan. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. menjadikan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 dan Renaksi
Pengelolaan BWN-KP sebagai pedoman dalam tahapan penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan
BWN-KP;

b. memastikan kebijakan, program, kegiatan, dan indikasi anggaran
dalam dokumen Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 dan
Renaksi Pengelolaan BWN-KP termuat dalam dokumen perencanaan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki wilayah
perbatasan.

3. Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan Negara

a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan
diarahkan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta
memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam
rencana pengelolaan perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) mengimplementasikan instrumen monitoring dan evaluasi dalam
memantau dan mengukur kinerja pengelolaan BWN-KP;
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2) meningkatkan peran kelembagaan pengendalian dan evaluasi
pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan. Monitoring dan
evaluasi tidak hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga
dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menilai capaian
pengelolaan BWN-KP.

b. Subbidang Data dan Informasi Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan penguatan data dan informasi diarahkan untuk
memperkuat basis data pengelolaan BWN-KP sebagai rujukan dan
input dalam pengambilan kebijakan untuk memajukan Kawasan
Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) membangun sistem basis data pengelolaan BWN-KP yang akurat
dan mutalhir serta ekosistem yang terkoneksi didukung
transformasi digital;

2) memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam sektor
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pemanfaatan
data dan informasi pengelolaan BWN-KP.

BAB IV. . .
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BAB IV

WILAYAH PENGELOLAAN

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 mengacu pada 2 (dua) prioritas
nasional dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24 yalt:u Pembangunan Kewilayahan dan
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (polhukhankam).
Pembangunan Kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama
yaitu ketimpangan antarwilayah, dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI; (21 meningkatnya
keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya
kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (4)
meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pembangunan kewilayahan
menekankan keterpaduan pembangunan dengan pendekatan spasial atas dasar
data dan informasi yang lengkap sesuai dengan rencana tata ruang dan daya
dukung lingkungan. Pembangunan dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi,
mengutamakan kerja sama dan keterpaduan program dan kegiatan antar-
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, serta
antar-pemerintah dan badan usaha dalam perencanaan, pendanaan dan
pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Pendekatan ini tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga
pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat, melalui
pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana tercermin dari
pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, yang di dalamnya
juga terdapat Kawasan Perbatasan.

Pengelolaan perbatasan memiliki tuJuun untuk menjamin keutuhan wilayah
negara dan kedaulatan negara melalui pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat di Kawasan Perbatasan. Pembangunan polhukhankam diarahkan
untuk mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan
sistem pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum dan kesadaran
politik atas kedaulatan negara, meningkatnya pelayanan lintas batas negara
serta kerja sama lintas negara di perbatasan.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang, pengelolaan Kawasan Perbatasan
terbagi atas 9 (sembilan) Kawasan Perbatasan negara sebagai berikut:

1. Kawasan Perbatasan negara di Aceh dan Sumatera Utara;

2. Kawasan Perbatasan negara di Riau dan Kepulauan Riau;

3. Kawasan Perbatasan negara di Pulau Kalimantan;
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4. Kawasan Perbatasan negara di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Ka-limantan Timur, Kalimantan Utara;

5. Kawasan Perbatasan negara di Maluku Utara dan Papua Barat;

6. Kawasan Perbatasan negara di Maluku;

7. Kawasan Perbatasan nega-ra di Nusa Tenggara Timur;

& Kawasan Perbatasan negara di Papua;

9. Kawasan Perbatasan dengan Laut Lepas.

Lokasi pengelolaan perbatasan diprioritaskan pada Kawasan Perbatasan,
dalam hal ini adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung
dengan negara lain. Lokasi pengelolaan yang dipilih disebut sebagai Lokpri.
Pemilihan Lokpri pengelolaan perbatasan secara garis besar dilakukan
berdasarkan pendekatan pertahanan dan keamanan (hankam) atau secuitg
approach dan pendekatan kesejahteraan masyarakat atau prospeitg approaclu
Pendekatan pertama yang menjadi perhatian adalah aspek hankam, kemudian
aspek peningkatan kesejahteraan masyaratat, dan selanjutnya aspek
kelestarian lingkungan (enuironmental approochl melengkapi kedua aspek
hankam dan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di
Kawasan Perbatasan.

Pemilihan Lokpri juga mempertimbangkan aspek ketatamangan dan
regional kawasan-kawasan pusat kegiatan dan penyangga di sekitarnya. Kriteria
kecamatan perbatasan yang menjadi Lokpri dalam pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24, adalah:

1. kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di darat;

2. kecamatan yang berbatasan langsung (kecuali laut lepas) dengan negara
tetangga di laut, yang merupakan pemantapan Lokpri tahun 2O15-2019;

3. kecamatan yang merupakan/berada dan/atau memiliki PPKT, yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga;

4. kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai
RTR KPN;

5. kecamatan yang di wilayahnya terdapat PLBN berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh)
Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di
Kawasan Perbatasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan
Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
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6. kecamatan yang berfungsi sebagai PKSN dan merupakan pemantapan PKSN
Tahun 2Ol5-2O19, PKSN yang di wilayahnya terdapat PLBN, serta PKSN
dengan pertimbangan khusus untuk mendorong aspek pemerataan.

Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renduk Pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24 lebih fokus dan terintegrasi mengacu pada prioritas Pembangunan
Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024,lokus wilayah pengelolaan BWN-KP
dilakukan pada 4 (empat) unsur yaitu PLBN, PPKT, PKSN, dan Lokpri. Wilayah
Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24, diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Wilayah Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24

No Jeais .Iumlah Darat Laut Keterangan

1 PLBN 26
Lokasi

27 5 o 8 PLBN telah selesai dibangun
pada tahun 2019

o 1O PLBN dibangun mulai Tahun
2020

a 8 PLBN akan dibangun pada
tahu2022-2024

2 PPKT Tidak
Berpenduduk

49
Pulau

49 a PPKT Berpenduduk sudah
termasuk dalam intervensi
Lokpri

3 PKSN 18
Lokasi

10 8 a 16 PKSN dalam Koridor
Pertumbuhan dan Pemerataan;
6 diantaranya Major Project.

2 PKSN di Luar Koridor
Pertumbuhan dan Pemerataan.

4 Lokpri 222
Kecamatan

69 153 176 Lokpri di dalam Koridor
Pertumbuhan dan Pemerataan.

46 Lokpri di Luar Koridor
Pertumbuhan dan Pemerataan

A. POS LINTAS BATAS NEGARA

PLBN di Kawasan Perbatasan telah menjadi wajah baru pengelolaan
BWN-KP, sebagai beranda depan bagi para pelintas batas yang masuk ke
Indonesia. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan rencana lokasi PLBN
adalah Instruksi Presiden serta keberadaan lokasi strategis kebutuhan
pelayanan lintas batas negara dan unsur resiprokalitasnya. Saat ini telah

SK No I16887 A

terbangun . . .



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

terbangun 7 (tqluh) PLBN selama periode lalu melalui Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas
Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan
Perbatasan. Selanjutnya pada tahun 2019 telah ditetapkan 1l (sebelas)
PLBN baru yang akan dibangun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara
Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Pada
akhir tahun 2019 telah selesai 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke,
sementara sisanya dibangun secara bertahap hingga tahun 2024.
Di samping itu, berdasarkan keberadaan kebutuhan pelayanan lintas batas
dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24, direncanakan 8 (delapan) lokasi yang akan
dibangun PLBN pada Iahun 2022-2024, sehingga target pengelolaan dan
pembangunan PLBN Tahun 2O2O-2O24 menjadi 26 (dua puluh enam) PLBN.

Adapun 18 (delapan belas) PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas
Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Percepatan
Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana
Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan menurut provinsi, meliputi:

1. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna di Serasan (PLBN Laut).

2. Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Darat):

a. Kabupaten Sambas di Aruk;

b. Kabupaten Bengkayang di Jagoi Babang;

c. Kabupaten Sanggau di Entikong;

d. Kabupaten Sintang di Sei Kelik;

e. Kabupaten Kapuas Hulu di Badau.

3. Provinsi Kalimantan Utara:

a. Kabupaten Malinau di long Nawang (PLBN Darat);

b. Kabupaten Nunukan di Labang, Long Midang, (PLBN Darat), dan Sei
Nyamuk/ Sei Pancang (PLBN Laut).

4. Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Darat):

a. Kabupaten Kupang di Oepoli;

b. Kabupaten Timor Tengah Utara di Wini dan Napan;

c. Kabupaten Belu di Motaain;
d. Kabupaten Malaka di Motamasin.
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5. Provinsi Papua (PLBN Darat):

a. Kota Jayapura di Skouw;

b. Kabupaten Boven Digoel di Yetetkun;

c. Kabupaten Merauke di Sota.

B. PULAU-PULAU KECILTERLUAR

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, PPKT
merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu kawasan
yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,
dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi
kepentingan nasional. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana
Zonasi dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pemanfaatan PPKT
hanya dapat dilakukan untuk: (1) pertahanan keamanan; (2) kesejahteraan
masyaralat; (3) pelestarian lingkungan.

Secara umum PPKT dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: PPKT
berpenduduk dan PPKT tidak berpenduduk. Pembangunan PPKT
berpenduduk dilakukan secara terintegrasi dengan program dan kegiatan
pembangunan di Lokpri. Selanjutnya, PPKT tidak berpenduduk difungsikan
sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang pengelolaannya sesuai
target RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dilakukan di sejumlah 49 (empat puluh
sembilan) PPKT pada 26 (dua puluh enam) kabupaten di 13 (tiga belas)
provinsi, sebagai berikut:
1. Provinsi Aceh, Kota Sabang: Pulau Rondo.

2. Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai: Pulau Berhala.

3. Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir: Pulau Batumandi.
4. Provinsi Kepulauan Riau:

a. Kabupaten Bintan: Pulau Berakit, Pulau Malang berdaun, dan Pulau
Sentut;

b. Kabupaten Karimun: Pulau Tokonghiu Kecil/ Pulau Iyu Kecil;

c. Kabupaten Natuna: Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul,
Pulau Sekatung, Pulau Senua, dan Pulau Kepala;

d. Kabupaten Kepulauan Anambas: Pulau Tokong Belayar, Pulau
Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Tokong Nanas, dan
Pulau Mangkai;

e. Kota . . .
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e. Kota Batam: Pulau Nipa, Pulau Batuberantai/ Pulau Batu Berhanti,
dan Pulau Putri/ Pulau Nongsa.

5. Provinsi Nusa Tenggara Timur:
a. Kabupaten Kupang: Pulau Batek;

b. Kabupaten Rote Ndao: Fulau Ndana/Pulau Dana;

c. Kabupaten Sabu Raijua: Pulau Dana.

6. Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau: Pulau Sambit.

7. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan: Pulau Karang Unarang.

8. Provinsi Sulawesi Utara:

a. Kabupaten Kepulauan Sangihe: Pulau Batubawaikang;

b. Kabupaten Kepulauan Talaud: Pulau Intata;
c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Pulau Bongkil/Pulau

Bangkit.

9. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli: Pulau Dolangan dan
Pulau Solando/ Pulau Salando.

10. Provinsi Maluku:
a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar: Pulau Asutubun dan Pulau

Batarkusu;
b. Kabupaten Kepulauan Aru: Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai

Selatan, Pulau Ararkula, Pulau Karerei/Pulau Karaweira Besar,
Pulau Karang, Pulau Batugoyang, dan Pulau Enu.

11. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah: Pulau Yiew
Besar/ Pulau Jiew.

12. Provinsi Papua:

a. Kabupaten Merauke: Pulau Habe/Pulau Habee dan Pulau Komolom;

b. Kabupaten Mimika: Pulau Puriri;
c. Kabupaten Supiori: Pulau Fanildo;

d. Kabupaten Asmat: Pulau Laag.

13. Provinsi Papua Barat:

a. Kabupaten Raja Ampat: Pulau Fani, dan Pulau Moff/ Pulau Budd.

b. Kabupaten Tambraw: Pulau Missou.

C. PUSAT. . .
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C. PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

Pengelolaan dan pengembangan PKSN tal:un 2O2O-2O24 didasarkan
pada amanat RPJMN Tahun 2O2O-2O24, yang menetapkan koridor
pembangunan terbagi menjadi dua yaitu "koridor pertumbuhan" dan
"koridor pemerataan'. Berdasarkan pertimbangan di atas, ditetapkan PKSN
yang menjadi fokus pada pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 yaitu
16 (enam belas) PKSN di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan, yang
terdiri atas 9 (sembilan) PKSN Darat, dan 7 (tqjuh) PKSN Laut (termasuk
enam diantaranya adalah Major Project RPJMN Tahun 2O2O-2O24), dan
2 (dua) PKSN di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan, yang terdiri atas
1 (satu) PKSN Darat dan 1 (satu) PKSN Laut. Adapun rinciannya sebagai
berikut:

1. Di Dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan

a. Provinsi Aceh, Kota Sabang: PKSN Sabang (PKSN Laut);

b. Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis: PKSN Bengkalis (PKSN Laut);

c. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna: PKSN Ranai (PKSN
Laut);

d. Provinsi Kalimantan Barat (PKSN Darat):

1) Kabupaten Sambas: PKSN Paloh Aruk;
2) Kabupaten Bengkayang: PKSN Jagoi Babang;

e. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan: PKSN Tou Lumbis
dan PKSN Long Midang, (PKSN Darat) dan PKSN Nunukan (PKSN
Laut);

f. Provinsi Nusa Tenggara Timur (PKSN Darat):

1) Kabupaten Belu: PKSN Atambua;

2) Kabupaten Timor Tengah Utara: PKSN Kefamenanu;

g. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe: PKSN
Tahuna (PKSN Laut).

h. Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar: PKSN Saumlaki
(PKSN Laut).

i. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Morotai: PKSN Daruba
(PKSN Laut).

j. Provinsi Papua (PKSN Darat);

1) Kota Jayapura: PKSN Jayapura;
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2) Kabupaten Boven Digoel: PKSN Tanah Merah;

3) Kabupaten Merauke: PKSN Merauke.

2. Di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan

a. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau: PKSN Long Nawang
(PKSN Darat).

b. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud: PKSN
Melonguane (PKSN Laut).

Cakupan kecamatan yang masuk dalam wilayah PKSN ditetapkan
melalui delineasi PKSN. Penetapan kecamatan tersebut menjadi bagian
instrumen untuk pemantauan dan pengukuran tingkat keberhasilan
pengembangan ekonomi wilayah. Delineasi PKSN didasarkan pada RDTR
PKSN, RTRW kabupaten/kota, RTRKPN, dan Masterplan Percepatan
Pembangunan Ekonomi berbasis PKSN. Dari hasil delineasi PKSN diperoleh
46 (empat puluh enam) kecamatan, yaitu 36 (tiga puluh enam) kecamatan
yang merupakan Lokpri dan 10 (sepuluh) kecamatan di luar Lokpri yang
ditangani pada periode Tahun 2O2O-2O24, namun berada dalam cakupan
wilayah PKSN, yaitu:

1. Kecamatan Lokpri
a. PKSN Sabang: Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya;

b. PKSN Bengkalis: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan;

c. PKSN Ranai: Kecamatan Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran,
Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran
Selatan, dan Kecamatan Pulau Tiga;

d. PKSN Atambua: Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Raihat;

e. PKSN Kefamenanu: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi
Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, dan Kecamatan Bikomi Nilulat;

f. PKSN Paloh Aruk: Kecamatan Saingan Besar dan Kecamatan Paloh;

g. PKSN Jagoi Babang: Kecamatan Jagoi Babang;

h. PKSN Log Nawang: Kecamatan Kayan Hulu;
i. PKSN Tou Lumbis: Kecamatan Lumbis Ogong;
j. PKSN Long Midang: Kecamatan Krayan;

k. PKSN Nunukan: Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan,
dan Kecamatan Sebatik Utara;

l. PKSN Tahuna: Kecamatan Tahuna dan Kecamatan Tahuna Timur;
m. PKSN Melonguane: Kecamatan Melonguane;

n. PKSN. . .
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n. PKSN Saumlaki: Kecamatan Tanimba Utara dan Kecamatan
Tanimbar Selatan;

o. PKSN Daruba: Kecamatan Morotai Selatan;

p. PKSN Jayapura: Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Muara
Tami;

q. PKSN Tanah Merah: Kecamatan Ninati;
r. PKSN Merauke: Kecamatan Meraike, Kecamatan Sota, dan

Kecamatan Semangga.

2. Kecamatan di Luar Lokpri
a. PKSN Atambua: Kecamatan Atambua Barat; Kecamatan Atambua

Selatan, Kecamatan Kalkuluk Mesak, dan Kecamatan Kota Atambua;

b. PKSN Kefamenanu: Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan
Bikomi Selatan;

c. PKSN Tahuna: Kecamatan Tahuna Barat;

d. PKSN Jayapura: Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan
Abepura;

e. PKSN Tanah Merah: Kecamatan Mandobo.

Konsep pengembangan kecamatan yang masuk ke dalam cakupan
wilayah PKSN, sebagai wilayah hinterland pusat pertumbuhan PKSN,
dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan penyediaan
infrastruktur dasar dan konektivitas dalam kecamatan, pengembangan
ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai
dengan hilir, serta tata kelola pemerintahan. Sedangkan konsep
pengembangan kecamatan perbatasan non-Lokpri dan kecamatan
nonperbatasan yang masuk ke dalam delineasi PKSN, diarahkan pada
pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai hilir.

Dari 18 (delapan belas) PKSN di atas, 6 (enam) PKSN di antaranya
ditetapkan sebagai proyek prioritas atau Major Projed meliputi: (1) PKSN
Paloh Aruk; (2) PKSN Nunukan; (3) PKSN Jayapura; (4) PKSN Merauke;
(5) PKSN Atambua; dan (6) PKSN Kefamenanu. Selanjutnya, untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan, 3 (tiga) PKSN di
antaranya dilakukan percepatan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan
Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kawasan Perbatasan Aruk dalam
lingkup PKSN Paloh Aruk, Kawasan Perbatasan Motaain dalam lingkup
PKSN Atambua, dan Kawasan Perbatasan Skouw dalam lingkup PKSN
Jayapura.

D.LOKASI ...
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D. LOKASI PRIORITAS

Penentuan Lokpri dilakukan melalui beberapa pararneter sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya. Lokasi ini berada pada wilayah administrasi
kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Wilayah Negara.
Berdasarkan pertimbangan keberadaan Koridor Pertumbuhan dan
Pemerataan dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24, serta amanat RTRKPN dan
hasil evaluasi pengelolaan Lokpri periode sebelumnya, jumlah Lokpri yang
dikelola pada tahun 2O2O-2O24 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua)
Lokpri pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/ kota di 15 (lima belas)
provinsi, dan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 176 (seratus tujuh
puluh enam) Lokpri pada 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota di 15 (lima
belas) provinsi berada di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan, dan
46 (empat puluh enam) Lokpri pada 11 (sebelas) kabupaten di 6 (enam)
provinsi berada di luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.

Tabel Daftar Lokasi Prioritas dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24

XABUPATEIT/K TA
TAtIIfiI 2o2o.2o24

iyJ{lDARAT/
LAUT

I. ACEII
I Aceh Besar 1 Mesjid Raya L€.ut Dalam Koridor
2 Kota Sabang 2 Sukakarya Laut Dalam Koridor

3 Sukajaya Laut Dalam Koridor
3 Kota Langsa 4 Langsa Barat Laut Dalam Koridor

l-If rlilIr$fq iTf IIEI rrlt
4 Serdang Bedagai 5 Tanjung Beringin Laut Dalam Koridor
5 Batu Bara 6 Sei Suka Laut Dalam Koridor

III. RIAU
6_ Bengkalis 7 Bengkalis

Bantan
[,aut Dalam Koridor

8 Iaut Dalam Koridor
9 Rupat l,aut Dalam Koridor
10
11

t2

Rupat Utara
Bandar Laksamana
Bangko

Laut
Iaut

Dalam Koridor
Dalam Koridor

7 Rokan Hilir Laut Dalam Koridor
13 Pasir Limau Kapas Laut Dalam Koridor
t4 Sinaboi Laut

laut
Laut

Dalam Koridor
8. Kota Dumai 15 Sungai Sembilan Dalam Koridor

16 Medang Kampai Dalam Koridor
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PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

TAITVN 2020-2024 reEIETtrT

iIT.N
l-,GLIIirl DARAT/

9 Kep. Meranti t7 Ranssans Barat Laut Luar Koridor
l8 Ranqsanq Laut Luar Koridor
l9 Pulau Merbau Laut Luar Koridor
20 Tasik Putri Puyu Laut Luar Koridor
27 Ranesane Pesisir Laut Luar Koridor

Iv. IIIEPT'LIUAN RIAU
10. Bintan 22

Bintan Utara
Telok Se

Laut Dalam Koridor
23 Laut Dalam Koridor
24 Laut Dalam Koridor
25 Bintan Pesisir l,aut Dalam Koridor

11. Karirnun 26 Moro Laut Dalam Koridor
27 Karimun Laut Dalam Koridor
28 Meral
29 Te
30 Buru

Laut Dalam Koridor
Iaut Dalam Koridor
Iaut Dalam Koridor
Laut Dalam Koridor31 Mera-l Barat

32 Belat Laut Da-lam Koridor
t2. Natuna 33 Bunguran Barat Laut Dalam Koridor

34 Serasan Laut Dalam Koridor
35 Bunguran Timur Laut Dalam Koridor
36 Bunquran Utara Laut Dalam Koridor
37 Subi Laut Dalam Koridor
38 Pulau Laut Laut Dalam Koridor
39 Pulau Tisa Laut Dalam Koridor
40 Bunguran Timur

Laut
Laut Dalam Koridor

47 Selatan Laut Dalam Koridor
42 Serasan Timur Laut Dalam Koridor

13. Kep. Anambas 43 Siantan Laut Dalam Koridor
44 Palmata-k Laut Dalam Koridor
45 Siantan Selatan Laut Dalam Koridor
46 Jemaia Timur Laut Dalam Koridor

Dalam Koridor
Da]am Koridor

47 Jemaia Laut
48 Siantan Utara Laut
49 Jema'ia Barat Laut Dalam Koridor

t4. Kota Batam 50 Belakans Padane Laut Dalam Koridor
51 Batu Ampar Laut Da-lam Koridor
52 Seku

N
Lubuk

Laut Dalam Koridor
53 Laut Dalam Koridor
54 Laut Dalam Koridor
55 Laut Dalam Koridor
56 Batam Kota Laut Dalam Koridor

V.NUSA...
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KABI'PATEN/K(y[A

PENANGANAN
TAHVN202o.2ol24

DAL/IU/LUAR

DF\'jD,ARAT/
LAUT

V. ITUSA TEITG1GARA TIMT'R
15. 57 Amfoang Timur Darat Dalam Koridor
t6. Timor Tengah

Utara
58 Miomafo Barat Darat Dalam Koridor
59 Insana Utara Darat Dalam Koridor
60 Mutis Darat Dalam Koridor

Dalam Koridor61 Bikomi Teneah Darat
62 Bikomi Nilulat Darat Dalam Koridor
63 Bikomi Utara Darat Dalam Koridor
64 Naibenu Darat Dalam Koridor

77. Belu 65 Lamaknen Darat Dalam Koridor
66 Tasifeto Timur Darat Dalam Koridor
67 Raihat Darat Dalam Koridor
68 Tasifeto Barat Darat Dalam Koridor
69 Lasiolat Darat Dalam Koridor
70 l.amaknen Selatan Darat Dalam Koridor
71 Nanaet Dubesi Darat Dalam Koridor

18. Malaka 72 Malaka Tensah Laut Dalam Koridor
73 Malaka Barat Laut Dalam Koridor
74 Wewiku

Kobalima Timur
Laut Dalam Koridor

75 Darat Dalam Koridor
76 Kobalima Laut Dalam Koridor

19. Alor Teluk Mutiara
Alor Barat

Laut Luar Koridor
7A Laut Luar Koridor
79 Alor Selatan Laut Luar Koridor
80 Alor Timur Laut Luar Koridor
81 Mataru Laut Luar Koridor
a2 Pureman Laut Luar Koridor
83 Pantar Tengah Laut Luar Koridor

20 Rote Ndao 84 Rote Barat Daya Laut Luar Koridor
85 Lobalain Laut Luar Koridor
86 Pantai Baru Laut Luar Koridor
87 Rote Timur Laut Luar Koridor
88 Rote Barat Laut Luar Koridor
89 Rote Selatan Laut Luar Koridor
90 Landu kko Laut Luar Koridor

2t. Sabu Raijua 97 Sabu Timur Laut Luar Koridor
92 Sabu Liae Laut Luar Koridor
93 Hawu Mehara Laut Luar Koridor
94 Raiiua Laut Luar Koridor

iIr Jl[frl'rtrf fff{f :II r,ln
22. Sambas 95 Paloh Darat Dalam Koridor

96 Sajingan Besar Darat Dalam Koridor
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PRO'vrNSr/
XABUPATEN/K(}IA

PENANGANAN
TAtrItN 2o.2o,-2o,r4

DALAIU/LUAR
KORIDOR

PERTI'UBI'IIAIT
DAN

PEMERATAANLOI(PRI DARAT/
LI\UT

23 Bengkayang 97 Jagoi Babang Darat Dalam Koridor
98 Siding Darat Dalam Koridor

24. Sanggau 99 Entikong Darat Luar Koridor
100 Sekayam Darat Luar Koridor

25. Sintang 101 Ketungau Tengah Darat Luar Koridor
to2 Ketungau Hulu Darat Luar Koridor

26 Kapuas Hulu 103 Putussibau Utara Darat Luar Koridor
104 Embaloh Hulu Darat Luar Koridor
105 Batang Lupar Darat Luar Koridor
106 Badau Darat Luar Koridor
707 Putussibau Selatan Darat Luar Koridor
108 Puring Kencana Darat Luar Koridor

VU. XALIU,AITTAIT TI I'R
27, Berau 109 Maratua Laut Dalam Koridor
28. Mahakam Ulu 110 Long Apari Darat Luar Koridor

ll1 Long Pahangai Darat Luar Koridor
VIU. KALIU,AITTAN ITTARA
29. Nunukan 772 Sebatik Laut Dalam Koridor

113 Nunukan Iaut Dalam Koridor
tt4 Krayan Darat Dalam Koridor
115 Krayan Selatan Darat Dalam Koridor
116 Sebatik Barat Laut Dalam Koridor
117 Nunukan Selatan laut Dalam Koridor
I l8 Sebatik Timur Iaut Dalam Koridor
119 Sebatik Utara Laut Dalam Koridor
120 Sebatik Tengah Darat Dalam Koridor
727 Sei Menggaris Darat Dalam Koridor
122 Tulin Onsoi Darat Dalam Koridor
t23 Krayan Tengah Darat Dalam Koridor
124 Krayan Timur Darat Dalam Koridor
125 Kravan Barat Darat Dalam Koridor
r26 Lumbis Ogong Darat Dalam Koridor

30 Malinau 727 Puiungan Darat Luar Koridor
724 Kayan Hilir Darat Luar Koridor
729 Kayan Hulu Darat Luar Koridor
130 Kayan Selatan Darat Luar Koridor
131 Bahau Hulu Darat Luar Koridor

TX. SULAWEAI UTARA
31 Kep. Sangihe 732 Tabukan Utara Laut Dalam Koridor

133 Nusa Tabukan Laut Dalam Koridor
134 Kendahe Iaut Dalam Koridor
135 Tahuna laut Dalam Koridor
136 Tahuna Timur Laut Dalam Koridor
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PROVIilSI/
KABT'PATEIT/KOTA

PENANGANAN
TAHUN 2020-2024

DALAM/LUAR
KORIDOR

PERII'UBI'IIA![
DAIT

PEMERATAANLOIIPRI DARAT/
LAUT

137 Kepulauan Marore Laut Dalam Koridor
32 Minahasa Utara 138 Wori Laut Dalam Koridor
33 Bolaang

Mongondow
Utara

139 Pinogaluman Laut Dalam Koridor

34 Kep. Talaud 140 Nanusa Laut Luar Koridor
141 Kabaruan Laut Luar Koridor
142 Melonguane Laut Luar Koridor
143 Damau Laut Luar Koridor
r44 Miangas Laut Luar Koridor

35. Kep. Siau,
Tagulandang,
Biaro

145 Siau Barat Laut Luar Koridor

X. SUI"AWESI TEITGIIII
36. Toli-toli t46 Dampal Utara Laut Dalam Koridor

t47 Toli-toli Utara Laut Dalam Koridor
148 Dako Pemean Laut Dalam Koridor

XI. CTOROMALO
37. Gorontalo Utara t49 Anggrek Laut Dalam Koridor

XII. UALIIKU
38. Maluku Tenggara 150 Kei Besar Laut Dalam Koridor

151 Kei Besar Selatan Laut Dalam Koridor
152 Kei Besar Utara

Timur
l,aut Dalam Koridor

153 Kei Besar Selatan
Barat

Laut Dalam Koridor

39. Kep. Tanimbar 154 Tanimbar Selatan Laut Dalam Koridor
155 Selaru Laut Dalam Koridor
156 Wer Tamrian t aut Dalam Koridor
157 Tanimbar Utara Laut Dalam Koridor
158 Yaru Laut Dalam Koridor
159 Kormomolin Laut Dalam Koridor
r60 Nirunmas Laut Dalam Koridor

40 Kepulauan Aru 161 Pulau-Pu1au Aru Laut Dalam Koridor
762 Aru Tengah Selatan l,aut Dalam Koridor
163 Sir-Sir Iaut Dalam Koridor
164 Aru Tengah fimur Laut Dalam Koridor
165 Aru Selatan fimur Laut Dalam Koridor

4t. Maluku Barat
Daya (MBD)

166 Moa Lakor Iaut Dalam Koridor
767 Mndona Hiera laut Dalam Koridor
168 Pulau-Pulau Babar Laut Dalam Koridor
169 Wetar Iaut Dalam Koridor
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PROVIIVBI/
XABUPATEN/KOTA

PENAITGAITAN
TAHUII 2020-2024

DALAU/LUAR
KORIDOR,

PERTUUBUIIAI{
DAN

PEMERATAAI{LOXPRI DARAT/
I"AI'T

t70 Pulau-Pulau
Terselatan

Laut Dalam Koridor

t7l Pulau L€ti Laut Dalam Koridor
t72 Pulau Masela Laut Dalam Koridor
t73 Pulau Lakor Laut Dalam Koridor
174 Wetar Utara Laut Dalam Koridor
175 Wet€r Barat Laut Dalam Koridor
t76 Wetar Timur [,aut Dalam Koridor
t77 Kisar Utara Laut Dalam Koridor

XIII. UALUKTI UTARA
42 Halmahera

Tengah
17A Patani Utara Laut Dalam Koridor

43. Pulau Morotai t79 Morotai Selatan Laut Dalam Koridor
180 Morotai Selataa

Barat
Laut Dalam Koridor

181 Morotai Jaya Laut Dalam Koridor
ta2 Morotai Utara l,aut Dalam Koridor
183 Morotai Timur l,aut Dalam Koridor

XTV. PA.PUA
44. Merauke 184 Merauke Laut Dalam Koridor

185 Kimaam I,aut Dalam Koridor
186 Semangga L€'ut Dalam Koridor
ta7 Ulilin Darat Dalam Koridor
188 Sota Darat Dalam Koridor
189 Elikobal Darat Dalam Koridor
190 Naukenjerai Iaut Dalam Koridor
191 Okaba Laut Dalam Koridor
t92 Tabonji Laut Dalam Koridor
193 Waan Laut Dalam Koridor

45. Biak Numfor t94 Biak Kota Laut Dalam Koridor
46 Mimika 195 Mimika fimur Jauh Laut Dalam Koridor
47. Sarmi 196 Sarmi laut Dalam Koridor
48. Keerom t97 Waris Darat Dalam Koridor

198 Web Darat Dalam Koridor
199 Arso Timur Darat Dalam Koridor
200 Towe Darat Dalam Koridor
20r Yalfr Darat Dalam Koridor

49. Pegunungan
Bintang

202 Iwur Darat Dalam Koridor
203 Batom Darat Dalam Koridor
204 Kiwirok Timur Darat Dalam Koridor
205 Tarup Darat Dalam Koridor
206 Oksamol Darat Dalam Koridor
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PROVIIIST/
KABI'PATEN/ITOTA

PENANGAIYAN
TAIIUN 2O2O.2O24

DALAU/LUIIR
KORIDOR

PERTT'UBUHAI\t
DAN

PEMERATAAJTLOIIPRI DARAT/
LAUT

207 Okbemtau Darat Dalam Koridor
204 Mofrnop Darat Dalam Koridor

50 Supiori 209 Supiori Utara Laut Dalam Koridor
2to Supiori Timur Laut Dalam Koridor
2tl Kep. Aruri Laut Dalam Koridor
212 Supiori Barat l,aut Dalam Koridor

51 Boven Digoel 2t3 Waropko Darat Dalam Koridor
2t4 Jair Darat Dalam Koridor
2t5 Kombut Darat Dalam Koridor
216 Ninati Darat Dalam Koridor
217 Sesnuk Darat Da1am Koridor

52 Kota Jayapura 2ta Jayapura Utara Iaut Dalam Koridor
279 Muaratami Darat Dalam Koridor

XI'. PAPUA BARAT
53 Raja Ampat 220 Kep. Ayau Laut Dalam Koridor

221 Ayau Laut Dalam Koridor
54 Tambraw 222 Sausapor Laut Dalam Koridor

TOTAL PEN,IINGANAN TAHUN 2O2O-2O242 222 I<P,C,AMATAN, 54 KABUPATEN/KOTA
DAI{ 15 PROVINSI

BABV...
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BAB V

PROGRAM SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PROGRAMDANKEGIATAN

Sejalan dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24,
pengelolaan BWN-KP Tahun 2O2O-2O24 difokuskan pada 2 (dua) agenda
pembangunan, yaitu: (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan; (2) memperkuat stabilitas politik,
hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.
Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam arah strategis,
kebijakan, dan strategi pelaksanaan pengelolaan BWN-KP, sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya.

Kebijakan dan strategi pelaksanaan di atas selanjutnya dikonsolidasikan
ke dalam satu program, yaitu Program Pengelolaan Perbatasan Negara.
Sasaran program dimaksud yaitu: (1) meningkatnya pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan lintas batas negara melalui penyelesaian dan
penegasan Batas Wilayah Negara, peningkatan pertahanan wilayah negara,
peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, serta pembangunan
dan pengelolaan PLBN; (2) terwujudnya pengelolaan potensi unggulan
yang berkesinambungan berbasis tata ruang di Kawasan Perbatasan;
(3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di
Kawasan Perbatasan negara melalui pengembangan infrastruktur
konektivitas dan pengembangan infrastruktur sosial dasar serta efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, penyediaan sarana prasarana
layanan pemerintahan serta aparatur pemerintahan yang memadai;
(4) meningkatnya sistem kelembagaan antar-lembaga melalui penguatan
koordinasi lembaga, baik antar-lembaga pusat, maupun pusat dan daerah.

Program ini memberikan arah bagi program dan kegiatan-kegiatan
sektoral kementerian/lembaga agar terpadu, sinergis, dan komplementer.
Selain itu, program ini mencerminkan pokok kegiatan-kegiatan teknis
sektoral kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk pembangunan
Kawasan Perbatasan dan masyarakat di Kawasan Perbatasan yang memuat
kegiatan yang bersifat lintas sektor, sebagai wujud implementasi kebijakan
dan komitmen negara melalui kementerian/lembaga. Mengacu pada
kebijakan, strategi pelaksanaan, dan program tersebut, kegiatan pengelolaan
BWN-KP dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:
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Pertama, Batas Wilayah Negara, dengan 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu:
(1) penyelesaian dan penegasan Batas Wilayah Negara; (2) peningkatan
pertahanan wilayah negara; (3) peningkatan keamanan dan ketertiban
wilayah. Uraian kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan
Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Kedua, lintas batas negara, dengan kegiatan pembangunan dan
pengelolaan PLBN. Uraian Kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks
Kegiatan Pembangu.nan dan Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara.

Ketiga, pembangunan Kawasan Perbatasan negara, dengan 4 (empat)
kegiatan prioritas, yaitu: (1) penataan ruang Kawasan Perbatasan;
(2) pengembangan potensi Kawasan Perbatasan negara; (3) pengembangan
infrastruktur konektivitas; (4) pengembangan infrastruktur sosial dasar.
Uraian Kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pembangunan
Kawasan Perbatasan Negara.

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pengelolaan BWN-KP
berdasarkan fokus Renaksi Pengelolaan BWN-KP tiap tahunnya, diperlukan
dukungan pendanaan mengacu pada RKP, dengan fokus pada pengelolaan
Batas Wilayah Negara, lintas batas negara, pembangunan Kawasan
Perbatasan, dan sistem tata kelola perbatasan negara yang berkelanjutan.
Kebijakan pendanaan diarahkan untuk memperkuat moneA follou)
programme sesuai RKP melalui penguatan aspek perencanaan dalam
kerangka pencapaian prioritas nasional. Perencanaan dan pendanaan
program prioritas juga disertai dengan langkah pengintegrasian kebijakan
antarsektor yang mencakup pengintegrasian dan optimalisasi potensi
sumber pendanaan.

Sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Wilayah Negara, rencana kebutuhan
anggaran pengelolaan BWN-KP bersumber dari APBN, APBD
provinsi/kabupaten/kota, dan/ atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sesuai Pasal 20
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 l0 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2Ol7 terrtarrg Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, diamanatkan bahwa
pendanaan pelaksanaan teknis pengelolaan BWN-KP dibebankan pada APBN
kementerian/lembaga terkait dan APBD setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

SK No l42l38A
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Penyusunan kegiatan dan pendanaan pengelolaan BWN-KP dalam
Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24, dikoordinasikan oleh:

1. Sekretariat Tetap BNPP

Sekretariat Tetap BNPP men5rusun kegiatan dan rencana kebutuhan
anggaran pengelolaan BWN-KP untuk jangka pendek (tahunan) yang
tertuang dalam Rencana Aksi dan jangka menengah (lima tahunan) yang
tertuang dalam Rencana Induk.

2. Kementerian/ t embaga

Kementerian/lembaga men5rusun kegiatan dan pendanaan
pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk
jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (lima tahunan) dengan
berpedoman pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24. Pendanaan
pengelolaan BWN-KP oleh kementerian/lembaga meliputi pembangunan
batas negara seperti tapal batas, tugu tanda batas, gerbang batas, batas
Iisik, ataupun pos lintas batas; dan pembangunan Kawasan Perbatasan
berupa pembangunan konektivitas kawasan, pengembangan kawasan
berbasis potensi wilayah, dan pembangunan infrastrukur sosial dasar,
yang dilaksanakan berbasis RTR KPN termasuk RDTR KPN.

3. Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota men5rusun kegiatan
dan pendanaan untuk mendukung pengelolaan BWN-KP yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada
Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24. Selanjutnya pendanaannya
bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan perbatasan
yang dikelola oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota
dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau
instansi/unit kerja yang membidangi pengelolaan perbatasan negara di
daerah.

4. Sektor Swasta.

Sektor swasta dapat berperan dalam pemb€rngunan Kawasan
Perbatasan, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA),
mrporate social responsibilifut (CSR), dan berbagai skema kerja sama
lainnya.
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B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber
daya, akuntabilitas, serta mengoptimalkan kinerja program pengelolaan
perbatasan negara, dilakukan pengendalian dan evaluasi yang
merupakan satu kesatuan manajemen dengan proses perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan BWN-KP.

a. Pengendalian

Pengendalian dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan
program pengelolaan perbatasan negara sesuai dengan Renaksi
Pengelolaan BWN-KP yang ditetapkan pada setiap tahunnya.
Pengendalian dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pengawasan.
Pemantauan dilakukan melalui kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan Renaksi Pengelolaan BWN-KP, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara
pengawasan dilakukan secara internal baik oleh masing-masing
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun oleh aparat
pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai capaian pelaksanaan dan
dampak melalui pengukuran kemajuan dan kendala dalam
pelaksanaan pengelolaan BWN-KP, sebagai bahan masukan dalam
perenc€rnaan program pengelolaan perbatasan negara selanjutnya.
Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
masukan, keluaran, hasil, dan manfaat pelaksanaan program
pengelolaan perbatasan negara, terhadap baik Renaksi Pengelolaan
BWN-KP pada tahun berkenaan, maupun Renduk Pengelolaan
BWN-KP 2020-2024.

Evaluasi pengelolaan BWN-KP tahun 2O2O-2024 dilakukan
seluruh anggota BNPP untuk mengukur kinerja program dan kegiatan
dalam pengelolaan BWN-KP sesuai lingkup tugas masing-masing.
Pelal<sanaan evaluasi pengelolaan BWN-KP tahun 2O2O-2O24
dilakukan sebagai bagian dari rangkaian koordinasi BNPP untuk
menyinergikan pelaksanaan program melalui rapat koordinasi serta
melalui forum-forum koordinasi dan evaluasi yang ada. Seluruh
rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap
tahun untuk memastikan bahwa agenda prioritas dalam Renduk
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Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 yang dijabarkan ke dalam Renaksi
Pengelolaan BWN-KP dapat terlaksana dengan baik.

Secara umum kegiatan pengendalian dan evaluasi perlu diikuti
dengan pelaporan secara berkala dan berjenjang oleh
kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan
pemanfaatan teknologi informasi.

2. Indikator Pembangunan Pengelolaan BWN-KP

Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja pengelolaan
perbatasan negara dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24, kegiatan
pengendalian dan evaluasi pengelolaan BWN-KP dilakukan terhadap
aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara, lintas batas negara, dan
pembangunan Kawasan Perbatasan. Hal tersebut dilakukan untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi Prioritas
Nasional di wilayah perbatasan negara, dengan Indikator Pembangunan
sebagai berikut:

a. Sasaran Pembangunan Wilayah (Prioritas Nasional 2) di Kawasan
Perbatasan dengan indikator:

Tabel Indikator Pembangunan Wilayah (PN2)

No Indikator Pembangunan Baseline 2019 Target RPJMN
2020-2024

1 Jumlah lokpri yarrg
ditingkatkan kesej ahteraan
dan tata kelolanya
(kecamatan)

7a7 222

2 Rata-rata nilai Indeks
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN

o,42 o,52

3 RDTR Perbatasan Negara 10 Matek
RDTR KPN

10 Rancangan
Perpres

Sumber: RPJMN Tahan 2O2O-2O24
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b. Sasaran Penguatan Pertahanan Keamanan (Prioritas Nasional 7) di
Perbatasan dan Pulau Terluar yang difokuskan pada Pemantapan
Stabilitas Keamanan Nasional, dengan indikator Angka Pelanggaran
Lintas Batas Negara akan diturunkan secara signifikan dari tahun ke
tahun.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan ke-7 RPJMN
Tahun 2O2O-2O24 melalui Program Prioritas Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Keamdnan
Dalam Negeri, dilaksanakan 7 (tujuh) Proyek Prioritas Penguatan
Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, yaitu:

Tabel Proyek Prioritas Penguatan Hankam di Perbatasan dan
PPKT Tahun 2O2O-2O24

No Proyek Prioritas

Target Total
target

RPJMN
2024

Instansi Pelaksana
N
N

CI

ol

CI
c.l

OI

o
c,l

c.,l

+
C\o
ct

1 Pembangunan Pos
Pamtas

t2
Pos

8
Pos

9
Pos

7
Pos

7
Pos

43
Pos

Kementerian
Pertahanan

2 Pembangunan Pos
AL

t5
Pos

16
Pos

l6
Pos

l6
Pos

16
Pos

79
Pos

Kementerian
Pertahanan

3 Pembangunan
Mako Polsek/
Polsubsektor

9
Unit

9
Unit

9
Unit

9
Unit

36
Unit

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

4 Pembangunan
PLBN

10
Unit

2
Unit

2
Unit

2
Unit

c
Unit

18
Unit

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

5 Pembangunan
Jalan Inspeksi
Patroli Perbatasan
(JIPP)

200
Km

200
Km

200
Km

200
Km

200
Km

1000
Km

Kementerian
Pertahanan

6 Fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat desa
terdepan
perbatasan negara
sebagai bagian
sistem Hankam

180
org

180
org

180
org

180
org

180
org

900

org
Selaetariat Tetap

BNPP
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Sumber: RPJMN Tahun 2O2O-2O24

3. PENGUKURANKINERJA

Instrumen pengu.kuran kine{a Renduk Pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24 menggunakan pendekatan capaian keluaran dan hasil (output
and outmmes basedl. Hal ini sejalan dengan kebljakan penganggaran
yang menghendaki agar pelaksanaan anggaran dipastikan tidak hanya
terlaksana (senf) tetapi juga membawa perubahan yang bisa dirasakan
oleh masyarakat (deliueredl. Pengukuran kinerja menggunakan indikator
berbasis capaian hasil yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh
masyarakat.

Instrumen pengukuran kinerja pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
merupakan bagran dari instrumen evaluasi yang difokuskan pada
capaian dan dampak untuk memperjelas makna capaian keluaran dan
hasil program dan kegiatan dalam pengelolaan PLBN, PPKT tidak
berpenduduk, dan pembangunan Kawasan Perbatasan baik di PKSN
maupun Lokpri. Untuk memenuhi prinsip yang transparan dan
akuntabel, perencanaan harus disertai dengan indikator kinerja
pelaksanaan rencana, sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran
dan indikator hasil/manfaat. Indikator keluaran merupakan konsekuensi
dari perencanaErn program dan akan terus dipantau pelaksanaan dan
realisasinya hingga tahun 2024. Sementara evaluasi terhadap capaian
hasil/ manfaat diperlukan untuk menggambarkan informasi progres
serta situasi yang terjadi dan dihadapi di Kawasan Perbatasan
berdasarkan indikator dimaksud. Indikator-indikator tersebut
diturunkan dari sejumlah variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan dan sasaran strategis dengan fokus pada capaian berupa hasil
dan dampak.

No Provek Prioritas

Target Total
target

RPJMN
2024

Instansi Pelaksanao
ot
ot

N
c-{

e.l
olo
ol

(r)
c,lo
ol

<-
c.lo
c,,t

7 Koordinasi
perencanaan dan
fasilitasi
pelaksanaan
peningkatan
sarana-prasarana
Hankam di PPKT
tidak berpenduduk

36
PPKT

4l
PPKT

49
PPKT

49
PPKT

49
PPKT

49

PPKT

Sekretariat Tetap
BNPP
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Variabel dalam instrumen evaluasi pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
dispesifikkan dengan dimensi yang menjadi fokus pada masing-masing
lokasi. Variabel yang digunakan didesain sensitif terhadap keragaman
konteks dan tuntutan situasi di Kawasan Perbatasan yang berusaha
dijawab melalui serangkaian kegiatan yang telah dicanangkan.
Spesifikasi beragam konteks dan kondisi di Kawasan Perbatasan
menghasilkan klasifikasi Kawasan Perbatasan berdasarkan lokus, yaitu:

a Lokpri dan PKSN sebagai fokus pada dimensi "Pembangunan
Kawasan";

b Lokasi Titik Keluar-Masuk (Exit-Entry Point) yang terdiri dari PLBN,
Pos Lintas Batas (PLB), dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, sebagai
fokus pada dimensi Lintas Batas Negara";

c Batas Teritorial dan lokasi PPKT yang tidak berpenduduk, sebagai
fokus pada dimensi "Batas Wilayah Negara".

Masing-masing lokasi tersebut dievaluasi birdasarkan sejumlah variabel
dan indikator turunannya sesuai intervensi pada lokus bersangkutan.
Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan BWN-KP di PKSN,
pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator
yang dikonsolidasikan ke dalam Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan
(IPKP) yang merupakan indeks pengukuran kinerja capaian hasil
(outcome/ di PKSN.

MATRIKS. . .
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Ito. faTfct[Ef;Wi
CAPAIAIT tr,fdqf,i

FriEfsrJ,t

zDtr], 2o.21 zlJrI), NLE) vwt

PT'BAT/

iE.]drJi

IITSTAITgI
PEI,IIITSAITA

(XEUEITTERIAIT/

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12

XP
1

PEITYELESAIAIT DAI{
PEITEGASAIT BATAA WIIJTYAII
ITE'GARA

Jumlah perundingan yang
dilaksanakan

5 Kegiatan I 1 1 1 1

Jumlah perundingan yang
dilaksanakan

4 Kegiatan 1 1 1 1

Prov. Kalbar,
Prov. Kaltim,
Prov. Kaltara

Prov. NTT

1 Perundingan batas wilayah negara
Republik Indonesia (Rl)-Malaysia
(JIM, Sosek Malindo)

Kementerian
Dalam Negeri

2 Perundingar Batas Wilayah
Negara Rl-Republik Demolsatik
Timor Leste (RmL) (JBC)

Kementerian
Dalam Negeri

3 Perundingan Batas Wilayah
Negara RI-Papua Nugini (Papua
New Guinea/PNG) (JBC)

Jumlah perundingan yang
dilaksanakan

Jum-tah perundingan yang
dilaksanakan

4 Kegiatarr 1 I 1 1 Prov, Papua Kementeriar
Dalam Negeri

4 Perundingan Batas Wilayah
Negara RI-RDTL (SOC)

1 Kegiatan I Prov. NTT Kementerian
Luar Negeri
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NO. (iq{r. f;Ii] ili,tTrf{Ta iI.If,.jIl' sr5{t7rfl
I';I-'JTN TARGEf,

PUSAT/
DAERAH/
LOXASI

IITSTAITSI
PEL]IIISA.ITA

(ITEUEITTERIAN/
LEMBAGA}

,WM 2o21 ,ntn 7WF1 ,wzl
1 2 4 .5 6 7 8 9 10 11

5 Kesepakatan teknis perundingan
batas negara wilayah laut

Jumlah dokumen
kesepakatan teknis
perundingan batas negara
wilayah laut

30 Dokumen 4

a

8 6 6 6 Pusat Badan
Informasi

Geospasial

6 Kesepakatan telo:is perundingal
batas negara wilayah darat

Jumlah dokumeu
kesepakatan teknis
perundingan batas negara
wilayah darat

15

50

Dokumen 4 3

10

3 Prov, Kalbar,
Prov. Kaltim,

Prov,
Kaltara,

Prov. NTI

Badal
Inforlnasi

Geospasial

7 Pilar Common Border Dohtm
Rekren@ Flame (CBDRF) RI-
Malaysia

Jur ah tanda batas negara
terukur

Unit 10 10 10 10 Prov. Kalbar,
Prov. Kaltim,
Prov. Kaltara

Prov. NIT

Badan
Informasi

Geospasial

8 Pembalgunan pilar batas negara
RI-RDTL

Jumlah tanda batas negara
terbangun dan terukur

163 Unit 5 70 36 36 16 Badan
Informasi

Geospasial
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no. [-firfwi] IITDIXATOR irf.Tf,IirT, l-=rr{rrjl1
Im4[ rffirf,

PUSAT/
DAERAII/
LOKASI

EETfiTEB

(XEUEITTERIAIT/
LEMBAOAI

,ttylil Dittl qw) ,,| Fl TIVZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah tanda batas negara
terbangun dan terukur

2o0 Unit 30 50 40 40 40 Prov. Papua Badal
Informasi

Geospasial

JumLah Tanda Batas dan
Titik Referensi yang
terverifikasi

45 Unit 5 10 10 10 10 Pusat Badan
Informasi
Geospasial

Luas cakupan peta batas
negara

t.204,5 Km2 l6 438,5 250 250 250 Pusat Badan
Informasi

Geospasial

Panjang segmen batas
negara wil,ayah darat yang
teridentifrkasi pilar batasnya

250 Krn 50 50 50 50 50 Prov. Kalbar,
Prov. Kaltim,

Prov, NII,
Prov. Papua

Badal Nasional
Pengelola

Perbatasarr

JumLah titik perlintasan
Non-PLB dan Non-PLBN
yang teridentifrkasi

100 Lokasi 20 20 20 20 20 Daerah Badan Nasional
Pengelola

Perbatasarr

I Pembangunan pilar batas negara
RI-PNG

10 Verilikasi Titik Dasar dan Titik
Referensi

ll Pembuatan peta batas negara

12 Identifikasi Tanda Batas negara
wilayal darat

13 Survei identifikasi titik perlintasan
Non-PLB dan Non-PLBN
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o. tlTf,Ftrr'fti niiFriEr.rit iErtf,ijlld L.rsfi7J,t

5
TR

am trrarf,m
PU8AT/

DAERAE/
LOKASI

II{STA.ITSI
PEIIIKSA.!tA

(XEMEI{TERIAX/

,FYIN ,MI ,\.Yt) ,TVF, ,IVZI

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

l4 Kalibrasi/verihkasi/ pemeliharaan
P ,ar Titik Referensi ffR) di PPKT
tidak berpenduduk

Pembangunan sempadan dan
tanggul abrasi pantai PPKT tidak
berpenduduk

Jumlah PiLar Referensi di
PPKT tidak berpenduduk
yang dikalibrasi/
diverilikasi/ dipelihara

9 1 2 2

10

PPKT Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

15 Jurnlah PPKT yang dibangun
sempadaa dan tanggul
abrasi pantai

19 PPKT I PPKT Kementerian
Peke{aan

Umum dan
Perumahan

Raliyat

XP
2

PEXTII{GKATAI{ PERTAIIAITAIT
WII,AYAII IIDGARA

1 Pembukaan/rintisan Jalur Inspeksi
Patroli Perbatasan

Panjang Rintisan/
Pembukaan Jalur Inspeksi
Petroli Perbatssan

932 Krn L24,7 57,98 375 370,24 Prov. Kalbar,
Prov. Kaltim,
Prov. Kaltara

Kementerian
Pertahanan

c Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli
Perbatasan

Panjang Perkerasal Jalan
Inspeksi Paftoli Perbatasan

1662 Krn 79,6 59,81 765 761,54 Prov. Kalbar,
Prov. Kaltim,
Prov. Kaltara

Kementerian
Pertahanan

SK No 076760 C
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l{o. ia5lqrJ7f,! iT\T'T TT'Iil ir.If,.lrrq srgtr/trfl
tqrrJrrii ryf,iTdf,i

PUSAT/
DAERAH/
LOKASI

INSTAI{SI
PELAXSANA

(XEMEI{TERIAIT/

,wD 2o21 20.22 20.23 nLA
9 10 11

1 1 Prov, Kalbar,
Prov. I.ITT,

Prov. Kaltara
dan

Prov. Papua

I 1 Prov. Kalbar,
Prov. N'IT,

Prov. Kaltara
dan

Prov. Papua

1 2 4 6 7 a 7'

Asistensi Teknik Perwira Topograli
Pengamanan Perbatasan (Asnik
Patop Pamtas)

JumLah kegiatan Asnik
Patop Wilayah Kalimantan,
Papua, darl NTT

5 Patet 1 1 1 TNI
UO TNI AD

4 Pembekalan Survei dan Pemetaan
Satgas Pamtas TNI AD

Jumlah kegiatan
Pembekalan Surta Satgas
Pamtas TNI AD

5 Paket 1 1 I TNI
UO TNI AD

5 Pengendalian dan Pengawasan
Pamtas Penyangga

Jumlah kegiatan Dalv/as
Pamtas Penyangga

5 Pal<et 1 1 1 1 1 Prov. Papua TNI
UO TNI AD

6 Pengendatan dan Pengawasan
Pamtas Rl-Malaysia (I(altara)

Jumlah kegiatan Dalwas
Pamtas Rl-Malaysia (Kaltara)

5 Paket 1 1 1 1 1 Prov. Kaltara TNI
UO TNI AD

7 Pengendalian dan Pengawasa-n
Pamtas Rl-MaLaysia (Kalbar)

Jumlatr kegiatan Dalwas
Pamtas Rl-Malaysia (Kaf bar)

5 PaI<et 1 1 I I 1 Prov, Kalbar TNI
UO Mabes TNI

SK No 076761 C
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NO KEGIATAIT II{DIKATOR VOLIIME SA?UA.!T
CAPAIAN TIIRGET

PUSAT/
DAERAH/
LOXASI

IITSTAITSI
PEL,AI(SA]TA

(I(EMEI{TERIA.![/
LEMBAGAI

2020 2o21 2022 2023 2024

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Pengendalian dan Pengawasan
Pamtas RI-RDTL

Jumlah kegiatar Dalwas
Pamtas RI-RDTL

5 Paket 1 1 1 1 I Prov. NTT TNI
UO TNI AD

9 Pengendatan dan Pengawasan
Pamtas RI-PNG

JumLah kegiatan Dalwas
Pamtas RI-PNG

5 Paket 1 1 1 1 1 Prov. Papua TNI
UO TNI AD

10 Pembangunan Pos Pengamanan
Perbatasan (Pamtas)

Jumlah Pos Pamtas yang
dibangun

Pos 13 10 t2 4 4 Prov. Kalbar,
Prov,

Kaltara,
Prov. Papua,

dan Prov,
NTT

TNI/
UO TNI AD

11 Operasi Pengamanan Perbatasan
Darat Rl-MaLaysia

Jumlah Satuan Setingkat
Batalyon (SSY) yang
melaksanakan Operasi
Pengamanan Perbatasar RI-
Ma.[aysia

5 Paket 1 1 1 1 1 Prov. Kalbar,
Prov,

Kaltara,
Prov. Kaltim

TNI
UO Mabes TNI

SK No 076762 C



PRESIDEN
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IIo KEGIATAI{ IITDIXATOR VOLUUE SATUA.IT
CAPAIAIT TARGE?

PUSAT/
DAERAII/
LOI(ASI

II{STAI{AI
PEN,AIiSAITA

(KEMEITTERIAIT/
LEUBAGA}

2o.2lJ 20.21 2022 20.23 20.24

1 2 3 4 6 7 I 9 10 11 12

12 Opeiasi Pengamanan Perbatasan
Darat RI-RDTL

Jumlah Satuan Setingkat
Batalyon (SSY) yang
melaksanakan Operasi
Pengamanan Perbatasan RI-
RDTL

5 Paket 1 1 1 1 1 Prov. Nfi TNI
UO Mabes TNI

13 Operasi Pengamanan Perbatasan
Darat RI-PNG

JumLah Satuan Setingkat
Batalyon (SSY) yang
melaksanakan Operasi
Pengamanan Perbatasan RI-
PNG

5 Paket 1 1 1 1 I Prov. Papua TNI
UO Mabes TNI

l4 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut berupa BeLa Negara, Wawasan
Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah
Air

Bela Negara, Wawasan
Kebangsaan dan Rasa Cinta
Tanah Air

1 Kegiatan 1 Lanal
Sabang

(Pulau Weh)

TNI/UO TNI AL

15 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut berupa Ketahanan Pangan
Budi Daya ikal dengan sistem
Keramba Jaring Apung (KJA)

Ketahanan Pangan Budi
Daya ikan dengan sistem
Keramba Jaring Apung (KlA)

1 Kegiatan 1 Lanal Nias TNI/UO TNI AL

SK No 076763 C
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NO. iF{dl:trN iITirTY;EfaIil f.Tf,ajlrli sr;E{rr;ni
IErIITM tyirf.Itt

PUSAT/
DAERAH/
LOXAAI

IITSTA.ITSI
PELIIIISAITA

(IIE![EITTERIAN/
LEMBAGAI

,trJ,TN 2o21 ,M) ,wB qim
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketahanan Pangan berupa
kegiatan Budi Daya Udang Vaname
Tambak Mini skala rumah tangga
(Butamila)

Ketahanan Pangan berupa
kegiatan Budi Daya Udang
Vaname Tambak Mini skala
rumah tangga (Butamira).

I Kegiatan I Lanal
Lampung

TNI/UO TNI AL

L7 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketaharar Pangan berupa
kegiatan Budi Daya Ayam potong
dan telur

Ketahanan Pangan berupa
kegiatan Budi Daya Ayam
potong dan telur.

1 Kegiatan 1 Ianal
Tarempa

l,anal
Cilacap

TNI/UO TNI AI

18 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Ikan Sidat

Ketahanan Pargan berupa
Budi Daya lkan Sidat

1 Kegiatan I TNI/UO TNI AL

19 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketaharan Parrgarl berupa
Budi Daya Ikan Sunu

Ketahanan Paagan berupa
Budi Daya Ikan Sunu

1 Kegiatarl 1 Lanal
Maumere

TNI/UO TNI AL

SK No 076764 C
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o. IIEGIATAII IITDITATOR voLuuE sAruAl
CAPAIAIT T/IRGET

PUSAT/
DAERAII/
I,OKASI

IITSTAITSI
PELIII<{iAITA

(XEMEITTERHIT/
LEUBAGAI

2o.2() 20.21 2022 2023 2024

1 2 3 4 6 7 I 9 10 11 12

20 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Ikan Nila dan Ikan lele

Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Ikan Nila dan
Ikan tele

1 Kegiatan 1 la.nal
Melonguane

TNI/UO TNI AL

2l Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Rumput laut

Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Rumput Laut

1 Kegiatan I Lanal
Nunukan

TNI/UO TNI AL

22 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Rumput laut

Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Rumput Laut

1 Kegiatan 1 l€rra]
Saumlali

TNI/UO TNI AL

23 Pembinaan Wilayah Perbatasan
Laut Ketahanarl Pangan berupa
Budi Daya Ikan Nila

Ketahanan Pangan berupa
Budi Daya Ikan Nila

1 Kegiatan 1 Lana.l Timika TNI/UO TNI AL

24 Pembinaaan WilaJrah Perbatasan
Laut berupa Pelatihan Budi Daya
Udang Vaname

Budi Daya Udang Vaname IO Kegiatan 10 Lanal
Dumai,
Lanal Ti:al,
Lanal
Taniunc

TNI/UO TNI AL

SK No 076765 C
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o. XEGIATAIT II{DIKATOR VOLI'ME AATUA.![
CAPAIAIT TIIRGET

PT'AAT/
DAERAH/
LOXASI

I1IAT,AITSI
PEX,/IIISAITA

(rEIIEI{TERIAI{/
LEUBAGAI

20.20 2o21 2022 20.25 2024

1 4 5 6 7 I 9 10 11 12
Balai
Karimun,
LsrItamal
)(II
Pontiarrak,
Lanal
Mataram,
I.alal
Ranai,
Lanal
Tolitoli,
Koarmada
III Sorong,
Lanal
Ternate,
Lantatnal
)(III
Tarakan,
Lanal Biak

SK No 076766 C
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REPIJBLIK INDONESIA
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ro. XEGIATAIT II{DIIIATOR VOLI'UE AATUAIT
CAPAIAIT TIIRGET

PUSAT/
DATRAH/
LOXASI

IlTSTAITAI
PELIII(SAITA

IXEUEITTERIAIT/
LEMBAGA}

2020 2021 20.22 20.23 20.24

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25 Pembinaaal Wilayah Perbatasan
Laut berupa BeLa Negara, Wawasan
Kebangsaan dan Rasa Cinta
Tanah Air

Bela Negara, Wawasan
Kebangsaan dan Rasa Cinta
Tanah Air

8 Kegiatan 8 Lanal
Tanjung
Balai
Asahan,
Lantamal
II Padang,
Lantamal
IV Tanjung
Pinang,
Lantamal
VU
Kupang,
Lantamal
vIII
Manado,
l,antamal
IX Ambon,
Lanal Aru,

TNI/UO TNI AL

SK No 076767 C
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ro. IIEGIATAIT IITDIKATOR VOLI' E SATUAIT
CAPAI/III TARGEE

PUAAT/
DAERAII/
LOXASI

I TAITSI
PELAKAAITA

lxEuElrTERIAn/
LEMBAGAI

2@20 2o2L 20.22 2023 2Ur4

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12

- Lantamal
x
Jayapura

26 Pembinaaan Wilayah Perbatasan
Laut berupa Wawasan Kebangsaan
dan Rasa Cinta TarEh Air

Wawasan Kebangsaan dan
Rasa Cinta Talah Air

10 Kegiatarl 10 Lanal
Sabang,
Lanal
Sibolga,
Lanal
Bengkulu,
Lanal
Batam,
LanaI
Tarempa,
Ianal
Nunukan,
lanal
Tahuna,

TNI/UO TNI AL

SK No 076768 C



PRESIOEN
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-90-

I{o KTGIATAN IITDIXATOR VOLI'UE SATUAN
CAPAIA.II TARGEI

PUSAT/
DAERAH/
LOKASI

INSTA.ITSI
PELAIGANA

(XEMEITTERIAIT/
LEMBAGAI

2020 2o2r 2022 2023 2.)24

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 10

lantamal
VII
Kupang,
Lanal
Timika,
la:ral
Morotai

27 Pembangunar Pos TNI AL Jumlah Pos TNI AL yang
dibangun

74 Pos t4 t4 t4 16 16 Prov. Aceh,
Prov, Sumut,

Prov.
Sumbar,

Prov.
Bengkulu,
Prov. Riau,
Prov. Kepri,
Prov. Babel,
Prov. Bali,

Prov.
Sultens,

TNI AL

SK No 076769 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-91 -

lllo. XEGIATAIT IIIDIKATOR VOLI'ME AATUAIT
CAPAIAIT TARGET

PUSAT/
D,AERAH/
LOIIAAI

trTSTAITSI
PELAKAAITA

(XEUETTTERIAIT/
LEUBAGAI

20.20 20.21 2022 2023 2024

1 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12
Prov. Sulut,
Prov. Sultra,
Prov. Kaltim,
Prov. Kalbar,
hov. Kalsel,
Prov. NTT,
Prov. I.ITB,

Prov.
Maluku,

Prov. Malut,
Prov. Papua,
Prov, Papua

Barat

2a Operasi Pengamanan Perbatasan
Laut Rl-Thailand

Jumlah kegiatan
pelaksanaan Operasi
Pengamanan Perbatasan
Laut Rl-Thailand

5 Paket 1 I 1 1 1 Laut
perbatasan
RI-Thailand

TNI
UO Mabes TNI

SK No 076770 C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

NO. XEGIATAIT IlrDIXATOR VOLUUE SATUAIT
CAPAIAI{ TARGEf,

PUSAT/
DAERAH/
LOKASI

IITSTAITSI
PEI,AI(AAI{A

(XEMEI|IERIAIT/
LEUBAGAI

2o.2(J 20.21 2022 20.23 2024

I 2 4 6 7 I 9 10 11 12

29 Operasi Pengamanan Perbatasan
Laut RI-Singapura

Jumlah kegiatan
pelaksanaan Operasi
Pengamanan Perbatasan
Laut RI-Singapura

5 Paket 1 1 I 1 I L€.ut
perbatasan

RI-Singapura

TNI
UO Mabes TNI

30 Operasi Pengamanan Perbatasan
Laut RI-RDTLAustralia

Jumlah kegiatan
pelaksanaan Operasi
Pengamanan Perbatasan
Laut RI-RDTL-Australia

5 Paket 1 1 1 1 1 Laut
perbatasan
RI-RDTL
Australia

TNI
UO Mabes TNI

31 Operasi Pengalnanan Perbatasan
Laut RI-Filipina

Jumlah kegiatan
pelaksanaan Operasi
Pengamanan Perbatasan
Laut Rl-Ftlipina

5 Paket 1 1 1 1 1 Laut
perbatasan
RI-Fllipina

TNI
UO Mabes TNI

32 Patroli Terkoordin asi Malaea
Straits Se@ Pqtrol (Patkor MSSP)
Malsindothai

Jumlah kegiatal
pelaksanaan Patkor MSSP
Malsindotlai

5 Paket 1 1 1 1 1 Laut
perbatasan

RI.
Singapura-
Malaysia -
Thailand

TNI
UO Mabes TNI

SK No076771C
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lllo. XEGIATAIT IITDIXATOR VOLU E AATUAIT
CA,PAIAN TARGET

PUSAT/
DAERAH/
LOXASI

IITSTAITSI
PELAXSAITA

(I(ET[EITTERIAX/
LEMBAGAI

20.20 2o2L 2022 2023 2024

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Patroli Terkoordinasi Operasi
Tindakan Maritim (Optima) Malindo

Jumlah kegiatan
peLaksanaan Patkor Operasi
Tindakan Maritim (Optima)
Malindo

5 Paket I 1 I 1 1 Laut
perbatasaIr
RI-Malaysia

TNI
UO Mabes TNI

34 Patroli Terkoordinasi Malindo Jumlah kegiatan
peLalsalaan Patkor Malindo

5 Paket 1 I 1 i 1 Laut
perbatasa.rl
RI-MaLaysia

TNI
UO Mabes TNI

35 Patroli Terkoordinasi Indindo Jumlah kegiatan
pelaksanaan Patkor India
Indonesia (Indindo)

5 Paket I 1 I 1 1 Laut
perbatasan

RIJndia

TNI
UO Mabes TNI

36 Patroli Terkoordinasi Philindo Jumlah kegiatan
pelaksanaan Patkor Philindo

Paket 1 1 1 1 1 Laut
perbatasan
RI-Filipina

TNI
UO Mabes TNI

Patroli Terkoordinasi Ausindo Jumlah kegiatan
peLaksanaan Patkor Ausindo

5 Paket I 1 1 1 1 Laut
perbatasa.rl
RI-Australia

TNI
UO Mabes TNI

SK No 076772 C
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NO. Itrrdr;Er;wi liilllf;ffra it I{liIId i9;r{rrrti
CAPAIAIT ry;frffrt

PUSAT/
DAERAII/

II{STA.IISI
PELAXSA.IIA

(KEMEI{TERIAJT/
LEMBAGAI

,$ym ,w\l
'f,Yn

VT,FE TWYI

1 2 J 4 6 7 a 9 10 10

38 Tilaterol Maritime Pqtrot (lItrIPl
lndomalphi

Jumlah kegiatan pelaksanaai
Indomalphi

umLah kegiatan pelaksanaan
Indomalphi

5 Paket 1 1 1 1

1

1 Iaut
perbatasan

RI-MaLaysia-
Filipina

TNI
UO Mabes TNI

TNI
UO Mabes TNI

39 Trilateral Air Potrol (lMPl
Indomalphi

5 Paket

Paket

1 1 I 1 Laut dan
udara

perbatasan
RI-Malaysia-

Filipina
Iaut dan

udara
perbatasan

RI-Malaysia-
Singapura-
Thailand

40 Eges In Tle Sk! (EIS) Malsindotiai Jumlah kegiatan pelaksanaan
EIS Malsindothai

5 1 1 1 1 1 TNI
UO Mabes TNI

SK No 076773 C
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ITO. P,Tffi,rrtrfl rlTiIIL?Sftril \IOLIIME s5$ll,ri
CAPAIAIT rtrird-m

PUSAT/
DATRAII/
LOXASI

IIfATAITSI
PELAI(AAITA

(XTMEITTERIAIT/

,WM ,Fyn qvm FWA 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 Operasi Pengamanan Pulau Terluar
(Ops Pamputer)

Jumlah kegiatan
pelaksalaan Ops Pamputer

5 Paket 1 1 1 1 1 Prov. NAD
- P.Rondo
Prov. Sumut
- P.Berhala
Prov. Riau
- P.Nipah
- P.Sekatung
Prov. I.IrT
- P.Batek
- P. Dana

Rote
Prov.
Sulawesi
Utara
- P. Miangas
- P. Marore
- P. Mararnpit
- P. Kawaluso

TNI
UO Mabes TNI

SK Nc 076774 C
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NO. KEGIATAIT IITDIXATOR VOLU}IE SATUAIT
CAPAIAIT TARGET

PU8AT/
DAERAH/
LOXASI

IITSTAITSI
PELITIISA.ITA

IXEUEITTERIAIT/
LEMBAGA}

2020 2o21 2022 2023 2024

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

- P. Kabaruan
Prov. Maluku
- P. Wetar
- P. Lirang
- P. Kisar
- P. Leti
- P. Masela
- P. Selaru
- P. l,arat
-P,

Batugoyang
-P.

Penambulai
-P.

Metimarang

SK No 076775 C
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NO. rctdmtrN irf.T[ILrTd AATUAIT
CAPAIA.IT mr*Tft

PUSAT/
DAERAH/
LOI(ASI

II{STAI{SI
PE[,III(SAITA

(IIEMEI{TERIAIT/

,I.i,IN ,wi 2W2 ,T',F1 2024

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

5

Prov. Papua
- P. FaIi
- P. Bras
- P.Falildo

42 Operasi Pengamanan Ambalat Jumlah kegiatan
pelaksanaan Operasi
Pengamanan Ambalat

Paket I 1 1 1 1 Pulau
Ambalat

TNI
UO Mabes TNI

TNI
UO Mabes TNI

43 Pengadaan Alutsiata Ranpur
Infantry Light S:tike Vehicle lll,sv)

Jumlah Ranpur yang
diadakan untuk satuarl TNI
di Wil. Perbatasan

1 Paket 1 Prov. Papua

44 Pengadaal Alkom Satgas Kodim wil.
Perbatasan

Jumlah Alkom dan
perangkat pendukungnya di
Kodim Wil. Perbatasar RI-
PNG

1 Paket 1 Prov. Papua
-Kab. Peg.
Bintang

TNI
UO Mabes TNI

45 Pengadaan Alkom Kodal Mabes TNI
untuk Wil. Papua

JumLah Alkom dan
perangkat pendukungnlra
untuk Mabes TNI

1 Paket 1 Pusat TNI
UO Mabes TNI

SK No 076776 C
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o. rirqqriErtr\'] iT\TrIfl7T{tL f.IFiIf, SIITT'n.j
rfJ7Jrtr.i ifirfctfri

PUSAT/
DAERAII/
LOKASI

IITSTAITSI
PELAXAA.IIA

(XEMEITTERIAIT/

?W\n 2o.2t F$TY1 ,WE ,$yzl

1 2 3 4 6 7 d 9 10 t1 12

46 Pengadaan Alkom Pamtas Kodam
VI/Mulawarman

Jumlah Alkom dan perangkat
pendukungnya di Kodam Wil.
Perbatasan RI-Malaysia

1 Paket 1 Prov. Kaltara
Prov. Kaltim

TNI
UO Mabes TNI

47 Pengadaan Alkom Parntas Kodam
XII/Tanjungpura

Jumlah Alkom dan perangkat
pendukungnya di Kodam wil.
Perbatasan RI-Malaysia

1 Paket 1 Prov. Kalbar TNI
UO Mabes TNI

48 Pengadaan Alkom Pengamanar
Pulau Terlua-r (Pamputer) Kodam
VI/ MuLawarman

Jumlah Alkom dan perangkat
pendukungnya di Pulau
Terluar Wil. Kodam VI/Mlw

I Paket I Prov. Kaltara
Prov. Kaltim

TNI
UO Mabes TNI

49 Pengadaan Alkom Pengarnanan
Pulau Terluar (Pamputer) Korem
1 32 /Tadulako

Alkom dan perangkat
di Pulau

Wil. Korem 132l

1 Paket I Prov.
Sulawesi

Utara

TNI
UO Mabes TNI

SK No 076777 C
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ro XEGIATAIT II{DIKATOR VOLUUE SATUAIT
CA.PAIAIT TARGEf,

PUSAT/
DAERAH/
LOI(ASI

IITSTAITSI
PELIIITSAITA

(rtuF,nTERrArr/
LEMBAGAI

2020 2o2L 2022 2023 2024

1 2 J 4 6 7 8 9 10 11

50 Sarana prasarana penguatan
kedaulatan udara nasional

JumLah sarana prasarana
p€nguatan kedaulatan udara
nasional

1 Paket 1 Pusat TNI
UO Mabes TNI

51 Renovasi Pos Pulau Terluar JumLah Pos Pulau Terluar
yang direnovasi

3 Pos 3 Prov. NAD
- P.Rondo
Prov. Sumut
- P.Berhala
Prov. Riau
- P.Nipah

TNI
UO Mabes TNI

52 Pembalgunan Faskes di Saumlaki Jumlah Faskes TNI di
Saumlaki

1 Paket 1 Prov.
Maluku

TNI
UO Mabes TNI

53 TNI Manunggal Membalgun Desa
(TMMD) di Perbatasan Negara

Jumlah kegiatan TNI
Manunggal Membangun
Desa {TMMDI darr Karya
Bal<ti di Wil. Perbatasa-n
Negara

5 Paket 1 1 1 1 1 Prov. Kalbar/
Prov.

Kaltf,.ral
Prov. Kaltim/
hov. NTT/

Prov. Papua

TNI
UO Mabes TNI

SK No 076778 C
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l-iadqr;9{Jfl tr,TitTr5tirr irf.Tf,I T... Fr;Et rJ,\]
CAPAIA TARGET

PUSAT/
DAERAH/
II)XASI

ITTSTAITSI
PEIJII(SAITA

IXEMEITTERH.II/
LEMBAGAI

qaFm 2o2L vrtn ,T'FB 2024

1 2 3 4 6 7 I 9 10 11

54 Penguatan masyarakat desa
terdepan perbatasan sebagai bagian
sistem pertahanan keamanan

Jumlah masyarakat yang
terlatih bidang pertahanan
dan keamanan

900 Orang 180 180 180 180 180 Prov. Kalbar,
Prov. Kaltim,

Prov.
Kaltara,

Prov. Papua,
Prov. NTT

Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

ldentiflkasi sarana prasarana
ALKOM dan sarana bantu navigasi
di PPKT tidak berpenduduk

Jumlah sarana prasarana
ALKOM dan sarana bantu
navigasi di PPKT tidak
berpenduduk yang
teridentifikasi

49 PPKT 16 16 17 49 PPKT Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

56 Koordinasi perencanaan dan
fasilitasi pelaksanaan peningkatal
sarana dan prasarana di PPKT tidak
berpenduduk

Jumlah PPKT tidak
berpenduduk yang menjadi
lokus koordinasi
perencaraan dan fasilitasi
pelaksanaan peningkatan
sarana dan prasarana

49 PPKT 36 41 49 49 49 49 PPKT Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan
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ro. KEGIATAIY II{DIXAIIOR VOLIIME sATulllr
CAPAIAIT TARGBT

PUSAT/
DAERAH/
LOKASI

II{STA.IIaI
PEX,AXAATA

(XIEMENTERIAIT/
LEMBAGAI

2020 2o21 2022 2023 2024

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

57 Operasi Keamanan dan
Keselamatan Laut (Operasi
Dalam Negeri)

Jumlah Operasi
Keamanan dan
KeseLamatan I.aut
(Operasi Dalam Negeri)
yarg terLalsala

94L Hari
operasi

2l 10 180 365 365 Prov. Kepri,
Prov.

Maluku

Badan
Keamanal Laut

58 Operasi Udara Maritim (Operasi
Dalam Negeri)

Jumlah Operasi Udara
Maritim (Operasi Dal,am
Negeri) yang terlaksana

9.389la Jam
Operasi/
operasi

o?> 1 8 3.056 3.056 3.056 Prov. Kepri,
Prov.

Maluku,
Prov. Sulut

Badan
Keamanan Laut

KP
3

PENINGKATAIY KEAU.AITAIT
DAIT KETERTIBAI{ WEIIYAII

1 Bhakti Kesehatan Kemhan/TNI di
perbatasan

Jumlah kegiatan Bhakti
Kesehatan Kemhan/TNI

, Kegiatan 1 I Prov. Kalbar/
Prov.

Kaltaral
Prov. Kaltim/

Prov. NTT/
Prov. Papua

Kementerian
Pertahanan
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l[o. Ila{qr;F[W ilrrrTr:E{aL rut_fE r{J-fJrIXgmrfi

7WD vr.t
5 6 7

tlfirs t
PUSAT/

DAERAH/
II)XASI

EFMMI]

(KEMEI{TERIAII/
LIf,BAGAI

12

,wn ,wa ,wzl
1 2 3 4 8 9 10 11

2 Sosialisasi BeLa Negara di
perbatasan

Jumlah Kegiatan
Sosialisasi BeLa Negara di
perbatasan

5 Kegiatan 1 1

JuIr ah pertemuan 5 Paket 1 1

1 1 1 Prov. Ka.lbar/
Prov.

l<alt,,rcl
Prov. Kaltim/

Prov. NTT/
Prov. Papua

Kementerian
Pertahanan

3 Keda sama Rl-Malaysia
Coordinated Operotion s Control
Committee (COCCI

I 1 1 RI-Malaysia TNI
UO Mabes TNI

4 Keda sama RI- Singaptra lruTonesio-
Singopore Joirtt Operation arld
Exercise Subcommifree (ISJOEC)

Jumlah pertemuar 5 Paket 1 I 1 I 1 RI-Singapura TNI
UO Mabes TNI

5 Keda sama Rl-Thaitand
Joint Operation and Exerci.se Sub-
Committee (JOESCI

Julr ah pertemuan 5 Paket 1 1 1 1 1 RI-Thailand TNI
UO Mabes TNI
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lIo. [TrdTryfti i1.-TrTr5{rFa irf.Tf,IrTT,
CAP,AIAIT

FfITJf:r,t

zWD 2o21

i-dfrff,i
PI,SAT/

DAERAII/
LOXASI

IlIATAITSI
PEX,ATSAITA

(XEUEImERTAX/

20.22 2023 ,Fym

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12
6 Keda sama Rl-Filipita Joint

Operotion and Exercise S}ab-
Commiltee IJOESC) & Indonesia-
Philippines Border Committee 0D-
PH BC)

Jumlah pertemuan 5 Paket I 1 I 1 1 RI-Filipina TNI
UO Mabes TNI

7 Keda sama Rl-Australia Joint
Operatbn and Exerci.se Sub-
Committee IJOESC)

Jumlah pertemuan

JumLah pertemuan

5 Paket

Paket

1 1 1 1

I

1 RI-Australia TNI
UO Mabes TNI

8 Kerja sama RI-RDTL Teclvricol Sub-
Committee on Bolder Seatritg (lSC
Bs)

5 1 1 1 1 RI-RDTL TNI
UO Mabes TNI

9 Kerjasama RI-PNG Joint Sub-
CommilTee on Sea.titA Matter
(JSCSM)

Jumlah pertemuan 5 Pa ket 1 I 1 1 1 RI-PNG TNI
UO Mabes TNI
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I{o. rrf,M m&:E[.E 1IOLI'UE i:IJtr/Jfl
rdJ/Jrtr\li rfiirf,frt

PUSAT/
D]TERAII/
LOXASI

IITSTAITSI
PELAI(SAITA

U(F,IE TERIAII/
LEUBAGAI

,wD ,$ytl ,w2 ?litFt ,wtl
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11

10 Kerja sama Indomalphi Trilateral
Maitime Patrot Sub Working Securitg
(TMP SwG)

Jumlah pertemuan 5 Paket I 1 I 1 1 RI-MAL-PHIL TNI

11 Kerja sama Malsirdothai Malacca
Straits Patrol Joint Coordinating
Commiltee IMSP JCCI

Juml,ah pertemuan 5 Pa l<et 1 1 1 I 1 MAL-SIN-zu-
THAI

TNI
UO Mabes TNI

l2 Joint Tousk Force on Norcotics Jumlah kegiatan Joint To.sk
Force yang dilaksanakan

4 Kegiatan 1 1 1 1 Kalimantan,
Papua

Kementerian
Keualgan

13 Pembangunal Rumah Khusus Yon
A Pelopor di Koya Koso, Jayapura

Juml;ah Rumah Khusus
T.38 M2 yang terbangun

Jumlah Mako Polsubsektor
yang terbangun

20 Unit 20 PKSN
Jayapura

Kec. Pulau
Tiga

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia
t4 Pembangunan Mako Polsubsektor

Pulau Tiga
I Unit I Kepolisian

Negara Republik
Indonesia

15 Pembangunan Mako Polsubsektor
Lakmaras

JumLah Mako Polsubsektor
yang terbangun

I Unit I Kec.
l€kmanen

Selatan

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia
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Ito. t-i.dqrfaIt iTiljir[5r:E{irn iq-.Tf,air,rd !^riE{r:r]i
r,:jrrJTst trrirf,frt

PUSAT/
DAERAII/
LOKASI

IITSTAITSI
PELIII(SAITA

(KEMEITTERIAT/
LEMBAGA)

qtvm 2o21 ,WN Frrr], ,7V41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1C

16 Pembangunan Rumah Dinas
Danki

Jumlah Rumah Dinas Tipe
70 yang terbangun

1 Unit

Unit

1 Kec. Tasif€to
Barat

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia

17 Pembangunan Rumah Dinas
Wadanki

Jumlah Rumah Dinas Tipe
70 yang terbangun

1 I Kec. Tasifeto
Barat

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia

18 Pembangunan Rumah Dinas
Danton

Jumlah Rumah Dinas tipe
45 yang terbangun

7 unit 7 Kec. Tasifeto
Barat

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia

1g Pembalgunan Rumah Susun
Angqota Kompi 2 Yon A Pelopor

Jumlah Rumah Susun
yang terbangun untuk
Kompi2YonAPelopor
T.38/32 KK

1 Unit 1 Kec. Tasifeto
Barat

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia

20 Pembangunan Markas Komando
Polsek Muara Tami

Jumlah Mako Polsek Muara
Tami T. 555 M2 (2 lantail
yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Muara
Tami

Kepolisian
Negara Repubtik

Indonesia
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lYo, l-i.Erfrtrfl nTtil7iff.trl if.Tf,.iffd g-Tti7$t
gfttr[f\i r*frf,fi

PUSAT/
DAERAH/
LOXASI

INSTA.ITSI
PELIII(SA.ITA

(IIE![ETTTERIAIT/

?\.fin 2o21 ,FW) ?rl,E' 20.24

1 2 3 4 5 6 7 I I
1

10 11 12

2t Pembangunan Rumah Susun
Polsek Muara Tami

JumLah Rumah Susun
Polsek Muara Tami T. 810
M2/2l-antar|27 KKya,]g
terbangun

1 Unit Kec. Muara
Tami

Kepolisian
Negara Republik

Indonesia
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ro. PROVINSI/ KABI]PATEI{/ KOTA/
KECAIIA'TAIT/PLBN/I{|EGIATAIT

iT'TrTi7ff.Ilt voL. SAT.

r'J:rJ7J,I] IYJrtrI l IIYSTANSI
PELAI(AAIIA

(XEMENTERIAN/
LEMBAGA}

,$fin qtvn qvn ,w*1 ,Fyll

1
.) 3 4 5 6 7 8 9 to 11

I PROVI SI XTPIULAUAIT RIAU

I

1 1

A Krbupeten I{etun

I Kccamatar Serasar

PLBI{ Scresatr

1 Pembangunan PLBN Serasar Terbargunnya PLBN 1 Unit Kementerian
Peke{aan

Umum dan
Perumahan

Rakvat

2 Operasional PLBN Serasan TerlaksananSra operasional PLBN Serasan 1 Kesiatan Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan
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IIo. PROVNSI/ I(ABI'PATEIT/I(OTA/
KECAIIATAIT/PLBIT/XEGIATAI{

tT;EfJrSt
hrJlt

,wm ?MI

3 4 5 6 7

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

2 Paket

TARGET IITSTAITSI
PELAXSAITA

(XEIEITTERIAIT/

11

7{t ) ,wF1 ,wzl

10t 2 a 9

1Pengadaan sarana darr prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

1 Kementeriar
Keuangan

m ffi
A KaburrateE Be[gtryang
1 KecaData[ Jagoi Brbarg

PLBIII .Iagoi Babaag
1 Pembangunan PLBN Jagoi Babang Terbangunnya PLBN 1 Unit I Kementeriar

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakyat

2 Operasional PLBN Jagoi Babang Terlaksalanya operasional PLBN Jagoi Babang 1 Kegiatan 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

2 Paket 1 I KeInenterian
Keuangan
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o. PROVIITSI/ XABT'PATEIT/ KOTA/
XECAMATAf, /PLBIT/KEGIATA

iiTii,T [rra hr5a

3 4 5

Terbangunnya PLBN I Unit

i fTJrJ,t TARGET lllf-rf;\]T:Ii

(r:EIIETTERIAT/
LEUBAGA}

z.vrn ?we 2W,], ZIJEE] 4Ftl

1 2 6 7 8 9 10 11

dan cukai
i, Kabupaten Slnt ng

1 Kementerian
Pekefaan

Umum darl
Perumahan

Rakyat

I Kecamata! SirtaDg
iTTi'ITI]TffiEEI

1 Pembangunan PLBN Sei Kelik

2 Operasional PLBN Sei Kelik Terlaksananya operasional PLBN Sei Kelik 1 Kegiatan 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

3 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan peLaSranan kepabeanaa dan cukai

o Paket 1 1 Kementerian
Keuanga.rr

c KabupateD SeDbaB
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NO.
PROVNSI/ XABUPATETT/K(yI A/
KF'AIUATAIT/PLBI{/IIIDGIATAII

nfrttl7fial voL. AAT.

.'J'JTTT ,y.frdf,i iTaAffs"i:ll

(XEUEI|TERIAIT/F1v6 7\.Ptt ,wl ?WA TWZ\

1 c 3 4 5 6 7 a 9 10 11

1 NecaEataD SajiagaD Be6ar

r.Jf,ilTrritft
1 Operasional PLBN Aruk (termasuk zona

pendukung)
TerLaksananya operasional PLBN Aruk 1 Kegiatarl 1 1 1 1 1 Badan Nasional

Pengelola
Perbatasen

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

5 Paket 1 1 1 1 1 Kementerian
Keuangan

Jumlah terminal barang yang terbangun 1 Unit 1 Kementerian
Perhubungan

Terlaksananya operasional PLBN Entikong 1 Kegiatan 1 I 1 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan
sarana dan taIr 5 Paket I I I I 1 Kementerian

2 Pengadaan sarana daII prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayalan kepabeanan
dan cukai

Pembangunan Terminal Barang
Internasional Aruk

til KabupateD Sa[ggau
I KccaEataa E[titoBg

PLBr Enttlotrg
1 Operasional PLBN Entikong (termasuk zona

pendukung)

c Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
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NO.
PROVINSI/ XABI'PATEI{ / KOTA/
XECAIIATAII/PLBI{/XEGIATAIT

iT\TTTiT'IEIJ voL. SAT.

ad[rJrJil TARGET iT\trrtr'T:fi

(XEMEITTERIAIT/TFYT) 2o21 ,w2 ?WB ,\,r{l

I 2 4 5 6 7 8 9 10 11

pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai Keuangan

rt K.bupetcn xrpu.s Hulu
1

11 Operasional PLBN Badau (termasuk zona
pendukung)

Terlaksanan5ra operasional PLBN Badau 1 Kegiatan I 1 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan
Kementeriall

Keua.rlgan
2 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya saraaa dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

5 Paket 1 1 1 1 1

iTi'j m
A I{uruLNn
I KecaEitaa Sebatil Utara

PLBr Sel Nyemuk
1 Pembangunan PLBN Sei Nyamuk Terbangunnya PLBN 1 Unit 1 Kementerian

Pekerjaan
Umum dan
Perumah6n
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ro- PROVITSI/ KABI'PATEN/ KOTA/
KECAMATAII/PLBI{/XTGIATAIT

iT,TrTrSt lll vol,.

4

srst
ryrirEt illFf9n\T.tl

(XEUEXTTERIAIT/
LEIIBAGAI

Ftm 2o21 ?wT) ZWI] 2I]174

1 , 3 5 6 7 8 9 10 t1
Rakyat

2 Operasional PLBN Sei Nyamuk Terlaksananya operasional PLBN Sei Nyamuk 1 Kegiatan 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan
3 Pengadaan sarala dan prasarana kegiatan

pengawasan dan peLayanan kepabeaaan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

2 Paket 1 1 Kementerial
Keuangar

2

PLBIT La.ba.ng

1 Pembangunan PLBN Labang Terbangunnya PLBN 1 Unit 1 Kementerian
Pekefaan

Umum dan
Perumahan

Rakvat
a Operasional PLBN l€.bang Terlaksananya operasional PLBN Labang 1 Kegiatan 1 1 Badan Nasional

Pengelol,a
Perbatasarr
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NO.
PROVITSI/ TABI'PATEI{ / KOTA/
XDCAIIATA / PLBIT/ KEGIATATT

ir,,iitTr5{rrJ voL. SAT.

r*r*rr:nl ffiffitf,l INSTANSI
PEL,AI(SAI{A

(I'EUEIYTERIAIY/,x.rxn qtvn ,w) ,tr.l,x-' ,WZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaal sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dal pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

2 Paket 1 1 Kementerian
Keuargan

3 Kecaurtan Kraya!

1

1

PLBI{ Lotrg Mtdarg

1 Pembangunan PLBN Long Midang Terbangunnya PLBN Unit 1 Kementerian
Pekerjaan

Umum dan
Perumahan

Ra-kyat

2 Operasional PLBN Long Midang Terlaksanan5ra operasional PLBN Long Midang Kegiatan 1 I Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

J Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanar

Tersedianya sarana dan prasara-na kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanar dan cukai

2 Paket 1 1 Kementerian
Keuangan
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PROVITSI/ XABI'PATEIT/ KOTA/
IIECA ATAI| /PLBIT/XEGIATAIT

niTi]Tl7.[liiTrl

3

voL. hT.YI

rffTffi m.ffifi
(rEUE TERIAIT/zWD zmil zIzp, 7IIEI 2W4

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

dan cukai

il Krb[patctr uelln u
I KGGeEata! Krrye! Hulu

PLBII Lolg It wrrg
1 Pembangunan PLBN Long Nawang Terbangunnya PLBN 1 Unit 1 Kementerian

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakvat
2 Operasional PLBN Long Nawang Terlaksanan5ra operasional PLBN Long Nawang 1 Kegiatan 1 1 Badan Nasional

Pengelola
Perbatasarr

3 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pel,a5ralan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayalan kepabeanan dan cukai

2 Paket 1 1 Kementerian
Keuangan

rrq ffi
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o. PROVff SI/ KABI'PATEIT/ KOTA/
XECA A'fAIT/PLBII/XEGIATAIT

l\-rrrrfr.Ii voL. SAT.

gfttr[ffl rr.frfft IITSTAITSI
PEIJU(SANA

(IIEUENTERHIT/
LEMBAGAI

?$v\n ,\rtn ,wv\ ,WA ,wtt

1 2 4 5 6 7 a 9 10 11

A Kebupatcn Kupang

I KccaErt8r AEfoalg TlEur

PLBr Oepoli
1 Pembangunan PLBN Oepoli Terbangunnya PLBN I Unit 1 Kementeriail

Pekeiaan
Umum dan
Perumahan

RakYat
2 Operasional PLBN Oepoli Terlaksananya operasional PLBN Oepoli 1 Kegiatan 1 1 Badan Nasional

Pengelola
Perbatasan

Pengadaar sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

2 Paket I 1 Kementerian
Keuangan

l:l NsbupateE TiEor Tengrh Utasa

I Kecetrrtrn Bitoml Utrsa
PLBII Napan
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NO.
PROVIISI/ XABUPATEIT/KOTA/
IIECAMATAI/PLBIII/XEGI,ATAIT

trirDl..f{ri

3

Terbangunnya PLBN

voL. Frm

gfrTrjrll rr;fr€I
7$ym ,T,En vTvn 2.rl l<t ,wtl

l iiT-Yf;f,T:Ii

(XIEMEITTERIAIT/

I 2 4 5 6 7 a I 10 11

I Pembangunan PLBN Napan 1 Unit 1 Kementeriart
Peketjaan

Umum dan
Perumahan

Rakyat

2 Operasional PLBN Napan Terlaksananya operasional PLBN Napan I Kegiatan 1

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

2 Peket 1

1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

3 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dal cukai

1 Kementerian
Keuanga.rr

2 I(ecaaetel llsara Utara

iTrllf'rfftn

1 Operasional PLBN Wini (termasuk zona
pendukung)

Terlaksananya operasional PLBN Wini 1 Kegiatan 1 1 1 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasarr
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r,-IaI
PROVTTSI/ XABITPATEIT/KOfA/
XECAUA,TAN/PLB /EIF,IGIATAIT

[i D]Tl7f{tri] :r5r
rxlrrdTt lriFTJ:ITFN

uaEuElfTERIAr/
LEUBAGAI

?WD TMfl ZWD ,Fva ?FLA

7 8 9 101 2 3 4 5 6 11

2 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanal
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

5 Paket 1 1 1 1 1 Kementerian
Keua.rrga.rr

Fl filF]i.lrrrf ilTTRTttliTr,il,l

[JFrIflr,r6Tt'flll
1 Operasional PLBN Motaain (termasuk zona

pendukung)
Terl,aksananlra operasional PLBN Motaain 1 Kegiatan 1

1

1 1 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasa.rr

2 Pengadaan sarana da.rt prasarana kegiatan
pengawasan dan peLa5ranan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarala kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

5 Pelet

Kegratan

1

1

1 1 1 Kementerian
Keuangan

c N.bupaton [rLl.
1 KccaDrta! Kobrlla. TlErr

I
rfi-ilfitl{l1tf,lrjtrl

1 Operasional PLBN Motamasin (termasuk
zona pendukung)

Terlaksanan5ra operasional PLBN Motamasin I I 1 1 Badan Nasional
Pengelola
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PROVITSI/TAEI'PATEN/KOTA/
KECAUATAIT/PI,BX/IIEGIATAII

t:IJII

g,r/,frs,] IITATAITAI
PEI.,/IXSAITA

I?W)A ,MI ?Wn 7W*) D5rt4

6 8 9 10 11

Perbatasan

1 1 1 1 1 Kementerian
Keuangan

1 2 3 4 5

2 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana da.It prasarara kegiatan
pengawasan dal pelayanan kepabeanan dan cukai

5 Pak€t

i,l [itffi\EITZJIEf,
A trrbup.tcn fcrrnlc

I Dbtrit Sota

iTfiIiI:ETl:l

1 Pembangunal PLBN Sota Terbalgunnya PLBN I Unit 1 Kementerian
Pekerjaan

Umum darr
Perumahan

Ralryat

Badan Nasional
PengeloLa

Perbatasan

1 1 I2 Operasional PLBN Sota Terlaksanan5ra operasional PLBN Sota 1 Kegiatan 1 1
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nTiiFll7$f.Iil

1 2 3

3 Pengadaan sarana da.rl prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedialya sarana dan prasaraaa kegiatan
pengawasan dan peLayalan kepabeaaal dan cukai

E]

1 tiTrTrfi[$t!1Tfl

PLBIT YctctLun

1 Pembargunar PLBN Yetetkun Terbangunnya PLBN

voL. SAT.

ilTFIT.flFIi

(xEuElTTERr/Ur/Trvn 2o2L AED ZT|TE] Trvtl

4 5 6 7 8 9 10 11

5 Paket 1 I 1 1 1 Kementerian
Keuangan

1 Unit 1 Kementerian
Pekerjaan

Umum dan
Perumahan

Rakyat

2 Operasional PLBN Yetetkun Terlaksananya operasional PLBN Yetetkun 1 Kegiatan 1 1 1 Badan Nasional
Pengelola

Perbatasan

3 Penga&an sarana dal prasarana kegiatan Tersedian5ra sarana dan prasarana kegiatan 3 Paket 1 1 1 Kementerian

SK No 076798 C
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1 2 3 4 5 6
pengawasan dan pela5ranan kepabeanan dan cukai

a 9 10 11

pengawasan dan pela5ranan kepabeanan
dan cukai

Keuangan

c Kotr .rryrpusr
1 i,TfTITrT;rFLriIn'T:tn

iT[r]TFt':rtl
I Operasional PLBN Skouw (termasuk zona

pendukung)
Terlaksalanya operasional PLBN Skouw 1 Kegiatan 1 1 1 1 1 Badan Nasional

Pengelola
Perbatasan

2 Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
pengawasan dan pelayanan kepabeanaa dan cukai

5 Paket 1 1 1 1 I Kementerian
Keuangsn

3 Pembangunal Terminal Barang
Internasional Skouw

Jumlah terminal barang yang terbangun 1 Unit I Kementerian
Perhubungan

SK No 076799 C
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rl iTir.ItlFiT.rfdlt
XP
I

PEITATAAIT RUAIIG KAWASAI|
PERBATASAI( ITPGARA

Paket1 Penyusunan Materi Telgris
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Aceh dan Provinsi Sumatera
Utara

Julrrlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

I 1 Prov- Aceh Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

2 Fasilitasi legislasi Rancalgan
Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Sabang

Jumlah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

1 Paket 1 PKSN Sabang Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

SK No 076800 C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

3 Penlrusunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Lamreh, Kuala l,€.ngsa

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

2 Paket 2 Kec. Masjid Raya,
Kec. Langsa Barat

Kementerian
Agra.ria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

XP
2

lTdlftrf,IE,irirdtrfl .].rTr\-f:rl
XAWASA.II
ITBCARA

Sentia IKM 11 Pembangunan Sentra IKM
Bordir

Jumlah Sentra IKM Bordir
yang terbangun

1 Kab. Aceh Besar Kementerian
Perindustrian

) Bimbingan telicris diversifikasi
produk olahan rotan

Jumlah bimbingan teknis
yang terlaksana

15 IKM 15 Kab. Aceh Besar Kementerian
Perindustrian

3 Bimbingan teknis kerqjinan bili
(bemban)

Jumlah bimbingan teknis
yang terlaksana

22 IKM oo Kab. Aceh Besar Kementerian
Perindustrian

4 Revitalisasi Sentra IKM Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

2 Sentia IKM c Kota Sabang,
Kota Langsa

Kementerian
Perindustrial

CK No 076801 C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Peningkatan efektif
pengawasan barang beredar
dan jasa

Jumlah kegiatan
pengawasan barang yang
beredar sesuai ketentuan
SNI, manual kartu garansi
dan label

1 Kegiatan 1

1

PKSN Sabang
(Kec. Sukajaya)

Kementerian
Perdagangan

6 Dukungan sarana ekonomi
kreatif

Meningkatnya kualitas
pelaku ekonomi lceatif

I Kegiatan PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya)

Kementerian
Parfi[isata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Paritrisata dan

Ekonomi Kreatif
7 Peningkatan kual.itas amenitas

dan atraksi pada destinasi
pariwisata

Meningkatnya kualitas
amenitas dan atraksi pada
destinasi pariwisata

1 Kegiatan 1 PKSN Sabang
(Kec. Sukajaya)

Kementerian
Pariv/isata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

8 SKPT Sabang yang maadiri Tingkat (skala) kemandirian
SKPT Sabang

4 Skala
Kemandirian

4 4 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 076802 C
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

9 Pengembangan Desa Digital
(P3PD)

Jumlah desa yang
menerapkan darl
mengembangkan desa
digital

o

I

Desa 1 I Kec. Mesjid Raya Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

XP
3

il-dTrff,,EllJ'r.7,fI

faf.ITqffirrTwJ
1 Penyediaan aksesibilitas

telekomunikasi dan informasi
(Bakti Sinyal/rostmrre)

Jumlah lokasi BTS/WIFI di
wilayah pelayanan universal
telekomunikasi dan
informatika

Unit 1 PKSN Sabang Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

2 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Pria Laot-
Air Terjun

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

o,928 Km o,924 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Pengadaan sarana transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

2 Unit 2 PKSN Sabang
(Kec. Sukakar5ra,
Kec. Sukajaya)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

SK No 076803 C
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1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 12 13

4 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Meunasah-
Keramat

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

o,44 Km o,44 PKSN Sabarg
(Kec. Sukajaya)

Kementerian Desa,
Pembangunarr

Daerah Tertinggal,
dan Tralsmigrasi

5 Rehabilitasi/peningkatan
Terminal Langsa

Peningkatan layanan
terminal tipe A

I Unit I Kec. Langsa Barat Kementerian
Perhubungan

6 Digitalisasi Terminal l,angsa Peningkatan layanan
terminal tipe A

1 Unit 1 Kec. Langsa Barat Kementerian
Perhubungan

7 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Sp.
Nasional-GP. Durung

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

1,75 Km 1,75 Kec. Mesjid Raya Kementeriar Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
darl Tfansmigrasi

8 Peningkatan jalan desa
strategis ruas ja.lan Sp.
Nasional-Perumahan Ujung
Bate

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

o,72 Km o,72

1,068

Kec. Mesjid Raya

Kec, langsa Barat

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

9 Peningkatan jalan desa
strategis ruas ja.lan Gp.
Simparg IJeee-Gp. Seuriget

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

1,068 Krn Kementerian Desa,
Pembangunal

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

SK No 076804 C
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10 Pengadaan sarana transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

, Unit 2

1

Kec. Mesjid Raya,
Kec. langsa Barat

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

11 Pengadaan sarana transportasi
perairan dibawah 20 Gross
Tonnoge (Gfl dalfl at )
makstnal kapasitas 25 orang

Tersedianya sarana
transportasi perairan

1 unit Kec. Langsa Barat Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigasi

4
iTf,rf,f,JTirjf\rsT,1
iTffi [tfdTrL{rif .f.IdrJt
irlFrfit

I Rehabilitasi bangunan kantor
desa

Jumlah kantor desa yarg
direhabilitasi

8 Unit 2 3 Prov. Aceh Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

15 Paket a 3 Kab. Aceh Besar, Kota
Sabang, Kota Langsa

Kementerian
Dalam Negeri

3 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 vo 100 100 100 100 100 Kab. Aceh Besar, Kota
Sabang Kota Langsa

Kementerian Sosial

SK No 076805 C
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1 2 3 4 .5 6 7 a 9 10 12

4 Peningkatan titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi / ditin gkatkan

10 Penyalur c 2 4 PKSN Sabang Kem€nterian
Energi dan Sumber

Dava Mineral
5 Penyediaan konverter kit BBM

ke bahan bakar gas untuk
nelayan

JuIr ah konverter kit BBM
ke bahan bakar gas untuk
nelayan yang difasilitasi

50 Unit 50 PKSN Sabang Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
6 Pembangunan / rehabilitasi

ruang kelas SD
Jumlah ruang kelas yang
terbangun / direhabilitasi

as Ruang 34 l7 1a 20 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec. Mesjid Raya,

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Kec. Barat
Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaar SD

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

20 Ruang 5 6 6 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec, Iangsa Barat,
Kec. Mesjid Raya

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

8 Pembangunan/rehabilitasi
ruang kelas SMP

Jumlah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

49 Ruang 34 5 6 4 PKSN Sabang
(Kec. Sukakar5za,
Kec. Sukajaya),

Kec. Mesjid Raya,
Kec. Lalgsa Barat

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 076806 C
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9 Pembangunan/ rehabilitasi
laboratorium SMP

Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

7 Ruang 1 1 3 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec. Mesjid Raya

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telanologi

10 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMP

Jumlah ruang
perpustakaar yang
terbangun / direhabilitasi

13 Ruang

Ruang

2

8

4 4 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec. Iffgsa Barat,
Kec. Mesjid Raya

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

11 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SMA/SMK

Jumlah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

22 4 5 5 PKSN Sabang
(Kec. Sukajaya),

Kec. Mesjid Raya,
Kec. Lalgsa Bajat

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

12 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang laboratorium SMA/ SMK

Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

11 Ruang I 4 4 2 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec. Mesjid Raya,
Kec. lEngsa Barat

Kementerian
Pendidikar,

Kebudayaan, Riset,
dan Telanologi

SK No 076807 C
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1 2 3 4 5 6 7 a
Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMA/SMK

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

5 Ruang 1

Penyediaaa sarana dan
prasarana kesehatan

Jumlah sarana dan
prasarala kesehat€n yang
tersedia

2 Paket 2

Penyediaan alat kesehatan Jumlah alat kesehat€n yarg
tersedia

a Paket 2

Pembalgunan baru IPAL skala
permukiman kombinasi MCK

Jumlah IPA-L skala
permukiman kombinasi
MCK yang terbangun

1 Unit 1

9 10 12 13
13 3 1 PKSN Sabang

(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec. Mesiid Rava

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknoloei

l4 PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukaiava)

Kementerian
K€s€hatan

Kementerian
Keaehatarr

15 PKSN Sabarg
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukaiaval

16 PKSN Sabarg
(Kec. Suka.karya)

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

PKSN Sabang
(Kec. Sukakarya,
Kec. Sukajaya),

Kec. Masjid Raya,

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Kec. Barat

L7 Pengembangan jaringan
distribusi dan sambungan
ruma.l.

Jumlah jaringan distribusi
dan sambungan rumah
yang terbangun

810 SR 510 300

18 Pembangunan / relol(asi
Puskesmas Rawat Inap

Jumtrah Puskesmas Rawat
Inap yang dibargun/
direlokasi

1 Unit 1 Kec. Mesjid Raya Kementerian
Kesehatan

SK No 076808 C
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19 Bantuan pembangunan baru
rumah secara swadaya

Jumlah rumah baru secara
swadaya di daerah afirmasi
yang terbangun

475 Unit 275

Unit 3

Unit

200 Kec. Masjid Raya,
Kec. Langsa Barat

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

20 Pembangunan baru IPAL Skala
Permukiman kombinasi MCK
dengan jumlah la5zanan
minimal 25 KK

Jumlah IPAL SkaLa
Permukiman kombinasi
MCK yang terbargun

6 3 Kec. Masjid Raya,
Kec. Langsa Barat

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
2l Pembangunan SPAM (Desa

Pusung)
Jumlah SPAM yarg
terbangun

1 1 Kec. l,angsa Barat Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahan

Rakyat
n iTd.IrIri:tI:I.iITIIf, IIiYIrr;l

KP
1

PEITATAAIT RUAITG KAWASAN
PIRBATASAIT NEGARA

1 Penlmsunan Materi Teknis PK
Kawasan Kawasan Perbatasan
Negara di Provinsi Aceh dan
Sumatere Utara

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

I Paket I Prov. Sumatera Utara Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahart

Nasional

SK No 076809 C
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2 Penlrusunar Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara di
Kota Medan, Kuala Tanjung

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasar Negara

2 Paket 1 1 PKSN Medar,
Kec. Sei Suka

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertanahan

Nasional
it.l
,)

Fjf,fe-f,lIfi,f.,LTf arEif,-ri
I(AWASAIT
ITDGANA

1 Revitalisasi Sentra IKM Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 Sentra IKM 1 Kab. Serdang Bedagai Kementerian
Perindustrian

2 Penumbuhan Wirausaha Baru
[WUB) melalui bimtek anyaman
pandan

Jumlah bimtek anyaman
pandan WUB yang
terlaksana

25 IKM 25 Kab. Serdang Bedagai Kementerian
Perindustrian

3 Pembangunan/ revitalisasi
pasar rakyat

Jumlah pasar rakyat yang
dibangun/direvitalisasi

1 Unit 1 Kec. Tanjung Beringin Kementerian
Perdagangan

4 Pelatihan kewirausahaan Jumlah pelatihan
kewirausahaan

60 Orang 60 Kec. Tanjung Beringin Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

SK No 076810 C
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PENGEMBAITOAII
INTRASTRUKTUR
KOITEKTIVITAS

1 Peningkatan Jalan Desa
Strategis Ruas Jalar Sp. 3
Desa Sirnodong-Sp. 3 Pekan
Sabtu

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

1,1 Krn 1,1 Kec. Sei Suka Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

2 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Dusun III
Desa Tebing Tinggi

Paljang ruas jalan yarg
ditingkatlan

o,8 Km o,a Kec. Tanjung Beringin Kementerian Desa,
Pembangr.rnan

Daerah Tertinggal,
dan

3 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalar Dusun IV
Kp. l,alang-Mangga Dua Pasar
Besar Nagur

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkarr

1 Km I Kec. Tanjung Beringin Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

4 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalar Dusun V
Penggatalan-Dusun IV
Kampung Baru Desa
Pematang Cermai

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

I,2965 Krn 1,2965 Kec. Tanjung Beringin Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dal Transmigrasi

SK No 076811 C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Pengadaan sarara transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

5 Unit 5 Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

XP
4

PEITGEUBAITGAIT
MT'RAATRI'KTT'R SOSIAL
DAAAR

I Rehabilitasi bangunan kantor
desa

Jumlah kantor desa Jrang
direhabilitasi

.5 Unit 1 2 2 Prov. Sumatera Utara Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

10 Paket 2 , 2 2 2 Kab. Serdang Bedagai,
Kab. Batu Bara

Kementerian
Dalam Negeri

3 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 % 100 100 100 100 100 Kab. Serdang Bedagai,
Kab. Batu Bara

Kementerian Sosial
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4 Pembangunan Balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah Balai pertemuan
umum kecamatan yang
dibangun

1 Unit 1 Kec. Tanjung Beringin Kementerian
Dalam Negeri

.5 Pembinaan upaya kesehatan
dasar

Terlalsananya pembinaan
upaya kesehatan dasar

1 Kegiatan 1 Kec. Tanjung Beringin

Kec. Tanjung Beringin

Kementerian
Kesehatar

6 Pelayanan kefarmasial

Pembangunan/ rehabilitasi
ruang keLas SD

JumLah pelayaaan
kefarmasian

I Paket 1

11

Kementerian
Kesehatan

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan

7 Jumlah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

40 Ruang 7 l1 11 Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

8 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SD

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbangun/direhabilitasi

12 Ruang 3 4 5 Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

9 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SMP

Jumlah ruang kelas yang
terbangun/direhabilitasi

36 Ruarrg 6 to IO 10 Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telnologi
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10 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMP

Jumlah ruang
perpu stakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

12 Ruang 4 4 4 Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
Kementerian
Pendidikar,

Kebudayaan, Riset,
dan Telmologi

ll Pembangunan/ rehabilitasi
ruang laboratorium SMP

Jumlah rualg laboratorium
yalg terbangun/
direhabilita si

9 Ruang , 3 4

12 Pembangunan/ rehabilitasi
laboratorium SMA/SMK

Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

7 Ruang c c 3 Kec. Tanjung
Beringin, Kec. Sei

Suka

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaar, Riset,
dal Teknologi

13 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SMA

Jumlah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

5 Ruang 1 2 2 Kec. Sei Suka Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

14 Pembangunan baru IPAL Skala
Permukiman kombinasi MCK

Jumlah IPAL Skala
Permukiman kombinasi
MCK yang terbangun

5 Unit 5 Kec. Tanjung Beringin Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahan

Ralcyat
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15 Pengembangan jaringan
distribusi dan sambungan
rumah air bersih

Jumlah jaringan distribusi
dan sambungan rumah
yang tersedia

320 SR 320 Kec. Tanjung Beringin Kementeriar
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
16 Pembangunan baru rumah

secara swadaya
Jumlah rumah secara
swadaya yang dibangun

t24 Unit L24 Kec. Sei Suka Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
UI PROVITAI RIAU

KP
1

PEITATAAIT RUAITG KAWASAI|
PERBATASAI| I|F&ARA

1 Penlrusunar Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Bengkalis, Dumai

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

2 Paket 1 I PKSN Bengkalis,
PKSN Dumai

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
2 Fasilitasi Legislasi Rancangan

Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Bengkalis,
Dumai

Jumlah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

c Paket ., PKSN Bengkalis,
PKSN Dumai

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
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3 PenJrusunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Panipahan, Sinaboi, Tanjung
Medang, Tanjung Kedabu

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasar Negara

4 Paket 4 Kec. Pasir Limau
Kapas, Kec. Sinaboi,

Kec. Rupat Utara,
Kec. Rangsang Pesisir

Kementerian
Agraria dar Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
r-r,
7)

r.IrTrd-rrIirflGrf,Trtrf-f -Fsi

XAWASAIT
ITEGARA

1 Revitalisasi Sentra IKM Sagu JumLah Sentra IKM sagu
vang dievitalisasi

1 Sentra IKM 1 Kab. Kep. Meranti Kementerian
Perindustrian

2 Pemalfaatan bahan
baku/limbah dari industri
besar dalam pengoLahan ampas

Pemanfaatan bahan
baku /limbah dari industri
besar dalam pengolahan
ampas yang terlaksana

1 IKM 1 Kab. Kep. Meranti Kementerian
Perindustrian

3 Pembangunan dermaga wisata Jumlah dermaga wisata
yang terbangun

1 Unit 1 PKSN Bengkalis (Kec.
Bantan)

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Ikeatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kieatif

SK No 076816 C



PRESIDEN
REPLIBLIK INOONESIA

- 138-

ITO. qrq.IrrrJfl voL. Frst
Iytr frsfl iyliftrdi

r-I.IIr;I:n

I ST'ITSI
PEI,/TXAAITA

(IIEUENTERIAI{/
LEMBACAIma 2o21 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12

4 Pembalgunal titik
labuh/ singgah kapal layar
fuacht)

Jumlah titik labuh kapal
yang terbangun

1 Unit 1 PKSN Bengkalis
(Kec. Bantan)

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

BUMDes yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

Jumtah desa yang
mengembangkan BUMDes

2 Desa 2 PKSN Bengkalis Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

6 Pengembangan Desa Digital
(P3PD)

Jumlah desa yang
menerapkan dan
mengembangkan Desa
Digital

2 Desa 1 1 PKSN Bengkalis Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

7 Penyediaan Kapal <5 GT, alat
tangkap, dan sarana
pendukung

Jumlah kapal dan alat
tangkap yang tersedia

11 Unit 1t Kec. Bandar
Laksamana

Kementerian
Kelautan dan

Perikalal
8 Pengadaan Kapal Motor 5 GT Jumlah Kapal Motor 5 GT

yang tersedia
40 Unit 40 Kec. Rupat Utara,

Kec. Rupat
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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9 Pembangunan dermaga apung Jumlah dermaga apung
yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Rupat Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

10 Pembangunan pengaman
sabuk pantai

Jumlah pengamal sabuk
pantai yang terbangun

2 l,okasi 2 Kec. Rupat Kementerian
Kelautan dar

Perikanan

11 Penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap

Jumlah sarana dan
prasarana perikanan
tangkap yang tersedia

165 Paket 165 Kec. Pulau Merbau,
Kec. Tasik Putri Pu5m,
Kec. Rangsang Pesisir,

Kec. Rangsang

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

12 Penyediaan sarana dan
prasarana budi daya perikanan

Jumlah sarana dan
prasarana budi daya
perikanan yang tersedia

t70 Paket 170 Kec. Pulau Merbau,
Kec. Tasik Putri Pu]'r],
Kec. Rangsang Pesisir,

Kec. Rangsang

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

13 Pengadaal Keramba Jaring
Apung

Jumlah Keramba Jaring
Apung yang tersedia

to4 Kelompok 104 Kec. Pulau Merbau,
Kec. Tasik Putri Puyu,
Kec. Rangsang Pesisir,

Kec. Rangsang

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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14 Pengadaan Kapal Patroli
perbatasan/pengawas
perikanan

Jumlah Kapal Patroli
perbatasan yang tersedia

3 Unit Kec. Rangsang Pesisir,
Kec. Rangsang

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

15 Pembangunan Pasar Rakyat
Non-Prototipe

Jumlah Pasa! Rakyat
Non-Prototipe yang
dibangun

1 Unit I Kec. Sinaboi Kementerian
Perdagangan

16 Pembangunan/ revitalisasi
Sentra IKM kopi

Jumlah Sentra IKM kopi
yang terbargun/
direvitalisasi

I Paket 1 Kec. Rangsang Pesisir Kementerian
Perindu strian

t7 Pelatihan kewirausahaan Jumlah pelatihan
kewirausahaan yang
terlaksana

120 Orang 120 Kec. Tasik Putri Puyu Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

3
FIf,\rtrdir]:IIlrf,'trl

ll(.nl4lTfarrffTl
1 Pembangunan Pelabuhaa

Penyeberangan Ketam Putih
Jumlah pelabuhan
penyeberalgan yang
terbangun

Paket 1 I 1 PKSN Bengkalis
(Kec. Bengkalis)

Kementerian
Perhubungan
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2 Penyediaan aksesibilitas
telekomunikasi dan informasi
(Bakti Sinyal/ Iastmile)

Jumlah lokasi BTS/WIFI di
wilayah pelayanan universal
telekomunikasi dal
informatika

1 Unit

I

1

I 1

PKSN Bengkalis Kementerian
Komunikasi dan

Infornatika

Pembangunan pelabuhan
penyeberangan Dakal

JumLah p€Labuhan
penyeberangan yang
terbangun

Paket Kec. PuLau Merbau Kementerian
Perhubungan

4 Pengadaan sarana transportasi
darat

JumLah sarana trarsportasi
darat yang tersedia

2 Unit 2 Kec. Rupat Utara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

5 Pembangunan dermaga ralg/at
(sungai/danau) untuk orang
dan barang Pengadaan sarana
transportasi darat

Jumlah dermaga rakyat
(sungai/danau) yang
terbangun

1 Unit t Kec. Rupat Utara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

6 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Sudirman

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

o,8 Km 0,8 Kec. Pulau Merbau Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Ttansmigrasi
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7 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Pelabuhan

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

o,94 Km o,94 Kec. Pulau Merbau Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dal Transmigrasi

I Peningkatan jalan desa
strategis ruas jaLan Jl.
Perkebunan

Panjang ruas jalan yang
ditingkatl<an

2,53 Km 2,53 Kec. Bangko Kementerian Desa,
Pembangunan

Daeralr Tertinggal,
dan Transmigrasi

Kec. Medang Kampai Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Kec. Pasir Limau
Kapas, Kec. Rupat

Utara, Kec. Rangsang

Kementeriar
Komunikasi dar

Inforrnatika

I Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Jl.
Abdullah Ali

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

I,O37 Krn 1,O37

10 Penyediaan Titik l,okasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS kleususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

4 Lokasi 4

XP
4

ffirilTi7jigfl
i' \Tf,Js-fFilillTfir sf.Ffrtrl
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1 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayaran administrasi
kependudukar di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Ketahiran)

DN Paket 4 4 4 4 4 Kab. Bengkalis,
Kab. Rokan Hilir,

Kab. Kep. Meranti,
Kota Dumai

Kementerian
Dalam Negeri

o Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkar bantuan
sosia.l pemerintah

100 100 100 100 100 100 Kab. Bengkalis,
Kab. Rokan Hilir,

Kab. Kep, Meranti,
Kota Dumai

Kementerian Sosial

3 Peningkatan Titik Penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ ditin gkatkan

10 Penvalur 2 2 2 4 PKSN Bengkalis Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Minerat

4 Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas untuk nelayar

Jumlah Konverter Kit BBM
ke Bahaa Bakar Gas untuk
nelayan yang difasilitasi

.50 Unit 10 10 10 10 10 PKSN Bengkatis Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

Pembangunan kantor
kecamatan

Jumlah kantor kecamatan
yang dibangun

1 Unit 1 PKSN Bengkalis
(Kec. Bantan)

Kementerian
Dalam Negeri
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6 Peningkatan puskesmas
menjadi Puskesmas Rawat Inap

Jumlah puskesmas yang
ditingkatkan

1 Unit 1 PKSN Bengkalis
(Kec. Bengkalis)

Kementerian
Kesehatan

7 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SD

JumLah ruang kelas yalg
terbangun / dhehabilitasi

397 Ruang t14 as 94 100 PKSN Bengkalis (Kec.
Bantan, Kec. Bengkalis)

Kec. Pasir Limau
Kapas, Kec. Bangko,

Kec. Sinaboi, Kec.
Medang Kampai, Kec,
Sungai Sembilan, Kec.
Banda.r Laksamana,

Kec. Rupat Utara, Kec.
Rupat, Kec. P. Merbau,
Kec. Tasik Putri Pu].u,

Kec. Rangsang,
Kec. Rangsang Barat,
Kec. Rangsang Pesisir'

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telqologi

8 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SD

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

100 Ruang 9 27 31 33 PKSN Bengkalis (Kec.
Bantan, Kec.

Bengkalis), Kec. Pasir
Limau Kapas, Kec.

Balgko, Kec. Sinaboi,
Kec. Medane Kampai.

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dar Teknotogi
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Kec. Sungai Sembilan,
Kec. Bandar

Laksamana, Kec.
Rupat Utara, Kec.

Rupat, Kec. P.
Merbau, Kec. Tasik

Putri Puyu, Kec.
Rangsang Barat, Kec.
Rangsang Pesist, Kec.

Rangsang

9 Pembangunan/ rehabilitasi
ruarg kelas SMP

JumLah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

205 Ruang 60 44 50 51 PKSN Bengkalis (Kec.
Bantan, Kec.

Bengkalis), Kec. Pasir
Limau Kapas, Kec.

Bangko, Kec. Sinaboi,
Kec. Medang Kampai,
Kec. Sungai SembiLan,

Kec. Bandar
Laksamana, Kec.
Rupat Utara, Kec.

Rupat, Kec. P.
Merbau, Kec. Tasik

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Tel,arologi
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Juml,ah ruang perpustakaan
yarrg terbangun/ direhabilitasi

7t Rua,Irg 17 24 25

Putri Puyu, Kec.
Rangsang, Kec.

Rangsang
Barat, Kec. Rangsang

Pesisir

10 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMP

5 PKSN Bengkalis (Kec.
Barttart, Kec.

Bengkalis), Kec. Pasii
Limau Kapas, Kec.

Bangko, Kec. Sinaboi,
Kec. Medang Kadpai,
Kec. Sungai Sembilan,

Kec. Bandar
Laksamana, Kec. Rupat
Utar:a, Kec. Rupat, Kec.
P. Merbau, Kec. Tasik

Putri Puyu, Kec.
Rangsang, Kec.

Rangsang
Barat, Kec. Ra.ngsang

Pesisir

KeEenterian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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11 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang laboratorium SMP

Jumlah ruang laboratorium
yang terbalgun/
direhabilitasi

35 Ruang 1 11 l2 11 PKSN Bengkalis (Kec.
Bartan, Kec.

Bengkalis) Kec. Pasir
Limau kapas, Kec.

Bangko, Kec. Sinaboi,
Kec. Sungai Sembilan,
Kec. Medarg Kampai,
Kec. P. Merbau, Kec.

Rangsang Pesisir

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, zuset,
dan Teknologi

t2 Pembangunal/ rehabilitasi
ruang kelas SMA/SMK

Jumlah ruang kelas yalg
terbangun / direhabilitasi

68 Ruang 1g 20 29 PKSN Bengkalis (Kec.
Bantan, Kec.

Bengkalis), Kec. Pasir
Limau Kapas, Kec.

Bangko, Kec. Medarg
Kampai, Kec, Sungai
Sembilan, Kec. Rupat

Utara, Kec. Rupat,
Kec. P. Merbau, Kec.

Tasik Putri Puyu, Kec.
Rangsang Barat, Kec.

Rangsang Pesisir

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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13 Pembangunan/ rehabilitasi
laboratorium SMA/SMK

Jumlah ruang Laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

127 Ruang t7 32 38 40 PKSN Bengkalis (Kec.
Bantan, Kec.

Bengkalis), Kec. Pasir
Limau Kapas, Kec.

Bangko, Kec. Sinaboi,
Kec. Medang Kampai,
Kec. Sungai Sembilan,

Kec. Bandar
Laksamana, Kec.
Rupat Utara, Kec.

Rupat, Kec. P.
Merbau, Kec. Tasik

Putri Puyu, Kec.
Rangsang, Kec.

Rangsang Barat, Kec.
Pesisir

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

l4 Pembangunan/ rehabilitasi
perpu stakaan SMA/SMK

Jumlah rualg
perpustakaan yang
terbargun / direhabilitasi

44 Ruang 9 10 12 13 Kec, Rupat, Kec.
Rupat Utara, Kec. P.
Merbau, Kec. Pasir
Limau Kapas, Kec.

Bangko

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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15 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

2 Unit 1 I Kec. Sinaboi, Kec
Medang Kampai

Kementerian
Dalam Negeri

16 Peningkatar pelayanan
kesehatar di Kawasan
Perbatasan

Jumlah layanan kesehatan
yang ditingkatkan

1 Paket 1 Kec. Bandar
Lalsamana

Kementerian
Kesehatan

t7 Pembangunan Puskesmas
Rawat lnap (relokasi)

Jumlah Puskesmas Rawat
Inap yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Rupat Kementerian
Kesehatan

18 Pengadaan ambulans darat Jumlah ambulans darat
yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Tasik Putri Puvu Kementerian
Kesehatan

19 Pengadaan alat kesehatan
hrskesmas

Tersedianya aLat kesehatan
hrskesmas

1 Paket 1 Kec. Rangsang Barat Kementerian
Kesehatan

20 Pengadaan kendaraan
Puskesmas Keliling

Tersedialya Puskesmas
Keliling

1 Unit I Kec. Rangsang Barat Kementerian
Kesehatan

2l Pengadaan sepeda motor untuk
tenaga kesehatan daerai
tertinggal, perbatasan, dan
kepulauan

Tersedianya sepeda motor
tenaga kesehatan

10 Unit 10 Kec. Rangsang Barat Kementerian
Kesehatan
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oo Pembangunan Rumah Dinas
medis dan Paramedis

Jumlah Rumah Dinas
medis dan Paramedis yang
terbangun

4 Unit 4 Kec. Rargsang Barat Kementerian
Kesehatan

Pengadaan ambulans darat Tersedianya ambuLans
darat

1 Unit

Unit

1 Kec. Rangsang Barat Kementerian
Kesehatan

Kec. Rangsalg Kementerian
Kesehatan

24 Pembangunan Rumah Sakit
Pratama

Jumlah Rumah Sakit
Pratama yang terbalgun

1 I

125 Peningkatan titik penyalur
program BBM Satu Harga

JumLah penyalur yang
difasilitasi/ ditin gkatkan

1 Unit Kec. Medang Kampai Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

26 Bantuan peningkatan kualitas
rumah secara swadaya di
daerah afirmasi selain daeral
transmigasi

JumLah rumah swadaya
yang ditingkatkan
kualitasnya

101

85

Unit 101 Kec. Bangko Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahan

Rakyat

27 Pembangunan sumur daLam
terlindungi

Jumlah sambungan rumah
yang terlayani dari
pembangunan sumur
dalam terlindungi

SR a5 Kec. Medang Kampai Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
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1 PenJrusunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Serasan, Tanjung Balai-
Karimun, Letung, Tarjung
Uban, Batam

JumLah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

5 Paket I 2 2 PKSN Batarn, Kec,
Karimun, Kec.

Jemaja, Kec. Serasan,
Kec- Bintan Utara

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

2 Fasilitasi l€gisLasi Rancangan
Peraturan Presiden Kawasaa
Perbatasan Negara Serasan,
Ranai, Batam

Jumlah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

3 Paket I 1 1 PKSN Ranai, PKSN
Batam, Kec. Serasan

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badart
Pertanahan

Nasional

raa
2 IIAWASAN PERBATASAI{

ITEICARA

1 Pelatihan pengembargal tenun
di Pulau Ngenang

Jumlah pelatihan
pengembangan tenun di
Pulau Ngenang yang
terlalsana

20 IKM 20 Kota Batam Kementerian
Perindustrian
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7 SKPT Natuna yang mandiri Tingkat Skala kemandirian
SKPT Natuna

5 Skala
Kemandirian

Unit 2

Unit 1

Buah 100

5 PKSN Ranai Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
8 Pengadaan mesin Ice FIafte

(1,5 Ton)
Tersedialya mesin I@ Floke 2 PKSN Ranai

(Bunguran Utara),
Kec. Serasan Timur

PKSN Ranai
(Kec. Bungurar

Timur)
PKSN Ranai

(Kec. Bunguran
Timur)

Kementerian
Kelautan dan

Perikartar
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

9 Pembangunan Pabrik Es Mini Jumlah Pabrik Es Mini yang
terbangun

1

10 Pengadaan Cool Elrx Kapasitas
200 dan 300 Kg

Jumlah Cool Boxyang
tersedia

100 Kementerian
Kelautan dan

Perikalan
11 Pengadaan mobil roda 4 bak

berpendingin
Jumlah mobil yang tersedia

Pengadaan kapal ikan nelayan
Kecamatan Bunguran fimur
kapasitas 50-100 Ton

Tersedianya sarana dan
prasa-rana untuk nelayan

1 Unit I PKSN Rarai
(Kec. Bunguran

Timur)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

l2 50 Kapal 50 PKSN Ranai
(Kec. Bunguran

Timur)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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13 Pengadaan bibit ikan kerapu Jumlah bibit ikan kerapu
yang tersedia

60.000 Ekor 60.o00 PKSN Ranai
(Kec. Pulau Tiga),

Kec. Subi,
Kec. Bunguran Barat

Kementerian
KeLautan dar

Perikanan

t4 Pengembangan dan penyediaan
budi daya rumput laut

Jumlah budi daya rumput
laut

2 Paket 2 PKSN Ranai
(Kec. Pulau Tiga)

Kementerian
KeLautan dan

Perikanan
15 Pengadaan kapal nela5ra.lt

10 GT beserta alat tangkap
Tersedianya sarana dan
prasarana untuk nelayan

10 Pal<et 5 5 PKSN Ranai
(Kec. Pulau Tiga)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
16 Pembangunan Gudang Non-

SRG
Jumlah Gudang Non-SRG
yang terbangun

1 Unit I PKSN Ranai (Kec.
Bungural Timur)

Kementerian
Perdagangan

17 Penyediaan alat tangkap ikan
(Jaring Tenggiri)

Tersedianya alat talgkap
ikan (Jaring Tenggiri)

1 Paket 1 Kec. Tebing Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
18 Pengadaan sarana prasarana

alat penangkapan ikan (Jaring
Nilon Tenggiri 3,5 inc)
Kelurahan Teluk Uma Nelayan
leho

Tersedianya saraaa
prasarana alat
penangkapan ikan (Jaring
Nilon Tenggiri 3,5 inc)
Kelurahan Teluk Uma
Nelayan Ieho

1.750 Unit 1.750 Kec. Tebing Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK Nc 076833 C





PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-156-

NO.
PROVITSI/
KEGIATA.IT

iT\.T'T E{i'I voL. ,-.rst
t{tr/Jr;I]i ,Efrfra

i.r}.rsti
IITSTAI{SI

PELIIITSAITA
(IIEUEITTERIAIT/

LEMBAGAI
2020 2o21 2022 2023 ,WZI

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

24 Percontohan budi daya
bandeng di tambat

Terlaksananya budi daya
bandeng di tambak

4 Paket 4 Kec. Buru Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

25 Pembangunan tambatan
perahu nelayan UPf
kecarnatan

Terbangunnya tambatan
perahu nelayan UPT
kecamatan

1 Paket

Tersedianya kapal tangkap
ikan

2 Paket

Tersedianya bibit benih dan
indukan ikan air tawar, air
liaut dan air palrau beserta
pal(an

1 Patet

Tersedianya bibit rumput
laut

I Paket

1 Kec. Buru Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

26 Pengadaan kapal tangkap ikan

Pengadaan bibit benih dan
indukan ikan air tawar, air laut
dan air payau (beserta pakan)

I 1 Kec. Moro, Kec, BeLat Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

27 I Kec. Moro Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

2A Pengadaan bibit rumput laut 1 Kec. Moro Kementerian
KeLautan dan

Perikanan

29 Pengadaan kebun bibit untuk
rumput laut

Tersedianya kebun bibit
untuk rumput laut

I Paket 1 Kec- Moro Kementerial
Kelautan dan

Perikanan
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30 Pengadaan perahu /kapal
penangkap ika.rt berukuran 5-
10 GT beserta mesin, alat
penalgkapan ikan, dan alat
bantu penangkapan ikan

Pengadaan perahu/kapal
penangkap ikan berukuran 10-
20 GT beserta mesin, alat
penangkaparr ikan, dan aLat
bantu ikan

Tersedianya perahu/ kapal
penangkap ikan

15 Paket 1 5 9 Kec. Belakang
Padang, Kec. Batu

Ampar, Kec.
Sekupang, Kec. Lubuk
Baja, Kec. Bengkong

Kementerian
Kelautan dan

Perikalal

31 Tersedianya peratru / kapal
penargkap ikan

10 Paket 10 Kec. Belakang
Padang, Kec. Batu

Ampar, Kec.
Sekupang, Kec. Lubuk

Kementerian
Kelautan dan

Perikalan

a, Kec.

Pengadaan Keramba Jaring
Apu'fg High Densitg Polgetilene
(HDPE)

Tersedianya Pengadaan
Keramba Jaring Apung
HDPE

9 Unit I Kec. Nongsa, Kec.
Belakang Padang,

Kec. Sekupang, Kec.
Batu Ampar

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

33 Pembinaan pengembangan dan
pengawasan perikalan

Jumlah kelompok
pengembangan dan
pengawasan perikanan yang
terbina

40 Kelompok 6 1l 14 9 Kec. Sekupang, Kec.
Lubuk Baja

Kementerian
Kelauta! dan

Perikanan
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34 Pengadaan kapal penangkap
ikan kecil 3 GT serta mesin,
peralatan, dan alat bantu
penangkapan ikart

Jumlah kapal penangkapan
ikan yang tersedia

200 Paket 30 80 90 Kec. Lubuk Baja, Kec.
Sekupang, Kec.

Bengkong, Kec. Batu
Ampar

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

35 Pengadaan kapal penangkapan
ikan (Fiber) 3-5 GT

Jumlah kapal penargkapan
ikan 5rang tersedia

60 Unit 60 Kec. Sekupang Kec.
Lubuk Baja, Kec. Batu
Ampar, Kec. Bengkong

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

36 Pengadaan mesin tempel boct
40 PK

Jumlah mesin tempel boat
40 PK yarlg tersedia

300 Unit 300 Kec. Batu Ampar, Kec.
Sekupang, Kec. Lubuk

Baja

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

37 Pengadaan benih ikan laut Jumlah benih ikan laut
yang tersedia

160.O00 Ekor 160.000 Kec. Sekupang Kementerian
KeLautan dar

Perikanan

3a Pengadaan pakan ikan laut Jumlah pakan ikan laut
yang tersedia

8.OOO Kg 8.000 Kec. Sekupang Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

39 Pengadaan mesin tempel boat
15-20 PK

Jumlah mesin tempel boa,
15-2O PK yang tersedia

4.50 Unit 450 Kec. Sekupang, Kec.
Lubuk Baja, Kec. Batu

Ampar

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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40 Pengadaan Gili rve, Hanyut Jumlah G I lYet Hanjrut
yang tersedia

2.500 Unit 2.500 Kec. Nongsa, Kec.
Lubuk Baja, Kec.
Sekupang, Kec.

Bengkong, Kec. Batu
AInpar

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

41 Pengadaan kawat bubu Jumlah kawat bubu yang
tersedia

3.000 Gulung 3.000 Kec. Nongsa, Kec.
Batu Ampar, Kec.

Sekupang

Kementerian
Kelautan dair

Perikanan
42 Pengadaan perahu dan mesin

ketinting
Jumlah perahu dan mesin
ketinting yang tersedia

600 Unit 600 Kec. Sekupang, Kec.
Batu Ampar, Kec.

Nongsa

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

43 Pengadaan benih ikan laut Jumlah benih ikan laut
yang tersedia

320.OOO Ekor 80.000 240.OO0 Kec. Batu Ampar, Kec.
Nongsa

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

44 Pengadaal mesin tempel boat
40 PK

Jumlah mesin te/]]pel boat
4O PK yang tersedia

200 Unit 60 140 Kec. Nongsa, Kec.
Bengkong

Kementerian
Kelautan dan

Perikaran

Kec. Nongsa, Kec.
Bengkong

300 Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

45 Pengadaal mesin tempel boa,
15-20 PK

Jumlah mesin tempel boat
15-20 PK yang tersedia

300 Unit
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46 Bantuan kapal <5 GT, alat
tangkap, sarara pendukung

Tersedialya kapal, alat
tangkap darl sarara
pendukung

22 Unit oo Kec. Bintan Pesisir,
Kec. Telok Sebong

Kementerian
Kelautan darl

Perikanan

47 Pengadaan Sarana Sistem
Rantai Dingin lCool Eol

Jumlah Sarana Sistem
Rantai Dingin (Cool Bol
yang tersedia

5 Paket 5 Kec, Bintan Pesisi.r Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

4A Pengadaa-n peraLatar
pengolahan pengasapan ikan

JumLah peralatan
pengolahan pengasapa-n
ikan yang tersedia

5 Paket 5 Kec. Bintan Pesisir Kementerian
Kelautal dan

Perikanan

49 Pembangunan dermaga
rakyat/tambatan perahu
puLau-pulau perbatasan

Terbangunnya dermaga
ralq/at/tambatan perahu

1 Paket 1 Kec. Bintan Pesisir Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

50 Pembangunan dan penyediaan
sarana balai benih ikan

Jumlah sarana balai benih
ikan yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Jemaja Timur Kementerian
KeLautan dan

Perikanan

51 Pembangunan gudang rumput
laut

Jumlah gudang rumput
Laut yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Jemaja Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikalan
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52 Pembangunan Tempat
Pelelangaa Ikan Jangkat

JumLah Tempat Pelel,angan
Ikan Jangkat yang
terbangun

1 Paket I Kec. Jemaja Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
53 Pembangunan Tempat

Pelelangan Ikan
JumLah Tempat PeleLangan
Ikan yang terbangun

1 Paket 1

1

Kec. Siantan

Kec. Subi

Kec. Serasan

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
54 Pembangunan sarana

prasarana pendaratan
perikanan

Jumlah sarana prasarana
pendaratan perikanan yang
terbangun

I Paket Kementerian
Kelautan darl

Perikanan
55 Pengembangan dan peuyediaan

budi daya rumput laut
Jumlah budi daya rumput
laut yang tersedia

2 Paket 2 Kementeaian
Kelautan dan

Perikanan
56 Pembangunan pasar ralyat Jumlah pasar rakjrat yang

terbangun
1 Unit 1

I Paket

100 Peserta

Kec. Meral Barat Kementerian
Perdagangan

57 Penyediaan Sarana Metrologi
l€gal Kabupaten/Kota

Peralatan pengawasan
untuk SPBU dan pasar

1 Kec. Meral Kementerian
Perdagangan

58 Bimtek peningkatan usaha dan
manajemen pengusaha mikro
kecil

Jumlah usaha darr
manajemen pengusaha
mikro kecil yang tersedia

100 Kec. Karimun Kementerian
Perdagangan
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64 Operasi Pusat Layarran Usaha
Terpadu KUMKM

Jumlah Operasi Pusat
Layanan Usaha Terpadu
KUMKM

1 Unit 1 Kec. Batam Kota Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

65 Bantuan permodalan bagi
wirausaha pemuLa

JumLah bantua-n
permodalan bagi wirausaha
pemula

10 WP 10 Kec. Batam Kota Kementerian
Koperasi dar

Usaha Kecil dan
Menengah

66 Pelatihan perkoperasiarr Jumlah pelatihan
perkoperasian yang
terlaksana

60 Orang 60 Kec. Batam Kota Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

XP
3 II{FRASTRUK?UR

KOITEKTIVITAS

1 Pengembangan Integrated Land
?ro q)ort Sgstem

Terlayarri oleh htegrated.
Land Trqllsport Sgstem

1 lokasi 1 Kota Batam Kementerian
Perhubungan

2 Subsidi Angkutan Umum
Perkotaarr

Terlayani oleh angkutan
umum bersubsidi

1 Lavanan 1 Kota Batam Kementerian
Perhubungan
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Penyediaan alsesibilitas
telekomunikasi dan informasi
(Bakti Sinyal/Iastmile)

Jumlah lokasi BTS/WIFI di
wilayah pelayanan universal
telekomunikasi dan
informatika

1 Unit 1 PKSN Ranai Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

4 Pengembangan Bandar Udara
Natuna

Jumlah bandar udara yang
dikembangkan

1 Bandara 1 PKSN Ranai Kementerian
Perhubungan

5 Pembangunan jalan desa
strategis pada ruas jalan
Segeram-Seminte

Panjang ruas jalan yang
dibangun

2,74 Km 2,74 PKSN Ranai (Kec.
Bunguran Utara)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Traasmigrasi

6 Penyediaan Titik lakasi dan
Pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

l,okasi 23 PKSN Ranai (Kec.
Bunguran Utara, Kec.
Bunguran Timur laut,
Kec. Pulau Tiga), Kec.
Jemaja, Kec. Jemaja
Timur, Kec. Siantan

Selatan, Kec.
Palmatak, Kec.

Bunguran Barat, Kec.
Subi, Kec. Serasan,
Kec. Serasan Timur

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
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7 Pengembangan Bandar Udara
Raja Haji Abdullah (Sei Bati)

Jumlah bandar udara yang
dikembangkan

I Paket

Lokasi

Unit

Unit

1 Kec. Tebing Kementerian
Perhubungan

8 Pembangunan fasilitas
pendukung dan integrasi moda
di KSPN Lagoi Bintan

Fasilitas pendukung da-n
integrasi moda di KSPN
Lagoi Bintan yang
terbangun

Jumlah pelabuhan
penyeberangan yang
terbangun

Tersedianlra sarana
transportasi darat

Jumlah sarana trarsportasi
perairan yang tersedia

1 1 Kec. Telok Sebong

Kec. Siantan, Kec,
Bunguran Barat

Kec. Teluk Sebong,
Kec. Moro, Kec. Belat,

Kec. Jemaja, Kec.
Jemaja Timur, Kec.

Palmatak, Kec. Ptrlau
Laut, Kec. Subi, Kec.

Serasan Timur

Kementerian
Perhubungal

Kementerian
Perhubungan

Kementeriar Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

9 Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Tarempa dan
Sedalau

2 1 1 1 1 1

10 Pengadaan sarana transportasi
darat

11

1

11

11 Pengadaan sarana tranportasi
perairan di bawah 20 GT/
maksimal kapasitas 25
penumpang

Unit 1 Kec. Jemaja Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

SK No 076844 C
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t2 Peningkatan jalan desa
strategis (Ruas Jalan Jl. Karet)

Panjang jalan desa strategis
yang ditingkatkan

1,15 Krn 1,15 Kec. Bifltan Utara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

13 Peningkatan jalan desa
strategis (Ruas Jalan Jl. Sei
Seram)

Panjang jalan desa strategis
yang ditingkatkan

1 I&n 1 Kec. Bintan Utara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

14 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Jl.
Pelabuhan Parit I-Jl. Selat
Mendaun (Desa Parit)

Panjang jalan desa strategis
yang ditingkatkaa

2,481 Km 2,441 Kec. Karimun Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

15 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Kampung
Baru Atas

Panjang jalan desa strategis
yang ditingkattan

o,258 Km 0,258 Kec. Siantan Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

16 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan lingkar
Pulau Betakang Padang

Panjang jalan desa strategis
yang ditingkatkan

o,95 Km 0,95 Kec. BeLakang Padalg Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
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4 INERASTRUXTUR SOSIAL

DASAR

1 Rehabilitasi bangunal kantor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilits,si

5

20

Unit 2 I 1
,l

4

Prov. Kep. Riau Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Aka
Kelahiran)

Paket 4 4 4 4 Kab. Karimun, Kab.
Kep. Anambas, Kab.
Natuna, Kota BataE

Kementerian
Da-lam Negeri

Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat ya-ng
mendapatl(an bantuan
sosial pemerintah

Jumlah ruang Puskesmas
Kelarik yang terbangun

Terbangunnya pagar
Puskesmas

100 o/" 100 100 100 100 100 Kab. Karimun, Kab.
Bintan, Kab. Kep.
Anambas, Kab.

Natuna, Kota Batam

Kementerian Sosial

4 Penambahan rrang Puskesmas
Kelarik

1 Paket 1 Kab. Natuna Kementerian
Kesehatan

5 Pembangunan pagar
Puskesmas Kelarik

1 Paket 1 Kab. Natuna Kementerian
Kesehatan

SK No 076846 C
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6 Pembangunan ruang rawat
inap kelas III dua lantai RSUD
Natuna

Terbangunnya ruang rawat
inap kelas III Rumah sakit

1 Paket 1 PKSN Ranai
(Kec. Bungurar

Timur)

Kementerian
Kesehatan

7 Pembangunan mang program
da.rr ruang pertemuan
Puskesmas Tanjung

Terbangunnya ruang
program dan ruang
pertemuan Puskesmas

1 Paket I PKSN Ranai
(Kec. Bungur Timur

Laut)

Kementerian
Kesehatan

8 Pembangunan Puskesmas
Cemaga

Jumlah Puskesmas Cemaga
yang terbangun

'I Paket i PKSN Ranai (Kec.
Bunguran Selatan)

Kementerian
Kesehatan

g Pengadaan speed boat
puskesmas keliling

Tersedianya kapal
puskesmas keliling

1 Unit 1 PKSN Ranai (Kec.
Pulau Tiga)

Kementerian
Kesehatan

10 Konverter Kit BBM ke Bahal
Bakar Gas untuk nelayan

Jumlah Konverter Kit BBM
ke Bahan Bakar Gas untuk
nelayan lrarg difasilitasi

50 Unit 10 10 10 10 10 PKSN Ranai Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
11 Peningkatan titik penyalur

program BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ ditingkatkan

10 Penyalur o 2 2 1 PKSN Ranai Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
t2 Pembangunan/ rehabilitasi

rualg kelas SD
Jumlah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

686 Ruang t26 t77 184 t99 PKSN Ranai (Kec.
Bunguran Utara, Kec.
Bunsuran Timur. Kec.

Kementerian
Pendidikan,
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Bunguran Timur l,aut,
Kec. Bungttran

Selatan, Kec. Pulau
Tiga), Kec. Meral

Barat, Kec. Tebing,
Kec. Meral, Kec.

Karimun, Kec, Buru,
Kec. Belat, Kec. Moro,

Kec. Belalang
Padang, Kec.

Sekupang, Kec. Lubuk
Baja, Kec. Bengkong,
Kec. Batam Kota, Kec.

Nongsa, Kec, Batu
Ampar, Kec. Telok

Sebong, Kec. Bintan
Utara, Kec. Gunung
Kijang, Kec. Bintan
Pesisir, Kec. Jemaja
Timur, Kec. Siantan

Seliatan, Kec. Jemaja,
Kec. Pulau

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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Laut, Kec. Siantan,
Kec. Palmatak, Kec.

Bungura-n Barat, Kec.
Serasan, Kec. Subi,
Kec. Serasan Timur

Pembangunan / rehabilitasi
perpu stakaan SD

Jumlah ruang
perpu stakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

317 Ruang 2t a7 100 109 PKSN Ranai (Kec.
Bunguran Utara, Kec.
Bunguran Timur, Kec.
Bunguran Timur Laut,

Kec. Bunguran
Selatan, Kec. Pulau

Tiga), Kec. Meral
Barat, Kec. Tebing,

Kec, Meral, Kec.
Karimun, Kec. Buru,

Kec. BeLat, Kec. Moro,
Kec. Belakang Padang,

Kec. Sekupang, Kec.
Lubuk Baja, Kec.

Bengkong, Kec. Batam
Kota, Kec. Nongsa,

Kec. Batu Kec.

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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44

Telok Sebong, Kec.
Bintan Utara, Kec.

Gunung Kijan& Kec.
Bintan Pesisir, Kec.
Jemaja Timur, Kec.

Siantar Sel,atal, Kec.
Jemaja, Kec. PuLau
Laut, Kec. Siantan,
Kec. Palmatak, Kec.

Bunguran Barat, Kec.
Serasar, Kec. Subi,
Kec. Serasan Timur
PKSN Ranai (Kec.

Bunguran Timur Laut,
Kec. Bunguran Utaia,

Kec. Bunguran
Selatan, Kec.

Bunguran Timur, Kec.
Pulau Tiga), Kec.
Meral Barat, Kec.

Tebing, Kec. Buru,
Kec. Kec.

14 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SMP

Jumlah ruang kelas yang
terbangun/direhabilitasi

229 Ruang a1 51 53 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dar Teknotogi
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Kec. Moro, K€c.

Belakang Padang,
Kec. Sekupang, Kec.

Lubuk Baja, Kec. Batu
Ampar, Kec. Batam
Kota, Kec. Bintan

Utara, Kec. Bengkong,
Kec. Nongsa, Kec.

Bintan Pesisir, Kec,
Telok Sebong, Kec.

Jemaja, Kec.
Palmatak, Kec.

Siantan Selatan, Kec.
Jemaja Timur, Kec.

Pul"au l,aut

15 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMP

Jumlah ruang
perpu stakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

147 Ruang 17 40 45 45 PKSN Ranai (Kec.
Pulau Tiga, Kec.

Bunguran Timur L€,ut,
Kec. Bunguran Utara,
Kec. Bunguran Timur,

Kec. Bunguran
Selatanl, Kec. Meral

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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Barat, Kec. Tebing,
Kec. Buru, Kec. Belat,
Kec. Meral, Kec. Moro,

Kec, Belakang
Padang, Kec.

Sekupang, Kec. Lubuk
Baja, Kec. Batu

Ampar, Kec. Batam
Kota, Kec. Bintar

Utara, Kec. Bengkong,
Kec. Nongsa, Kec.

Bintan Pesisir, Kec.
Telok Sebong, Kec.

Jemaja, Kec.
Palmatak, Kec.

Siantan Selatan, Kec.
Jemaja Timur, Kec.

PuLau Laut
16 Pembangunan/ rehabilitasi

laboratorium SMP
Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

97 Ruang 7 23 34 JJ PKSN Ranai (Kec.
Pulau Tiga, Kec.

Bunguran Timur Laut,
Kec. Bunguran Utara,

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telorologi
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Kec. Bunguran Timur,

Kec.
Bunguran Selatan),

Kec. Meral Barat, Kec.
Tebing, Kec. Buru,

Kec. Belat, Kec. Meral,
Kec. Moro, Kec.

Belakang Padang,
Kec. Sekupang, Kec.

Lubuk Baja, Kec. Batu
Ampar, Kec. Batam
Kota, Kec. Bintan

Utara, Kec. Bengkong,
Kec. Nongsa, Kec.

Bintan Pesisir, Kec.
Telok Sebong, Kec.

Jemaja, Kec.
Palmatak, Kec.

Siartan SeLatan, Kec.
Jemaja Timur, Kec.

Pulau Laut
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l7 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SMA/SMK

JumLah ruang kelas yang
terbangun/direhabilitasi

235 Ruang 26 63 75 PKSN Ranai (Kec.
Pulau Tiga, Kec.

Bunguran Timur l,aut,
Kec. Bunguran Utara,
Kec. Bunguran Timur),

Kec. Telok Sebong
Kec. Nongsa, Kec.

Belakarg Padang, Kec.
Batam Kota, Kec.

Sekupang, Kec. Moro,
Kec. Buru, Kec.

Karimun, Kec, Meral,
Kec. Tebing, Kec.

Lubuk Baja, Kec. Batu
Ampar, Kec.

Bengkong, Kec. Bintan
Utara, Kec. Bintan

Pesisir, Kec. Jemaja
Timur, Kec. Palmatak,
Kec. Bunguran Barat

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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18 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang laboratoriu m SMA/SMK

Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

138 Ruang 9 35 46 48 PKSN Rarai (Kec.
PuLau Tiga, Kec.

Bunguran Kec. Timur
Iaut, Kec. Bunguran
Utara, Kec. Bunguran
Timur, Kec. Bungurar

Selatan), Kec.

Meral Barat, Kec.
Tebing, Kec. Meral,
Kec. I(arimun, Kec.

Buru, Kec. Belat, Kec.
Moro, Kec. Belakang

Padarlg Kec.
Sekupang, Kec. Lubuk
Baja, Kec. Bengkong,
Kec. Batam Kota, Kec.

Nongsa, Kec. Batu
Ampar, Kec. Telok
Sebon& Kec. Bintan
Utara, Kec. Gunung
Kijang, Kec. Bintan
Pesisir, Kec. Jemaia

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telanologi
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Timur, Kec. Siantan
SeLatan, Kec. Jemaja,
Kec. Pulau laut, Kec.

Sianta!, Kec,
Palmatak, Kec.

Bunguran BaJat, Kec,
Serasan, Kec. Subi,
Kec.Serasan Timur

19 Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMA/SMK

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbalgun/ direhabilitasi

9 Ruang 2 2 c Kec. Serasan Timur,
Kec. Buru, Kec.

Bintan Utara, Kec.
Gunung Kijang, Kec.

Palmatak

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

20 Pembangunan balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlai balai pertemuar
umum kecamatan yang
dibangun

5 Unit 5 Kec. Meral Barat, Kec.
Meral, Kec. Karimun,

Kec. Jemaja, Kec.
Siantar

Kementerian
DaLam Negeri

2l Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan (sarana prasarana
dan alat kesehatan)

Jumlah pelayanan
kesehatan dasar di
Kawasan Perbatasan yang
ditingkatkan

6 Paket 6 Kec. Serasan Timur Kementerian
Kesehatan
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22 Penyediaan alat kesehatan
Puskesmas

Tersedianya alat kesehatan
Puskesmas

6 Paket 2 4 Kec. Tebing, Kec.
Moro, Kec. Jemaja

Barat, Kec. Karimun,
Kec. Siantan Utara

Kementerian
Kesehatan

Penyediaan Prasarana
Puskesmas

Tersedianya Prasarana
Puskesmas Tebing

i Paket 1 Kec. Tebing Kementerian
Kes€hatan

24 Pengadaan Prasarana
l,aboratorium Kesehatan
Daerah

Tersedianya Prasarana
Laboratorium Kesehatan
Daeral.

1 Paket 1 Kec- Meral Kementerian
Kesehatan

25 Pengadaan alat laboratorium
kesehatan daerah

Tersedianya alat
laboratorium kesehatan
daerah

1 Paket 1 Kec. Meral Kementeriar
Kesehatan

26 Pembangunan gedung/relokasi
Puskesmas

Terbangunnya
gedung/relokasi Puskesmas

3 Unit 3 Kec. Karimun,
Kec. Moro

Kementerian
Kesehatan

27 Pembangunan Rumah Dinas
Puskesmas

Terbangunnya Rumah
Dinas Puskesmas

5 Unit I 4 Kec. Karimun, Kec.
Moro, Kec. Jemaja
Barat, Kec. Siantan

Utara

Kementerian
Kesehatan
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.,e Penyediaal prasarana

Puskesmas
Tersedianya prasarana
Puskesmas

c Paket o Kec. Moro Kementerian
Kesehatan

29 Pembangunan Puskesmas JumLah Puskesmas yang
terbangun

3

Pengadaan Puskesmas Keliling
Darat

Jumlah Puskesmas Keliling
Darat

1

Unit 1

1

2

,l I Kec. Karimun, Kec.
Telok Sebong, Kec.

Jemaja Barat

Kementerian
Kesehatan

30 Unit Kec. Jemaja Barat Kementerian
Kesehatan

31 Pengadaan Ambulans Darat
Double Gordan

JumLah Ambulars Darat
Double Gardan

2 Unit Kec. Jemaja Barat,
Kec. Siantan Utara

Kementerian
Kesehatan

32 Pengadaan a-lat kesehatan
RSUD

Jumtrah alat kesehatan
RSUD yang tersedia

3

Pembangunan kama.r operasi
RSUD

JumLah Kamar Operasi 1

RSUD
Pengadaan IPAL Puskesmas Jumlah IPAL Puskesmas

yang tersedia
5

Paket 3

1

5

Kec. Jemaja, Kec.
Siantan, Kec.

Palmatak

Kementerian
Kesehatan

33 Paket Kec. Jemaja Kementerian
Kesehatan

34 Paket Kec. Jemaja Barat,
Kec. Jemaja, Kec.

Sialtart Selatan, Kec.
Siantan Utara, Kec.

Palmatak

Kementerian
Kesehatan
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35 Peningkatan sarana dan
prasarana instalasi farmasi

Jumlah peningkatan sarana
dan prasarana instalasi
farmasi yang ditingkatkar

J Paket Kec. Jemaja Kementerian
Kesehatan

36 Pengadaal sarana dan
prasarana Rumah Sakit

Jumlah sarana dan
prasarana rumah sakit yang
tersedia

Paket Kec. Jemaja Kementerian
Kesehatan

Pengadaan sarana dan
prasarana hsik program
Keluarga Berencana

Jumlah sarana dan
prasarana lisik program
Keluarga Berencana yang
tersedia

4 Paket 4 Kec. Jemaja Kementerian
Kesehatan

3a Pengadaan Ambulans Laut Jumlah Ambulans Le.ut
yang tersedia

2 Unit 2 Kec. Jemaja, Kec.
Siantan Selatan

Kementerian
Kesehatan

39 Pengadaa-n Puskesmas Keliling
Laut / Perairan

JumLah Puskesmas Keliling
Laut/ Perairan yang tersedia

6 Unit 6 Kec. Siantan Selatan,
Kec. Siantan Utara,
Kec. Jemaja Timur,
Kec, Jemaja, Kec.

Palmatak, Kec. Jemaja
Barat

Kementerian
Kesehatan
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40 Pengadaan Transportasi
Puskesmas Keliling
(Transportasi Laut)

Jumlah Puskesmas Keliling
(Transportasi Laut) yang
tersedia

1 Paket 1 Kec. Siantan Selatan

Kec. Siantan Utara

Kementerian
Kesehatan

4t Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
terbangun

1 Unit 1 Kementerian
Kesehatan

42 Pengadaaa Puskesmas Keliling
Darat

JumLah Puskesmas Keliling
Darat yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Siartan Utara Kementerian
Kesehatan

43 Pengadaan Puskesmas Keliling
Roda Dua

Jumlah Puskesmas Keliling
Roda Dua yang tersedia

Jurnlah sarana dan
prasarana Puskesmas yang
tersedia

Jumlah sarana dar
prasarana Rumah Sakit
yang tersedia

JumLah alat prasarana yang
tersedia

4

9

Unit 4 Kec. Siantan Utara

Kec. Siantan

Kementerian
Kesehatan

44 Pengadaan sarana dan
prasarana Puskesmas

Paket I Kementerian
Kesehatan

45 Pengadaan sarana dan
prasarana Rumah Sakit

3

1

Paket Kec. Siantan

Kec. Siantal

Kementerian
Kesehatan

46 Penyediaan alat prasarana
{Pusling Perairan)

Unit 1 Kementerian
Kesehatan

47 Revita lisasi berat RSUD Jumlah RSUD yang
direyita.lisasi

2 Paket 2 Kec. PaLnatak, Kec.
Jemaja

Kementerian
Kesehatan
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48 Pembangunan kamar operasi
RSUD

Jumlah kamar operasi
RSUD yarg terbangun

1 Paket 1 Kec. Palmatak Kementerian
Kesehatan

49 Pembangunal dan rehabilitasi
Rumah Sakit (Gedung IGD)

Jumlah Rumah Sal<it yang
direhabilitasi

1 Paket 1 Kec. Palmatak Kementerian
Kesehatan

.50 Pembangunan dan rehabilitasi
Rumah Sakit (Gudang Farmasil

Jumlah Rumah Sakit yang
terbargun

I Paket I Kec, PalmataL Kementerian
Kesehatan

51 Pengadaan kapal Puskesmas
keliling

Tersedianya kapal
Puskesmas keliling

1 Unit 1 Kec. Pulau l,aut Kementerian
Kesehatan

52 Peningkatan peLayanaa
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan

Jumlah peLayanan
kesehat€r dasar yarg
ditingkatkan

5 Paket 5 Kec. Pulau Laut Kementerian
Kesehatan

53 Pembangunan ruang
Puskesmas Sedanau

Jumlah ruang Puskesmas
Sedanau yang terbangun

1 Paket 1 Kec. Bunguran Barat Kementerian
Kesehatan

54 Pembangunan pagar
Puskesmas

Jumlah pagar Puskesmas
yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Subi Kementerian
Kesehatan

55 Penyediaan alat laboratorium
Puskesmas Serasan

Tersedianya alat
laboratorium Puskesmas
Serasar

,l Paket I Kec. Serasan Kementerian
Kesehatan
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56 Pengadaar alat penunjang
pelayanan kebidanan

Tersedianya alat penunjang
pelayanan kebidanan

1 Paket 1 Kec. Serasal Kementeria-n
Kesehatar

57 Pengadaan pompong Puskel
GT.2O

Tersedianya pompong
Puskel GT.20

1 Paket 1 Kec. Serasal Kementerian
Kesehatan

58 Pembartgunan tambah ruang
Puskesmas Tanjung

Jumlah ruang Puskesmas
yang terbangun

1 Paket 1 Kec. Serasan Timur Kementeriar
Kesehatan

59 Pembangunan jaringan
distribusi listrik

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang terbangun

21 Paket 15 3 1 2 Kec. Karimun, Kec.
Buru, Kec. Belat, Kec.

Moro, Kec. Nongsa,
Kec.

Bintan Utara, Kec.
Telok Sebong, Kec.
Jemaja Barat, Kec.

Jemaja, Kec. Siantan
Selatan, Kec. Siantan,

Kec. Palmatak

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PlN

60 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yang
terbansun

Paket 1 1 I Kec. Moro, Kec.
Belakang Padang

Kementerian
Energi dan Sumber
Dava Mineral/PLN
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1 Penlrusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Pulau
Kalimantan

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1 Paket

Jumlah Rancaagan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

5 Paket

1 Prov. Kalimantan
Barat

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertanahan

Nasional

2 Fasilitasi kgislasi Rancangan
Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Jagoi
Babang, Paloh Aruk, Entikong,
Nangabadau, Jasa-Sei Kelik

20

1

20

5 PKSN Jagoi Babang,
PKSN Paloh Aruk,

PKSN Entikong, PKSN
Nanga Badau, PKSN

Jasa

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

XP
2 IIAWAAArI

ITBGARA

1 Kegiatan Bimtek Diversifikasi
Olahan Kayu

JumLah Bimt€k yang
terlaksana

20 IKM Kab. Sanggau Kementerian
Perindustrian

2 Pembangunan Sentra IKM
Tahu Tempe

JumLah Sentra IKM yarg
terbangun

1 Sentra IKM Kab. Sanggau Kementerian
Perindustrian

Kegiatan Bimtek Diversifrkasi
Anyaman Bambu

Jumlah Bimtek yalg
terlaksana

20 IKM Kab. Bengkayan Kementerian
Perindu strian
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4 Revitalisasi Sentra IKM
Anyaman Rotan

Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 Sentia IKM 1 Kab. Bengkayan Kementerian
Perindustrian

5 Pelatihan Pemasaran Onrine
Produk/IKM

Jumlah pelatihan
Pemasaran Onlire
Produk/IKM yang
terlaksana

80 IKM 80 Kab. Sambas Kementerian
Perindustrian

6 Revitalisasi Sentra IKM Tenun Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 SentE IKM I Kab. Sambas Kementerian
Perindustrian

7 Pengembangaa IKM Tenun
Sidan

JumLah Sentra IKM yarrg
terbangun

1 IKM 1 Kab. Kapuas Hulu Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Perindustrian

8 Revitalisasi Sentra IKM Tenun
Ikat

Jumlah Sentra IKM yarrg
direvitalisasi

1 Sentra IKM 1 Kab. Kapuas Hulu

9 Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk unggulan
Desa

JumLah Desa yang
mengembangkan BUMDes

20 BUMDeS 4 4 12 Kab. Sambas, Kab.
Bengkayang, Kab.

Sanggau, Kab. Kapuas
Hulu

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

10 Pembangunan / revitalisasi
sentra IKM

Jumlah sentra IKM yang
dibangun / dtevitalisasi

1 IKM 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perindustrian
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11 Pembangunan industri
kemasan lada kualitas ekspor

Terselesaikannya
pembangunan industri
kemasan lada kualitas
ekspor

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perindustrian

12 Pengembangan industri
pengolahan dan kemasan
komoditas jeruk

Terselesaikannya
pengembangal industri
pengoLahan dan kemasan
komoditas jeruk

I Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perinduskian

Pengembangan industri
pengolahan dan
packoging / kernasan komoditas
beras

Terselesaikannya
pengembangan industri
pengolahan komoditas
beras

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perindustrian

14 Pengembangan industri
pengolahan kelapa di Kawasan
Industri Semparuk (KIS)

Terselesaikannya
pengembangan industri
pengolahan kelapa di KIS

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perindustrian

15 Pembangunan Gudang/ Depo
Non-SRG

Jumlah Gudang SRG yang
dibargun dan ditingkatlan
fasilitasnya

1 Unit 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perdagangan

16 Penyedia jasa logistik sektor
perdagangan yang diberikaa
pembinaan

Jumlah penyedia jasa yang
diberikan pembinaan

It, Kegiatan 2 2 o o , PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perdagangan
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17 Pembangunan/ revitalisasi
pasar rakyat

Terselesaikannya
pembangunan/ revitalisasi
pasar ralqrat

Unit 3 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perdagangan

18 Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan, dan
rawar bencana

Jumlah pasar ralgrat 5zang
direvitalisasi

1 Unit 1 PKSN Jagoi Babang Kementerian
Perdagangan

t9 Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi/kelompok di
daerah tertinggal, perbatasan,
dan pascabencana

Jumlah pasar ralg/at yang
dibangun

1 Unit 1 PKSN Patoh Aruk Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

20 Pengembangan area sentra
industri lada

Luas area kawasan industri
lada yang dikembangkan

s00 Ha 500 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pertanian

2t Pembangunan pusat
pembenihan dan
pengembangan kawasan senEa
produksi tanaman lada

Terselesaikannya
pembangunan pusat
pembenihan dan
pengehbangan kawasan
sentra produksi ta.rraman
lada

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pertanian
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22 Pengembangan kawasan Senka
Produksi Tanaman Jeruk yang
menerapkan Teknologi Buah
Berjenjang Sepanjang Tahun
(BUJANGSETA)

Terselesaikannya
pengembangan kawasan
Sentra Produksi Tanaman
Jeruk yang menerapkan
Teknolosi BUJANGSRIA

1.000 Ha 1.000 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pertanian

23 Pengembangan budi daya Padi
Rawa dan Padi Inbrida.

Terselesaikannya
pengembangan budi daya
Padi Rawa dan Padi Inbrida

1 Paket I PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pertanian

24 Pengembangan kawasan sentra
produksi tanarnan padi untuk
menghasilkan Beras Premium
(Bantuan Benih Padi Hibrida)

Terselesaikannya
pengembangan kawasan
se4tra produksi tanaman
padi untuk menghasilkan
Beras Premium
Terselesaikannya
pengembangan kawasan
sentra produksi tanaman
padi untuk menghasilkal
Beras Premium

10.800 Ha 10.800

300

PKSN Paloh Amk Kementerian
Pertanian

25 Pengembangan kawasan sentra
produksi tanaman padi untuk
menghasilkan Beras Premium
(Pengembangan Budi daya Padi
Kaya Gizi)

300 Ha

26 Pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Kelapa

Terselesaikannya
pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Kelapa

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pertanian
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27 Pembangunan Gudang Non-
SRG berpendingin Co.ttrolled.
Atntosphere Stor og e (C ASI

Jumlah Gudang Non-SRG
yang terbangun

1 Unit I PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perdagangan

2A Pembangunan /revitalisasi
pasar ralg/at

Jumlah pasar ralryat yang
dibangun / direvitalisasi

3 Unit PKSN Paloh Aruk
(Pasar Temajuk, Pasar

Sejangkung, Pasar
Galing)

Kementerian
Perdagangan

29 Kawasan salruran dan tanaman
obat di wiLayah perbatasan

Luas kawasan salruran dan
tanarnan obat di wilayah
perbatasan yang
ditingkatkan produksinya

85 Ha t7 t7 l7 t7 L7 PKSN Jagoi Babang Kementerian
Pertanian

30 Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk unggulan
desa

Jumlah desa yang
mengembangkan BUMDes

JumJah desa yalg
menerapkan dan
mengembangkan Desa

8 Desa )

1

3 3

1

PKSN Jagoi Babang,
PKSN Paloh Arrk

PKSN Jagoi Babang

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dal Transmigrasi

31 Pengembangan Desa Digitel
(P3PD)

3 Desa 1 Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertingga.l,
dan Ttansmigrasi

SK No 076869 C



PRES IDEN
PUBLIK INOONESIA

-191-

ro. trddrrrJii I\-T'TTTT'II voL. FrSt
t{if.rJrtrJ

rral5rFlt

IITSTAITSI
PELAXSA.ITA

(XEIIEITTERIAIT/
ffdfT:TIdIfl?WD 2o2L 2III], ,I.'rFI TWtl

1 c 3 4 5 6 I 9 10 12 13

Pengadaan mesin pengolah
tepung tapioka di Desa
Mungguk Gelombang

Jumlah mesin pengolah
tepung tapioka yang
tersedia

1 Unit 1 Kec. Ketungau Tengah Kementerian
Perindustrial

Pengadaan mesin pengolah
tepung tapioka di Desa
Swadaya

Jumlah mesin pengolah
tepung tapioka yang
tersedia

I Unit 1 Kec, Ketungau Tengah Kementerian
Perindustrian

34 Pengadaan mesin pengolah
tepung lada di 10 desa

Jumlah mesin pengolah
tepung lada yang tersedia

10 Unit 10 Kec. Ketungau Tengah Kementerian
Perindustrian

35 Pembangunan/ revitalisasi
pasar rakyat

Jumlah pasar rakyat yang c Unit
di direvitalisasi

a Kec. Ketungau Hulu, Kementerial
Kec.

36 Penyediaan Sarana Metrologi
I€gal Kab/Kota

Jumlah peralatan
pengawasan untuk SPBU
dan pasar

1 Paket 1 Kec. Ketungau Hulu Kementerian
Perdagarlgan

37 Pembangunan Gudang Non-
SRG

Jumlah Gudang Non-SRG
yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Ketungau Tengah Kementerian
Perdaganqan

XP
3

PEITGEMBAI{GAJT
INFRASTRUKTUR
KOTEKTIVITAS
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1 Kawasan transmigrasi prioritas
yang sarana dan prasarana nya
dikembanskan dan fungsional

Berkembang dan
berfun gsinya prasaraaa,
sarana, da-Ir utilitas
Kawasan transmigrasi
prioritas

c Kawasan 2 Kab. Sambas Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigasi

2 Kawasan Tra-nsmigrasi Prioritas
yang dikembangkan
ekonominya

Berkembangnya ekonomi
Kawasan Transmigrasi
Prioritas

2 Kawasan 2 Kab. Sambas Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

3 Pembaagunan Terminal
Temajuk

Jumlah terminal yalg
terbangun

1 Unit 1 Kec- Paloh Kementerian
Perhu

Kec. Jagoi Babang Kementerian
Perhu

4 Pembangunan Terminal Jagoi
Babang

Jumlah terminal yang
terbangun

1 Unit 1

Pembangunan Jal,an Aruk-
Batas Kec. Siding/Seluas

Panjang ruas jalan yang
dibangun

12 Km t2 Kab. Sambas Kementerian
Pekefaan Umum
dan Perumahan

Ralwat
6 Pembangunan Jalan Temajuk

Aruk
Panjang ruas jalan yang
dibangun

), Km 22 Kab. Sambas Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
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7 Pembangunan Jalan Batas Kec.
Siding Seluas - Batas Kec.
Sekayam/Entikong (Total
40,5 Km)

Panjang jalan yang
dibangun

22,53 Km 22,s3 Kab. Sanggau Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

t
8 Pembangunan Jalan Batas

Kapuas Hulu/ Sintang Naga
Badau

Panjang ruas jalar yang
dibangun

L4,4 Km 14,4

5.0

Kab. Sintang Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahan

t
9 Pembangunan Jalan Akses

Pelabuhan Sintete
Panjang ruas jalan yang
dibangun

5,0 Km Kab. Sambas Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

t
10 Pembangunan Terminal Aruk Jumlah terminal

antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan

1 Lokasi 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perhubungan

11 Pembangunan Terminal
Temajuk

Jumlah terminal
antarnegara yang
diban$rn /ditingkatkan

1 Unit 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perhubungan

10 Pengembangan terminal barang
dan penumpang PLBN Aruk

Terselesaikannya
pengembangan terminal
baraag dan penumparng

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perhubungan

SK No 076872 C



PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA

-t94-

tto. PROVI ST/
XTGIATAIT

voL. AAT. IDt,[,Jt
IITSTAITSI

PEUrrSAITA
(KEMEITTERIAN/

LE BAGAI
2020 2o.2L 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

13 Penyediaan al<sesibilitas
telekomunikasi dan informasi
(Bakti Intemet)

Jumlah titik Bakti Internet
yang dibangun

1 Lokasi 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Komunikasi dan

lnformatika
l4 Peningkatan kapasitas jaringan

telekomunikasi (seluler dan
internet)

Terselesaikannya
peningkatan kapasitas
jaringan telekomunikasi

1 Paket 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Komunikasi dan

lnformatika
15 Penyediaan aksesibilitas

telekomunikasi dan informasi
(Bakti Sinyal/rastmil4

JumLah lokasi BTS/WIFI di
wilayah pelayanan universal
telekomunikasi dan
inforrnatika

1 Unit 1 PKSN Jagoi Babang Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

16 Peningkatan jalan perbatasan
Desa Temajuk, Kecamatan
Paloh

Terselesaikannya
peningkatan jalan
perbatasan

2,16 Km 2,t6 PKSN Paloh Aruk Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

t7 Jalan perbatasan Kalimantan
Barat

Panjang ruas jalan yang
dibangun

12 Km 12 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahal

Rakyat
18 Pembangunan jalar sejajar

perbatasan di Kalirnantan
Barat:

Panjang ruas jalan yang
terbangun

174 Km 98 76 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pekerjaan Umum
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a. Temajuk-Aruk-Nanga
Badau;

b, Nanga Era-Batas
Kalimantan Timur

dan Perumahan
Rakyat

19 Pemba.ngunan Jalan Nasional
di Kabupa.ten Sambas,
Kalimantan Barat:
a. Ruas Merbau-Temajuk;
b. Ruas Tebas-Jembatan

Sambas Besar; dan
c. Jembatan Sambas Besar-

Merbau

Panjang ruas jalan yang
terbangun

1 Paket

Krn

Lokasi

1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

20 Peningkatan jalan Teluk Atong,
Desa Temajuk, Kecamatan
Paloh

Panjang ruas jalan yang
ditingkatkan

4,8 4,4 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
21 Penyediaan titik lokasi dan

pembangunan BTS
Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususn5ra
di kelautan dan daerah
pesisir

62 62 PKSN Jagoi Babang,
PKSN Nanga Badau,

PKSN Paloh-Aruk
(Kec.Patoh), Kec.
Siding, Ketungau
Hulu. Ketunsau

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK I'lc 076874 C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Tengah, Puring
Kencana, Batang

Lupar, Embaloh Hulu,
Putussibau Utara,

Putussibau Selatan
oc Pengembangan Bandar Udara

Pangsuma
Jumlah bandar udara yang 1

dikem
Paket 1 Kec. Putussibau

Sel,atan
Kementerian
Perhubungal

23 Pembangunan jalan desa
sfategis pada ruas jalan
Kapot-Batu Ampar

Panjang ruas jalan desa
strategis yang dibangun

1,88 Km 1,88 Kec. Sidsing Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertingga-l,
dan Transmigrasi

24 Pengadaan sarana transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

3 Unit Kec. Jagoi Babang,
Kec. Batang Lupar,

Kec. Entikong

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Pengadaan sarana transportasi
perairan dibawah 20 GT
dan/atau maksimal
kapasitas 25 penumpang

JumLah sarana transportasi
perairan yarg tersedia

1 Unit 1 Kec. Ketungau Tengah Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Trart smigrasi

SK No 076875 C
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26 Peningkatan jalan desa
strategis pada ruas jalan
Nanga Awin-Kirin Nangka

Jumlah jalan desa strategis
yang ditingkatkan

9,47 Km o 4'7 Kec. Putussibau Utara Kementerian Desa,
Pembangunal

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

27 Pembangunan jalan desa
strategis pada ruas jalan
Jl. Dusun Sei Dungun

Jumlah jalan desa strategis
yang dibangun

I Km I Kec. Paloh Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

2a Peningkatan jalan desa
strategis pada ruas jalan
Sungai Tekam-Perimpah

Jumlah jalan desa strategis
yang ditingkatkan

1,50 Km 1,50 Kec. Sekavam Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan

29 Penggartian jembatar dan
renovasi jembatan gantung
(bentang maksimal 120 m)

Jumlah jembatan yang
diganti dan direnovasi

t20 m 120 Kec. Ketungau Tengah Kementerian Desa,
Pembalgunan

Daerai Tertinggal,
dan Transmigrasi

30 Pengadaan sarana trarsportasi
darat

Tersedianya saraaa
transportasi darat

1 Unit I Kec. Putussibau Utara Kementerian Desa,
Pembalgunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

SK No 076876 C
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XP
4

PEITGEMBANGA.IT
INFRASTRI'XTUR SOSIAL
DASAR

1 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

JumLal kantor desa yang
direhabilitasi

5 Unit 1 2 2 Prov. Kalimantan
Barat

Kementerian
Dalam Negeri

.) Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

on Paket 4 4 4 4 4 Kab. Sambas,
Bengkayang, Kab.

Sanggau, Kab. Kapuas
Hulu

Kementerian
Dalam Negeri

3 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuar
sosiaI pemerintah

IOO o/" 100 100 100 100 100 Kab. Sambas,
Bengkayang, Kab.

Sanggau, Kab,
Sintang, Kab. Kapuas

Hulu

Kementerian Sosial

4 Pembangunan IPAL Sl€la
Permukiman minimal 25 KK-
Tematik Penanggulangan
Kemiskinan

Jumlah IPAL Skala
Permukiman yang
terbangun

I Unit 1 PKSN Jagoi Babarg Kementeria[
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 076877 C
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1 , 3 4 5 6 7 a 9 10 12 13

.5 Pengembangan jaringan
distribusi listrik di Kawasaa
Perbatasar Aruk

Terselesaikannya
pengembangan jaringan
distribusi listrik

2 Patet 2 PKSN Paloh ArLk Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
6 Pembangunan SPAM Terselesaikannya

pembangunan SPAM
2 Paket 1 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

7 Jaringan air baku yang
dibangun/ ditingkatkan

Total debit aiI baku yang
dihasilkan

0,19 m3/det 0,19 PKSN Jagoi Babang Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

8 Pembangunan SPBU di Aruk Terselesaikannya
pembangunan SPBU di
Aruk

1 Unit 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

9 Pembangunan Pasar Tipe C Jumlah Pasar Tipe C yang
dibangun dan ditingkatkan
fasilitasnya

1 Unit 1 PKSN Paloh Aruk Kementerian
Perdagangan

SK No 076878 C
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1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 12 13

10 Peningkatan titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ ditin gkatkan

10

5

Penyalur 2 2 4

4

PKSN Jagoi Babang Kementerian
Energi dal Sumber

Daya Mineral

11 Pembangunan balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah balai pertemual
umum kecamatan yang
dibangun

Unit 1 PKSN Paloh Aruk,
Kec. Entikong, Kec.

Ketungau Hulu, Kec.
Puring Kencana, Kec.

Putussibau Utara

Kementerian
Dalam Negeri

t2 Pembangunan kantor
desa/kelurahan

Jumlah kantor desa/
kelurahan yalg dibangun

4 Unit 1 1 PKSN Paloh Aruk,
Kec. Entikong, Kec.

Ketungau Hulu

Kementerian
DaLam Negeri

13 Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan (sarana prasarana
dan alat kesehatan)

Jumlah pelayanan
kesehatan dasar yang
ditingkatkan

3 Paket Kec. Badau Kementerian
Kesehatan

14 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yang

3 Unit 2 1 PKSN Jagoi Babang
(Kec. Jagoi Babang),

Kec. Ketungau Tengah

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/ PLN

SK No 076E79 C
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15 Pembangunan Jaringan
Distribusi Listrik

Pembangunan Rumah Sakit
Rujukan

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang terbangun

Jumlah rumah sakit
rujukan yang terbangun

Jumlah puskesmas yang
mendapatkan bantuan
operasional kesehatan

26 Paket 1 7 11

1 Paket 1

2 Unit 2

2 Bimtek 2

5 2 PKSN Jagoi Babang
(IGc. Jagoi Babang),

Kec. Siding, Kec.
Ketungau Hulu, Kec.
Batang Lupar, Kec.
Embaloh Hulu, Kec.

Putussibau Utara, Kec.
Ketungau Tengah, Kec.

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

Hulu
Kec. Entikong Kementerian

Kesehatan
16

17 Puskesmas yang mendapatkan
bantuan operasional kesehatan

Kec. Entikong, Kec.
Sekayam

Kementerian
Kesehatan

18 Bimtek pencegahan dan
pengendalian penyakit

Jumlah bimtek pencegahan
dan pengendalian penyakit
yang terbangun

Kec. Entikong, Kec.
Sekayam

Kementerian
Kesehatsn

19 Penyelenggaraan bimtek
penanggulangan stunting
secara terpadu di Kawasan
Perbatasarr

JumLah bimtek stunfing
secara terpadu di Kawasan
Perbatasan yang
ditanggulangi

2 Birntek 2 Kec. Entikong,
Sekayam

Kementerian
Kesehatan

SK No 076880 C
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20 Penyelenggaraar bimtek
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat

Jumlah bimtek yang
menyelenggarakan Gerakal
Masyarakat Hidup Sehat

2 Bimtek 2

aa

Kec. Entikong,
Sekayam

Kementerian
Kesehatan

2l Peningkatan kualitas rumah
secara swadaya

Jumlah rumah swadaya
yang ditingkatkan

88 Unit Kec. Sekayam Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

aa Pengembangan jaringan
distribusi dan sambungan
rumah

Jumlah jaringan distribusi
dan sambungan rumah
yang dikembangkan

50 SR 50 Kec. Batang Lupar Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaLryat

Pengembangan perumahan Jumlah perumahan yang
dikembangkan

175 Unit 175 Kec. Embaloh Hulu Kementerian
Pekerjaarr Umum
dan Perumahan

Rakyat

VI PROVITSI KALIMAI{TAIT
TIMUR

SK No C-5881 C
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1 Penlrusunan Materi Teknis
Peninjaual Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Pulau
Kalimantan

Jumlah Materi Teknis
Peninjauan Kembali
Kawasan Strategis Nasional

1 Paket 1 Prov. Kalimantan
Timur

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
PertanahaII

Nasional
, Pen]rusunan Materi Teknis

Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Utara

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

I Paket 1 Prov. Kalimantan
Timur

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

3 Penl,'u sunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Long Apari

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

1 Paket 1 PKSN Iang Apari Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertanahan

Nasional

SK No 076882 C
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4 Fasilitasi legislasi Rancangan

Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negaja Long
Pahangai

Jumlah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

PEITGEMBAITGAIT F(yrEItSI
XAWASA.II PERBATASAIY
ITEGARA

1 Paket 1 PKSN Long Pahangai Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertarahan

Nasional
XF
2

1 Bimtek pengoLahan bahar
makanan berbasis lokat bagi
wirausaha baru

Jumlah bimtek pengolahan
bahan makanan berbasis
lokal bagi wirausaha baru
vang terlaksana

20 IKM 20 Kab. Mahakam Ulu Kementerian
Perindustrian

2 Program penyelen ggaraat /
revitalisasi pasar ralgrat

Jumlah pasar ralgrat yang
dibangun/direvitalisasi

1 Unit 1 Kec. Maratua Kementerian
Perdagangan

XP
3

PENGE BAI| GIIIY
IItERAATRUTTT'R
KOIfEIffIVITAS

1 Pembangunan Jalan Long
Bagun-Tering

Panjang ruas jalan yang
dibangun

36,52 Krn 7 ,32 4,2 7 7 7 Kab. Mahakam Ulu Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

SK No 076883 C
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2 Pengembangan Bandar Udara
Maiatua

Jumlah bandar udara yang
dikembangkan

1 Paket 1 Kec. Maratrla Kementerian
Perhubungan

3 Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis pada ruas
jalan Long PahargaiDatah
Suling

Panjang jaLan desa strategis
yang terbangun

0,514 Krn o,514 Kec. Irng Pahangai Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dal Transmigrasi

4 Pembangunan dan peningkatan
Jalan Desa strategis pada ruas
jalan Jl. Tanjung Bahaba-Tugu
Merah

Panjang jalar desa strategis
yang terbangun

1 Km 1 Kec. Irng Pahalgai Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Pembangunan dermaga ral<Jrat
(sungai/danau) untuk orang
dan barang

Jumlah derEaga rakyat
(sungai/danau) yarg
terbangun

1 Unit 1 Kec. Long Pahangai Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

6 Pengadaa-n sarana transportasi
darat

Jumlah sarala transportasi
darat yang tersedia

1 Unit 1 Kec, Maratua Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

SK No 076884 C
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1 2 3 4 6 7 8 9 10

7 Penyediaan titik lokasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

t6 Lokasi 16 Kec. l,ong Pahangai,
Kec. Maratua, Kec.

Long Apari

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

a Pembangunan Jalan Tiong
Ohang-long Apari

Panjang jalan yang
dibangun

Km 6 8 9,7 Kec. Long Apari Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rskyat
9 Pembangunan Jalan Batas

Kalbar-Tiong Ohang
Panjang jalan yang
dibangun

20 Km 2 5 5 5 Kec. Long Apari Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
10 Pembangunan Jalaa Tiong

Ohang Long Pahangai
Panjarg jalan yang
dibangun

24,64 Km 13,64 6,0 3,0 3,O 3,0 Kec. Long Apari Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ratryat
11 Pembangunan Jalan long

Pahalgai-Long Boh
Panjang jalan yang
dibangun

2t,5 Km 4,5 5,O 3,0 4,5 4,5 Kec. Long Apari Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 076885 C
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KP
4 INFRASTRUKTUR SOSIAL

DASAR

1 Rehabilitasi bangunar kantor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

5 Unit I 2 2 Prov. Kalimaltan
Timur

Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Bantuan Sosial Pemerintah

Pelayanal administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

10

100

Paket 2 2 2 2 2 Kab. Mahakam Ulu,
Kab. Berau

Kementerian
Dalam Negeri

3 o/" 100 100 100 100 100 Kab. Mahakam Ulu,
Kab. Berau

Kementerian Sosial

4 Pembangunan jaringan
distribusi listrik

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang terbangun

7 Peket 3 1 3 PKSN Long Pahangai,
Kec. Maratua

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

Sl( Nc 076886 C
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vII PROVIITSI I'ALIMAIITAIT
UTARA

KP
1

PENATIIAI{ RUA.ITG XAWAAAIT
PERBATASAIT ITEGARA

Paket I1 Penlrusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Pulau
Kalimantan

Jumlah Materi Teknis
Peninjauan Kawasan
Strategis Nasional

1

I

Prov. Kalimantan
Utara

Kementeriar
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
Prov. Kalimantan

Utara
Kementerian

Agraria dan Tata
Ruang/Badan

Pertanahan
Nasional

2 Penl.usunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Kalimaltan
Timur, dan Kalimantan Utara

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

Paket 1

Penlrusunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Tarakan

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

1 Paket 1 PKSN Tarakan Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertanahan

Nasional

SK No 076887 C
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4 Fasilitasi Legislasi Rancangan
Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Nunukal,
Sei Pancang, Long Nawang,
Long Midang, Tou Lumbis-
Labang, Sei Manggaris

Jumlah Rarcangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

6 Paket 2 3 1 PKSN Nunukan, PKSN
t ong Nawang, PKSN
Long Midang, PKSN

Tou Lumbis, PKSN Sei
Manggaris, Kec.

Sebatik Timur, Kec.
Sebatik Utara

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertarahan

Nasional

XP
2 KAWASAIT

ITEGARA
1 Bimtek 20 Wirausaha Baru

IKM pengelasan dan sertifikasi
kompetensi SKKNI

Jumlah bimtek yang
terlaksana

20 IKM 20 Kab. Nunukan Kementerian
Perindustrian

Kab. Nunukan Kementerian
Perindustrian

2 Revitalisasi Sentra IKM Garam Jumlah sentra IKM 5rang
direvitalisasi

1 Sentra IKM 1

3 Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk unggutran
Desa

Jumlalr desa yang
mengembangkan BUMDes

10 BUMDeS 3 5 2 Kab. Malinau, Kab.
Nunukan

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

SK No 076888 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA
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NO.
PROVI SI/
KEGIATAIT

IITDII(ATOR voL. AAT.
a*f/Jrrl TARGET

if.If$:fl
I]ISTAIISI

PEUTKAAI{A
(XEIIEITTERIAIT/

LEUBAGAITXVfl 2o21 FWN ,WA ,wzl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

4 Pembangunan gedung/ Depo
Non-SRG

Jumlah gedung/Depo
Non-SRG yang terbangun

1 Unit 1 PKSN Nunukar Kementerian
Perdagangan

5 Penyediaan Jasa l,ogistik
sektor perdagangan

Jumlah penyedia jasa yang
diberikan pembinaan

Luas kawasan sayuran dan
tanaman obat di wilayah
perbatasan yang
ditinekatkan produksinya

10 Paket

48

10 PKSN Nunukan Kementerian
Perdagangan

6 Kawasan salruran dan tanarnan
obat di wilayah perbatasan

240 Ha 48 48 4A 48 PKSN Irng Nawang,
PKSN Long Midang,
PKSN Tou Lumbis

Kementerian
Pertanian

7 Pengembangan Aplikasi
Inforrnatika UMKII, Go Online

Jumlah user al<tif selling
UMKM

250 User 250 PKSN Nunukan Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

8 Pengembangan Aplikasi
Informatika NeLayan Go Onlitrc

Jumlah user aktif nelayan
yang mendaftar

250 User 250 PKSN Nunukan Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

9 Pengembangan Aplikasi
Informatika Petani Go Onlbe

Jumlah user aktif petani
yang mendaftar

250 User 250 PKSN Nunukan Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 076889 C
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PROVITSI/
IIEGIATAIT
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?riy\d 2o2t ,IiYD ,x.ya ,wtl

1 2 3 4 6 7 a 9 10 10 13

lo BUMDes yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

Jumlah desa yang
mengembangkan BUMDes

39 Desa 39 PKSN l,ong Nawarg,
PKSN Long Midang,
PKSN Tou Lumbis,

PKSN Nunukarr

Kementerian Desa,
Pembangunal

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

11 Pengembangan Desa Digital
(P3PD)

JumLah desa yang
menerapkan dan
mengembangkan Desa
Dlgltal

24 Desa

Pengadaan kapa.t perikanan
tangkap

9 Paket

Pengadaan sarana dan
prasarana perikanan

43 Unit

Alat Bantu Penangkapan
lkal] (Cool Bol

100 Unit

Tersedianya keramba jaring
apung

2 Pal<et

6 6 6

9

43

6 PKSN Long Nawang,
PKSN Long Midarg,
PKSN Tou Lumbis

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

t2 Pengadaan kapal perikanan
tangkap

PKSN Nunukan (Kec.
Nunukan Selatan)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

13 Pengadaal sarana dan
prasarana perikanan tangkap

PKSN Nunukan (Kec.
Nunukan SeLatan)

l4 Alat Bantu Penalgkapan Ikan
lcool Boi

100 PKSN Nunukan (Kec.
Nunukan SeLatar)

15 Pengadaan keramba jaring
apung

2 PKSN Nunukan (Kec.
Nunukar SeLatan)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 076890 C
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REPUBLIK INDONESIA
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NO.
PROVIIISI/
KEGIATAJT

nTrTrgr.R voL. hrri
grirr7J,!i mrryi

r-f.tar;Fn

INSTAITSI

(XEMEITTERIAII/
LEMBAGAI

,rym 2021 ,IVD qaYa 2(J24

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 12 13
16 Penyediaan bibit unggul Penyediaal bibit unggul 1 Paket 1 PKSN Nunukan (Kec.

Nunukan Selatan)
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
17 Pengadaan sarana dan

prasarana pemberdayzurn
usaha skala kecil masyarakat
kelautan dan perikana-n
pembudi daya ikan

Tersedianya sarana dan
prasarana pemberdayaan
usaha skala kecil
masyarakat kelautan dan
perikanan pembudi da5ra
ikan

3 Paket

Jumlah sarana dan
prasarana budi daJra yang

1 Peket

JrulJ)lah CoM Storage yang
tersedia

1 Unit

Meningkatnya kompetensi
SDM pariwisata

7 Paket

PKSN Nunuk€r (Kec.
Nunukan Selatan)

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

1a Peningkatan atau penyediaan
sarana dan prasarana budi
daya (Mathe

I

6

1 PKSN Nunukar (Kec.
Nunukan Selatan)

PKSN Nunukan (Kec.
Sebatik Utara)

PKSN Nunukan (Kec.
Nunukan, Kec.

Sebatik Utara), Kec.
Kayan Selatan, Kec.
Krayan, Kec. Sebatik
Barat, Kec. Sebatik

, Kec. Sebatik

Kementerian
KeLautan dar

Perikanan
19 Pengadaan CoM S:torqge

20 Bimtek pengembangan
pariwisata

K€menterian
Kelautan dan

Perikanan
Kementerian

Pariwisata dan
Ekonomi

Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

1

SK No 076891 C
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NO
PROVITaI/
XEGIATA.II

IITDIXAIIOR vol,. SAT.
CA.PAIAIf TARGET

LOXAAI

IITATAIIAI
PELATSATA

UIEIE TERIAIT/
LEUBAGA}20.20 20.21 2022 20.23 2l)24

1 2 4 6 7 a 9 10 12 13

21 Pembangunan pabrik
pengolahan (Miniplantl
pengolahan rumput laut
menjadi agar-agar dan
karagenan

Jumlah pabrik pengolahan
rumput laut yang
terbangun

o Kelompok c Kec. Sebatik Tengah Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

c, Pengembangan SKPT
(pengolahan lanjutan)

Jumlah SKPT (pengolahan
lanjutan) yang
dikembangkan

1 Unit 1 Kec. Sebatik Timur Kementerisn
Kelautan dan

Perikanan

23 Pembangunan / peningkatan
sararna prasarana potensi
wisata (hutan alam darat,
mangrove dan pantai)

Jumlah sarana prasarana
potensi wisata yang
terbangun / ditingkatkan

o Paket 2 Kec. Sebatik Kementerian
KeLautar darr

Perikanan

24 Alat talgkap dan alat bantu
penangkapan untuk kapal
berukuran <3 GT

Jumlah alat tangkap dan
alat bantu penargkapan
yang tersedia

I Paket 1 Kec. Sebatik Kementerian
Kel,autan dalr

Perikanan

KP
3

PEITGEUBAITGAIT
ITFRASTRI'XTUR
KOITEKTIVTTAS

SK No 076892 C
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IIo.
PROVT ST/

XEGIATAIT
II{DIKATOR voL. SAT.

CAPAIAIT TARGET
LOKASI

IIT$TATSI
PELIIIGAltA

(KEMEITTERIA /
LEMBAGAI2o2.J 2o21 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis pada ruas
jalan Simp. Kanan II Jl.
Panamas menuju kantor
Kelurahan Mansapa

Panjang ruas jalan yang
terbangun

I,4L Km 1 ,41 PKSN Nunukan (Kec
Nunukan Selatan)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

2 Pembalgunal dan peningkatan
Jalan Desa strategis pada ruas
jalan Simp. Kanan I Jl. Ujang
Dewa menuju Membunut
Dalam

Panjang ruas jalan yang
terbangun

o,a7 Km o,a7 PKSN Nunukan (Kec.
Nunukan Selatan)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

3 Penyediaan titik lokasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

t52 Lokasi 152 PKSN Long Nawalg
(Kec. Kayan Hulu),
PKSN Long Midang
(Kec. rilayan), PKSN
Tau Lumbis (Lumbis

Ogong), Kec.
Pujungan, Kec. Kayan

Hilir, Kec. Kayan
Selatan, Kec. Krayan

Selatan, Kec.
Seimalggaris, Kec.

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK Nc 076893 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2L5-

Ito. PROVI SI/
KEICIATAIT

II{DIXATOR voL. SAT.
CAFAIAIT TARGEf,

II)XAAI
[caTArSI

PELIIIISA.ITA
II'E EITTERIAIT/

LEMBAGA}
2020 20.21 2022 20.23 2024

1 2 3 4 6 7 a 9 10 12 13

Tulin Onsoi, Kec.
Krayan Tengah, Kec.

Krayan Barat

4 Peningkatan / Pemantapan
Bandar Udara Long Apung

Jumlah bandar udara 5rang
ditingkatkan

I Paket 1 1 Kec. Krayan Setatan Kementerian
Perhubungan

5 Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis pada ruas
jalan menuju Rumah Sakit
Pratarna tpng Apung

Panjang ruas jalan yang
terbangun

1,t2 Km L,L2 Kec. Kayan Selata-n Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dal Tlansmigrasi

6 Pengadaan sarala transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Kayan Hulu Kementerian Desa,
Pembalgunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

7 Pembangunan dermaga rakjaat
(sungai/danau) untuk orang
dan barang

Jumlah dermaga ra.l$/at
(sungai/danau) untuk
orang dan barang yang
dibangun

1 Unit 1 K€c. Pujungan Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Ttaasmigrasi

SK No C76894 C



PRES IDEN
EEPUBLIK INDONESIA

-2L6-

\-I'I PROVT ST/
XEGIATAIT

iii,tTi.JFra voL. litlJi
i l-fJrr,t rr;Iirfft

iFJ','ST
IITSTA.ITSI

PEX,IIXSAITA
(XEUEITTERIAIT/

LEIIBAGA}
,WM 2o2L ,$yn ,wa ,wtl

1 2 3 4 6 7 8 9 10

I Penggartian dan renovasi
jembatan gantung

Jumla1 jembatan gantung
yang diganti dan direnovasi
(bentang maksimal 120 M)

120 M 1 Kec. Lumbis Ogong Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

XP
4 INTRASTRI'KTI'R SOSIAL

DAAAR

1 Rehabilitasi bargunar kantor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

4 Unit I I 2 Prov. Kaltara Kementerian
Dalam Negeri

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelaya-nan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

10 Paket 2 2 2 2 2 Kab. Malinau, Kab.
Nunukan

Kementerian
Dalam Negeri

3 Bantlran Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkar bantuan
sosial pemerintah

100 to0 100 100 100 100 Kab. Malinau, Kab.
Nunukan

Kementerian Sosial

SK No 076895 C
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ro. PROVTTST/

XEGIATAIY
NT'T'IT{'Ii voL. SAT.

CAPAIAIT TARGET
if.TaTFn

IITSTA.ITSI
PELIIIGAIIA

(XEMEITTERIA /
LEMBAGAI

,l.l,]l1 ,\.Ytl ,M ,wa ,ltyzt

1 2 3 4 6 7 a 9 10 12 1a

4 Satuan pemukimar yang
dibangun dart fungsional di
kawasan transmigrasi prioritas

Terbangun dan
berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi
di kawasan transmigrasi
prioritas

1 Kawasan 1 1 1 Kab. Nunukan

1 1 Kab. Nunukan

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Kawasan transmigrasi prioritas
yang sarala dan prasarana nya
dikembangkan dan fungsional

Berkembang dan
berfungsinya prasarana,
sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi
prioritas

1 Kawasan 1 1 Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigasi

6 Kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan
ekonominya

Berkembangnya ekonomi
kawasan transmigrasi
prioritas

1 Kawasan 1 1 1 Kab. Nunukan Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

7 Pembangunan balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah balai pertemuan
umum kecamatan yang
dibangun

4 Unit 2 2 PKSN Nunukan (Kec.
Sebatik Utara), Kec.
Tulin Onsoi, Kec.

Sebatik Tengah, Kec.
Sebatik Timur

Kementerian
Dalam Negeri

SK No 076896 C
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NO.
PROVTTAT/

XEGIATAIT
IITDIXATOR voL. SAT.

CA.PAIAIT TARGET
II)XASI

IITSTAI{SI
PEX,AKAAXA

(KEMEITTERIA /
LEUBAGAI2020 2o2L 2022 2023 2024

1 4 6 7 8 9 12

8 Renovasi Gedung Puskesmas
Data Dian dan Long Nawang

Jumlah gedung puskesmas
yang direnovasi

2 Unit c PKSN Irng Nawang
(Kec.Kayan Hulu),
Kec. Kayan Hilir

Kementerian
Kesehatan

9 Pengadaal sarana dan
prasarana puskesmas perairan

Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
perairan

., Paket 2 PKSN Tou Lumbis
(Kec. Lumbis Ogong).

Kementerian
Kesehatan

10 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas keliling

Tersedianya sarana dan
prasarana puskesmas
keliling

1 Paket 1 PKSN Tou Lumbis
(Kec. Lumbis Ogong)

Kementerian
Kesehatan

11 Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan, dan
rawan bencana

Jumlah pasar rakjrat yang
direvitalisasi

Unit I o PKSN Long Nawang,
PKSN Long Midang,
PKSN Tou Lumbis

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

12 Peningkatan titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur BBM yang
difasilitasi/ ditin gkatkan

4l Penyalur 8 8 8 17 PKSN Long Midang,
PKSN Long Nawang,

PKSN Nunukan, PKSN
Tou Lumbis, Kec.

Kayan Hilir

Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

SK No 076897 C
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ilr. PROIIII{SI/
XEGIATAIT

illfrriruETa vol,, L'fiI
,IiFIN ,MI

tIfrffi IXSTAI|SI
PEX,/IKsAI5A

lIrEuElrTERrAlr/
LEUBAGAI

,M) wrFt ,wtl
1 2 3 4 6 7 a 9 10 12 13

Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan (sarana-prasara-na
dan alat kesehatan)

Pelayanan kesehatan dasar
di Kawasan Perbatasan
yang ditingkatkarr

4 Paket 4 PKSN Nunukan
(Kec.Sebatik Utara),
Kec. Sebatik Tim.ur

Kementerian
Kesehatart

14 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

I Unit I Kec. Krayar Selatan Kementerian
Dalam Negeri

15 Pembangunan gedung
Puskesmas Long Pujungan

JumLah gedung puskesmas
yaIlg terbangun

1 Unit 1 Kec. Pujungan Kementerian
Kesehatsn

16 Penvediaan IPAL Puskesmas

Penyediaan IPAL RS Platama
l,ong Apung

Tersedianya IPAL
Puskesmas

3 Paket 3 Kec. Pujungar, Kec,
Kayan Hilir, Kec.

Bahau Hulu

Kementerian
Kesehatsn

t7 Tersedianya IPAL RS
Pratama Long Apung

1 Paket 1 Kec. Kayan Selatan Kementerian
Kesehatan

1a Pembangunan Puskesmas [,ong
Ampung

JumLah puskesmas yang
dibargun

1 Unit 1 Kec. Ka5ran Selatan Kementerian
Kesehatan

Kec. Kravan Selatan Kementerian
Kesehatan

19 Pengadaan alat kesehatan RS
Pratama Long Ampung dan RS
Pratarna

Jumlah alat kesehatan
rumah sakit yang tersedia

2 Paket 1

6

1

20 Penyediaal solat cell
Puskesmas

Tersedianya sorar oell
Puskesmas

6 Unit Kec. Kayan Selatan Kementerian
Kesehatan

SK No 076898 C
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NO.
PROVITST/
XEGIATAIT

IITDIKATOR voL. AAT.
CAPAIAIT TARGET

I,OKAAI

INSTAITSI
PELIII(8A.ITA
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LEMBAGAI

20.20 2o.21 2022 20.23 2024

1 2 3 4 6 7 I 9 10 12 13

2t Penyediaan Pengolahan limbah
padat Puskesmas

Tersedianya Pengolahan
limbah padat Puskesmas

6 Unit 6 Kec. Kayan SeLatal Kementerian
Kesehatan

,a Kalibrasi alat kesehatan
Puskesmas

Tersedianya Kalibrasi alat
kesehatan Puskesmas

6 Unit 6 Kec. Kayan Selata-n Kementerian
Kesehatan

23 Pembangunal Rumah Dinas
Medis Puskesmas lapri

Tersedianya Rumah Dinas
Medis Puskesmas Lapri

1 Paket 1 Kec. Sebatik Barat Kementerian
Kesehatan

24 Pengadaan sarana dan
perlengkapal Puskesmas

Pengadaan sarana dan
perlengkapan puskesmas

3 Paket 3 Kec. Krayan Tengah,
Kec. Krayaa Timur,
Kec, Ikaya-n Barat

Kementerian
Kesehatan

25 Peningkatan Pustu Menjadi
Puskesmas

Peningkatan Pustu menjadi
Puskesmas

1 Unit 1 Kec. Krayan Tengah Kementerian
Kesehatan

26 Pengadaan Puskesmas Keliling
roda empat

Pengadaan Puskesmas
Keliling roda empat

t2 Unit t2 Kec. Krayan timur Kementerian
Kesehatar

27 Pengadaan Puskesmas Keliling
roda dua

Pengadaan Puskesmas
Keliling roda dua

12 Unit L2 Kec. Krayan timur Kementerian
Kesehatan

2a Pembangunan jaringan
distribusi tistrik

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang terbangun

33 Paket 10 2L , Kec. Lumbis Ogong,
Kec. Krayan Timur,
Kec. Kralran Barat,

Kec. Krayan

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PlN

SK No 076899 C
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1ro.
PROVITSI/
KBGIATAIT

tiilrTrrr.xl voL. SAT.
CAPAIAI{ TARGET

LOIIASI

IITSTAITSI
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iT .lTilf-.fJ2020 202t 2022 2023 ,wtl

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 12

29 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembargkit Listrik
Tenaga Surya yang
terbangun

7 Unit 1

1

2 4 Kec. I(rayan, Kec.
Lumbis Ogong, Kec.

Sei Menggaris

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

itm PROVITAI ITUAA TErIGIG.IIRA
TIIUR

Paket

Paket

Prov. Nusa Tenggara
Timur

XP
1

PEITATAAIT RUAITG IIAVASAI|
PERBATASAIT ITE'GARA

1 Penyusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasar Negara di Provinsi
Nusa Tenggara Timur

JumLah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1 Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
2 Fasilitasi L€gislasi Rancangan

Peraturar Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Atambua,
Kalabahi, Kefamenanu

Juml,ah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

3 1 2 PKSN Atambua, PKSN
Kalabahi, PKSN

Kefamenalu

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertan6han

Nasional

SK No 076900 C
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NO
PROVI SI/
KEGIATAIT

IITDIXAT()R voL. AAT.
CAPAIAIT TARGEf,

LOXASI

IICSTAITSI
PEL,AI(AAI{A

(XIF;MEI|TERIAIT/
LEMBAGAI

2020 2o.2L 20.22 2023 2l)24

1 2 3 4 6 7 I 9 10 12 13

Pen].usunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
T\:riskain, Haumeni Ana

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

, Paket 2 Kec. Raihat, Kec
Bikomi Nilulat

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruarg/Badarr
Pertanahan

Nasional
4 Fasilitasi Legislasi Rancangan

Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Motaain,
Motamasin, Wini, Oepoli,
Napan

Jumlah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

5 Paket 3 2 Kec. Tasifeto Timur,
Kec. Kobalima Timur,

Kec. Insana Utara,
Kec. Amfoalg Timur,

Kec. Bikomi Utara

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
XP
2

PEITGTUBAITG]IIT P'OTE SI
TAWASAIT PERBATAAAIT
I{EGIIRA

1 Pendampingan IK Ipgam dan
Mesin di Kota Kupang dan
Kab. Kupang

Jumlah pendampingan
yang terLaksana

t2 IKM 12 Kab. Kupang Kementerian
Perindustrian

2 Revitalisasi Sentra IKM Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

I Sentra IKM 1 Kota Kupang Kementerian
Perindustrian

3 Revitalisasi Sentra IKM Gula
Lontar

JuIr ah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 Sentra IKM 1 Kab. Rote Ndao Kementerian
Perindustrian

SK No 076901 C



PRES IDEN
REFUELIK INDONESIA

-223-

IIo. PROVI SI/
KEGIATAIT

ilTrTf;ftilil vol,. :ITII
rdlftJrffi 9yjfrffl

r-tr]ilFI1

iTiirn:rTEll

El@iEz
U-T-JTfiilt]TTYT) 2o.21 vrvn VWF) TWZI

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 12 13

4 Revitalisasi Sentra IKM Pande
Besi

Jumlah Sentra IKM yang
direwita lisasi

1 Sentra IKM 1 Kab. Sabu Raljua Kementerian
Perindustrian

5 Revitalisasi Sentra IKM Garam Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 Sentra IKM 1 Kab. Timur Tenga
Utara

Kementerian
Perindustrian

6 Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk ungguLan
desa

Jumlah desa yang
mengembangkan BUMDes

20 BUMDes 11 2 7 Kab. Belu, Kab.
Mataka, Kab. Alor,

Kab. Kuparg

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan

7 Peningkatan kapasitas tenaga
kefa di daerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas
tenaga kerja di daerah
tertinggal

300 Orang 100 200 Kab. Belu, Kab.
Malaka, Ikb. Kupang

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmierasi

a Bantuan peningkatan nilai
tarnbah Prukades di daerah
tertinggal

Meningkatnya nilai tambah
Prukades di daerah
tertinggal

3 Unit I I 1 Kab. Belu, Kab.
Malala, Kab. Kupaag

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tlansmisasi

g Kawasan tran smigrasi prioritas
yang sarana dan prasarana nya
dikembangkan dan fungsional

Berkembalg dan
berfungsinya prasarana,
sa.rana, dan utilitas
kawasan transmigrasi
prioritas

1 Kawasar 1 1 I I 1 Kab. Timor Tengah
Utara

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
darr Transmigrasi
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16 Pelatihan vokasional Jumlah peserta pelatihan
yang ditingkatkan
kapasitasnya

loo Orang 100 PKSN Atambua Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

t7 Pengadaan kendaraan trakor
roda empat untuk komoditas
iazung

Pengadaan kendaraan
traktor roda untuk
komoditas iagung

I Unit 1 PKSN Atambua Kementerian
Pertanian

1a Pengadaan kendaraan traktor
roda untuk komoditas bawang
merah

Pengadaal kendaraan
traktor roda untuk

1

komoditas merah

Unit 1 PKSN Atambua Kementerian
Pertanian

19 Pengembangan sarana industri
alat mesin pertanian iaguns

Jumlah sarala prasarana
produksi pertanian iasuns

1 Unit 1 PKSN Atambua Kementerian
Pertanian

20 Pelatihan penggemukan sapi
yang berorientasi ekonomi dan
Iingkungan berkelarjutal

Pelatihan penggemukan
sapi yartg berorientasi
ekonomi dan lingkungaa
berkelaniutan

1 Paket 1 PKSN Atambua Kementerian
Pertanian

2t Pelatihan penangaaan penyakit
temak, teloologi produksi dan
pembuatan pakan temak

Jumlah pelatihan
penanganan penyakit
temak, telmotogi produksi
dan pembuatan pakan
ternak valrg terlaksala

1 Paket 1 PKSN Atambua Kementerian
Pertanian
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Pelatihan sistem agribisnis
usaha tsni ternak sapi

Jumtrah pelatihan sistem
agribisnis usaha tad ternak
sapi lrang terlaksana

I Paket I

Pelatihaa budi daya jagung dan
bawang merah yalg
berorientasi ekonomi dan
lingkungan berkelanjutan

Jumtrah peLatihan budi daya
jagung dan bewang merah
yang berorientasi ekonomi
dan lingkungan
berkelanjutar yang
terlakss-na

1 Paket 1

Pelatihan penanganan pen]rakit
hama, teknologi produksi untuk
komoditas jagung dan bawang
merah

Jumlah peLatihan mengenai
penangan penyakit hama
untuk komoditas jagung dan
bawang merah yang
terlaksana

1 Unit 1

Pembangunan / rwitalisasi
pasar ralgat

Jumlah pasar rakyat yang
dibangun/ direvitalisasi

2 Unit 2

Pelaksaaaan inseminasi buatan Jumlah inseminasi buatan
yang terlaksana

1 Akseptor 1

t-f,.r,.J-ri (KWEIITERIAIT/
i{ JlarrfJl

1 12 13

22 PKSN Atsmbua Kementerian
Pertadan

23 PKSN Atambua

PKSN Atarnbua

Kementerian
Pertanian

24 Kementerian
Pertanian

25 PKSN Atambua (Pasar
Sabete, Pasar Henes)

Kementerian
Perdagangan

26 PKSN Kefamenanu Kementerian
Pertanian
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27 Pelatihan penggemukan sapi

dan kambing
Jumlah pelatihan yang
terlaksana untuk
penggemukan sapi dan
kambing

1 Kegiatan 1

1

1

PKSN Kefamenanu Kementerian
Pertanian

2a Pelatihan pembuatan pakan
ternak sapi dan kambing

JumLah masyarakat yang
difasilitasi pelatihan pakan
ternak sapi dan kambing

1 Kegiatan PKSN Kefamenanu Kementeriar
Pertanian

Kementerian
Pertanian

29 PeLatihan pemeliharaal dan
pembesaran sapi potong

Jumlah masyarakat yalg
difasilitasi pelatihan
pemeliharaan dan
pembesaran sapi potong

1 Kegiatan PKSN Kefamenaru

30 Fasilitasi teknologi produksi
biogas dan kompos

Jumlah masyakarat yang
difasilitasi teknologi
produksi biogas dan
kompos

1 Paket 1 PKSN Kefamenanu Kementerian
Pertanian

Pelatihan budi daya kambing Jumlah masyarakat yang
diberikan pelatihan budi
daya kambing

1 Kegiatan I PKSN Kefamenanu Kementerian
P€rtanian

SK No 076906 C



PRESIOEN
REPIJBLIK INDONESIA

-224-

[.I'I PROVrltsI/
XEGIATAIT

nfrlrl7J{tIi] voL. FrSi
iyirfGfott

ir.Iirsri
IITATAITAI

PEIJU(AAflA
(XEUEITTERIAIT/

LEMBAGAI
,\yn 2o21 ,W4 7W4l ?wil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Pengadaar dan distribusi bibit
sapi potong

Pengadaan dan distribusi
bibit sapi potong

100 Ekor 100 PKSN Kefamenanu I<ementerian
Pertanian

33 BUMDes yang dikembangkan
untuk mendukung produk
unggulan desa

Jumlah desa yang
mengembangkan BUMDes

11 Desa 11 PKSN Kefamenanu Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tralsmigrasi

34 Fasilitasi lahan garam Luas lahan garam yang
difasilitasi

20 Ha 20 PKSN Kefamenanu Kementerian
KeLautan dan

Perikanan

35 Pembangunan sarana niaga
garam ralyat

Jumlah sarana niaga garam
ralryat yang dibangun

1 Unit I PKSN Kefamenanu Kementerian
Kelautan dan

Perikalal
36 Pengadaan Kapal Ikan 2 GT

Fiber Glnss
Tersedianya Kapal Ikan
2 GT Fiber Glass

15 Unit 15 Kec. Alor Selatan Kementerian
Kelautan dal

Perikanan

Pengadaan alat penargkapan
ikan

Tersedianya alat penangkap
ikan

1 Paket 1 Kec. Alor Selatan Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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Pengadaan speed boat patroli Tersedianya speed boat
patroli

2 Unit 2 Kec. Alor Barat Daya Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

39 Pengadaan 4 unit Kapal Ikan
Fiber Gtoss 7 GT

Jumlah kapal yang tersedia 4 Unit 4 Kec. Amfoang Timur Kementerian
Kelautan dar

Perikanan

40 Pengadaan sampan ketinting
kedap air dan kelengkapan

Jumlah sampan ketinting
yang tersedia

32 Unit 32 Kec. Amfoang Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

4t Pembuatan lahan permalen
budi daya rumput laut air
dalam

Jumlalr Lahan permanen
budi daya rumput laut air
dalam yang tersedia

16 Lahan 16 Kec. Amfoang Timur Kemerrteria n
Kelautan dan

Perikalan
42 Pengadaan sampan angkut

rumput laut
JuIr ah sampan angkut
rumput traut yang tersedia

32 Unit 32 Kec. Amfoang Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

43 Bantuan bibit rumput Laut JuIr ah bibit rumput laut
yang tersedia

8 Paket 8 Kec, Amfoang Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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44 Pengadaan sarana budi da5ra
rumput laut

Tersedianya sarana budi
daya rumput Laut

365 Paket

FIJifdrt IIlATAITAI
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(rEuErTERrAr/,WM ,Ti,P, Fml
8 9 10 12 13

25 100 240 Kec, Rote Barat, Kec,
Rote TiEur, Kec.

Irbalain, Kec. Rote
Selatan, Kec. Rote

Barat Dalra

Kementerian
Kelautan dan

Perikanal

45 Pembuatan gudang
penyimpanan rumput Laut dan
kelengkapan

Jumlah gudang
penyimpanan rumput laut
dan kelenglapaa yang
tersedia

a Unit 8 Kec. Amfoarg Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

46 Pengadaan G l ./Ve, Tersedianya GilI JVet 1.655 Unit 300 1.355 Kec. Landu l€ko, Kec.
Rote Timur, Kec. Rote
Barat, Kec. Rote Barat

Dalra, Kec, Rote
SeLatan, Kec. Lobalain

Kementerian
KeLautar dan

Perikanan

47 Pengadaan alat tangkap jaring
cumi

Tersedianya alat tangkap
jaring cumi

1.500 Unit 1.500 Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Barat, Kec.

Landu l-eko

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

4A Pengadaan kapal Tersedianya kapal 70 Unit 20 50 Kec, Rote Barat, Kec,
Rote Timur
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49 Pengadaan mesin kapal Jumlah mesin kapal yang
tersedia

Jumlah pengadaan Cool Box
yang tersedia

760 Unit 300 460 Kec. Landu Leko, Kec.
Rote Barat, Kec. Rote

Selatan, Kec.
Lobalain, Kec. Rote

Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

50 Pengadaan Cool Box

Pembangunan tempat
pelelangan ikan di Papela

500 Unit 130 370 Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Barat, Kec. Rote

Barat, Kec. L€rdu
kko, Kec. Lobalain

Kementeriar
KeLauts-n dan

Perikanan

51 JuIr ah tempat pelelangan
ikan yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Rote Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanal
52 Penyediaan sarana pemasaran

bergerak dan berinsulasi
Jumlah sarana pemasaran
bergerak dan berinsul,asi
yang tersedia

100 Unit 30 70 Kec. Rote Barat, Kec.
Rote Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

53 Pembangunan tambatan
perahu

Tersedianya tambatan
perahu

1 Paket 1 Kec. Rote Barat Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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54 Pengadaan kapal >3 GT Jumlah kapal >3 GT yang
tersedia

30 Unit 4 t2 L4 Kec. Lobalain, Kec.
Rote Selatan, Kec.
Rote Barat Daya

Kementerian
Kelautan dan

Perikalan
55 Pengadaan Perahu / kapal

penangkap ikan berukuran
lebih kecil dari 3 GT beserta
mesin, alat penangkapan ikan,
dan alat bantu penangkapan
ikan

Jumlah perahu/kapal
penangkap ikan I'ang
tersedia

30 Unit 6 11 13 Kec. LobaLain, Kec
Rote Selatan, Kec.
Rote Barat Daya

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

56 Pembinaan ekonorni kelompok
pembudi daya

Jumlah ekonomi kelompok
pembudi daya yang terbina

65 Kelompok 5 10 50 Kec. Rote Selatan,
Kec. Lobalain, Kec.

Rote Barat Daya

Kementerian
Kelautar dan

Perikanan
57 Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap
Jumlah kelompok nela5ran
perikanan tangkap yang
didampingi

24 Kelompok 24 Kec. lrbalain, Kec.
Rote Barat Daya

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
58 Peningkatan sarana usaha

perdagangan
Jumlah sarana usaha
perdagangan yang
ditingkatkan

10 Unit 10 Kec. Alor Selatan Kementerian
Perdagangan

59 Peningkatan PMKM mitra
binaan

Jumlah PMKM mitra binaan
yang ditingkatkan

25 Kelompok 25 Kec. Alor SeLatan Kementerian
Perdagangan
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60 Pembangunan pasar rningguan
ral$/at

JuDlah pasar yang
terbangun

Unit 2 Kec. Pureman, Kec.
Alor Selatan

Kementerian
Perdagangan

61 Pembangunan gudang
komoditas pertanian

Jumlah gudang komoditas
pertanian yang terbangun

4 Unit 4 Kec. Alor Selatan, Kec
Pureman, Kec. Alor
Barat Daya, Kec.

Mataru

Kementeriar
Perdagangan

62 Peningkatan sarana usaha
perdagangan

Jumlah sarana usaha
perdagangan yang
ditingkatkan

40 Unit 40 Kec. Alor Selatan, Kec
Pureman, Kec, Teluk
Mutiara, Kec. Mataru

Kementerian
Perdagangarr

63 Peningkatan sarana distribusi
perdagangan (pasar)

Jumlah sarana distribusi
perdagangan yang
ditingkatkarr

2 Paket 2 Kec. Pureman, Kec.
Alor Barat DaJra

Kementerian
Perdagangal

64 Pembangunan/ revitalisasi
pasar rakjrat

JuIr ah pasar ralryat yarg
dibangun/ direvitalisasi

4 Unit 2 2 Kec. Malaka Barat,
Kec. Wewiku, Kec.
Rote Selatan, Kec.

Hawu Mehara

Kement€rian
Perdagangan
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65 Pembangunan
@Xage/ homestdg

J rulnlah cottage / llo rrrc stag
yang terbangun

7 Unit 7 Kec. Alor Barat Daya Kementerian
Pariwisata dall

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
66 Pelatihan masyarakat bidang

(tata keloLa destinasi
pariwisata, pelatihan
manajemen llone st@g, selanrr,
paralayang, pilihar, TIC, dan
supportingll

Jumlah pelatihan yang
terlaksana

I Kegiatan 1 Kec. Amfoang Timur Kementerian
Pariwisata darl

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Ikeatif

67 Pengembalgan Kawasan
wisata Pantai dan Bahari di
Ds. Netemnanu Utara,
Netemnanu SeLatar, Kifu,
Nunuanah dan P. Batek

Jumlah kawasan wisata
yang terbangun

1 Lokasi 1 Kec. Amfoang Timur Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata den

Ekonomi Kreatif
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68 Pelatihan perkoperasian Jumlah pelatihan
perkoperasian

180 Orang 180 Kec. Lardu Irko Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

69 Kerja sama kemitraan usaha,
kecil, dan menengah

Jumlah keda sama
kemitraan usaha, kecil, dan
menengal.

10 UMKM 10 Kec. L€rdu Leko Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

70 Pelatihan kewirausahaan Jumlah pelatihan
kewirausahaan

2720 Orang 1.O20 Kec. Landu l€ko, Kec
Rote Selatan, Kec,

Rote Barat, Kec. Rote
Barat Daya, Kec.

Lobalain

Kem€nterian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

7l Pendataan dan identihkasi
KUMKM

TerLaksananya pendataan
dan identihkasi KUMKM

1.250 Unit 1.250 Kec, landu l€ko Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

72 Fasilitas pendirian akta notaris Jumlah fasilitas pendirian
akta notaris

9 Akta 9 Kec. Landu L€ko, Kec
Rote Barat Daya

Kementerian
Kop€rasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah
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Pelatihan perkoperasian Jumlah pelatihan
perkoperasian yang
terlaksana

180 Orang 180 Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Barat Daya, Kec.

Rote Selatan, Kec,
Lobalain

K€menterian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

Pengadaan sarana produksi
pertaniaII

JumLah sarana produksi
pertanian untuk LU II T+3
yang tersedia

I Paket 1 Kec. Teluk Mutiara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

75 Pengembangan Desa Digital
(P3PD)

JumLah desa yang
menerapkal dan
mengembangkan Desa
Digital

4 Desa 1 1 1 1 Kec. Naibenu Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

XP
3

PEI{GEMBAITGAIT
IIfFRASTRUKTI'R
KONEKTIVITAS

1 Pembangunan Jalan Oepoli-
Noelelo

Panjang ruas jalan yang
dibangun

18,38 km 18,38 Kab. Kupang K€menterian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
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o Pembangunan Jalan Noelelo-
Oenaek

Paljang ruas jalan yang
dibangun

12,t km 12,1 Kab. Kupang Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralg/at

Pembalgunan Jalan Oenaek-
Saenam

Panjang ruas jalan yang
dibangun

14,24 km 13 5,24 Kab. Kupang Kementerian
Pekerlaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
4 Pembalgunan Jalan Motaain-

Haliwen-Haikesak-Nualain-
Latutus-Motamasin-(Motaain-
Dafala-Lsktutus-Motamasin)

Panjang ruas jalan yang
dibangun

37,A km 20 10 7,4 Kab. Malaka Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
5 Pembangunan Terminal

Motaain
Jumlah terminal
antarnegara yang dibangun

1 Unit 1 PKSN Atambua Kementerian
Perhubungan

6 Pengembangan Bandar Udara
Haliwen Atambua

Jumlah bandar udara yang
direhabilitasi/
dikembangkan

1 Paket 1 PKSN Atambua Kementerian
Perhubungan

7 Pengembalgan Pelabuhan Wini Terlaksananya
pengembangan/
pembalgunan pelabuhal

I Unit I PKSN Kefamenanu Kementerian
Perhubungan
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8 Pembangunan Terminal Wini Jumlah terminal
antarnegara yang
dibangun / ditingkatkan

1 Unit 1 PKSN Kefamenanu Kementerian
Perhubungan

9 Penyediaan Aksesibittas
Telekomunikasi dan Informasi
(Bakti Internet)

Jumlah Titik Bakti Internet
yang dibangun

1 Lokasi 1 PKSN Atambua Kementerian
Komunikasi dan

Informatika,
10 Pembangunan jalan masuk

Sonis Laloral di Desa
Tlrkuneno

Terselesaikannlra
Pembangunan jalan masuk
Sonis l,aloran

o,8 Km 0,8 PKSN Atambua Kemente rian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tralsmigrasi

11 Pembangunan jaLan desa di
Desa Silawal, Kecarnatan
Tasifeto Timur

Terbangunnya jaLan desa di
Desa Silawan, Kecamatan
Tasifeto Timur

0,6 Km o,6 PKSN Atambua Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

t2 Pembangunal Jalal
Perbatasan Nusa Tenggara
Timur

Panjang jalan yang
dibangun

176,5 Km 32,6 49,7 44,A 44,4 4,6 PKSN Atambua Kementerian
Pekerjaaa Umum
dan Perumahan

Rakyat
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13 Penanganan jalan yang
menghubungkan Atapupu-
Oekusi (RDTL)

Terselesaikannya
penanganan jalan yang
menghubungkan Atapupu-
Oekusi (RDTL)

t4,24 Km t4,24 PKSN Atambua Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

14 Penanganan jalan yang
menghubungkan Kupang-
RDTL, melalui Kupang-Timor
Tengah Selatan (fi S)-Timor
Tengah Utara (I'lU)-Simpang
(Sp.) Halilulik-Atambua-
Atapupu-Motaain-RDTL

Terselesaikannya
penanganan jalan yang
menghubungkan Kupang-
RDTL, melalui Kupang-TTS-
TTU-Sp. Halilutik -
Atambua - Atapupu -
Motaain - RDTL di
Kecamatan Tasifeto Barat

t Paket 1 PKSN Atambua Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

15 Pembangunan Jalan Saenam-
Nunpo (Haumeniana)

Paljartg ruas jalal yarlg
dibangun

A,A I<rn 5 5 49 PKSN Kefamenanu Kementerian
Pekerjaaa Umum
dan Perumahan

Rakyat
16 Pembangunan Jalan Nunpo

(Haumeniana)-Inbate
Panjang ruas jalal yartg
dibargun

9,6 lsn 3,2 3,2 3,2 PKSN Kefamenalu Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
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17 Pembangunan Jalan Inbate-
Faenake (Napan)

Panjang ruas jalan yang
dibangun

tt,7 | km 4 4 3,7L PKSN Kefamenaru Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

18 Pembangunal Jalan Sp Amol-
Manamas

Panjang ruas jalan yang
dibangun

22,62 kn 8,3 4,2 6,12 PKSN Kefamenanu Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralvat
19 Pembangunan Jalan

Malamas-Wini
Panjalg ruas jalan yang
dibargun

11,89 km 4 4 3,89 PKSN Kefamenanu Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

20 Pembangunan Jalan Akses
PLBN Oepoli

Panjaag ruas jalan yang
dibargun

t,22 lsn t,22 PKSN Kefamenanu KeItrenterian
Pekerjaaa Umum
dan Perumahan

Rakyat
2l Pembalgunan Jalan Akses

PLBN Napan
Panjang ruas jalan yang
dibangun

3,66 kn 3,66 PKSN Kefamenanu K€menterian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat
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c.) Peningkatan jalan strategis

desa di daerah perbatasan
Ruas Jalan Desa Halibasar-
Desa Badarai

Panjang ruas jalan desa
yang ditingkatkan

2 Km ) Kec. Wewiku Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

23 Peningkatan jalan strategis
desa di daerah perbatasan
Ruas Jalan Desa Weoe-Desa
Biris

Panjang ruas jalan desa
yang ditingkatkaa

I Km 1 Kec. Wewiku Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

24 Pembangunan JaLan Desa
Strategis Ruas JaLan Desa
Fahiluka-Sp. Tfans Kotun

Jumlah ruas jalan desa
yang terbangun

t Km 1 Kec. Malaka Tengah Kementeriran Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tlansmigrasi

25 Pembangunan JaLan Desa
Strategis Ruas JaLan Desa
Harekakae-Lafaekulun

Panjang ruas jalan desa
yang terbangun

1 Km 1 Kec. Malaka Tengah Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

26 Pengadaan sarana transportasi
darat

Tersediarya sarana
transportasi darat

26 Unit 26 Kec. Malaka Tengah,
Kec. Malaka Barat,

Kec. Kec. Sabu Liae,
Kec. Sabu Timur, Kec.

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Ttansmigrasi
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Hawu Mehara, Kec.
Alor Barat Daya, Kec.

Matam, Kec. Alor
Timur, Kec. Teluk

Mutiara, Kec, Pantar
Tengah, Kec. Alor

Selatan, Kec.
Pureman, Kec,

Amfoang Timur, Kec.
Miomaffo Barat, Kec.

Insana Utara
27 Pembangunan fasilitas

perawatan dan parkir RIB
(Floqtins RIB Doclr)

JumLah fasilitas perawatan
dar parkir RIB yartg
terbangun

1 Paket 1 Kec. Amfoang Timur Kement€riart
Perhubungan

2A Pengadaan peLampung Suar
diameter 2,6 M (sreeo lengkap
dengan penjanglaranlya

JumLah peLampung Suar
diameter 2,6 M (stee4
lengkap dengan
penjangkarannya 5rang
tersedia

5 Unit 5 Kec. Amfoang Timur Kementerian
Perhubungan
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29 Pembangunan Ruas Jalan Desa
Halilulik-Buburlaran

Jumlah ruas jalan desa
yartg terbangun

1,65 Km 1,65 Kec. Tasifeto Barat Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tralsmigrasi

30 Pembangunan Ruas Jalan Desa
Beremuti-Dubesi-Talerun

Jumlah ruas jalan desa
yang terbargun

2 Km Kec. Nanaet Dubesi Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Mbokak-
Dasioen

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

1 Km 1 Kec. Rote Barat Dava Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

32 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Danoheo-
Dete

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

1,3 Km 1,3 Kec. Rote Barat Daya Kementerian Desa,
Pembangunal

Daerah Tertinggal,
dan Tralsmigrasi

33 Peningkatan jalan desa
strategis pada ruas jal,an
Inaoe-Tolanamon

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinsgal

1 Km 1 Kec. Rote SeLatal Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Ttansmigrasi
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34 Peningkatan ruas jalan
Eahub-Kimadale

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

2,5 Km 2,5 Kec. Rote Timur Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

35 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan
T\raneo-Bunioen

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

2 Km a Kec. Rote Barat Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

36 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jaLan
Mokdale-Sarggaoen (SLB)

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

1,9 Km 1,9

2,5

4

Kec. Iobalain

Kec. Landu t€ko

Kec. Miomaffo Berat

Kementerian Desa,
Pembalgunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigasi

37 Peningkatan Jalan Desa
Strategis Ruas JaIaI
Daeurendale-Sipu

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

2,5 Km Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Kementerian Desa,
Pernbangunan

Daerah Tertinggal,
darl Transmigrasi

38 Pembangunan jalan desa
strategis ruas Jalan Desa
Eban Menuju Desa Satab dan
Desa Fatuneno

Ditingkatkannya parrjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasa-n daerah
tertingga.l

4 Krn
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39 Penyediaan titik lokasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

34 Lokasi 34 Kec. Alor Selatan, Kec.
Alor Barat Daya, Kec.

Mataru, Kec. Alor
Timur, Kec. Pantar
Tengah, Kec. Mutis,

Kec. Landu teko, Kec.
Rote Timur, Kec.

Pantai Baru, Kec. Rote

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Selatan, Kec.

40 Pembangunan pelabuhan
penyeberangan Maritaing

Jumlah pelabuhal
penyeberangan yang
dibangun

I Unit 1 1 1 Kec. Alor Timur Kementerian
Perhubungan

4l Penanganan jalan penghubung
PLBN Motaain-Atapupu

Terselesaikannya
penanganan jalan 5rang
menghubungkan PLBN
Motaain-Atapupu

234,66 Krn 119,33 119,33 PKSN Atambua Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
42 Penanganan jalan dalam kota

Atambua yang terhubung
dengan Jalan simpang (Sp.)
Haliluik

Terselesaikannya
penanganan jalan dalam
kota Atambua yang
terhubung dengan Sp.
Haliluik di Atambua.
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43 Penanganan ruas jalan Lalu-

Trrriskain
Terselesaikannya
penanganan ruas jalan
Lalu-Turiskain di LasioLat,
Raihat

1 Paket PKSN Atambua Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahan

Ralgrat
44 Penanganan ruas jalan Fulur-

Nualain-Henes
Terselesaikannya
penanganarl ruas jalan
Fulur-Nualain-Henes

3,24 Km 3,24 PKSN Atarnbua KemenGrian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
XP
4 F jTfirs9fi li.'.;a{iisf.I$rtrt

D-rsffil
1 Rehabittasi bangunan kantor

desa
Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

7 Unit I o 2 2 Prov. MT Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Aka
Kelahiran)

30 Paket 6 6 6 6 6 Kab. Kupang,
Kab.Timor Tengah

Utara, Kab. Malaka,
Kab. Belu, Kab. Alor,

Kab. Sabu Raijua

Kementeriran
Dalam Negeri
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3 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 o/o 100 100 100 100 100 Kab. Alor, Kab. Belu,
Kab. Malaka, Kab.

Timor Tengah Utara,
Kab. Kupang, Kab.

Rote Ndao, Kab. Sabu
Raiiua

Keme nterian Sosial

4 Satuan pemukiman yang
dibangun dan fungsional di
kawasan transmigrasi prioritas

Terbangun dan
berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi
di kawasar trarsmigrasi
prioritas

1 Kawasan 1 Kab. Malaka Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Luasan Tanah Satuan
Permukiman Transmigrasi
yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL

Terfasilitasinya penerbitan
SK HPL pada satuar
permukiman transmigrasi

t.752 Ha t.752 Kab. Malaka Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

6 Kawasan transmigrasi prioritas
yang sarana dan prasarana
dikembangkan dan fungsional

Berkembangn5ra dan
berfungsinya prasarala,
sarana, dan utilitas
Kawasal transmigrasi
prioritas

1 Kawasan I Kab. Malaka Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
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Sarana da.Ir Prasarala Air
Bersih yang dibangun di
Daerah Perbatasan

Meningkatn5ra la5ranan air
bersih dan sanitasi di
daerah perbatasan

200 KK 100 100 Kab. Malaka Kementeria! Desa,
Pembalgunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

8 Pembangunan/ revitalisasi
pasar ralgrat

Terselesaikann5ra
pembangunan/
revitalisasi pasar raklrat

9 Pembangunan Pasar Tipe B Jumlah Pasar Tipe B yang
dibangun dan ditingkatkan
fasilitasnya

3

1

1

Unit 3 PKSN Atambua Kementerian
Perdagargan

Unit 1 PKSN Kefamenanu Kementerian
Perdagangan

10 Pembangunan Pasar Tipe C Jumlah Pasar Tipe C yang
dibangun dan ditingkatkan
fasilitasnya

Unit 1 PKSN Kefamenanu Kem€nterian
Perdagangan

11 Pembangunan Gudang/Depo
Non-SRG

Jumlah Gudang/Depo
Non-SRG yang dibangun

2 Unit I 1 PKSN Atambua, PKSN
Kefamenanu

Kementerian
Perdagangan

'lo Revitalisasi Pasar Ralryat yang
dikeloLa koperasi/kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan,
dan Pascabencana

Jumlah pasar ralvat yang
dibangun

2 Unit 2 PKSN Atambua, PKSN
Kefarnenanu

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menensah

SK No 076927 C



PRESIDEN
REPUALIK INOONESIA

-249-

Ito.
PROVn{Sr/
KEGIATAIT

i![rTl"5rri voL. SAT

g,ffJrrt ivI{.tdt
iFIf.E:Ii

liIFrnT:Ii

(KEUEITTERIAII/
iTrrTririln7Wm ,wtl ,Fyfl vrvF't TFyt'l

1 2 3 5 6 7 a 9 10 12 13
13 Pengembangan jaringan

distribusi listrik di Kawasan
Perbatasan Motaain

TerselesaikannSra
Pengembangan jaringan
distribusi listrik di Kawasan
Perbatasan Motaain

Paket 3 PKSN Atambua Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 Unit 1 PKSN Atambue Kementerian
Energi dan Sumber

Mineral
2 Unit 2 PKSN Atarnbua Kementerian Desa,

Pembangunal
Daerah Tertinggal,
dan

1 Literl detik 1 PKSN Atarnbua Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

2 Unit 2 PKSN Atarnbua Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

14 Pembangunan SPBU di
Motaain

Terselesaikannya
pembangunan SPBU di
Motaain

1.5 Pembangunan embung telstis
Desa Naekasa darr Desa lrokeu

Terselesaikannya
Pembangunan embung
telsris Desa Naekasa dan
Desa Lookeu

16 Pembangunan embung air
baku di Kecarnatan l-€I<rrranen

Terselesaikannya
pembangunan embung air
baku di Kecamatan
Lakmanen

17 Pembangunan sumur bor air
tanah dalarn

Terselesaikann5ra
pembangunan sumur bor
air tanah dalam
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18 Pembangunan kantor
kecarnatan

Jumlah kantor kecamatan
yang dibangun

4 Unit 2 D Kec. Alor Baiat Daya,
Kec. Pantar Tengah,

Kec. Alor Selatan, Kec.

Kementerian
Dalam Negeri

Malaka
3 3 Kec. Malaka Barat, Kec.

Insana Utara, Kec.
Naibanu, Kec. Landu

Leko, Kec. Rote
Selatan, Kec. Pantai

Baru

Kementerian
Dalam Negeri

1 Kec. Bikomi Utara,
Kec. Bikomi Tengah

Kementerian
Dalam Negeri

19 Pembangunan Balai pertemuan
umum kecaInatEn

Jumlah Balai pertemuan
umum kecanEtan yang
dibangun

6 Unit

20 Pembangunan kantor
desa/kelurahan

Jumlah kantor
desa/kelurahan yalg
dibangun

2 Unit I

21 Pembangunan Balai Pertemuan
Umum Desa/ Kelurahan

Jumlah Balai Pertemuan
Umum Desa/Keluralran
yang dibangun

) Unit 1 1 Kec. Bikomi Utara,
Kec. Bikomi Tengah

Kementerian
Dalam Negeri

cc Peningkatan pelayanaa
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan (sarana-prasarana
dan aLat kesehatan)

Pelayanan kesehatan dasar
di Kawasan Perbatasan
yang ditingkatkan

25 Paket 25 Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Teluk Mutiara,

Kec. Pantai baru, Kec.
Hawu Mehara

Kementerian
Kesehatan
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23 Pembangunan / peningkatan
gedung RSUD Kalabahi

Jumlah gedung rumah
RSUD Kalabahi yang
terbangun

1 Paket I Kec. Teluk Mutiara Kementerian
Kesehatan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian
Kesehatan

24 InstaLasi Pembuangan Air
Limbah (IPAL) rumah RSUD
Kalabahi

Jumlah IPAL RSUD
Kalabahi yang terbangun

1 Unit I Kec. Teluk Mutiara

25 Pembangunan rumah dinas
Puskesmas

JumLah rumah dinas
puskesmas yang terbangun

2 Unit 1 1 Kec. I-arnal<rren

26 Bantuan Operasional Kegiatan
(BOK) puskesmas perbatasan

Jumlah Bantuan
Operasional Kegiatan
puskesmas perbatasan yang
terlaksana

4 Paket 4 Kec. Kobalima Tirnur Kementerian
Kesehatan

27 Pembangunan puskesmas JumLah puskesmas yang
terbangun

3 Unit , 1 Kec. Rote SeLatan,
Kec. Wewiku, Kec.

Kobalima

Kementerian
Kesehatan

28 PenangguLangan Kurang Energi
Protei! (KEP), anemia gizi besi,
Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), kurans

Jumlah penalggulangan
KEP, anemia gizi besi,
GAKY, kurang vitamin A

15 Kegiatan 15 Kec. Rote Selatan,
Kec. Rote Barat Daya,

Kec- Lobalain

Kementerian
Kesehatan
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vitamin A dan kekurangar zat
gizi mikro lainnya

dan kekurangan zat gizi
mikro yang terlaksana

29 Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi

Jumlah masyarakat untuk
penca.paian keluarga sadar
grd

15 Kegiatan t5 Kec. Rote Selatan,
Kec. Rote Barat Daya

Kementerian
Kesehatan

30 Pelayanan vaksinasi bagi balita
dan anak sekoLah

JumLah vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
yang terlayali

40 Kegiatan 40 Kec. Rote Selatan,
Kec. Rote Barat Daya

Kementerian
Kesehatan

31 Pelayanan pencegahan dan
penanggulan gan pen5rakit
menular tropis terabaikan

Jumlah pelayanan
kesehatan dasar yang
ditingkatkan

20 Kegiatan 20 Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalain

Kementerian
Kesehatan

Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular

Jumlah pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular yang terlaksana

15 Kegiatan 15 Kec. Rote Selatan,
Kec. Rote Barat Daya,

Kec. l,obalain

Kementerian
Kesehatan

Pemberian tambahan makanan
dan vitamin

Jumlah makanan dan
vitamin yang tersedia

110 Desa/Paket 110 Kec. Rote Selatan Kementerian
Kesehatan

34 Sosialisasi percepatan
pencegahan stun ing

Jumlah percepatan
pencegahan sfr./,1"ti71.g ya')g
tersosialisasi

200 Desa 200 Kec. Rote Selatan,
Kec. Rote Barat Daya,

Kec. Lobalain

Kementerialr
Kesehatan

SK No 076931 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-253-

NO.
PROVII{8I/
IIPGIATAI

ifiiill3i9-f.F voL. tatlJi
irjrcm

uTrs-fi
II{STAITAI

PELIIXSAITA
(KEMEITTERIAIT/

LEUBAGAI
,{tm 2o21 ,wn FWA ,wtl

1 2 J 4 6 7 a I 10 13
3.5 Pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik
JumLah pencegahnya
penularan penyakit
endemik/epidemik yang
terlaksana

45 Desa 45 Kec. Rote SeLatan,
Kec. Rote Barat Daya,

Kec. Lobalain

Kementerian
Kesehatan

36 Peningkatan surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan wabalr

Jumlah surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
vane ditinskatkan

Kegiatan 30 Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Rote Selatan,

Kec. Lobalain

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan Pembargkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yang

2

ter

Unit 2 Kec. Alor Selatan, Kec
Mataru

Kementerian
Energi dan Sumber
Dava Mineral/PlN

38 Pembangunan Jaringan
Distribusi Listrik

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang tersedia

24 Unit lo 6 5 5 Kec. Alor Selatan, Kec.
Alor Barat Daya, Kec.

Mataru, Kec. AIor
Timur, Kec. Teluk
Mutiara, Kec. Sabu
Timur, Kec. Sabu

Liae. Kec. Pureman

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

39 Peningkatar titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah jaringan listrik PLN
yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Naibenu Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN
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40 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang kelas SD

Jumlah ruang kelas yang
terbangun /direhabilitasi

402 Ruang 34 114 125 129 Kec. Alor Selatan, Kec.
Alor Barat Daya, Kec.

Pureman, Kec.
Mataru, Kec. Alor
Timur, Kec. Teluk

Mutiara, Kec. Pantar
Tengah, Kec. Tasifeto
Timur, Kec. Lasiolat,

Kec. Raihat, Kec.
Lamaknen, Kec.

Lamaknen Selatan,
Kec. Tasifeto Barat,
Kec. Nanaet Dubesi,
Kec. Naibenu, Kec.
Bikomi Utara, Kec.

Miomaffo Barat, Kec.
Amfoalg Timur

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

4t Pembangunan / rehabilitasi
perpustakaan SD

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbangun/direhabilitasi

122 Ruang 34 36 52 Kec. Amfoang Timur,
Kec. Miomaffo Barat,
Kec. Bikomi Utara,
Kec. Naibenu, Kec.

Nanaet Dubesi, Kec.

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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Tasifeto Barat, Kec.
Lamalnen Selatan,

Kec. Lamalnen, Kec.
Raihat, Kec. Lasiolat,
Kec. Tasifeto Timur,
Kec. Pantar Tengah,
Kec. Teluk Mutiara,

Kec. Alor Timur, Kec.
Mataru, Kec.

Pureman, Kec.
Alor Barat Daya, Kec.

Alor Selatan
42 Pembangunan/ rehabilitasi

ruang kelas SMP
Jumlah ruang kelas yang
terbangun/ direhabilitasi

230 Ruang 10 67 72 81 Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Pureman, Kec,
Mataru, Kec. Alor
Timur, Kec. Teluk

Mutiara, Kec. Pantar
Tengah, Kec. Tasifeto
Timur, Kec. Lasiolat,

Kec. Raihat, Kec.
Lamaknen, Kec.

Larnaknen Selatan.

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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Kec. Amfoang Timur,
Kec. MiomalIo Barat,
Kec. Tasifeto Barat,
Kec. Bikomi Utara,

Kec. Naibenu

Pembangunan/ rehabilitasi
perpustakaan SMP

Jumlah ruang
perpustakaan yang
terbangun/ direhabilitasi

93 Ruang 1 2a 32 Kec. Naibenu, Kec.
Bikomi Utara, Kec.
Tasifeto Barat, Kec.
Miomaffo Barat, Kec.
Amfoalg fimur, Kec.
Lamaknen SeLatan,

Kec, Lamalsren, Kec.
Raihat, Kec. Lasiolat,
Kec. Tasifeto Timur,
Kec. Pantar Tengah,
Kec. Teluk Mutiara,

Kec, Alor
Timur, Kec. Mataru,
Kec. Pureman, Kec.

Alor Barat Daya, Kec.
Alor Selatan, Kec.

Nanaet Dubesi

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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44 Pembangunan/ rehabilitasi
ruang laboratoriu m SMP

Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

7t Ruang c, 23 26 Kec. Amfoang Timur,
Kec. Nanaet Dubesi,
Kec. Naibenu, Kec.

Miomaffo Barat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec.
l,asioLat, Kec. Alor
Timur, Kec. Alor

Selatan, Kec. Mataru,
Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Pureman, Kec.
Pantar Tengah, Kec.
Raihat, Kec. Tasifeto
Timur, Kec. Teluk

Mutiara, Kec.
Lamalmen Selatan,

Kec. Lamaknen

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

45 Pembangunal / rehabilitasi
ruang kelas SMA/SMK

Jumlah rualg kelas yarg
terbangun / direhabilitasi

58 Ruang 18 20 20 Kec. Lamalcren, Kec.
Alor SeLatan, Kec. Alor

Barat Daya, Kec.
Pureman, Kec.

Mataru, Kec. Alor
Timur, Kec. Teluk

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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Mutiara, Kec. Pantar

Tengah, Kec. t asiolat,
Kec. Naibenu, Kec.
Tasifeto Barat, Kec.

Bikomi
Utara, Kec. Miomaffo

Barat

46 Pembangunan / rehabilitasi
perpustakaan SMA/SMK

Juml:ah ruang
perpustakaan yang
terbangun/direhabilitasi

45 Ruang 11 20 L4 Kec. Lamaknen, Kec.
Miomaffo Barat, Kec.

Naibenu, Kec.
Lasiolat, Kec. Teluk
Mutiara, Kec. Alor

Timur, Kec. Mataru,
Kec. Pureman, Kec.

Alor Selatan, Kec. Alor
Barat Daya, Kec.

Pantar Tengah, Kec.
Tasifeto Timur, Kec.

Raihat, Kec.
Lamaknen Selatan,
Kec. Tasifeto Barat,

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
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Kec. Bikomi Utara,

Kec. Amfoang Timur

47 Pembangunan/ rehabilitasi
laboratorium SMA/SMK

Jumlah ruang laboratorium
yang terbangun/
direhabilitasi

66 Ruang o 17 24 23 Kec. Bikomi Utara,
Kec. Alor Selatan, Kec,
Alor Barat Daya, Kec.

Pureman, Kec.
Mataru, Kec. Alor
Tirnur, Kec. Teluk

Mutiara, Kec. Pantar
Tengah, Kec. Tasifeto
Timur, Kec. Lasiolat,

Raihat, Kec.
Lamaknen, Kec.

Lamalnen Selatan,
Kec. Tasifeto Barat,
Kec, Naibenu, Kec.

MiomaIlo Barat, Kec.
Amfoang Timur

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaar, Riset,
dan Teknologi
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KP
1

PEITATAAIT RUAI{G KAWASAI|
PERBATASAN ITEGARA

1 Penyusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Kalimarrtqn
Timur, dan Kalima-ntan Utara

Jurnlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1 Paket 1 Prov. Sulawesi Tengah Kementerian
Agraria dar Tata

Ruang/ Bada.rl
Pertanaha,rr

Nasional

XP
2

PENGEMBAITGIII{ FOTEI{SI
KAWAAAIT PERBATASAIT
!TBGARA

1 Bimtek Desain dan Finishing
Meubel Rotan

Jumlah Bimtek ya-ng
terlaksana

20 IKM 20 Kab. Toli-toli Kementerian
Perindustrian

2 Program penyelenggaraan jalan
industri pengolahan ikal

Jumlah industri pengolahan
ikan yang terbangun

Unit Kec. Toli-toli Utara,
Kec. Dako Pamean,
Kec. Darnpal Utara

Kementerian
Perindustrian
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

J kogram penyelenggaraan
industri pengolahan minyak
atsiri

JumJah industri pengoLahan
minyak atsiri yang
terbangun

5 Unit 5 Kec. Toli-toli Utara,
Kec, Dako Parnean,
Kec. Dampal Utara

Kementedan
Perindustrian

XP
3

PEITGEMBAIIGAIT
II{FRASTRUKTI'R
KONEKTIVITAS

1 Penyelenggaraan subsidi
angkutan laut perintis (trayek)
di Pelabuhan ToliToli
(Pelabuhan Singgah)

Penyelenggaraan subsidi
angkutan laut perintis
(trayek) yang terselenggara

5 Travek I 1 1 1 1 Kec. Toli-Toli Utara Kementerian
Perhubungan

2 Penyediaan titik lokasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di keLautan dan daerah
pesisir

7 Lokasi 7 Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dampal Utara

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

3 Peningkatan jalan desa
strategis ruas jalan Sp.
Calumparg-Glo KP I

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

2 Km 2 Kec. Dako Pamean Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
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4 Pengadaan sarana transportasi
darat

Tersedianya sarana
transportasi darat

1 Unit 1 Kec. Dampal Utara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Pengadaan Sarana tralsportasi
perairan dibawah 20 GT
dal/atau maksimal kapasitas
25 orang

Tersedianya sarana
transportasi perairar

a Unit Kec. Dampal Utara Kementerian Desa,
Pembalgunan

Daerah Terthggal,
dan Tlansmigrasi

XP
4

PENGF,MBAI|G,II
ITTRASTRIIIITUR SOSIAL
DASAR

1 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

JumLah kantor desa yang
direhabilitasi

4 Unit 1 1 1 1 Prov. Sulawesi Tengah Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

5 Paket 1 I t 1 I Kab. Toli-Toli Kementerian
Dalam Negeri
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4 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 Yo 100 100 100 100 100 Kab. Toli-Toli Kementerian Sosial

Pembangunan Balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah balai pe rtemuan
umum kecamatan yang
dibangun

2 Unit 2 Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dampal Utara

Kementerian
Dalam Negeri

5 Rehabilitasi, peningkatan dan
pembangunan sarana dan
prasarana kesehatan dasar

Jumlah puskesmas yang
dibangun / direvitalisasi

3 Unit 3 Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pamean

Kementerian
Kesehatan

6 Pengadaan sarana pendukung
puskesmas (alat kesehatan,
peralatan da-n kendara.€.n
operasional)

Jumlah sarana pendukung
puskesmas yang tersedia

5 Unit 5 Kec. Toli-toli Utara Kementerian
Kesehatan

7 Pengadaan sarala pendukung
puskesmas

Jumlah sarana pendukung
puskesmas yang
ditingkatkan (alat
kesehatan, peralatan dan
kendaraan operasional)

1 Paket 1 Kec. Dako Pamean Kementerian
Kesehatan
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8 Pembinaaa upaya promotif dan
preventif kesehatan

Jumlah kegiatan
pembinaan upaya promotif
dar preventif kesehatan
yang terlaksana

40 Kegiatan 40 Kec. Dako Pamean Kementerian
Kesehatan

9 Pembangunan jaringan
distribusi listrik

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang terbangun

I Paket 1 Kec. Dako Panean

Kec. Darnpal Utara

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

Kementeriar
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

lo Pembangunan tangki septik
skala komunal (5-10 KK)

Jumlah tangki septik skala
komunal (5-10 KK) yang
terbangun

7 Unit 7

),-i iTddrnTJI.I.Ir,I\lrr,f r.l

KP
I

PEITATAAIT RUA.ITG KAWASAIT
PERBATASAN ITECARA
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1 Penlrusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Utara

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1 Paket I Prov. Gorontalo Kementerian
Agraria darl Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

2 Penlrusunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasar Negara
Ilangata

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

1 Paket 1 Kec. Anggrek Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

XP
2

r-'JITGItf T' IIft'Ef --.!ITiEE
XAWASA.IT
NEGARA

I Bimtek pengirisan dan
sularnal karawo

Jumlah Bimtek yang
terlaksana

20 IKM 20 Kab. Gorontalo Utara Kementerian
Perindustrian

c Pengadaan kapal pengawas
perikanan

Jumlah kapal pengawas
perikanan yang tersedia

5 Unit 1 2 2 Kec. Anggrek Kementerian
Kelautan dan

Perikalan
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XF
3 IITFRASTRI'XTI'R

KOITEITTIVITAS
Kementeriar Desa,

Pembangunal
Daerah Tertinggal,
dan

1 Pengadaan sarana transportasi
darat

Tersedianya sarana
transportasi darat

1 Unit 1 Kec, Anggrek

2 Penyediaan titik lokasi darr
pembangunan EllS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

1 Lokasi 1 Kec. Anggrek Kementerian
Komunike.si dar

Informatika

XP
4 r \-If,Jtr-rfdif,a{I :f.F rJl

EErJN
1 Rehabilitasi bargunar kantor

desa
Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

4 Unit 1 1 I 1 Prov. Gorontalo Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

5 Paket 1 1 1 1 1 Kab. Gorontalo Utara Kementerian
Dalam Negeri

SK No 076945 C



PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-267 -

NO.
PROVI SI/
KEGIATAIT

nTrrTJliira vol,. i:fSI
OIIJI.TJ tYJrfm

il.Ir'rJi
IITSTA.ITSI

PEI,AI'SAIIA
(xtF,uEI{TERrAr{/

irqJl:r'rdiu,]',IN ,Ml ,W') ,\tF ,wtl
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan baltuan
sosial pemerintah

100 o/o 100 100 100 loo 100 Kab. Gorontalo Utara Kementerian Sosial

4 Peningkatan pelayanarr
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan

Pelayanan kesehatan dasar
di Kawasan Perbatasan
yang ditingkatkan

Jumlah tangki septik yang
terbangun

2 Paket 2 Kec. Anggrek Kementerian
Kesehatan

7 Unit 7 Kec. Anggrek Kementerian
Pekerjaan Umum
dal Perumahal

Rakyat

5 Pembangunal tangki septik
skala komunal (5- 1O KK)-
tematik penanggulangan
kemiskinan

tn iITf.f ,TiIS*-IilI\Iff JIrrY;Iirl

XP
1

PEIIATAAIT RUAI{G XAWAAAIT
PERBATASAIf ITECARA

SK No 0769.16 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INOONESIA

-268-

o PROVIIISI/
TDGIATAN

IITDIKATOR vol,. AAT.
CAPAIAIT TARGET

II)XAAI
II'ISTAITSI

PELIIIiSAITA
(XE EITTERIAI{/

LEMBAGAI
2o2(J 2o.2t 2lJ,22 20.23 2lJ24
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1 PenJrusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
SuLawesi Utara, Gorontalo,
SuLawesi Tengah, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Utara

Jumlah Materi Teknis
Kan asan Strategis Nasional

1 PaI(et 1 Prov, Sulawesi Utara Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertanahan

Nasional

2 Fasilitasi Legislasi Rancangan
Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Tahuna,
Melonguane

Jumlah Rancangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

2 Paket 1 1 PKSN Tahuna, PKSN
Melonguane

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

PenJrusunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Karatung

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasa-n Negara

1 Paket 1 Kec. Narusa Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

XP
2

PEITGEUBAITGAIT FoTEITSI
XAWASAIT PERBATASAI{
ITEGARA
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1 2 2 4 5 6 7 a 9 10 13

1 Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk unggulan
Desa

Jumlah Desa yarlg
mengembangkan BUMDes

10 BUMDeS 10 Kab. Kep. Talaud,
Kab. Kep. Sangihe

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

2 Bimtek Pengolahan Ikan Bagi
Wirausaha Baru

Jumlah Bimtek yang
terLaksana

25 IKM 25 Kab. Kep. Talaud Kementerian
Perindustrian

3 Revitalisasi Sentra IKM Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 Sentra IKM I Kab. Kep. Talaud Kementerian
Perindustrian

4 Bimtek Kerajinan Berbahan
Baku Serat Abaka

Jumlah Bimtek yang
terlaksana

25 IKM 25 Kab. Kep. Sangihe Kementerian
Perindustrian

5 Bimtek Kerajinan Berbahaa
Baku Rotan

Jumlah Bimtek yang
terlaksana

25 IKM

IKM

25 Kab. Bolaang
Mongondow Utara

Kementerian
Perindustrian

6 Bimtek Kerajinan Berbahan
Baku T\.rrunan Kelapa

Jumlah Bimtek yang
terlaksana

25 25 Kab. Siau
Tagulandang Biaro

Kementerian
Perindustrian

7 Bimtek Pengolahan PaIa Bagi
Wirausaha Baru

Jumlah Bimtek yang
terlaksana

20 IKM 20 Kab. Minahasa Utara Kementerian
Perindustrian
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Kegiatan

6 7 a 9 10 12

PKSN Melonguane

13

Kementerian
Keuangan

a Sosialisasi pemanfaatar
fasilitas kepabeanan dan cukai
dalam rangka pengembangan
ekonomi daerah perbatasan

Terselenggaranya kegiatal
sosialisasi pemanfaatan
fasilitas kepabeanan dan
cukai

1 1

g Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk ungguLan
desa

JumLah desa yang
mengembangkan BUMDes

4 Desa r, o PKSN Melonguane,
PKSN Tahuna

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

10 Pengembangal SKPT Talaud Jumlah SKPT yang
dikembangkan

1 Skala
Kemandirial

1 PKSN Melonguare Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
11 Pembangunan Desa Digital

(P3PD)
Terbangunnya Desa Digital 5 Desa 2 3 PKSN Melonguare,

PKSN Ta].una
Kementerian Desa,

Pembangunal
Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

t2 Pengadaaa kapal penangkap
ikan 3-4 GT

Jumlah kapal penangkap
ikan 3-4 GT yang tersedia

27 Unit 27 Kec. Siau Barat Kementerian
KeLautan dan

Perikanan
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13 Pembuatan Pengaman Pantai
(Boulde)

Jumlah pengaman pantai
(Boulder) yang terbangun

450 Meter

Unit

450 Kec. Siau Barat

I Kec. Pinogaluman

Kementerian
Kelautan dan

Perikalan
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

14 Pengadaan Cold Storoge J].lmlah Cold Storage yang
tersedia

I

15 Pengadaal alat pengering ikan Jumlah alat pengering ikan
yarlg tersedia

1 Unit 1 Kec. Pinogaluman Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
16 Pembangunan tambatan

perahu
Jumlah tambatan perahu
yang terbangun

6 Unit 6 Kec. Pinogaluman Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
L7 Pengembangan jaringan kerja

sama promosi pariwisata
Jaringan kerja sama
promosi pariwisata yang
dikembangkan

I Kegiatan 1 Kec. Nusa Tabukan Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Pariwisata dan

Ekonomi lkeatif
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XP
3

PENGEMBAITGAIT
INT'RASTRI'KTT'R
KOIIEKTIVIT,AA
Pengembangan pelabuhan laut
Talluna

Pengembangan/
Pembangunan
peLabuhal laut

,l Unit

Pengembangan Bandara
Melonguane

JumLah bandara di daerah
terisolir, perbatasan dan
rawan bencana yang
direhabilitasi/

1 Paket

dikem
Pengadaan sarana transportasi
perairan dibawah 20 GT
dan/atau maksimal kapasitas

Jumlah sarana transportasi
perairan yang tersedia

4 Unit

2S

Pembangunan Jalan Desa
strategis pada ruas jalan
Kampung Utaurano

Panjang ruas jalan desa
strategis yang terbangun

t,2 Krn

Kementerian
Perhubungan

Kementerian
Perhubungan

I 1 PKSN Tahuna

o 1 PKSN Melonguane

3 4 Kec. Kabaruan, Kec.
Kendahe, Kec.

Melonguane, Kec.
Nanusa

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

4 1a Kec. Tabukan Utara Kementerian Desa,
Pembangunal

Daerah Tertinggal,
dan Traasmigrasi
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5 Pembangunan Jalan Desa
strategis pada ruas jalan
Mantehage Buhias

Panjang ruas jalan desa
strategis yang terbangun

2 Krn 2 Kec. Wori Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

6 Pengadaan sarana transportasi
darat

Tersedianya sarana
transportasi darat

4 Unit 4 Kec, Wori Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

7 Penyediaan Titik lrkasi dan
Pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususn5ra
di kelautan dan daerah
pesisir

9 Lokasi I Kec. Nanusa, Kec.
Kep. Marore

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

XP
4 mj-trilSfi lilil|Tft.IrfdIrJt

1 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

Jumlah kantor desa yarrg
direhabilitasi

10 Unit 2 2 3 3 Prov. Sulawesi Utara Kementerian
Dalam Negeri

o Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayaran administrasi
kependudukan di daerah

25 Paket 5 5 5 5 5 Kab. Talaud, Kab.
Kep. Sangihe, Kab.

Kep. Siau

Kementerian
Dalam Negeri
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(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

100

Tagulandang Biaro,
Kab. Minahasa Utara,

Kab. Bolaang
Mongondow Utara

3 Bantuan Sosial Pemerintalr Persentase keluarga
penerima manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 o/o 100 100 100 100 Kab. Kep. Talaud,
Kab. Kep. Sangihe,

Kab. Kep. Siao
Tangulandang Biaro,
Kab. Minahasa Utara,

Kab. Bolaalg
Mongondow Utara,

Kementerian Sosial

4 Pembangunan Balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah Balai pertemuan
umum kecamatan yang
dibangun

5 Unit 2 I o PKSN Tahuna (Kec.
Tahuna Timur), Kec.

Kep. Marore, Kec.
Kendahe, Kec. Nusa
Tabukan, Kec. Wori

Kementerian
Dalam Negeri

5 Peningkatal titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi / ditingkatkan

20 Penvalur 4 4 8 4 PKSN Melonguane,
PKSN Tahuna

Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
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12 Pembangunan Rumah
Paramedis

Jumlah rumah paramedis
yarg terbangun

1 Unit 1 Kec. Tabukan Utara Kementerian
Kesehatan

13 Pembangunan Rumah Dinas
Puskesmas

Jumlah rumah dinas
puskesmas yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Nusa Tabukar Kementerian
Kesehatan

l4 Pembangunan Rumah Sakit
Pratama di Makalehi

Jumlah rumah sakit
pratama di makalehi
terbangun

1 Unit 1 Kec. Siau Barat Kementerian
Kesehatan

15 Penyediaan alat kesehatan RS
Pratama

Jumlah alat kesehatan RS
pratama yang tersedia

1 Paket 1 Kec. Siau Barat Kementerian
Kesehatan

16 Pengembangal Puskesmas
Desa Buko

Jumlah Puskesmas Desa
Buko yang dikembangkan

1 Unit 1 Kec, Pinogaluman Kementerian
Kesehatan

L7 Pembangunan rumah dinas
dokter dan perawat

Jumlah rumah dinas dolirter
darl perawat yang
terbangun

8 Unit 8 Kec. Pinogaluman Kementerian
Kesehatan

18 Pengadaan mobil ambulans Jumlah mobil ambulans
yang tersedia

2 Unit 2 Kec. Pinogaluman Kementerian
Kesehatan

19 Pengadaan alat kesehatan Jumlah alat kesehatan yang
tersedia

2 Pak€t 2 Kec. Pinogaluman Kementerian
Kesehatan
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1 , 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

20 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yalg
terbangun

1 Unit 1 Kec. Kendahe Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

xII PROVITSI [ALI,I(I'
IIF
I

PEITATAAI RUAITG XAWASAIT
PERBATASAIT I|DGARA

1 Pen]rusunar Materi Telmis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di
Kepulauan Maluku

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1 Paket 1 Prov. Maluku Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
2 PenJrusunan Materi Teknis

Kawasan Perbatasan Negara
Tepa, Wonreli, Tiakur, Benjina,
Batu Goyang

Jumliah Materi Kawasan
Perbatasan

5 Paket 1 4 Kec. Pulau-Pul,au
Babar, Kec. Pulau-

Pulau Terselatan, Kec.
Pulau Lakor, Kec. Aru

Tengah, Kec. Aru
SeLatan timur

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertanahan

Nasional
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o. PROIIIIISI/
XEGIATAIT

IITDII'AI()R voL. SAT.
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1 2 4 5 6 7 a 9 10 12

3 Materi Teknis Kawasan
Perbatasan Negara Tepa,
Wonreli, Tiakur

Jurnlah Materi Kawasan
Perbatasan

Paket Kec. Pulau-Pulau
Babar, Kec. Pulau-

Pulau Terselatan, Kec
Pulau Lakor

Kementerian
Agraria darr Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

KP
2

PENGEUBAITG,/UT F(}TEITSI
XAWASAN PERBATAS,AII
ITEGARA

1 Pendidikan dan pelatihan
pengolahan kelapa menjadi
VCO kepada IKM dan
pengadaal peralatan usaha

Jumlah SDM yang mampu
memproduksi VCO yang
tersedia

1 Kegiatan 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindustrian

o Pelatihan pengolahan
tempurung keLapa menjadi
kerajinan, minyak asap cair,
pupuk organik cair kepada IKM
dan pengadaan peralatan
usaha

JutI ah terciptanya SDM
dalam IKM yang marnpu
mengolah tempurung
kelapa menjadi produk yang
lebih bemilai yang tersedia

1 Kegiatan 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindustrian
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3 Pendidikan dan pelatihan
pengolahan sabut kelapa
menjadi aneka kerqiinan dan
sabut kepala menjadi pupuk
organik cair dan pengadaan
peralatan usaha

Jumlah terciptanya SDM
yang mampu mengolah
sabut kelapa menjadi
produk yang lebih bernilai

1 Kegiatan 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindu strian

4 Bantuan peralatan industri
pertukangan bagi IKM

Jumlah bantuan peralatan
industri yang terdistribusi

1 Paket 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindu strian

5 Pembalgunan rumah produksi
pengrajin minyak kayu putih

Jumlah rumah pengrajin
yang terbangun

1 Paket 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindustrian

6 Pembangunan rumah produksi
pengajin pandai besi

Jumlah rumah pengrajin
yang terbangun

1 Paket 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindustrian

7 Pembangunan gedung industri
kerajinan tangan

Jumlah gedung industri
kerajinan tangan

1 Paket 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindustrian

8 Pembangunan sarana-
prasarana pendukung
pengoperasian pabrik
pengelolaan rumput laut

Jumlah sarana-prasarana
pendukung pengoperasian
pabrik pengelolaan rumput
laut

1 Paket 1 Prov. Maluku Kementerian
Perindustrian

SK No 076958 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-280-

Ilo. PROVT ST/

XEGIATAIT
IITDIIIATOR voL. SAT

CAPAIAIT TARODT
LOKASI

IIISTAITSI
PEI,ATSAITA

(I{EUE TERIAIT/
LE BAGA}

2020 2o2L 2022 20.23 2024
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9 Bimtek pemanfaatan pangan
lokal menjadi aneka makanan
dan minuman

Jumlah Bimtek yang
Grlaksana

50 IKM 50 Kab. Kep. Tanimbar,
Kab. Maluku Barat

Daya

KemenGriarr
Perindustrial

10 SKPT Saumlaki yang mandiri Skala kemandirian SKPT 5 Skala
Kemandirian

5 PKSN Saumlaki Kementerian
Kelautan dan

Perikalan
1t Pelatihan teknis uoo@tbn@,

wilayah perbatasan bagi pelaku
UMKM (pencelupan dan
pewamaan)

Jumlah pelatihan teknis
wcatianal wilaya}:
perbatasan bagi pelaku
UMKM

180 Orarrg 180 PKSN Saumlaki (Kec.
Tanimbar Utara), Kec

Kormomolin, Kec.
Nirunmas

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

12 PeLatihal kewirausahaan Jumlah pelatihan
kewirausahaan

240 Orang 240 PKSN Saumlaki (Kec.
Tanimbar Utara), Kec

Yaru, Kec.
Kormomolin, Kec.

Nirunmas

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

13 Pembalgunal kapal
penangkap ikan 5- 1O GT

Tersedianya kapal
penangkap ikan

1 Paket 1 Kec. Wetar Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

t4 Pembangunan sarana-
prasarana budi daya rumput
laut

Tersedianya sarana-
prasarana budi daya
rumput laut

1 Lokasi 1 Kec. Wetar Kementerian
KeLautan dan

Perikalan

15 Pengadaal sarana
penangkapan ikan dan alat
tangkap

Tersedialya sarana
penangkapan ikarr dan aLat
tangkap

1 Paket 1 Kec. Wertamrian Kementerian
Kelautan darl

Perikanan

16 Pengadaar Kapal Gill Net
(1,s GT)

Jumlah kapal penangkap
Ikan 1,5 GT tersedia

20 Unit 5 15 Kec. Kei Besar, Kec.
Kei Besar Selatan

Barat

Kementerian
Kelautal dan

Perikanan

t7 Pembargunan Cold. Storage
50 Ton

Jumlah Cold Storage 50 Ton
yang terbalgun

10 Unit 5 5 Kec. Kei Besar, Kec
Kei Besar Selatan

Barat

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

18 Pembangunan pabrik es 10 Ton Jum.lah pabrik es 1O Ton
yang terbangun

5 Unit 5 Kec. Kei Besar Kementerian
Kelautan dan

Perikanal

19 Pembangunan kapal
penangkapan ikan 5 GT /GrJl
Net)

Jullrlah kapal penangkapan
ikan 5 GT yang tersedia

o Unit 2 Kec. Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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20 Pembangunal kapal purse
seine 10 GT

Jumlah kapal purse seine
10 GT yang tersedia

3 Unit 3 Kec. Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

21 Pengadaan kapal penalgkap
ikan <3 GT

Jumlah kapal penangkap
ikan <3 GT yang tersedia

1 Unit 1 Kec, Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

22 Pembangunan CoM Storage
(3O Ton)

JrulJfl*t C.oA Storage
(3O ton) yang terbangun

3 Unit 3 Kec. Kei Besar Utara
Timur

Kementeriar
Kelautan dan

Perikanan

Pembangunan Pabrik Es
(5 Ton)

Jumlah pabrik es (5 ton)
yang terbangun

3 Unit 3 Kec. Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

24 Pembangunan Air Blqs,
Free",er I ABF (Pembekuan lkan)
(3 Ton)

JumLah ABF (pembekuan
ikan) (3 ton) yang terbangun

3 Unit 3 Kec. Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

25 Pengadaan keramba jaring
apung

Jumlah keramba jaring
aprurrg aquatecyang
tersedia

20 Unit 8 t2 Kec. Kei Besar SeLatan
Barat

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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26 Pembarrgunan kapal ikat pole
qrLd line (2O GTI

Jumlah kapal pole and lirte
20 GT yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Kei Besar SeLatan
Barat

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

27 Pembarrgunan kapal ikat pole
aru1 line (3O OTI

Jumlah kapal pole and lil
30 GT yang terbargun

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Selatan
Barat

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
2A Pembangunan pabrik es 10 Ton Jumlah pabrik es 10 Ton

yang terbangun
5 Unit 5 Kec. Kei Besar Selatan

Barat
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
29 Pembangunan Gudang Non-

SRG
Jumlah Gudang Non-SRG
yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Mdona Hiera Kementerian
Perdagairgan

30 Pembalgunan / Revitalisasi
Pasar Ralg/at

Jumlah pasar ratryat yang
dibangun/ direvitalisasi

6 Unit 4 Kec. Mdona Hiera,
Kec. Wetar, Kec.

Wetar Timur, Kec.
Wetar Barat, Kec.
Kormomolin, Kec.

Yaru

Kementerian
Perdagangan
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4l Pembangunan jalan setapak
dalam objek wisata

Jumlah sarana dan
prasarara terbargun

1.OOO M' 100 200 500 200 Kec. Kei Besar Selatan Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
42 Pembangunan toilet dan ruang

ganti pada objek wisata
Jumlah sarana dan
prasarara terbangun

8 Unit 2 2 J 1 Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Kei

Besar

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Pembangunan pondok
wisata/bungalow

Jumlah sarana dan
prasarana terbangun

10 Unit 2 2 3 Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Kei

Besar

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
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44 Pengadaan perlengkapan
pondok wisata/bungalow

Jumlah perlengkapan
pondok wisata tersedia

10 Set ) 2 4 2 Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Kei

Besar

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

45 Pembangunan diving center Jumlah sarana dan
prasarana terbangun

3 Unit 1 2 Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Kei

Besar

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

46 Pen gadaan per alatar, diutng
center

Jumlah peraLatan diurng
cenrer tersedia

40 Set 6 9 16 9 Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Kei

Besar

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Pariwisata dah

Ekonomi Kreatif
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47 Pengadaarr gloss boltom boat Jumlah fasilitas pendukung
yang tersedia

2 Unit c Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Kei

Besar

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi lGeatif

4A Pembangunan jalan setapak
dalam objek wisata

Jumlah sarana dan
prasarana terbangun

3.OOO 500 700 l.OOO 800 Kec. Kei Besar Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata darr

Ekonomi lkeatif
49 Pembangunan panggung

kesenian
Jumlah sarana dan
prasarana terbargun

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
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50 Fasilitas dana berguli bagi
Koperasi

Jumlah fasilitas dana
bergulir bagi koperasi

5 Koperasi 5 Kec. Kormomolin Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

51 Pelatihan akuntasi dan laporan
keuangan

Jumlai pelatihan
perkoperasian

t20 Orang t20 Kec. Kormomolin, Kec.
Nirunmas

KemenGrian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

<.) Bantuan permodalan bagi
wirausaha pemula

Jumlah bantual
permodalan bagi wirausaha
pemula

30 lVP 30 Kec. Kormomolin, Kec.
Kei Besar Utara

Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

53 Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja

Jumlah pendidikan dan
pelatihal keterampilan bagi
pencari kerja yang
terlaksana

1 Kegratan 1 Kec. Selaru Kementerian
Ketenagakerjaan

54 Pengadaan alat pengoLahan
pascapanen produk unggulan
daerah perbatasan

JumLah pengadaan alat
pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan

I Paket 1 Kec. Selaru Kementerian Desa,
Pembaugunan

Daerah Tertinggal,
dan Trarsmigrasi
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KP
3 IITtrRASTRUKTUR

KOITEI(TIVITAS

Kab. Ma.luku Tenggara1 Pembangunan Jalan Trars
Pulau Kei Besar (status jalan
provinsi) Ruas Elat Simpang
Ngurdu-Faloholat (panjang
total 65,9 Km)

Panjang jalan yang
dibalgun

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

4 Km

Km

4

4

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralvat

2 Peningkatan jalan strategis
desa di daerah perbatasan

8 4 Kab. Maluku Barat
Daya, Kab. Kep. Aru

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Ttansmigrasi

Pembangunan PelabuhaI
Penyeberangan Elat

Jumlah pelabuhan
penyeberangan yang
terbangun

1 Unit 1 1 Kab. Maluku Tenggara Kementeriar
Perhubungan

4 Pengembangaa pelabuhan laut
Saumlaki

Jumlah pelabuhan laut
yang dikembangkan

1 Unit 1 PKSN Saumlaki Kementerian
Perhubungan
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5 Pengembangan Bandara
Saumlaki

Jumlah bandara yang
dikembangkan

1 Paket

Unit

Unit

1

1

PKSN Saumlaki

PKSN Saumlaki (Kec
Wertamrian)

Kementerian
Perhubungan

6 Pengembangan Bandar Udara
Mathilda Batlayeri

Jumlah bandar udara yang
dikembangkan

1 Kementerian
Perhubungan

7 Pembangunan Pel,abuhan
Penyeberargan Sermata

Jurr ah pelabuhan
penyeberangan yang
terbangun

1 1 Kec. Mndona Hiera Kementerian
Perhubungan

8 Pengembangan Bandar Udara
Moa

Jumlah bandar udara yalg
dikembangkan

1 Unit 1 Kec. Moa l,alor Kementerian
Perhubungan

9 Pengembanga-n PeLabuhan Moa Jurnlah pelabuhan yang
dikembangkan

1 Unit 1 Kec. Moa l-akor Kementeriar
Perhubungan

10 Peningkatan/ Pemantapan
Bandar Udara Dobo

Jumlah bandar udara yang
ditingkatkan

1 Unit 1 Kec. Pulau-Pulau Aru Kementerian
Perhubungan

11 Pengadaaa sarara transportasi
darat

Tersedianya sarana
transportasi darat

3 Unit Kec. Aru Tengah
Selatan, Kec.
Wertarnrian

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Traasmigrasi
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12 Penyediaan Titik lokasi dan
Pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

92 Lokasi 92 Kec. Pulau-Pulau
Babar, Kec. Mndona
Hiera, Kec, Pulau-

Pulau Terselatan, Kec.
Wetar, Kec, Wetar
Utara, Kec. Wetar
Timur, Kec. Wetar

Barat, Kec. Pulau le ti,
Kec, PuLau Masel,a,

Kec. Putrau Lakor, Kec,
Moa L,akor, Kec. Kisar

Utara, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec.
Aru Tengah Selatan,

Kec, Aru Sel,atan
Timur, Kec. Selaru,

Kec. Wertamrian, Kec.
Kormomolin, Kec.

Nirunmas, Kec. Yaru

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

KP
4 II{TRASTRI'KTT'R SOSIAL

DASAR
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1 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

4 Unit 1 1 , Prov, Maluku Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

20 Paket 4 4 4 4 4 Kab. Maluku Barat
Daya, Kab. Kep. Aru,
Kab. Kep. Tanimbar,

Kab. Maluku Tenggara

Kementerian
Dalam Negeri

Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yarg
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 % 100 100 100 100 100 Kab. Maluku Barat
Daya, Kab. Kep. Aru,
Kab. Kep. Tanimbar,

Kab. Matuku Tenggara

Kementerian Sosial

4 Sarana dan Prasarana air
bersih yang dibangun di daerah
perbatasan

Meningkatnya la5ranan air
bersih dan sanitasi di
daerah perbatasan

200 KK 200 Kab. Kep. Aru,
Kepulauan Tarimbar

(PKSN Saumlaki)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Pembangunan Balai pertemuan
umum kecamatarr

Jumlah Balai pertemuan
umum kecamatan yang
dibangun

4 Unit 2 1 1 PKSN Saumlaki
(Kec.Tanimbar

Selatan), Kec. Aru
Selatan Timur, Kec

Kementerian
Dalam Negeri
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1 2 3 4 6 7 I 9
Wertamrian, Kec. Kei

Besar

6 Peningkatan titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ ditingkatkan

10 Penyalur o 2 2 4 PKSN Saumlaki Kementerial
Energi dan Sumber

Daya Mineral
7 Konverter Kit BBM ke Bahan

Bakar Gas untuk nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM
ke Bahan Bakar Gas untuk
neLayan yang difasilitasi

50 Unit 50 PKSN Saur aki Kementeriar
Energi dan Sumber

Daya Mineral
8 Pembangunan gedung

Puskesmas
Terbangunnya gedung
puskesmas

2 Unit 2 Kec. Wetar Utara, Kec.
Kei Besar Selatan

Kementerian
Kesehatan

9 Pembalgunan baru Rumah
Sakit Pratarna

JumLah baru rumah sakit
pratama yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Wetar Barat Kementerian
Kesehatan

10 Peningkatan pelayanaa
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan

Pelayanan kesehatar dasar
di Kawasan Perbatasan
yang ditingkatkan

7 Paket 7 Kec. hrlau Lakor Kementerian
Kesehatan

1l Peningkatar pelayanan
kesehatar dasar di Kawasar
Perbatasan (sarana dan
prasarana dan alat kesehatan)

JumLah pelayanan
kesehatan dasar yang
ditingkatkan

3 Paket 3 Kec. Kisar Utara Kementerian
Kesehatan
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t2 Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan saraaa dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya

Jumlah sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringan tersedia yang
ditin gkatlan / diperbaiki

6 Paket 6 Kec. Aru Selatan
Timur, Kec. Sir-Sir

Kementerian
Kesehatan

13 Pengadaan alat kesehata-n
Puskesmas

Jumlah alat kesehatan
puskesmas yang tersedia

Paket 3 Kec. Sir-Sir Kementerian
Kesehatan

t4 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas Keliling

Jumlah sarana dan
prasarana puskesmas
keliling

Paket 3 Kec. Sir-Sir Kementeriar
Kesehatan

Pembangunan/ rehabilitasi
Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang
dibangun/ direhabilitasi

1 Unit 1 Kec, Wertamrian Kementerian
Kesehatan

16 Pembangunan/ relokasi gedung
Puskesmas Larat Kei

JumlaL Puskesmas l,arat
Kei yang terbangun

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Selatan Kementerian
Kesehatan

t7 Pengadaan Puskesmas Keliling
Roda 4 Puskesmas Larat Kei

Jumlah puskesmas keliling
roda 4 puskesmas yang
tersedia

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Selatan Kementerian
Kesehatan

18 Pembangunan Rumah Sakit
Pratama di Elat dan Alat
Kesehatal

JuIr ah rumah sakit
pratama Jrang terbangun

1 Unit I Kec. Kei Besar Kementerian
Kesehatan
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Ito.
PROVTTSI/
XBGIATAIT

llilrTi"'Ff.L

3

Jumlah gedung baru
Puskesmas Watsin yang

tvJrfft
voL. AAT

,wtn ,TVrl vrvn VWTI Fnrm

4 5 6 7 8 9 10

2 Unit 2

Unit 3

I Unit 1

I Unit 1

1 Unit 1

l-{.L{\:tl
IIISTAITSI

PEL.AKSAITA
(IIEMEITTERIAIT/

t-f,q,rlr;rf,J
1 2 12 13

19 Pembalgunan baru Puskesmas
Watsin dan Ohoiel beserta alat
kesehatan

Kec. Kei Besar Kementerian
Kesehatan

20 Pembangunan Rumah Dinas
Puskesmas Pembantu watsin,
Mataholat dan Ohoiel

Jumlah rumah dinas
Puskesmas Pembantu yang
terbangun

Kec. Kei Besar Kementeriar
Kesehatan

21 Pembangunan Baru Puskesmas
Mataholat

Jumlah gedung baru
Puskesmas Mataholat yang
terbangun

Kec. Kei Besar Kementerian
Kesehatan

rrc Pembangunan/ relokasi gedung
puskesmas Banda Ely

Jumlah puskesmas baru
yang terbangun

Kec, Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kesehatan

23 Puskesmas perairan Hollat Jumlah puskesmas
perairar yang terbangun

Kec, Kei Besar Utara
Timur

Kementerian
Kesehatan

24 Pengadaan Puskesmas Keliling
Perairan Puskesmas Hollat

Jumlah puskesmas keliling
perairan yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Utara
Timur

KementeriaIr
Kesehatan

25 Pengembangan prasarana dan
sarala kegiatan kesehatan
berupa fasilitas puskesmas

Jumlah prasarana dan
sarana kegiatan kesehatan
yang dikembangkan

1 Paket I Kec, Kei Besar Selatan
Barat

Kementerian
Kesehatan
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dan/atau pelayanan jasa medis
Weduar Feer

26 Pengadaan puskesmas keliling
perairan Kec. Kei Besar SeLatan
Barat

Jumlah puskesmas keliling
Perairan yang tersedia

1 Paket I Kec. Kei Besar Selatan
Barat

Kementerian
Kesehatan

27 Penyediaan Puskesmas
perairan Desa Feer

Jumlah puskesmas
perairan Fer yang tersedia

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Selatan
Barat

Kementerian
Kesehatan

2a Pembangunan Baru Puksesmas
Desa Feer

Jumlah gedung baru
Puksesmas Feer yang
terbangun

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Selatan
Barat

Kementerian
Kesehatan

29 Pembangunan Rumah Dinas
Puskesmas Desa Feer

Jumlah rumah dinas
Puskesmas Feer yang
terbangun

I Unit 1 Kec. Kei Besar Seliatan
Barat

Kementerian
Kesehatarr

30 Pengadaan Puskesmas Keliling
Perairan Puskesmas Desa Feer

Jumlah puskesmas keliling
perairan Puskesmas Feer
yang terbargun

1 Unit 1 Kec. Kei Besar Selatan
Barat

Kementerian
Kesehatan

31 Pembangunan Jaringan
Distribusi Listrik

Jumlal jaringan distribusi
listrik yang terbangun

46 Paket 15 1 14 16 Kec. Pulau-Pulau Aru,
Kec. Aru Tengah

Timur, Kec. Sir-Sir,

Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
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Kec. Aru Tengah
Selatan, Kec. Aru

Selatan Timuq Kec.
Kei Besar Selatan

Barat, Kec. Kei Besar
Selatan, Kec. Wetar
Barat, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar
fimur, Kec. Wetar,

Kec, Tanimbar Utara
32 Pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Surya
Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yang
terbangun

17 Unit 11 6 Kec. Pulau-Pulau Aru,
Kec. Aru Tengah
Timur, Kec. Aru

Tengah Selatan, Kec.
Aru Selatar Timur,

Kec. Kei Besar SeLatar
Barat, Kec. Moa

Lakor, Kec. Mndona
Hiera, Kec. Wetar
Barat, Kec. \4/etar

Utara, Kec, P, Masela,

Kementeriran
Energi dan Sumber

Daya Mineral
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Kec. P. Leti, Kec. P.
Lakor, Kec. Yaru

JumLah tangki septik yang
terbangun

t25 Unit33 Pembangunan tangki septik
skala individual perdesaan
minimal 5O KK-Tematik
Stunting

125 Kec. Wetar, Kec.
Wetar Utara

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
34 Pembangunan sumur dalam

terlindungi
Jumlah sumur dalam yang
terbangun

t62 SR 162 Kec. Wetar Timur Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralvat
35 Pengembangan jaringal

distribusi dan sambungan
rumah

Jumlah jaringan distribusi
yang dikembangkan

40 SR 40 Kec. Aru Tengah
Timur

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

[.m PROVI SI MALUKI' UTARA

x"P
2

PEITGEMBA]TGATY P(yTEITSI
KAWASAN PERBATASA.IT
ITEGARA

I Revitalisasi Sentra IKM minyak
kel,apa

Jumlai Sentra IKM yang
direvitalisasi

I Sentra IKM 1 Kab. Halmahera
Tengah

Kementerian
Perindustrian
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2 Fasilitasi kapal perikanan
bantuan yang terbangun
termasuk di daerah perbatasan

Pengembangan Desa Digital
(P3PD)

Jumlah kapal perikanan
bantuan yang tersedia
termasuk di daerah
perbatasan

2 Unit 2 PKSN Daruba Kementerian
Kelautar dan

Perikalal

3 Jumlah desa yang
menerapkan dan
mengembangkan Desa
Digital

., Desa 1 I PKSN Daruba Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tra-nsmigrasi

4 Bumdes yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

Jumlah desa yang
mengembangkan BUMDes

2 Desa 1 1 PKSN Daruba Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Pelatjhan masyarakat bidang
tata keloLa destinasi pariwisata,
peLatihan manajemen
l@mestag, seLam, paralayang,
pilihan, TIC, dan Supporting

Jumlah kegiatan pelatihan
masyarakat lrang terliaksana

1 Paket I Kec- Patani Utara Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
IGeatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
6 Pengembangan daya tarik

wisata
Jumlah pengembalgan
daya tarik wisata

1 Paket 1 Kec. Patani Utara Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
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II{STAITSI
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,wm ,rlDfl ,Ftm ,wa ,WT,

1 2 3 4 6 7 a q 10 12

Kreatif/ Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
7 Pengadaan kapal penangkapan

ikan 5 GT
Jumlah kapal penangkapan
Ikan 5 GT yang tersedia

18 Unit

1

1

18

500

1

1

4

Kec. Morotai Jaya Kementerian
Kelautan darl

Perikanan

Kec. Morotai Jaya Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

PKSN Daruba, Kec.
Morotai Selatan

Kementerian
Perhubungan

8 Pengadaan C.aol Box Jumlah Cool Box yang
tersedia

500 Unit

XP
3

fiGlTf.TfirrTfT.'l
1 Pembangunan Bus air Jumlah Bus air yang

terbangun
2 Unit

2 Pembangunan fasilitas
pendukung dan integrasi moda
di KSPN

Fasilitas pendukung dan
integrasi moda di KSPN
Morotai

c Lokasi PKSN Daruba, Kec.
Morotai Selatan

Kementerian
Perhubungan

3 Penyediaaa titik lokasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususn1ra

24 Lokasi 20 PKSN Daruba, Kec.
Morotai Jaya, Kec.
Morotai Utara, Kec.

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
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LEUBAGAI20.20 2o2L 20.22 20.23 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
di kelautan dan daerah
pesisir

Morotai Timur, Kec.
Morotai Selatan Barat

4 Penyediaan aksesibilitas
telekomunikasi dan informasi
(Bakti Sinyal/Iastmile)

Jumlah lokasi BTS/WIFI di
wilayah pelayanaa universal
telekomunikasi dan
informatika

1 Iakasi 1 PKSN Daruba Kementerian
Komunikasi dal

Informatika

5 Pembangunan Jalan Lingkar
Pulau Morotai

Panjang ruas jalan yang
dibangun

43,1 Km t4 o'7 a7 9,7 PKSN Daruba Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ra-lryat

6 Pengadaan sarana transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

4 Unit 4 Kec. Patani Utara,
Kec. Morotai Selatan
Barat, Kec. Morotai

Selatan, Kec. Morotai
Jaya

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Traasmigrasi

7 Pengadaan sarana transportasi
perairan dibawah 2O GT
dan/atau maksimal kapasitas
25 penumpang

Jumlah sarana transportasi
perairan yang tersedia

Unit 2 Kec. Patani Utara,
Kec, Morotai Selatan

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daeral Tertinggal,
dan Tlansmigrasi
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8 Pembangunan Jalan Strategis
Desa Ruas Jalan JIn. Dalam
Desa Gemia

Dibangunnya panjang jalar
strategis desa di lokasi
prioritas perbatasal daerah
tertinggal

1,58 Km 1,58 Kec. Patani Utara Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

9 Pembangunan Jalan Strategis
Desa Ruas Jalan WayabuLa-
Trrtuhu

Dibangunnya panjang jalan
strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daeralr
tertinggal

r,85 Km 1,85 Kec. Morotai Selatan
Barat

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

xtP
4

PEITGEUBAI{GAIT
II|FRASTRUKTUR SOSIAL
DASAR

1 Rehabilitasi bangunan kartor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

10 Unit a ., 3 3 Prov, Maluku Utara Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanaa administrasi
kependudukan di daerah

Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

10 Palet a 2 o ., Kab. Pulau Morotai,
Kab. Halmahera

Tengah

Kementerian
Dalam Negeri

3 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase keluarga
penerima manfaat yang

100 o/" 100 100 100 100 too Kab. Pulau Morotai,
Kab. Halmahera

Tengah

Kementerian Sosial
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PELABAAltA
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1 2 3 4 6 7 a 9 10

mendapatkar bantuar
sosial pemerintah

4 Pembangunan Balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah Balai pertemuan
umum kecamatan yang
dibangun

Unit I 1 PKSN Daruba (Kec.
Morotai Selatan), Kec

Morotai Jaya

Kementerian
Dalam Negeri

5 Revitalisasi pasar ra-Iq/at yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan, dan
rawan bencana

Jumlah pasar ralgrat yang
direvitalisasi

1 Unit I PKSN Daruba Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

6 Peningkatan titik penyalur
program BBM Satu Harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ ditingkatkan

10 Penyalur o , 2 4 PKSN Daruba Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
7 Konverter Kit BBM ke Bahan

Bakar Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM
ke Bahan Bakar Gas untuk
nelayan yang difasilitasi

50 Unit 50 PKSN Daruba Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

8 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yang
terbangun

1 Unit 1 PKSN Daruba Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
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2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 12 12

9 Pembangunan Puskesmas
Buho-Buho, Sabatai, Morodadi

Jumlah puskesmas yalg
dibangun

Unit 3 PKSN Daruba
(Kec. Morotai Selatan),

Kec. Morotai Timur

Kementerian
Kesehatan

10 Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya

Jumlah Pembangkit Listrik
Tenaga Surya yang
terbangun

4 Unit 1 PKSN Daruba (Kec.
Morotai Selatan), Kec.

Morotai Jaya, Kec.
Morotai Utara, Kec.

Morotai Selatan Barat

Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PLN

11 Pembangunan kar.tor
desa/ kelurahan

Jumlah kantor desa/
kelurahal yang dibangun

1 Unit 1 Kec. Patani Utara Kementerian
Dalam Negeri

t2 Pengadaan Prasarana Alat
Kesehatan Puskesmas Cio
Geron& l,eo-Leo

JuIr ah prasarana al,at
kesehatan puskesmas yang
tersedia

2 Paket c Kec. Morotai Selatan
Barat

Kementerian
Kesehatan

13 Pengembangan jaringan
distribusi dan sambungan
rumah

Jumlah jaringan distribusi
dan sambungan rumah
yang dikembangkan

193 SR 193 Kec. Morotai Selatan
Barat

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
)(Iv PRO'yIXSI PAPUA BARAT

XP
I

PEITATAAIT RUAITG KAWAAAIT
PERBATASA.II ITEGARA
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IIEGIATAIT

irfiitTrrr.rr vol,. SAT.
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t-faP.7J:Ii

INSTANSI
PEIIII(SA.ITA

(I(EMENTERIAN/
LEMBAGAI2020 2o21 ?Fvrl ?WB 2024

1 2 4 6 8 9 10 12

1
PenJrusunan Materi Teknis
Peninjauan Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Maluku Utara dan Papua Barat

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1

2

Paket 1 Prov. Papua Barat

1 Distrik Kep. Ayau,
Distrik Iffaigeo Utara

Kab. Raja Ampat

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
c Penyusunan Materi Teknis

Kawasan Perbatasan Negara
PuLau Fani, Kabare

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

Paket 1 Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional

xtP
2

PETGF,MBAITG,IUT P(}rEITSI
XAVAEI.r PIRBATAAAIT

Paket Kementerian
Perindustrian

1 Pendampingan dal Fasilitasi
Bagi Sentra Pengolahan Hasil
Laut

Pendampingan dan fasilitasi
bagi sentra pengolahan
hasil laut yang terl,aksana

1 1

XP
3

ETiGETITrJTHE

ff.lTlsf;Tfirflxl
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1 2 3 4 6 7 I 9 10 12

i Penyediaan Titik lokasi dan
Pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

19 Lokasi 19 Distrik Ayau, Kep
Ayau, Sausapor

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

XP
4

PEI| GEUBIIITG/III
IITFRASTRI'XTUR AOAIAL
DASAR

I Rehabilitasi bangunan kartor
desa

Jumlah kantor desa yang
direhabilitasi

10 Unit 2 2 3 3 Prov. Papua Barat Kementerian
Dalam Negeri

2 Pelayanan administrasi
kependudukan di daerah

PeLayanan administrasi
kependudukan di daerah
(KTP el, KIA, Akta
Kelahiran)

10 Paket 2 c o 2 2 Kab. Raja Ampat,
Tambraw

Kementerian
Dalam Negeri

Bantuan Sosial Pemerintah Persentase Keluarga
Penerima Manfaat yang
mendapatkan bantuan
sosial pemerintah

100 o/" 100 100 100 100 100 Kab. Raja Ampat,
Kab. Tambraw

Kementerian Sosial

4 Pembangunan Balai pertemuan
umum kecamatar

Jumlah Balai pertemuan
umum kecamatan yarg
dibalgun

Unit a Distrik Kep. Ayau,
Distrik Sausapor

Kementerian
Dalam Negeri
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PROVII{8I/
I(EGIATAIT

IITDIKATOR voL. AAT.
CA.PAIAI{ TARGET

u)rAsI
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(XEMEITTERIAIT/

LEUBAGA}2020 20.21 2022 2024 2024

1 2 2 4 5 6 7 a 9 10 10 13

5 Pembangunal rualg guru
beserta perabotnya

Jumlah ruang guru beserta
perabotnya yang terbangun

I Paket 1 Distrik Kep. Ayau Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

xv PROVII{SI PAPUA

KP
1

PEI{ATAAIT RUAITG XAWASAI{
PERBATASAIT

1 Pen1rusunan Materi Teknis
Peninjaual Kembali Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi
Papua

Jumlah Materi Teknis
Kawasan Strategis Nasional

1 Paket 1 Prov. Papua Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahan

Nasional
2 Fasilitasi Legislasi Rancangan

Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Jayapura,
Tanah Merah, Merauke

Jumlah Ralcangan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

Paket J PKSN Jayapura, PKSN
Tanah Merah, PKSN

Merauke

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
Pertanahal

Nasional
Penl.usunan Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara
Yetetkun, Mindiptana, Hamadi,
Batom, Waris, Biak, Merauke

Juml,ah Materi Teknis
Kawasan Perbatasan Negara

7 Paket 1 I , 1 2 PKSN Merauke,
Distrik Ninati, Distrik
Mindiptana, Distrik
Javapura Selatan.

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/Badan
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2020 2o2L 2022 2025 2024

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 12 13

Distrik Batom, Distrik
Waris, Distrik Biak

Kota

Pertanahan
Nasional

4 Fasilitasi Iegislasi Rancangan
Peraturan Presiden Kawasan
Perbatasan Negara Yetetkun,
Skouw, Sota

Jumlah Ranc€rgan
Peraturan Presiden
Kawasan Perbatasan Negara

3 Paket 1 1 1 Distrik Ninati, Distrik
Muara Tami, Distrik

Sota

Kementerian
Agraria dan Tata

Ruang/ Badan
Pertana-Lan

Nasional
XF
2

PEITGEUBAITGAIT PTOTETAI
KAWASTIT PERBATASAII

1 Penyediaan sarana dan
prasarana industri VCO skala
kecil

JumLah sarana dan
prasarana industri VCO
skaLa kecil 5rang tersedia

6 Paket 6 Prov. Papua Kementerian
Perindustrian

2 Bimtek Produksi Bagi
Wirausaha IKM Kerajinan

Jumlah Bimtek yang
terlaksana

25 IKM 25 Kota Jayapura Kementerian
Perindustrian

Revitalisasi Sentra IKM Cokelat Jumlah Sentra IKM yarg
direvitalisasi

I Sentra IKM I Kab. Jayapura Kementerian
Perindustrian

4 Bimtek Produksi Bagi
Wirausaha IKM Pengolahan
Ikan

Jumlah Bimtek yarg
terlaksana

25 IKM 25 Kab. Biak Numfor Kementerian
Perindustrian
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1 2 3 4 .5 6 7 a q 12

5 Revitalisasi Sentra IKM Meubel Jumlah Sentra IKM yang
direvitalisasi

1 Sentia IKM 1 Kab. Biat Numfor Kementerian
Perindustrian

6 Revitalisasi Sentra IKM Olahan
Kelapa

Jumlah Sentra IKM yarg
diret/italisasi

1 Sentra IKM i Kab. Sarmi Kementerian
Perindu strian

7 Pengembangan BUMDes untuk
mendukung produk unggulan
Desa

Jumlah Desa yang
mengembangkan BUMDes

2t BUMDeS 4 4 13 Kab. Keerom, PKSN
Merauke, PKSN Tanah

Merah, PKSN

Kementeriar Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan TransmigrasiJ

8 Satuan pemukiman yang
dibangun dan fungsional di
kawasan transmigrasi prioritas

Terbangun dan
berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi
di kawasan transmigrasi

7

tas

Kawf,san 1 2 o .) Kab. Keerom, PKSN
Merauke

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

I Peningkatan kapasitas tenaga
keda di daerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas
tenaga kerja di daerah
terlinggal

400 Orang 200 200 Kab. Boven Digoel,
Kab. Keerom

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1J

10 Bantuan peningkatan nilai
tambah Prukades di daerah
tertinggal

Meningkatnya nilai tambah
Prukades di daerah
tertinglaal

3 Unit 1 1 1 Kab. Boven Digoel,
Kab. Keerom

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

11 Kawasan transmigrasi prioritas
yang sarana dan prasamna nya
dikembangkan da.rt fungsional

Berkembang dan
berfungsinya prasarana,
sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi
prioritas

I Kawasan 2 I 2 2 Kab. Keerom, PKSN
Merauke

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

t2 Kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembargkan
ekonominya

Berkembangn5ra ekonomi
kawasan transmigrasi
prioritas

9 Kawasan 2 I .) 2 2 Kab. Keerom, PKSN
Merauke

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

13 SKPT Biak Tingkat kemandirian SKPT
Biak (tingkat kemardirian
(skala 1-5)

5

Terselesaikannya
pembuatan kolam ikan bagi
kelompok pembudi daya

1

Skala
Kemandirian

5 Kab. Biak Numfor Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

l4 Pembuatan kolam ikan bagi
kelompok pembudi daSra

Paket I PKSN Jayapura Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
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LEUBAGAI?WN 2021 2022 nYFt ,wl-l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

15 Pembangunan sarana budi
daya benih dan pakan bagi
kelompok pembudi daya

Terselesaikannya
pembangunan sarara budi
daya benih dan pakan bagi
kelompok pembudi daya

1 Kelompok 1

5

1

PKSN Jayapura

PKSN Merauke

Kementerian
Kelautan da.rl

Perikanan

Kementerian
Kelautan dan

Perikanal

16 SKPI Merauke yang mandiri Jumlah SKPT yang
ditingkatkan
kemandiriann;ra

5 Skala
Kemandirian

t7 Penataan Perkampungan
tradisional sebagai pendukung
"Wisata Perbatasan"

Jumlah Kawasan Pariwisata
yang difasilitasi
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III

1 Kawasan PKSN Jayapura Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

18 Pembangunan honestoa
karnpung terapung perbatasan

Jumlah kawasan pariwisata
yang difasilitasi
pengembangan destinasi
pariwisata regional III

1 Kawasan 1 PKSN Jayapura Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Ikeatif/ Badan
Paritrisata dan

Ekonomi Kreatif
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19 Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
perbatasan, tertinggal dan
pascabencana

Terselesaikannya
revitalisasi pasar ralgrat
yang dikelola koperasi di
daerah perbatasan,
tertinggal dan
pascabencana

1 Unit 1 PKSN Jayapura
(Distrik Muara Tami)

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

20 Pelatihan kewirausahaan Jumlah pelatihar
kewirausahaan

240 Orang 240 PKSN Jayapura
(Distrik Jayapura

Utara), Distrik Sarmi

Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

2t Koperasi/ UKM seli.tor
perikanan dan petemakan
yang diperkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan

Jumlah KUMKM yang
diperkuat fasilitas usaha
kemitraannya

2 Kegiatan 1 1 PKSN Merauke Kementerian
Koperasi dan

Usaha Kecil dan
Menengah

co Pengembangan Desa Digital
(P3PD)

Jumlah desa yang
menerapkan dan
mengembangkan Desa
Digital

1 Desa 1 PKSN Tanah Meral Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

23 Pembangunan Gudang/ Depo
Non-SRG

Jumlah gudang/Depo
Non-SRG yang dibangun

o Unit 2 PKSN Jayapura,
PKSN Merauke

Kementerian
Perdagangan
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1 2 3 4 6 7 I 9 10 1C

24 Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang diberikan
pembinaarr

Jumlah penyedia jasa yang
diberikan pembinaan

10 Kegiatan 10 PKSN Jayapura Kementerian
Perdagangan

25 Pembangunan Pasar Tipe B Jumlah Pasar Tipe B yang
dibangun dan ditingkatkan
fasilitasnya

o Unit 2 PKSN Jayapura, PKSN
Merauke

Kementerian
Perdagangan

26 Pembangunan Pasar Tipe C Jumlah Pasar Tipe C yarg
dibangun dan ditingkatkan
fasilitasnya

2 Unit 2 PKSN Jayapura, PKSN
Merauke

Kementerian
Perdagangal

27 Pembangunan / Revitalisasi
Pasar Ralqrat

Jumlal pasar ralgrat lrang
dibargun / direvitalisasi

1 Unit 1 PKSN Merauke
(Distrik Merauke)

Kementerian
Perdagangar

2A Penyediaan Alat dan Mesin
Pertaniar Pra-Panen

Jumlah alat darr mesin
pertanian pra-panen yang
difasilitasi

10 Unit 10 PKSN Jayapura Kementeriarr
Pertanian

29 Pembangunan sarana dan
prasarana pengolahan sagu di
Skouw Yanbe

Terselesaikannya
Pembangunan sarana dan
prasarana pengolahan sagu
di Skouw Yanbe

2 Unit I 1 PKSN Jayapura Kementerian
Pertanian
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30 Rehabilitasi tambak bagi
kelompok pembudi daya

Terselesaikannya
rehabilitasi tambak bagi
kelompok pembudi daya

1 Paket 1 PKSN Jayapura Kementerian
Perindustrian

31 Pengembangan Aplikasi
Informatika Petani dan Nelayan
Go Online

Jumlah user aktif petani
dal nelayan yang
mendaftar
Jumlah user aktif selft'ng
UMKM

Jumalah ketingting dar alat
nelayan l.alg tersedia

Jumlah perahu yang
tersedia

Jumlah tambatan perahu
yang terbangun

500 User

1

500 PKSN Merauke Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
32 Pengembangan Aplikasi

Informatika UMKM Go Oniire
250 User

2

250 PKSN Merauke Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Distdk Okaba Kementerial
Kelautan dan

Perikanan

Distrik Web Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Distrik Supiori Barat,
Distrik Supiori Utara

Kementerian
KeLautar darl

Perikalan

33 Pengadaan ketingting dan alat-
alat nelayan

1 Paket

34 Pengadaan perahu 2 Unit

35 Pembangunan tambatan
perahu

4 Unit 4
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36 Pengadaan keramba jaring
apung (teripang)

Jumlah keramba jaring
apung (teripangl yang
tersedia

15 Unit 15 Distrik Supiori Barat
Distrik Kep. Aruri

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

37 Pengadaan perahu perikaran
tangkap

Jumlah perahu ikan
tangkap yang tersedia

10 Unit 10 Distrik Kep. Aruri Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

38 Pembangunan keramba
perikanan laut

Jumlah keramba laut yang
terbangun

5 Unit 5 Distrik Supiori Timur Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
39 Pelatihan masyaral<at bidang

tata kelola destinasi pariwisata,
pelatihan manajemen
haneslaA, selam, paralayang,
pilihar, TIC, d.an supportittg

Jumlah kegiatan pelatihan
masyarakat bidang yang
terlaksana

1 Paket I Distrik Biak Kota Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

40 Pengembangan daya tarik
wisata

Jumlah kegiatan daya tarik
wisata yang dikembangkan
(Panggung Kesenian/

Kios Cendera

1 Paket 1 Distrik Biak Kota Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif/ Badan
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mata, Ruang Ganti dan
atau Toilet, d,an Boardwakl

Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

41 Pembangunan,Long Storage

PEITGEUBAltGAlt
IITFRASTRI'TTI'R
KOITEKTIVITAS

Peningkatan jaLan strategis
desa di daerah perbatasan

Pembangunan atau
peningkatan jalan desa
strategis di daerah tertinggal

Jur'rlah Long S'torage yang
terbangun

2 Buah 2 Distrik Elikobal

Kab. Boven Digoel

Kementerian
Peke!aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

XP
3

1 Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertingga.l

6 Km a

1,9

., Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Tran smigrasi

, Terbangunnya atau
ditingkatkannya panjang
jalian desa strategis yang
fungsional di daerah
tertinggal

1,9 Km Kab. Boven Digoel
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a Peningkatan jalan strategis
Desa di daerah perbatasan

Ditingkatkannya panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

4 Krn 2 2 Kab. Keerom Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

4 Peningkatan jalan strategis
desa di daerah perbatasan

Ditingkatkann)ra panjang
jalan strategis desa di lokasi
prioritas perbatasan daerah
tertinggal

6 Km 2 2 2 Kab. Supiori Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

5 Pembanguna,n Jalan Towe
Hitam - Oksibil

Panjang ruas jalan yang
dibangun

50,35 Km 5,8 L2,25 2,3 15 15 Kab. Peg. Bintang Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralvat
6 Pengembangan Terminal

Skouw
Jumlah terminal barang
yang dibangun/
ditingkatkan

1 Unit I PKSN Jayapura Kementerian
Perhubungan

7 Percepata-n pembangunan dan
operasionalisasi terminal
barang intemasional dal

Jumlah terminal baralg
internasional yang
terbangun

1 Unit 1 Kementerian
Perhubungan

PKSN Jayapura
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shoucase di kawasasa-n PLBN
Skouw

Pengembangan Bandara
Sentani

Jumlah bandara hub
primer yang dikembaagkan

1 Unit 1 1 1 PKSN Jayapura Kementerian
Perhubungan

9 Pembangunal jembatan udara
di Bandara Tanah Merah

Jumlah bandara
pendukung jembatan udara
yang dikembangkan

1 Unit 1 1 1 1 1 PKSN Tanah Merah Kementerian
Perhubungan

10 Pengembangan Jembatan
Udara Bandara Manggelum

Jumlah jembatan udara
yang ditingkatkan

1 Paket 1 1 1 I PKSN Tanah Merah Kementerian
Perhubungan

11 Pengembangan pelabuhan
Merauke

Jumlah pelabuhan yang
dikembangkan

1 Unit I 1 1 PKSN Merauke Kementerian
Perhubungan

12 Pengembangan Bandara Mopah Jumlah bandara yang
dibangun

1 Unit 1 1 PKSN Merauke Kementerian
Perhubungan

13 Penyediaan titik lokasi dan
pembangunal BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di keLautan dan daerah
pesisir

3 Lokasi 3 PKSN Tanah Merah,
PKSN Merauke

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
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t4 Penyediaan aks€sibilitas
telekomunikasi dan informasi
(Bakti Intemet)

Jumlah titik lokasi Bakti
Internet yang dibangun

1 Lokasi 1 PKSN Merauke Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Kementerian

Komunikasi dan
Informatika

15 Penyediaaa titik lokasi dan
pembangunan BTS

Jumlah titik lokasi
penyediaan BTS khususnya
di kelautan dan daerah
pesisir

l4l Lokasi 80 6l PKSN Merauke
(Distrik Sota), Distrik

Tabonji, Distrik Waan,
Distrik Kimaam,

Distrik Okaba, Distrik
Naukenjerai, Distrik
Ulilin, Distrik Sarmi,
Distrik Jair, Distrik

Kombut, Distrik
Waropko, Distrik
Sesnuk, Distrik

Ninati, Distrik Batom,
Distrik Iwur, Distrik

Oksamol, Distrik
Tarub, Distrik Kiwirok

Timur, Distrik
Mufinop, Distrik
Murkim, Distrik

Distrik Arso
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Timur, Distrik Towe,
Distrik Web, Distrik
Yaffi, Distrik Supiori
Barat, Distrik Supiori

Utara

L6 Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis pada ruas
jalan Kampung Ninaty-
Simpang Boda (PNG)

Panjang jalan yang
ditingkatkan

2,5 Km 2,5 PKSN Tanah Merah
(Distrik Ninati)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis pada ruas
jalan Kampung Skouw Sae

Panjang jalaa desa strategis
yang terbangun/
ditingkatkan

1 Km I PKSN Jayapura
(Distrik Muara Tami)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

18 Pembangunan dan peningkatal
jalan desa strategis pada ruas
jalan Jl. Skouw Sae

Paljalg jalan desa strategis
yang terbangun/
ditingkatkarr

1,35 Km 1,35 PKSN Jayapura
(Distrik Muara Tami)

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

19 Pengadaan sarana transportasi
darat

JuII ah sarana trarsportasi
darat yang tersedia

1 Unit 1 PKSN Jayapura
(Distrik Muara Tami)

Kementerian Desa,
Pembangunan
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Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

20 Pembangunan jalaa akses
PLBN Yetetkun

Palrjang jalan yang
dibangun

39 Km 10 7,25 7,25 7,25 7,25 PKSN Tanah Merah
(Distdk Ninati)

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

21 Pembangunan jalan akses
Terminal Barang Internasional
PLBN Skouw

Panjang ruas jalan yang
dibangun

o,3 Km 0,3 PKSN Jayapura
(Distrik Jayapura

Utara)

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan PeruIrrahan

Ral<J/at

22 Pembangunan jalaa perbatasan
Papua

Panjang ruas jalan yang
dibangun

30 Km 6 6 6 6 6 PKSN Jayapura Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahal

Rakyat

23 Pembangunan jembatan Kali
Bian

Jumlah jembatan ya-ng
dibangun

1 Unit 1 PKSN Merauke Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
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24 Rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana Bandar Udara
Batom

Jumlah prasarana Bandar
Udara Batom yang
direhab/dipelihara

1 Paket 1 Distrik Batom Kementerian
Perhubungan

25 Peningkatan/ pemantapan
Bandar Udara Batom

Jumlah bandar udara yang
ditingkatkan

I Paket 1 Distrik Batom Kementerian
Perhubungan

Distrik Towe Kementerian
Perhubungan

Distrik Waris, Distrik
Towe, Distrik

Kimaam, Distrik
Merauke

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

26 Pembangunan Pelabuhan
Merauke

Jumlah pelabuhan yang
terbangun

1 Unit 1

27 Pengadaan sarana transportasi
darat

Jumlah sarana transportasi
darat yang tersedia

5 Unit

2 Krn

1 Unit

5

2A Pembangunan dan peningkatan
JaLan Desa strategis pada ruas
jalan Muting lV-Muting V

Panjang ruas jalan yang
terbangun

2 Distrik Ulilin Kementeriar Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

29 Pengadaan sarana transportasi
perairan di bawah 20 dan/atau
maksimal kapasitas 25
penumpang

Jumlah sarana transportasi
perairan yang tersedia

1 Distrik Sesnuk Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
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XP
4

PEITGE![BAITGAIT
INTRASTRI'KTT'R AOSIAL
DASAR

1 Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Daerah

Pelayanan Adm.inistrasi
Kependudukan di Daerah
(KTP el, KIA, Aka
Kelahiran)

45 Paket 9 9 9 9 I Kab. Mimika, Kab.
Boven Digoel, Kab.
Peg. Bintang, Kab.

Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Biak Numfor,
Kab. Supiori, PKSN

Jayapura, PKSN
Tanah Merah, PKSN

Merauke

Kementerian
Dalam Negeri

2 Bantuan Sosial Pemerintah Persentase Keluarga
Penerima Manfaat yang
mendapatkan bantual
sosial pemerintah

100 100 100 100 100 100 Kab. Mimika, Kab.
Boven Digoel, Kab.
Peg. Bintang, Kab.

Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Biak Numfor,
Kab. Supiori, PKSN

Merauke, PKSN
Jayapura

Kementerian Sosial
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Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih

Meningkatnya layanan air
bersih dan saritasi di
daerah perbatasan

350 KK 200 150 Kab. Boven Digoel,
Kab. Keerom, Kab.

Supiori

Kementerian Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

4 Rehabilitasi bangunan kantor
desa

JuIr a.L kartor desa yang
direhabilitasi

lo Unit 2 2 3 3 PKSN Merauke
(Distrik Semangga,
Distrik Merauke),
Dishik Tabonji,
Distrik Elokobel,
Distrik Kombut,
Distrik Oksamol,
Distrik Mofinop,

Distrik Yaffi, Distrik
Supiori Utara, Distrik

Supiori Timur

Kementerian
Dalam Negeri

5 Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar di Kawasan
Perbatasan (Sarana-Prasarana
dan Alat Kesehatan)

Jumlah pelayanan
kesehatan dasar yang
ditingkatkan

14 Paket t4 PKSN Jayapura
(Distdk Jayapura

Utara), Distrik Sota,
Distrik Waar, Distrik

Kimaam

Kementerian
Kesehatan
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6 Pengada,an Alat Kesehatar di
Puskesmas

JumLah alat kesehatan yang
tersedia

Jumlah puskesmas yang

3 Paket 3 PKSN Merauke
(Distrik Semangga,

Distrik Sota),
Naukenjerai

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan Puskesmas 1 Unit I PKSN Jayapura
(Distrik Muara Tami)

Kementerian
Kesehatan

8 Pembangunan SPBU di Skouw Terselesaikann5ra
pembangunan SPBU di
Skouw

I Paket I

9 Rehabilitasi ruang kelas
dengan tingkat kerusakan
minimal sedalg beserta
perabotnya

Jumlah ruang kelas yang
direhabilitasi

26 Unit 26

10 Pembangunan rumah dinas
guru beserta perabotnya

Jumtrah rumah dinas guru
yang terbangun

l3 Unit 13

PKSN Jayapura Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral
PKSN Jayapura

(Distrik Jayapura
Utara), Distrik Mimika
Timur Jauh, Distrik

Sarmi

PKSN Jayapura
(Distrik Jayapura

Utara), Distrik U/aan,
Distrik Kimaam,
Distrik Waropko,

Distrik Barat

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
darr Telcrologi

Kementeriar
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telmologi
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11 Pembangunan Ruang Kelas
Baru (RKB) beserta perabotnya

Jumlah RKB yang
terbangun

4 Unit 4 PKSN Merauke
(Distrik Sota), Distrik

Waropko

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Telolotogi

t2 Rehabittasi ruang
perpustakaan dengan tingkst
kerusakan minimal sedang
beserta perabotnlra

Jumlah ruang
perpustakaan yang
direhabilitasi

1 Unit 1

Sekolah

PKSN Jayapura
(Distrik Jayapura

Utara)

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

13 Pembangunan baru SMP Jumlah SMP yang dibangun I 1 PKSN Jayapura Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknotogi

14 Pembangunan baru IPAL Skala
Permukiman kombinasi MCK

Jumlah IPAL Skala
Permukiman dengan jumlah
layanan minimal 25 KK-
Tematik Penanggulangan
Kemiskinal yang terbangun

13 Unit I3 PKSN Jayapura
(Distrik Jayapura

Utara), Distrik Okaba

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

1.5 Bantuan peningkatan kualitas
rumalr secara swadaya

Jumlah rumah secara
swadaya yang ditingkatkan
kualitasnya

300 Unit 300 PKSN Jayapura
(Distrik Jayapura

Utara)

Kementerian
Pekerjaan Umum

SK Nc 074295 C
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dan Perumahan
Rakyat

16 Pembangunan balai pertemuan
umum kecamatan

Jumlah balai pertemuan
umum kecamatan yang
dibangun

4 Unit I Distrik Mimika Timur
Jauh, Distrik Tabonji,
Distrik Naukenjerai,

Distrik Towe

Kementerian
DaLam Negeri

Distrik Waropko Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralgat

t7 Pembangunan tangki septik
skala individual perdesaan
minimal 5O KK-Tematik
Stunting

Jur ah tangki septik yang
terbangun

55 Unit 55

1a Pembangunan ruang guru
beserta perabotnya

Jumlah ruang guru yang
dibangun

7 Unit 7 Distrik Waan, Distrik
Okaba

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

ls Pengadaan pusling laut Jumlah pusling laut yang
tersedia

1 Unit I Distrik Mimika Timur
Jauh

Kementerian
Kesehatan
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20 Pengadaan pusling perairan Jumlah pusling perairan
yang tersedia

1 Unit 1 Distrik Mimika Timur
Jauh

Kementerian
Kesehatan

21 Pengadaan generator dan
pemasangan instalasi listrik
Puskesmas

JuII ah generator
puskesmas 5rang tersedia

1 Unit 1

Unit 1

Paket I

Distrik Mimika Timur
Jauh

Kementerian
Kesehatan

o, Pembangunan rumah dinas
Puskesmas

JumLah rumah dinas
puskesmas yang dibangun

1 Distrik Mimika Timur
Jauh

Distrik Mimika Timur
Jauh

K€menterian
Kesehatan

23 Instalasi pengolah limbah Jumlah instalasi pengolah
lirnbah yang terbangun

1 Kementerian
Kesehatan

24 Penyediaan prasarana pusling
roda dua Puskesmas

Jumlah pusling yang
tersedia

2 Unit 2 Distrik Kombut Kementerian
Kesehatan

Pembangunan rumah petugas
kesehatan

Jumlah rumah petugas
kesehatan ya-ng terbangun

1 Unit i Distrik Sarmi Kementerian
Kesehatan

Pembangunan Gedung FIeaIrh
Care Center IHCCI L19

Terbangunnya Gedung
HCC 1 19

1 Unit i Distrik Biak Kota Kementerian
Kesehatan
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1 2 4 5 6 7 a 9 10 12 13

27 Bantuan sarana pembelajaran
berbasis teknologi informasi
dan komunikasi (SD/SMP)

Jumlah bantuar sarana
pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan
komunikasi (SD/SMP)

2 Paket c

Unit

Unit 2t

Distrik Arso Timur,
Distrik Yaffi

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

2A Peningkatan titik penyalur
program BBM satu harga

Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ ditingkatkan

1 1 Distrik Jair Kementerian
Energi dan Sumber

Daya Mineral

29 Pembangunan jaringan
distribusi listrik

Jumlah jaringan distribusi
listrik yang terbangun

2l Distrik Inur Kementerian
Energi dan Sumber
Daya Mineral/PlN

30 Pembangunan rumah ldrusus Jumlah rumah khusus
yang terbangun

12 Unit 12 Distrik Waropko Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
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31 Pembangunan Broncaptering Jumlah Broncaptering yang
terbangun

50 SR 50 Distrik Murkim Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

BABVI ...
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BAB VI

PENUTUP

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 merupakan penjabaran visi, misi,
dan prioritas Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 yang terdiri atas Batang Tubuh
dan Lampiran yang memuat Narasi Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24
dan Matriks Kegiatan Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24, sebagai suatu kesatuan
yang tidak terpisahkan.

Dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah pengelolaan perbatasan
merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu: Pertama, Visi/Misi yang dijabarkan dalam
tujuan dan sasaran strategis. Kedua, identifikasi kebutuhan dasar masyarakat
dan multiplier effect yar:g menjadi agenda strategis. Ketiga, RPJMN
Tahun 2O2O-2O24 melalui skema: (1) PLBN, PPKT, dan batas wilayah, dengan
pengelolaan diarahkan pada penguatan pertahanan dan keamanan, (2) Lokpri
sebagai zona penyangga PLBN, dengan penanganan diarahkan pada aspek
pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas, dan tata kelola
pemerintahan; serta (3) Lokpri dan kecamatan sebagai hinterland pusat
pertumbuhan PKSN, dengan pengelolaan diarahkan pada pengembangan hulu-
hilir ekonomi komoditas unggulan. Kegiatan kementerian/lembaga mengacu
pada lokus PLBN, PPKT, PKSN, dan tokpri dimaksud.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 menjadi titik tolak pembangunan
Kawasan Perbatasan negara, yang juga diarahkan untuk mendukung
pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju.
Hal tersebut dilakukan melalui upaya-upaya yang mendorong wilayah negara
yang aman, tertib, dan maju, dengan memperkuat ketahanan nasional yang
didukung dengan pembentukan pusat/sentra pertumbuhan baru (ekonomi,
industri, perdagangan) di Kawasan Perbatasan negara, terutama di 18 (delapan
belas) PKSN dan 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2O2O-2O24 merupakan pedoman nasional dan
acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun
perencanaan di pusat dan daerah dan dilaksanakan oleh para pemangku
kepentingan secara terpadu, untuk memperkuat kedaulatan negara serta
mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai dokumen dinamis, penyesuaian Renduk Pengelolaan BWN-KP
2O2O-2O24 dilakukan melalui Renaksi Pengelolaan BWN-KP sesuai ketentuan
yang berlaku, dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam upaya
penanganan pandemi COVID-l9 dan pemulihan ekonomi nasional.

SK No 116886A
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Keberhasilan pembangunErn dalam mewujudkan visi Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong di Kawasan Perbatasan Negara, dilaksanakan melalui 4 (empat) dari
9 (sembilan) misi dalam Nawacita Kedua Kabinet Indonesia Maju Periode
Tahun 2019-2024 dengan memberikan penekanan dan fokus pada 2 (dua)
agenda pembangunan, yaitu: (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan (2) meningkatkan stabilitas politik,
hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik, Selain
itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan
dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas.

Pengelolaan BIVN-KP merupakan bentuk hadimya negara di perbatasan
negara. Pada dimensi batas wilayah lborder dimensionl hat tersebut
mencerminkan semangat kedaulatan negara. Sementara pada dimensi kawasan
(frontier dimer*ionl perbatasan negara bukan hanya terbatas pada wilayah
pinggiran secara ruang hsik, melainkan juga wilayah yang secara fungsional
menjadi pintu keluar-masuk dari dan menuju NKRI. Untuk itu pengelolaan
BWN-KP juga harus mencerminkan semangat mewujudkan beranda depan dan
beranda penghubung internasional, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, dan berkontribusi terhadap terwujudnya kawasan
antarnegara yang kondusif. Pengelolaan BWN-KP harus menjadi konsensus
kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun
horizontal, untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman,
tertib, dan maju.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan

Administrasi Hukum,
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